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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6906);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset
dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis



25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-
2850 Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2025 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);



Menetapkan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31
Desember.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan Daerah.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

-
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12.

(1)

(2)

yang memuat kebijakan bidang pendataan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat daerah wuntuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA
Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD
Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah.

Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah
selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat
koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian dan daerah untuk
mencapai target pembangunan nasional.

BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2027
Pasal 2

RKPD Tahun 2027 berpedoman pada visi, misi dan

program Bupati yang dijabarkan kedalam tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang

termuat dalam RPJMD 2025-2029.

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Prioritas pembangunan daerah;

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun;

d. Program Strategis Nasional; dan

e. Kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan
nasional Tahun 2026.

RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027

dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput dan diproses ke

dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
digunakan sebagai bahan pedoman penyusunan KUA, PPAS
dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan

daerah Tahun 2027.



(1)

(2)

(2)

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam
RKPD.

Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal
dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat
Daerah.

Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub
kegiatan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang
mengatur mengenai  klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah.

Pasal 5

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala .
pada tanggal 30 KX,\]’H 2026

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Jon 2026

SEKRETARIS DAERAH,

s

FERLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026 NOMOR f8



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2027
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam kerangka tersebut,
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan
secara berjenjang, terpadu, dan selaras dengan kebijakan
pembangunan nasional dan provinsi. Keterpaduan perencanaan ini
diperlukan untuk menjamin konsistensi arah kebijakan, sinkronisasi
program, serta efektivitas pencapaian sasaran pembangunan lintas

sektor dan lintas wilayah.

Penyelenggaraan pembangunan daerah memerlukan perencanaan
yang disusun secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap
dinamika pembangunan serta perubahan lingkungan strategis.
Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen pengendali
dan pengarah dalam pemanfaatan sumber daya daerah secara
optimal, sekaligus sebagai dasar dalam penetapan prioritas
pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang berkualitas,
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan
dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menyusun
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional di seluruh bidang kehidupan.
Perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung
peningkatan daya saing daerah, penguatan struktur ekonomi,
pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan data, informasi, hasil

evaluasi pembangunan, serta dukungan riset dan inovasi menjadi



landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

yang berkelanjutan dan inklusif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi
daerah, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan
perangkat daerah. RKPD berfungsi sebagai penjabaran operasional
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
menjadi acuan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena
itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung, serta RPJMD

Kabupaten Tulang Bawang.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 merupakan
pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 serta
bagian dari tahapan implementasi RPJMD Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2025-2029. RKPD ini disusun untuk memastikan
kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, konsistensi
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta sebagai

instrumen evaluasi kinerja pembangunan daerah secara tahunan.

Substansi RKPD mencakup kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan
perangkat daerah yang disertai dengan target kinerja. Keseluruhan
substansi tersebut disusun untuk menjamin keterpaduan antara
perencanaan dan penganggaran daerah, serta mendukung
peningkatan kualitas tata kelola pembangunan daerah yang efektif

dan berorientasi pada hasil.



Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan rancangan awal,
rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD,
dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,
serta perpaduan pendekatan top-down dan bottom-up. Proses
tersebut memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat melalui mekanisme
perencanaan partisipatif, serta sinergi kebijakan pembangunan

nasional dan provinsi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi
Lampung, pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027
diarahkan pada tema: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan
Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri
Berbasis Potensi Lokal”. Tema tersebut menjadi dasar dalam
penetapan prioritas pembangunan daerah guna mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas
pelayanan publik, serta percepatan pencapaian kesejahteraan

masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



10.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6909);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun



28.

29.

30.

31.

32.

33.

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025
Nomor 2);

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2026
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2013 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang
Sawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2025 Nomor 02).



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2027 memiliki keterkaitan erat dengan
berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat
nasional, provinsi, maupun daerah. RKPD sebagai dokumen
perencanaan tahunan daerah disusun untuk menjabarkan arah
kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Dengan demikian,
RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen operasional tahun ketiga
dari pelaksanaan RPJMD tersebut.

RKPD tidak disusun secara terpisah, melainkan selaras, terpadu,
dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya. Di tingkat nasional, RKPD berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029, untuk menjaga konsistensi arah pembangunan
antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan nasional jangka panjang.

Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahunan. Di sisi lain, dokumen teknokratik, Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sumber penting
dalam proses perumusan RKPD, agar rencana pembangunan yang
disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan

kapasitas fiskal daerah.

Dengan keterpaduan tersebut, RKPD Tahun 2027 diharapkan
mampu menjadi pedoman yang responsif, adaptif, dan akuntabel
dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “Tulang

Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”



1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD
memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program,
kegiatan, serta target indikator kinerja tahunan yang

mendukung pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 merupakan
tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2025-2029, yang memuat visi pembangunan daerah
jangka menengah, yaitu “Tulang Bawang Maju Menuju
Indonesia Emas 20457 Dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan, penyusunan RKPD juga
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045

sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan demikian, RKPD berperan penting sebagai jembatan
antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan
pelaksanaan pembangunan tahunan, serta memastikan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dalam

mendukung visi dan misi kepala daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 memiliki
keterkaitan langsung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). RKPD
menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam
menyusun Renja PD, agar program dan kegiatan yang
direncanakan selaras dengan arah kebijakan pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses penyusunannya, RKPD mengakomodasi:
¢ Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya,
e Usulan masyarakat melalui Musrenbang,

e Pokok-pokok pikiran DPRD, serta



e Rancangan awal Renja dari masing-masing perangkat

daerah.

Seluruh masukan tersebut dikompilasi, dianalisis, dan
diselaraskan untuk membentuk prioritas pembangunan
tahunan daerah. Selanjutnya, perangkat daerah menggunakan
RKPD sebagai rujukan dalam menyempurnakan Renja PD
masing-masing, baik dari sisi tujuan, sasaran, program,

indikator kinerja, maupun kebutuhan anggaran.

Melalui proses yang bersifat top-down dan bottom-up, RKPD
berfungsi sebagai dokumen pemersatu arah pembangunan
lintas sektor dan lintas perangkat daerah, sehingga menjamin
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta
mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Lampung dan RKP

(Nasional)

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027
juga memperhatikan keterkaitan dengan RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Nasional Tahun 2027, guna memastikan keterpaduan arah
kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten
Tulang Bawang mengacu pada tema, prioritas, dan arah
kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2027. Hal ini penting untuk menjamin sinergi
antara program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan
agenda pembangunan provinsi, khususnya dalam hal
pengembangan wilayah, peningkatan konektivitas
infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan

pemberdayaan potensi ekonomi lokal.
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Selain itu, RKPD Kabupaten Tulang Bawang juga berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yang
merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN 2025-2029. RKP
menjadi acuan nasional dalam penyusunan rencana kerja dan
penganggaran tahunan, sehingga kebijakan, program, dan
kegiatan yang dirancang di daerah perlu selaras dengan
prioritas pembangunan nasional, baik dari sisi tema

pembangunan, arah kebijakan, maupun sasaran strategis.

Gambar 1. 1 Skema Hubungan Antara Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah

» AW
Vi M

»

IITAHUNR. ==

W

Vi

DIJABARKAN
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Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan
nasional, provinsi, dan daerah, RKPD Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2027 juga memiliki hubungan dengan berbagai dokumen
perencanaan sektoral, salah satunya Dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten (SSK). SSK merupakan dokumen yang memuat arah
kebijakan, strategi, target, program, kegiatan, serta indikasi
pendanaan pembangunan sanitasi daerah yang meliputi pengelolaan
air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan

perilaku hidup bersih dan sehat.

Keterpaduan antara RKPD dan SSK diperlukan untuk memastikan
bahwa prioritas dan target pembangunan sanitasi dapat
terakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah
melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait. Dengan
demikian, pembangunan sektor sanitasi dapat dilaksanakan secara
terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan
kualitas lingkungan permukiman, derajat kesehatan masyarakat,

serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman
operasional penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka
waktu satu tahun. RKPD berfungsi menjabarkan arah kebijakan,
strategi, dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, dengan mengacu
pada visi “Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Secara khusus, penyusunan RKPD ini dimaksudkan untuk:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya
daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas

hidup masyarakat;
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b. Mewujudkan sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, serta antar
sektor pembangunan di wilayah Tulang Bawang;

c. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta

d. Menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pembangunan agar selaras dengan arah pembangunan

nasional dan provinsi.

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027
bertujuan untuk menyediakan arah, pedoman, dan kerangka kerja
pembangunan tahunan dalam rangka mendukung pencapaian visi
RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuan tersebut meliputi:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2027;

3. Memberikan panduan bagi setiap Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) yang sejalan dengan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan;
dan

5. Menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

responsif, berkualitas, dan akuntabel.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun mengacu pada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan
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Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang disusun

secara sistematis dalam tujuh bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami secara utuh.

Isi dari Bab I meliputi:

1.1. Latar Belakang
Menguraikan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan
RKPD Tahun 2027 dalam kerangka RPJMD Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2025-2029, serta keterkaitannya dengan
dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, Renstra
Perangkat  Daerah, Renja  Perangkat  Daerah, dan
keterhubungannya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memuat berbagai peraturan perundang-undangan yang
menjadi landasan hukum penyusunan RKPD, baik di tingkat
nasional, provinsi, maupun daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen
perencanaan pembangunan lain, seperti RPJMD/RPD, RKP,
program strategis nasional, serta RKPD Provinsi Lampung dan
RPJMD kabupaten/kota sekitar.

1.4. Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud serta tujuan penyusunan RKPD bagi
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

1.5. Sistematika RKPD
Menjelaskan struktur dan sistematika penulisan dokumen
RKPD yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

dokumen ini.
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BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan

capaian pembangunan daerah. Ruang lingkup pembahasan

mencakup:

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing
daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Sub-bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun sebelumnya
berdasarkan capaian kinerja RKPD dan realisasi RPJMD.
Evaluasi dilakukan terhadap seluruh urusan pemerintahan
daerah, meliputi perbandingan antara target dan realisasi
kinerja, baik keluaran maupun hasil.
Hasil evaluasi disajikan dalam Tabel Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan, dan
Realisasi RPJMD sebagai dasar perumusan prioritas
pembangunan tahun rencana.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Bagian ini memuat rumusan umum  permasalahan
pembangunan yang berkaitan dengan prioritas daerah,
layanan dasar, serta tugas dan fungsi perangkat daerah.
Meliputi: Permasalahan daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan Identifikasi

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.
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3.1.

3.2.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi
yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan
dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah
ditujukan untuk mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan
daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada

tahun rencana.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

4.1.

4.2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran
pembangunan S5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen
RPJMD.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya
adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah

(RPJMD) tahun rencana.
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BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun

perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan, harapan, dan komitmen untuk mencapai tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu dari 15 (lima belas)
kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan pusat pemerintahan
berlokasi di Kota Menggala. Penetapan Kabupaten Tulang Bawang
sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam lingkup
Provinsi Lampung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus pada
tanggal 20 Maret 1997.

Selanjutnya, struktur wilayah Kabupaten Tulang Bawang mengalami
perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji serta Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Tulang Bawang Barat. Melalui kedua undang-undang tersebut,
terbentuklah dua daerah otonomi baru sebagai hasil pemekaran dari

Kabupaten Tulang Bawang selaku kabupaten induk.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan landasan penting dalam
memahami karakteristik suatu wilayah. Keduanya saling berkaitan,
karena kondisi geografis akan memengaruhi pola persebaran
penduduk, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial yang terjadi di

dalamnya.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan aspek mendasar dalam
kajian perencanaan dan analisis ruang. Pemahaman terhadap
karakteristik ini membantu menilai potensi, keterbatasan, serta arah

pengembangan suatu daerah.
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a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas dan batas wilayah administrasi merupakan aspek mendasar
dalam memahami karakter suatu daerah. Informasi ini tidak hanya
berfungsi sebagai data teknis, tetapi juga menjadi dasar dalam
perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta

penentuan kebijakan wilayah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji;
b. Sebelah Timur dengan Laut Jawa,;
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan;

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri
dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Banjar
Margo, Gedung Aji, Penawar Aji, Meraksa Aji, Menggala, Penawartama,
Rawajitu Selatan, Gedung Meneng, Rawajitu Timur, Rawa Pitu,

Gedung Aji Baru, Dente Teladas, Banjar Baru, dan Menggala Timur.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang

)

PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG

PETA ADMINISTRASI
-; KABUPATEN TULANG BAWANG

s ioae o rere o doe sosaroe ostoue vavoe

g RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG
( 2012 - 2032

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Berdasarkan Surat Kapus PPBW Badan Informasi Geospasial (BIG)
Nomor B3.11/PBW BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022
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tentang Penghitungan Luas Wilayah Definitif Provinsi dan
Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, luas wilayah Kabupaten Tulang
Bawang tercatat sebesar 3.116,062 km?2 atau * 9,28 persen dari luas

wilayah Provinsi Lampung.

Kabupaten Tulang Bawang secara administratif terbagi menjadi 15
Kecamatan, 147 kampung dan 4 kelurahan. Kecamatan Dente Teladas
merupakan kecamatan terluas dengan luas 685,65 km?2 atau 22,00
persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Meraksa
Aji dengan luas 94,71 km2 atau 3,04 persen dari luas wilayah

Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi, Luas Wilayah dan Jumlah
Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang

RASIO

NO KECAMATAN KECIAI;?:TAN TE%g:]s) AP Killfanglﬁ?v}é/ IBUKOTA
(Km?) KABUPATEN | KELURAHAN

1 | Banjar Agung 230,88 7,41 11 Banjar Agung

2 | Banjar Margo 132,92 4,27 12 Agung Dalem

3 | Gedung Aji 114,47 3,67 10 Gedung Aji

4 | Penawar Aji 104,45 3,35 9 | Gedung Rejo Sakti
5 | Meraksa Aji 94,71 3,04 8 Panduan Rajawali
6 | Menggala 344,00 11,04 9 Ujung Gunung
7 | Penawartama 210,53 6,76 14 Bogatama

8 | Rawajitu Selatan 123,94 3,98 9 Medasari

9 | Gedung Meneng 657,07 21,09 11 Gedung Meneng
10 | Rawajitu Timur 176,65 5,67 8 Bumliw?flgzsena
11 | Rawa Pitu 169,18 5,43 9 Batanghari

12 | Gedung Aji Baru 95,36 3,06 9 Sidomukti

13 | Dente Teladas 685,65 22,00 12 Teladas

14 | Banjar Baru 132,95 4,27 10 Kahuripan Jaya
15 | Menggala Timur 193,53 6,21 10 Lebuh Dalem

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2025
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Gambar 2. 2 Rasio Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Total Luas
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

Banjar Baru; 4,27

i . Banjar Aj s 7,41
Mengggla Timur; anjar Agung; /, Banjar Margo; 4,27

/_ Gedung Aji; 3,67

2
Penawar Aji; 3,35
Meraksa Aji;
3,04
,00

Gedung Aji

Baru; 3,06 »
Rawa Pitu; 5,43
Rawajitu Selatan;
Rawajitu Timur; 5,67 3,98

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2025 (diolah)

Dente Teladas; 22

Distribusi luas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan karakter
geografis dan potensi ruang yang berbeda-beda di setiap kawasan.
Berdasarkan data dari BPS tahun 2025, dua kecamatan menonjol
sebagai wilayah dengan cakupan geografis terbesar, yaitu Dente
Teladas (22,00%) dan Gedung Meneng (21,09%). Kedua kecamatan ini
secara kumulatif mencakup lebih dari 43% total luas kabupaten,
menandakan dominasi spasial yang penting dalam konteks

pengelolaan sumber daya dan perencanaan wilayah.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang terletak antara
04°08' hingga 04°41' Lintang Selatan dan 105°09' hingga 105°55'
Bujur Timur, yang terletak di bagian hilir dari dua sungai besar yaitu
Way Mesuji dan Way Tulang Bawang dan bermuara di Laut Jawa yang
berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Mengingat letaknya

yang berada di antara O - 10° Lintang Selatan maka Kabupaten Tulang
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Bawang seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia juga

merupakan daerah beriklim tropis.

c. Topografi

Topografi merupakan gambaran mengenai bentuk permukaan bumi di
suatu wilayah, yang mencakup kondisi ketinggian, kemiringan lahan,
serta variasi bentang alam seperti dataran, perbukitan, pegunungan,
dan daerah pesisir. Aspek ini menjadi salah satu faktor penting dalam
perencanaan pembangunan karena berpengaruh langsung terhadap
pola pemanfaatan ruang, aktivitas ekonomi, serta tingkat kerentanan

wilayah terhadap bencana.

Secara topografi, Kabupaten Tulang Bawang dapat dibagi menjadi 4

(empat) daerah yaitu:

1) Daerah dataran (landai), yang merupakan daerah dataran sampai
dengan dataran bergelombang, berada pada kemiringan antar
15%-30% yang dimanfaatkan area pertanian, perkebunan dan

cadangan pengembangan transmigrasi.

2) Daerah rawa, terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan
ketinggian 0-1 m yang merupakan muara dari Way Tulang Bawang
dan Way Mesuji. Rawa-rawa tersebut terdapat di tiga wilayah
kecamatan yaitu Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan
dan Kecamatan Dente Teladas. Daerah-daerah tersebut
merupakan areal yang cukup produktif untuk pengembangan

budidaya tambak dan perikanan laut.

3) Daerah River Basin, Terdapat 2 River Basin yang utama yaitu River
Basin Tulang Bawang dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya.
Daerah ini berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air
pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-
lebung. Pada areal River Basin Way Tulang Bawang dengan anak-
anak sungainya membentuk pola aliran dendritic. Daerah ini
memiliki luas 10.150 Km? dengan panjang 753 Km yang

digunakan untuk pengembangan tambak udang.

4) Daerah alluvial, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan

bagian hilir (down steem) dari sungai-sungai besar yaitu Way
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Tulang Bawang dan Way Mesuji yang dimanfaatkan untuk

pelabuhan dan areal persawahan pasang surut.

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang
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PETA TOPOGRAFI
KABUPATEN TULANG BAWANG

(|| A EETa ]

DINAS LINGKUNGAN HIDUF
KARUPATEN THLANG RAWANG.

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045

d. Geologi

Berdasarkan peta Geologi Lembar Menggala, 1985 (Direktorat
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, P3G, Bandung), diketahui
wilayah Tulang Bawang secara geologis tersusun oleh batu-batuan
dari berbagai unsur, mulai dari yang termuda sampai yang tertua,

diantaranya adalah:

1. Endapan Rawa (Qs) : terutama terdiri material lumpur, lanau, dan
pasir. Endapan rawa ini dijumpai di sepanjang pantai timur, kiri
kanan daerah aliran Way Tulang Bawang. Secara administrasi
termasuk wilayah Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan,

Gedung Meneng dan sekitar Penawar Tama;

2. Endapan Aluvial (Qa) : terdiri dari material kerakal, kerikil, pasir,
lempung dan gambut. Penyebaran endapan aluvial ini terutama

terdapat di daerah dataran dan di sekitar aliran sungai;

3. Pasir Kwarsa (Qak) : Pasir kasar kerikilan sampai sedang, lepas,
penyusun dominan mineral kwarsa. Penyebarannya setempat-

setempat yaitu sekitar Gedung Jaya, Rawa Ragil, Hargo Mulyo,
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Bumiratu wilayah Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan
Dente Teladas sekitar aliran Way Palembang anak sungai Way
Seputih;

4. Formasi Terbanggi (Qpt): terdiri dari batu pasir dengan sisipan
batu lempung. Formasi batuan ini diantaranya ditemui di sebagian

wilayah Gedung Meneng dan Rawajitu Selatan;

S. Formasi Kasai (Qtk) : terdiri dari tuf, batu lempung tufaan, batu
lempung, batu pasir dan konglomerat. Formasi ini ditemui
setempat-setempat dengan penyebaran yang luas, disekitar

wilayah Gedung Aji, Menggala, Penawar Tama, dan Banjar Agung;

6. Formasi Muara Enim (Tmpm) : terdiri dari perselingan batu
lempung pasiran dan batu lanau, tufaan dengan sisipan batu pasir
tufaan, dan batu lempung hitam. Terutama dijumpai dibagian
utara wilayah Kabupaten Tulang Bawang sekitar Penawar Tama,

Banjar Margo dan Banjar Agung.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tulang Bawang
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Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Secara garis besar tanah di wilayah Tulang Bawang dapat
dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis tanah (Masterplan
Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Tulang Bawang, 2008), yaitu : Dystropepts, haplodux, hydraquents,
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kanha pludults, sulfaquents, sulfihemists, tropaquents, tropaqueps dan

tropop samment.

e. Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi yang tinggi untuk
perkembangan sektor pertanian sebab sebagian besar sungai-sungai
yang mengalir dari barat ke timur berpotensi untuk pengembangan
irigasi, sungai-sungai yang dimaksud adalah Way Tulang Bawang.
Way Tulang Bawang merupakan sungai yang membelah dari barat ke
timur di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dengan panjang 136 Km

dan daerah alir 1.285 km?2.

Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau
dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu
bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi
pegunungan/perbukitan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan
dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara kesungai utama yang

akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal.

Tabel 2. 2 Panjang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah
Kabupaten Tulang Bawang

NO. NAMA DAS PANJANG (KM) LUAS (HA)
I | Way Tulang Bawang 46,00 934.400,00
1 | Way Kiri 20,00 125.400,00
2 | Way Rarem 28,00 9.700,00
3 | Way Abung 22,00 17.800,00
4 | Way Sabuk 4,00 17.100,00
5 | Way Kanan 59,00 167.600,00
6 | Way Besai 89,00 27.200,00
7 | Way Umpu 46,00 5.300,00
8 | Way Pisang 5,00 20.500,00
9 | Way Giham 18,00 50.400,00
10 | Way Neki 10,00 21.200,00
11 | Way Tahmi 24,00 22.700,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang
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f. Klimatologi

Kabupaten Tulang Bawang beriklim tropis dengan musim hujan dan
musim kemarau berganti sepanjang tahun, temperatur rata-rata
31°C. Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah amat basah,
dengan perbandingan devisit air 0-1,5 bulan. Kenyataan ini
menunjukan bahwa budidaya sawah dengan harapan produksi
sedang atau kurang optimal, atau apabila diusahakan secara luas
memerlukan usaha dan pertimbangan ketat dalam menentukan
jadwal tanamannya. Guna mendapatkan keandalan dalam budidaya
sawah perlu dikembangkan jenis padi lokal dengan suplai air berasal

dari tadah hujan.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah yang mengalami siklus
musiman dengan dominasi kondisi basah dimana bulan Desember
merupakan bulan terbasah di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah
basah terdapat di bagian Barat atau hulu sungai, sedangkan daerah
yang kering terdapat di bagian Timur mendekati pantai. Kondisi
topografi Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan terbentuknya hamparan rawa di daerah sepanjang
aliran sungai sebelah hulu yang mengindikasikan adanya sistem

drainase alam yang kurang baik secara permanen.

Tabel 2. 3 Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Bulan Rata-rata Curah Hujan (mm3) Hari Hujan
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 282,9 | 312,7 | 357,9 | 301,0 | 310 22 20 21 20 | 22
Februari 280,5 | 256,4 | 211,7 | 264,0 | 210,5 19 18 19 19 14
Maret 439,3 | 346,5 | 240,6 | 314,0 | 203 22 21 21 20| 11
April 230,2 | 178,8 | 147,9 | 192,0 | 409 7 9 11 11| 20
Mei 138,8 | 211,2 | 219,4 | 200,0 | 192,4 13 12 12 13 14
Juni 65,1 | 74,1 | 76,1 | 850 106 9 10 9 10 8
Juli 14,3 99,2 | 102,5| 98,0 | 135,5 6 7 7 9 13
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Bulan Rata-rata Curah Hujan (mma3) Hari Hujan

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Agustus 50,8 | 39,3 7,8 64,0 | 222,5 7 S 2 9] 17
September | 156,8 87,3 2,0 | 95,0 125 14 4 1 8 11
Oktober 59,6 | 30,5 4,0 | 83,0 | 223,5 13 8 2 10 18
November @ 236,6 | 183,4 73,8 | 183,0 | 446 18 12 11 14 22
Desember | 351,9 | 128,9 | 118,9 | 254,0 | 293 20 14 12 17| 20

Sumber: Prakiraan Curah Hujan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun
Klimatologi Lampung, 2026 (diolah)

Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan Kabupaten Tulang
Bawang selama periode 2021-2025, terlihat pola musiman yang
konsisten setiap tahun. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada
bulan Maret, dengan rata-rata mencapai 203-439,3 mm, diikuti bulan
Januari dan Februari yang juga menunjukkan intensitas hujan cukup
tinggi. Jumlah hari hujan pada periode ini berkisar 20-22 hari,
sehingga Triwulan I (Januari-Maret) dapat dikategorikan sebagai

puncak musim hujan.

Memasuki bulan April dan Mei, intensitas hujan mulai menurun
meskipun masih berada pada kategori menengah. Selanjutnya pada
bulan Juni hingga Agustus terlihat penurunan signifikan, baik pada
curah hujan maupun hari hujan. Curah hujan pada periode ini
sebagian besar berada di bawah 100 mm, bahkan mencapai nilai
sangat rendah seperti 2,0-7,8 mm pada tahun 2023, dengan jumlah
hari hujan hanya 2-9 hari. Kondisi ini menegaskan bahwa
pertengahan tahun merupakan periode musim kemarau. Mulai
September hingga November, curah hujan kembali meningkat dan
menjadi indikasi awal masuknya musim penghujan kembali,

kemudian mencapai puncaknya pada Desember.

Namun demikian, kondisi iklim di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun
akibat pengaruh fenomena cuaca global. Pada periode-periode tertentu
dapat terjadi peningkatan curah hujan yang sangat tinggi yang

mencerminkan adanya anomali iklim. Kondisi ekstrem ini erat
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kaitannya dengan dampak perubahan iklim global, khususnya
pemanasan global yang meningkatkan frekuensi serta intensitas
kejadian cuaca yang tidak menentu. Variabilitas tersebut kerap
memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting
beliung, terutama pada awal dan akhir musim hujan ketika akumulasi

curah hujan berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang
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Sumber : Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, KLHS RPJPD Kab. Tulang Bawang
2025-2045

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2012-2032, penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang

meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

1) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya

buatan.
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Kawasan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang memilki luas
*+ 289.585 Ha yang diklasifikasikan menjadi kawasan peruntukan
hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan
peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan,
kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pesisir

dan kawasan peruntukan lainnya.
2) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas +
57.047 Ha meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan

suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat
diketahui dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032.
Penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang yaitu mewujudkan tata
ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang aman, sejahtera,
mandiri dan berkeadilan berbasis pengembangan sumber daya alam,
ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan, pemerataan pembangunan secara

berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya.
Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk
dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih
bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi
budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan

peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan
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peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan

peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan

peruntukan pesisir; dan kawasan peruntukan lainnya.

a)

b)

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang
dengan luas + 4.000 Ha meliputi Kecamatan Banjar Agung,
Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan
Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala,
Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan,
Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan
Gedung Aji Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar
Baru, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Menggala

Timur.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang
dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
1) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas

* 41.800 Ha meliputi:

e Tanaman pangan pada lahan basah dengan luas * 32.889
Ha dengan kawasan sentra meliputi Kecamatan Rawajitu
Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala
Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan

Penawar Aji.

e Tanaman pangan pada lahan kering dengan luas
* 8.914 Ha dengan kawasan sentra meliputi: Kecamatan
Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar
Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo,
Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur dan

Kecamatan Gedung Meneng.
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2) Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura seluas * 63.520 Ha dengan

kawasan sentra di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala

Timur, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru,

Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji dan

Kecamatan Gedung Aji Baru.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan dengan luas = 100.978 Ha meliputi:

Komoditas kelapa sawit di Kecamatan Banjar Agung,
Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru,
Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawa Pitu Kecamatan
Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Baru
dan Kecamatan Gedung Meneng;

Komoditas tebu di Kecamatan Gedung Meneng dan
Kecamatan Dente Teladas;

Komoditas karet di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan
Banjar Margo, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan
Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan
Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan
Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar
Baru; dan

Komoditas singkong di Kecamatan Banjar Agung,
Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji,
Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji;
Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama,
Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru,
Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas,
Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji,

Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.

4) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

Pengembangan sentra ternak besar berada pada
Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung,

Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru,
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Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji,

Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Penawar Tama;

pengembangan sentra ternak kecil berada pada Kecamatan
Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan
Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar

Tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru; dan

pengembangan sentra peternakan unggas berada pada
Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo,
Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan
Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan

Kecamatan Rawa Pitu.

c) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang

ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri

pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian

lingkungan hidup.

1) Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap meliputi:

Perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai Way
Tulang Bawang terdapat di seluruh wilayah kabupaten
dengan jenis komoditas berupa ikan tawar, udang tawar

dan kepiting; dan

Perikanan tangkap di perairan laut terdapat di Kecamatan
Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas dengan jenis

komoditas berupa ikan udang, kerang, dan kepiting.

2) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya berupa budidaya pembibitan

dan budidaya pembesaran dengan luas + 29.910 Ha berada

pada seluruh kecamatan di sepanjang aliran sungai Way

Tulang Bawang.

1-15



d)

3)

4)

S)

Kawasan Pengolahan Perikanan

Kawasan pengolahan perikanan dikembangkan di Kecamatan

Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.
Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan berada di Kecamatan Rawajitu Timur
dan Kawasan Dente Teladas dengan komoditas unggulan

udang windu dan vanname.
Prasarana Perikanan

Prasarana perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai
Teladas dan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) di

Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur;

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang

memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan

tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta

tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya

maupun kawasan lindung.

1)

2)

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi

berada di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara

e Pertambangan Pasir di Kecamatan Menggala, Kecamatan
Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan
Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan
luas + 25.278 Ha; dan termasuk pengelolaan wilayah laut

Kabupaten Tulang Bawang 0-4 mil, dan

e Pertambangan batubara meliputi Kecamatan Penawar
Tama, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung,
Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji,
Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru dan

Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
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e) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
1) Kawasan Peruntukan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar berada di Kecamatan

Dente Teladas, Gedung Meneng, dan Menggala Timur.

2) Kawasan Peruntukan Industri Sedang
Pengembangan kawasan peruntukan industri sedang meliputi
sentra-sentra penghasil gula, tapioca, CPO, latex, tambak
udang berada di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung
Meneng, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung,

dan Kecamatan Penawar Tama.

3) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga
Pengembangan kawasan peruntukan industri kecil dan
industri rumah tangga berupa zona industri rumah tangga non

polusi tersebar di wilayah kabupaten.

f) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah bagian dari wilayah dalam
suatu rencana tata ruang yang secara khusus ditetapkan untuk
pengembangan kegiatan pariwisata, termasuk penyediaan sarana
dan prasarana pendukung, dengan tetap memperhatikan aspek

keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

1) Kawasan Wisata Alam
e Kawasan ekosistem essensial perlindungan satwa Rawa
Pacing dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur dan
Kecamatan Gedung Aji; Rawa Rantau Kandis dan Rawa
Lambu Purus di Kecamatan Menggala;
e Pantai Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur;
e Pantai Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;

e Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala;
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g

e Bawang Latak di Kecamatan Menggala;
e Rawa Cakat di Kecamatan Menggala;
e Pulau Daging di Kecamatan Menggala; dan

e Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Gedung Aji.

2) Kawasan Wisata Budaya

e Permukiman adat asli (rumah adat) di Kecamatan Gedung

Aji, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Menggala Timur;
e Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan

e Kawasan sejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan

Kecamatan Gedung Aji.
3) Kawasan Wisata Buatan

Kawasan wisata buatan berupa wisata terpadu Cakat Nyenyek

dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur.

Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan
perdesaan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang
memiliki luas = 13.731 Ha meliputi Kawasan Peruntukan
Permukiman Perkotaan dan Kawasan Peruntukan Permukiman

Perdesaan.

1) Kawasan permukiman  perkotaan meliputi Kawasan
permukiman perkotaan Menggala di Kecamatan Menggala;
Kawasan permukiman Perkotaan Unit II Banjar Agung di
Kecamatan Banjar Agung; Kawasan permukiman Perkotaan
Teladas di Kecamatan Dente Teladas; Kawasan permukiman
Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu; Kawasan
permukiman Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu
Selatan; Kawasan permukiman Perkotaan Bumi Dipasena
Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur; Kawasan permukiman

Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji; Kawasan
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permukiman Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa
Aji; Kawasan permukiman Perkotaan Bogatama di Kecamatan
Penawar Tama; Kawasan permukiman Perkotaan Sidomukti di
Kecamatan Gedung Aji Baru; Kawasan permukiman Perkotaan
Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng; Kawasan
permukiman Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan
Penawar Aji; Kawasan permukiman Perkotaan Agung Dalem di
Kecamatan Banjar Margo; Kawasan permukiman Perkotaan
Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan Kawasan
permukiman Perkotaan Lebuh Dalem di Kecamatan Menggala

Timur.

2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten
Tulang Bawang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah

kabupaten.

h) Kawasan Peruntukan Pesisir

Kawasan Peruntukan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir
yang secara spasial dan fungsional ditetapkan untuk peruntukan
tertentu dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya
pesisir secara Dberkelanjutan, terencana, dan terkendali.
Pengembangan kawasan peruntukan pesisir meliputi Kecamatan

Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.

i) Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan
pertahanan dan keamanan, kawasan petahanan dan keamanan
memiliki luas + 6.527 Ha meliputi:
1) Komando Distrik Militer (Kodim) 0426 /Tulang Bawang;
2) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Banjar
Agung;
3) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Rawajitu
Selatan;
4) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;

5) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Menggala;
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6) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Simpang
Penawar;

7) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Penawar Aji;

8) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;

9) Pangkalan Udara TNI AU Astra Ksetra;

10) Keplosian Resort (POLRES) Tulang Bawang;

11) Kepolisian Sektor (POLSEK) di setia Kecamatan; dan

12) Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Menggala.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan kajian risiko bencana, terdapat lima jenis bencana
utama yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang

beserta persebaran wilayah rawannya.

1) Kawasan Rawan Banjir

Banjir berpotensi terjadi pada kecamatan-kecamatan yang
memiliki topografi dataran rendah, berada di sekitar aliran sungai,
atau memiliki jaringan irigasi yang luas. Kecamatan rawan banjir
meliputi: Kecamatan Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo,
Dente Teladas, Gedung Aji, Gedung Aji Baru, Meraksa Aji, Penawar

Aji, Penawartama, Rawajitu Selatan, dan Rawa Pitu.

Persebaran pada 11 kecamatan menunjukkan bahwa banjir
merupakan ancaman hidrometeorologi dengan cakupan wilayah

sangat luas.
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2)

3)

Gambar 2. 6 Peta Risiko Bencana Banjir
Kabupaten Tulang Bawang

PETA RISIKO BENCANA BANJIR
KABUPATEN TULANG BAWANG

Chrvan oo -

@ |

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang 2023-2027

Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, hujan lebat
disertai angin, serta badai lokal juga berpotensi terjadi di 11
kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjar Agung, Banjar Baru,
Banjar Margo, Gedung Aji, Gedung Aji Baru, Gedung Meneng,
Menggala, Menggala Timur, Meraksa Aji, Penawar Aji, dan

Penawar Tama.

Meskipun persebarannya juga mencakup 11 kecamatan,
wilayahnya tidak sama persis dengan sebaran banjir. Hal ini
menunjukkan bahwa karakteristik cuaca ekstrem tidak selalu
berkaitan langsung dengan kawasan rawan banjir, dan

dipengaruhi oleh dinamika atmosfer lokal.

Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Ancaman ini terutama terjadi di wilayah pesisir atau daerah
yang berbatasan langsung dengan badan air besar. Dua
kecamatan yang berpotensi terdampak adalah Dente Teladas
dan Rawajitu Timur. Hal ini mencerminkan kerentanan wilayah

pesisir terhadap gelombang tinggi dan pengikisan garis pantai.
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4)

5)

Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kabupaten Tulang Bawang berada pada kelas risiko sedang
terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan potensi
tersebar di seluruh kecamatan. Karhutla sering terjadi
terutama pada musim kemarau berkepanjangan ketika vegetasi
menjadi kering dan mudah terbakar. Selain faktor cuaca,
sebagian besar kejadian kebakaran dipicu oleh aktivitas
manusia, seperti pembakaran lahan tebu untuk mempermudah
panen dan meningkatkan kualitas hasil, serta pembakaran

rumput untuk menumbuhkan pakan ternak baru.

Kawasan Rawan Kekeringan.

Kekeringan berpotensi terjadi di wilayah yang memiliki
sensitivitas tinggi terhadap penurunan ketersediaan air, yaitu:

Kecamatan Gedung Aji, Rawajitu Selatan, dan Rawa Pitu.

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tulang Bawang
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Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Secara strategis, peta ini memberikan gambaran komprehensif

mengenai potensi risiko yang perlu diantisipasi dalam perencanaan

pembangunan daerah. Sebaran risiko bencana di berbagai kecamatan
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memiliki implikasi langsung terhadap penentuan prioritas
pembangunan, baik pada aspek infrastruktur, ekonomi, maupun
sosial. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam peta ini
menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan risiko

bencana serta penguatan ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Kondisi demografi daerah memberikan gambaran menyeluruh
mengenai karakteristik dan dinamika penduduk yang berpengaruh
terhadap arah kebijakan pembangunan. Informasi demografis ini
menjadi dasar penting dalam memahami kebutuhan masyarakat serta
potensi yang dapat dikembangkan, terutama terkait penyediaan
pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, pembangunan ekonomi,
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman
terhadap kondisi demografi yang baik akan membantu pemerintah
daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat
sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perubahan

penduduk di masa mendatang.

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur
Usia

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memberikan gambaran

mengenai keseimbangan komposisi penduduk laki-laki dan

perempuan di suatu wilayah. Komposisi ini penting untuk melihat

struktur penduduk serta implikasinya terhadap perencanaan

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan layanan

dasar, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
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Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (jiwa)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 222.567 jiwa
dan perempuan 208.063 jiwa, sehingga total penduduk mencapai
430.630 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun
berikutnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki mencapai
229.470 jiwa dan perempuan 215.690 jiwa, dengan total penduduk
433.570 jiwa. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2024, di mana
penduduk laki-laki tercatat 231.872 jiwa dan perempuan 218.458
jiwa, sehingga total penduduk menjadi 440.040 jiwa. Namun, pada
tahun 2025 terjadi sedikit penurunan, dengan jumlah penduduk laki-
laki 228.675 jiwa dan perempuan 213.645 jiwa, sehingga total
penduduk berjumlah 442.320 jiwa.

Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten
Tulang Bawang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada
tahun terakhir. Kenaikan jumlah penduduk hingga 2024
mencerminkan adanya perkembangan demografis yang perlu
diantisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait
kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

serta penyediaan lapangan kerja di masa mendatang. Keseimbangan
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komposisi jenis kelamin yang relatif stabil juga memberikan gambaran
bahwa dinamika penduduk berlangsung normal tanpa menunjukkan

ketimpangan signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan.

Selaras dengan perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis
kelamin tersebut, struktur usia penduduk juga menjadi aspek penting
untuk dianalisis guna memahami komposisi penduduk secara lebih
mendalam. Struktur usia memberikan indikasi mengenai proporsi
penduduk usia muda, produktif, dan lanjut usia yang masing-masing
memiliki implikasi berbeda terhadap kebutuhan pembangunan.
Grafik berikut menyajikan gambaran mengenai distribusi penduduk
menurut kelompok usia, yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi
potensi sumber daya manusia serta berbagai tantangan yang perlu

diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang
menurut Struktur Usia/Kelompok Umur Tahun 2025
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa
kelompok usia 10-14 tahun merupakan yang terbesar dengan jumlah
41.824 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 40.406

jiwa serta kelompok usia 5-9 tahun sebanyak 38.722 jiwa. Secara
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umum, struktur penduduk masih didominasi oleh kelompok usia
anak dan remaja, yang menunjukkan tingginya proporsi penduduk
usia muda di Kabupaten Tulang Bawang. Pada kelompok usia
produktif (15-64 tahun), jumlah penduduk tetap mendominasi
struktur kependudukan secara keseluruhan, dengan sebaran yang
cukup besar pada kelompok usia dewasa muda hingga dewasa
menengah, yang mengindikasikan ketersediaan tenaga kerja yang
relatif kuat dalam mendukung aktivitas pembangunan daerah.
Kondisi ini mencerminkan adanya peluang pemanfaatan bonus
demografi apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan,

keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) jumlahnya
relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya, yakni sekitar
33.162 jiwa yang terdiri dari kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun,
dan 75 tahun ke atas. Meskipun proporsinya masih rendabh,
keberadaan penduduk lanjut usia tetap perlu menjadi perhatian,
terutama dalam konteks penyediaan layanan kesehatan, jaminan
sosial, dan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ke depan,
kecenderungan peningkatan jumlah penduduk lansia perlu
diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap

perubahan struktur demografi.
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Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang
Menurut Kelompok Umur Tahun 2025
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025
menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh
kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok umur 10-14 tahun
dan 15-19 tahun memiliki jumlah penduduk terbesar, disusul
kelompok wusia 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Kondisi ini
menunjukkan bahwa struktur demografi daerah masih ditopang oleh
generasi muda yang akan menjadi modal penting bagi pembangunan

ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada setiap kelompok
umur relatif seimbang, meskipun pada sebagian besar kelompok umur
jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan
perempuan. Perbedaan tersebut terlihat, antara lain, pada kelompok
umur 40-44 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 16.524 jiwa dan
perempuan 14.471 jiwa, serta kelompok umur 30-34 tahun dengan

jumlah laki-laki 17.814 jiwa dan perempuan 14.119 jiwa. Namun
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demikian, secara umum tidak terdapat kesenjangan yang mencolok

antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Struktur penduduk yang didominasi usia produktif memberikan
peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk
mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja,
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan
keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Di
sisi lain, meskipun proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas)
masih relatif kecil, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,
perlindungan sosial, dan penyediaan layanan yang ramah lansia tetap
perlu dipersiapkan secara berkelanjutan guna mengantisipasi

perubahan struktur penduduk pada masa yang akan datang.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator
demografi yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk
dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan
penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu angka
kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk. Besarnya laju
pertumbuhan penduduk mencerminkan dinamika perkembangan
wilayah serta menjadi dasar penting dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk diperlukan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pelayanan publik dan penyediaan
infrastruktur, seperti  pendidikan, kesehatan, perumahan,
ketenagakerjaan, serta berbagai layanan dasar lainnya. Selain itu,
indikator ini juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan
pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan

antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung wilayah.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara berkelanjutan dapat
memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah tenaga kerja
dan perluasan pasar konsumsi masyarakat. Namun demikian, apabila

tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan
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kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur
yang memadai, pertumbuhan penduduk juga berpotensi
menimbulkan berbagai tantangan pembangunan, seperti
meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, tekanan terhadap sumber

daya alam, serta meningkatnya beban pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan laju
pertumbuhan penduduk menjadi penting untuk memastikan bahwa
kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mampu mengakomodasi
kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Tulang Bawang selama periode 2021-2025 disajikan pada Gambar
berikut.

Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren penurunan secara bertahap selama periode lima
tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat
pertumbuhan penduduk menurun dari 1,28% pada tahun 2021
menjadi 1,12% pada tahun 2025. Penurunan ini cukup signifikan dan

mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika kependudukan.
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Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tren ini antara lain penurunan
angka kelahiran, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
program keluarga berencana, serta mobilitas penduduk keluar
daerah. Kondisi ini perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan,
karena penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat berdampak
pada struktur usia, ketersediaan tenaga kerja, dan arah kebijakan

sosial-ekonomi di masa mendatang.

3) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan
sebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah dibandingkan dengan
luas wilayah tersebut. Indikator ini penting digunakan untuk
memahami tekanan penduduk terhadap ruang, kapasitas layanan
dasar, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur di tingkat

daerah.

Gambar 2. 12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2025 (Jiwa/km?)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam memahami
distribusi spasial penduduk serta tekanan terhadap lahan dan
layanan publik di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2025,

Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan variasi kepadatan
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penduduk yang cukup signifikan antar kecamatan, mencerminkan

perbedaan karakteristik geografis, aksesibilitas, dan fungsi wilayah.

Kecamatan Penawar Tama tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan
penduduk tertinggi, yaitu 325 jiwa/km?, diikuti oleh Gedung Aji Baru
(276 jiwa/km?) dan Penawar Aji (263 jiwa/km?). Tingginya kepadatan
di wilayah-wilayah ini menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi
dan pemukiman, serta potensi tekanan terhadap infrastruktur dan
layanan dasar. Wilayah dengan kepadatan tinggi perlu mendapatkan
perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengendalian

pembangunan, dan penyediaan fasilitas publik.

Sebaliknya, kecamatan seperti Gedung Aji (48 jiwa/km?), Menggala
Timur (82 jiwa/km?), dan Rawajitu Timur (82 jiwa/km?) menunjukkan
tingkat kepadatan yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan kondisi
geografis dan keterjangkauan wilayah yang berbeda dibandingkan

pusat-pusat aktivitas.

Secara keseluruhan, pola kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di beberapa
wilayah dengan fungsi ekonomi dan pemukiman yang dominan,
sementara wilayah lain masih relatif jarang penduduk. Pemerintah
Daerah  perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang
mempertimbangkan disparitas spasial ini, guna mendorong
pemerataan pembangunan, efisiensi pelayanan publik, dan

keberlanjutan lingkungan.

4) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan indikator yang menggambarkan
besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun)
terhadap penduduk usia nonproduktif, yaitu kelompok usia 0-14
tahun dan 65 tahun ke atas. Indikator ini memberikan gambaran
mengenai sejauh mana penduduk produktif harus menopang

kebutuhan kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja.

Dalam konteks pembangunan daerah, rasio ketergantungan

memegang peranan penting karena berhubungan langsung dengan
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kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Rasio ketergantungan yang
tinggi menunjukkan bahwa proporsi penduduk nonproduktif lebih
besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung beban
ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat berimplikasi pada
meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, serta

jaminan sosial.

Sebaliknya, rasio ketergantungan yang menurun atau berada pada
tingkat ideal mencerminkan tersedianya tenaga kerja potensial yang
lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi
tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas,
memperluas aktivitas ekonomi, serta mendorong percepatan
pembangunan apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas

sumber daya manusia.

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2025

OJumlah Penduduk Umur < 15 tahun dan > 64 tahun
OJumlah Penduduk Umur 15-64 tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang memiliki
rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 45,93 persen. Nilai
ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk usia

nonproduktif (0-14 tahun dan 265 tahun) dengan penduduk usia
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produktif (15-64 tahun). Penduduk usia nonproduktif tercatat
sebanyak 143.330 jiwa atau 31,47 persen dari total populasi,
sedangkan penduduk usia produktif berjumlah 312.070 jiwa atau
68,53 persen dari total penduduk.

Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia
produktif menanggung sekitar 46 penduduk wusia nonproduktif.
Secara umum, semakin tinggi rasio ketergantungan suatu wilayah
maka semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh
penduduk usia produktif, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan
daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Sebaliknya, rasio ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan
struktur penduduk yang relatif lebih menguntungkan bagi

pembangunan ekonomi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Tulang Bawang yang berada pada
kisaran moderat mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk
berada pada kelompok usia kerja. Kondisi ini berpotensi memberikan
kontribusi  positif terhadap peningkatan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur penduduk tersebut juga
mencerminkan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu
kondisi ketika proporsi penduduk wusia produktif lebih besar

dibandingkan kelompok usia nonproduktif.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu
mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan
sektor pendidikan dan kesehatan agar potensi bonus demografi dapat
dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, keberadaan kelompok usia
nonproduktif tetap memerlukan perhatian melalui penyediaan
layanan sosial yang memadai, terutama dalam bidang pendidikan bagi
anak-anak serta perlindungan dan jaminan kesehatan bagi penduduk

lanjut usia.
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi saat penduduk
suatu daerah atau wilayah hidup dalam keadaan yang baik secara
fisik, sosial, maupun mental. Secara lebih luas, kesejahteraan ini juga
dapat dipahami sebagai hasil dari implementasi pembangunan fisik
dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka waktu
tertentu. Kondisi ini meliputi berbagai dimensi, seperti kesejahteraan
ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan akses terhadap
kebutuhan dasar, serta kesejahteraan sosial budaya yang berkaitan

dengan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan budaya.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjadi salah
satu pilar utama dalam pembangunan wilayah. Tujuan utamanya
adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,
sekaligus menjamin bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati

secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan
indikator utama yang digunakan untuk menilai dinamika ekonomi
suatu daerah. PDRB mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan
jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam kurun waktu
tertentu, sehingga menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan

pembangunan wilayah.

Pertumbuhan PDRB menunjukkan adanya peningkatan aktivitas
ekonomi yang bersumber dari sektor primer (pertanian, kehutanan,
perikanan), sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi),

maupun sektor tersier (perdagangan, transportasi, jasa).

Angka pertumbuhan yang positif menandakan adanya peningkatan
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, karena produksi barang
dan jasa bertambah serta peluang kerja semakin terbuka. Sebaliknya,

perlambatan atau penurunan pertumbuhan menjadi sinyal perlunya
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kebijakan penyeimbang, baik melalui stimulus fiskal, penguatan

sektor unggulan, maupun diversifikasi ekonomi.

Data PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing
sektor terhadap perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat
menyusun strategi diversifikasi dan mengurangi ketergantungan pada
satu sektor tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB
juga berhubungan erat dengan pemerataan, karena peningkatan
produksi harus diikuti dengan distribusi manfaat yang adil bagi

seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010)
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 2025
1 PerFanlan, Kehutanan dan 0,01 0,44 1,81 0,17 5,42
Perikanan
2 | Pertambangan dan Penggalian 0,13 2,26 3,45 2,24 1,77
3 | Industri Pengolahan 6,82 4,76 1,77 6,62 5,42
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 2,20 3,12 2,38 0,53 6,52
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 | Sampah, Limbah dan Daur 9,41 2,90 0,16 -0,15 1,98
Ulang
6 | Konstruksi 2,51 5,42 5,76 8,39 3,36

Perdagangan Besar dan
7 | Eceran, Reparasi Mobil dan 4,68 9,24 11,46 8,04 5,00
Sepeda Motor

8 | Transportasi dan Pergudangan 4,54 10,89 17,13 9,16 8,85

9 Penyediaa}n Akomodasi dan 0,94 7,28 9,13 4,59 8,13
Makan Minum

10 | Informasi dan Komunikasi 4,10 6,04 7,91 9,79 3,94

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,66 -0,72 1,32 5,12 6,18

12 | Real Estat 1,87 5,19 0,08 4,04 4,76

13 | Jasa Perusahaan 1,02 9,29 2,26 8,55 3,62

Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan 2,94 -0,78 1,96 5,73 1,85
Sosial Wajib

15  Jasa Pendidikan 2,55 3,69 2,68 1,21 2,09
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No Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024 2025

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

16 . 4,03 0,78 2,67 10,57 1,45
Sosial

17 Jasa Lainnya -2,38 31,08 12,96 9,66 7,54

Produk Domestik Regional Bruto 2,88 3,87 4,28 4,75 5,10

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai PDRB yang dihitung
menggunakan harga pada tahun dasar tertentu (dalam hal ini tahun
2010) sehingga pengaruh perubahan harga atau inflasi telah
dihilangkan. Dengan demikian, angka pertumbuhan yang dihasilkan
mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, yaitu peningkatan volume
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan

usaha di suatu daerah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang
Bawang mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu dari 2,88
persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 3,87 persen
pada tahun 2022, 4,28 persen pada tahun 2023, 4,75 persen pada
tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 5,10 persen pada tahun
2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten
Tulang Bawang secara umum mengalami perkembangan yang

semakin baik.

Dilihat dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi
menunjukkan pertumbuhan positif meskipun terdapat fluktuasi pada
beberapa sektor. Sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan,
serta penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan
pertumbuhan yang cukup baik pada beberapa tahun terakhir, yang
mengindikasikan meningkatnya aktivitas perdagangan, mobilitas
barang dan jasa, serta perkembangan sektor jasa yang berkaitan

dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, sektor konstruksi, industri pengolahan, serta informasi dan

komunikasi juga turut memberikan kontribusi terhadap
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pertumbuhan ekonomi daerah, terutama seiring dengan
meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemanfaatan teknologi

informasi dalam berbagai sektor kegiatan.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha seperti pengadaan air dan
pengelolaan sampah, administrasi pemerintahan, serta beberapa
sektor jasa lainnya menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi
pada periode tertentu. Namun secara umum sektor-sektor tersebut
tetap menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif pada tahun-

tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 mengalami tren pertumbuhan yang positif.
Penggunaan harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil
karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi.
Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa
aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai lapangan usaha terus
berkembang dan secara bertahap mendorong penguatan

perekonomian daerah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai
kinerja perekonomian daerah, perlu dilakukan perbandingan dengan
pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih luas. Perbandingan
laju pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung, dan nasional pada periode 2021-2025 disajikan

pada Gambar berikut.
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Gambar 2. 14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025 (Persen)

2025 |
|
|
2024 I
|
I
2023 |
I
2022 I
|
2021
|
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
2021 2022 2023 2024 2025
OKab. Tulang Bawang 2,88 3,87 4,28 4,75 5,10
OProvinsi Lampung 2,77 4,28 4,55 4,57 5,28
ONasional 3,70 5,31 5,32 5,03 5,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah)
: Provinsi Lampung Dala Angka, BPS, 2026 (diolah)
: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang
Bawang sebesar 2,88 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan
Provinsi Lampung sebesar 2,77 persen, namun masih berada di bawah
pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,70 persen. Kondisi
ini menunjukkan bahwa pada awal periode tersebut kinerja ekonomi
daerah masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya

menyamai pertumbuhan ekonomi nasional.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi di ketiga
wilayah mengalami peningkatan. Namun demikian, laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tulang Bawang masih berada di bawah rata-rata
pertumbuhan Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun perekonomian daerah mengalami
perkembangan, kecepatannya masih relatif lebih rendah

dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang

meningkat menjadi 4,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan
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Provinsi Lampung sebesar 4,57 persen, namun masih sedikit berada

di bawah tingkat nasional sebesar 5,03 persen. Kondisi ini
menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah yang mulai

mampu melampaui pertumbuhan di tingkat provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Tulang Bawang diperkirakan mencapai 5,10 persen, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya dan mendekati tingkat
pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen, meskipun masih sedikit

lebih rendah dari Provinsi Lampung yang mencapai 5,28 persen.

Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang cenderung
meningkat secara bertahap selama periode 2021-2025. Meskipun
pada beberapa tahun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan
nasional, tren yang meningkat menunjukkan adanya perbaikan
kinerja perekonomian daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas

produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya
tercermin pada besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
yang dihasilkan setiap tahunnya. Nilai PDRB menggambarkan total
nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh lapangan
usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga dapat

menunjukkan skala dan kapasitas perekonomian daerah.

Tabel 2. 5 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
(Dalam Milyar Rupiah)

No Tahun Uraian

PDRB ADHB PDRB ADHK
1 2021 24.166,26 16.064,50
2 2022 25.986,24 16.685,48
3 2023 28.219,02 17.399,65
4 2024+ 30.499,54 18.226,00
5 2025** 33.239,21 19.155,48

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulang Bawang
pada periode 2021-2025 mengalami tren peningkatan setiap tahun,
baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan
(ADHK). Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp24.166,26 miliar pada
tahun 2021 menjadi Rp33.239,21 miliar pada tahun 2025. Sementara
itu, PDRB ADHK juga meningkat dari Rp16.064,50 miliar pada tahun
2021 menjadi Rpl19.155,48 miliar pada tahun 2025. Hal ini
menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah cenderung

berkembang dari tahun ke tahun.

Secara umum, nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang periode 2021-
2025 menunjukkan tren meningkat baik berdasarkan Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
PDRB ADHB menggambarkan nilai perekonomian berdasarkan harga
pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk
melihat pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan
pengaruh perubahan harga. Seiring dengan peningkatan nilai PDRB
tersebut, perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat

lebih lanjut pada Gambar berikut.

Gambar 2. 15 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga
Konstan 2010 (dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung, dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025
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@Kab. Tulang Bawang 36,975 37,933 39,086 40,472 42,063
EProv. Lampung 27,150 27,974 28,907 29,891 31,127
ONasional 40,781 42,471 44,139 45,882 47,745

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah) & Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung, 2026 (diolah)
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tulang Bawang
meningkat dari 36,975 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 42,063
juta rupiah pada tahun 2025. Nilai tersebut juga berada lebih tinggi
dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung, namun masih di bawah
tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan
per kapita masyarakat Kabupaten Tulang Bawang cenderung

meningkat dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan harga
tahun berjalan dapat dilihat melalui PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku (ADHB). Perbandingan dengan rata-rata Provinsi Lampung
dan PDB per kapita nasional digunakan untuk mengetahui posisi
relatif tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.
Perkembangannya selama tahun 2021-2025 disajikan pada tabel
berikut.

Gambar 2. 16 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
(dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan
PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025
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EKab. Tulang Bawang 55,62 59,08 63,39 67,73 72,99
OProv. Lampung 40,81 44 98 48,19 51,39 55,01
B Nasional 62,30 71,00 75,00 78,60 83,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah) & Badan Pusat Statistik Provinsi
Lampung, 2026 (diolah)
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
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Berdasarkan Gambar 2.16, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
(ADHB) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025
menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, PDRB per
kapita ADHB Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 55,62 juta
rupiah dan meningkat menjadi 72,99 juta rupiah pada tahun 2025.
Selama periode tersebut, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tulang
Bawang secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Lampung
yang meningkat dari 40,81 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi
55,01 juta rupiah pada tahun 2025. Namun demikian, nilai tersebut
masih berada di bawah PDB per kapita nasional yang meningkat dari
62,30 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 83,70 juta rupiah pada
tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan
nominal masyarakat Kabupaten Tulang Bawang cenderung
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan relatif lebih tinggi
dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung, meskipun masih terdapat
kesenjangan dengan tingkat pendapatan rata-rata nasional.

Selanjutnya, untuk melihat struktur pembentuk perekonomian
daerah, dapat ditinjau pada Tabel 2.6 yang menyajikan distribusi
persentase PDRB Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga berlaku
menurut lapangan wusaha tahun 2021-2025. Tabel tersebut
menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap

pembentukan PDRB daerah.

Tabel 2. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025

No Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
1 Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan 37,19 35,63 35,19 34,02 34,37
2 Pertambangan dan
Penggalian 1,08 1,08 1,07 1,01 0,96

8  Industri Pengolahan 25,13 2523 2443 2505 25,44
Pengadaan Listrik dan
Gas 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09

Pengadaan Air,
5 Pengelolaan Sampabh,

Limbah dan Daur Ulang 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

6  Konstruksi 8,71 8,97 8,84 8,96 8,65

Perdagangan Besar dan
7 Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor 10,23 10,83 11,76 12,07 12,00
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No Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**

Transportasi dan

8 Pergudangan 3,87 4,36 5,12 5,29 5,36
9 Penyediaan Akomodasi

dan Makan Minum 1,33 1,38 1,40 1,38 1,40
10 Informasi dan Komunikasi 3,47 3.54 3,57 3,61 3,41
11 Jasa Keuangan dan

Asuransi 1,25 1,23 1,17 1,15 1,14
12 Real Estate 1,98 1,98 1,86 1,83 1,81
L8 QLR A e 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Administrasi
14 Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan 2,83 2,70 2,57 2,58 2,48

Sosial
15 Jasa Pendidikan 1,01 1,96 1,91 1,91 1,84
16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 0,45 0,44 0,42 0,44 0,42
17 Jasa Lainnya 0,36 0,47 0,51 0,53 0,53

PDRB ADHB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026 (diolah)
Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 masih didominasi oleh sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan. Meskipun kontribusinya menunjukkan
kecenderungan sedikit menurun dari 37,19 persen pada tahun 2021
menjadi sekitar 34,37 persen pada tahun 2025, sektor ini tetap

menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB daerah.

Selain itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi
yang cukup besar dan relatif stabil, yaitu sekitar 24-25 persen selama
periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki
peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten

Tulang Bawang.

Beberapa sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran,
konstruksi, serta transportasi dan pergudangan juga menunjukkan
kontribusi yang cukup signifikan dan cenderung meningkat.
Peningkatan ini mengindikasikan berkembangnya  aktivitas
perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta mobilitas barang dan

jasa di daerah.
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Sementara itu, sektor-sektor jasa seperti informasi dan komunikasi,
jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan memberikan kontribusi
yang relatif lebih kecil namun tetap berperan dalam mendukung

aktivitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Kabupaten Tulang
Bawang masih didominasi oleh sektor primer, namun mulai diikuti
oleh perkembangan sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan

adanya proses diversifikasi kegiatan ekonomi daerah.

b) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks sekaligus krusial
dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Kemiskinan dapat
dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah
tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang,
papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perkembangan
perekonomian harus mampu memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat miskin. Orientasi pembangunan perlu diarahkan pada
peningkatan kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ekonomi
yang tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga disertai dengan
penurunan tingkat kemiskinan serta perbaikan distribusi

pendapatan.

Kemiskinan tidak semata-mata diukur dari jumlah jiwa atau proporsi
penduduk miskin (PO), melainkan juga mencakup kedalaman
kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) menunjukkan sejauh mana rata-rata pengeluaran
penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi
nilai P1, semakin jauh jarak pengeluaran masyarakat miskin dari
garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar
ketimpangan yang terjadi dalam kelompok masyarakat miskin

tersebut.
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Tabel 2. 7 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Jumlah Indeks Indeks

Persentase Garis
Tahun Penduduk Penf:lu(.:luk Kedglaman Kepe.lra.han Kemiskkinan

Miskin (%) Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kap/Bin)

(Ribu Jiwa) (P1) (P2)

2021 9,67 44,53 1,15 0,20 456.567,00
2022 8,42 39,19 1,17 0,26 486.739,00
2023 8,04 37,83 1,09 0,23 522.396,00
2024 7,88 37,46 0,82 0,17 560.324,00
2025 7,54 36,14 0,79 0,16 588.734,00

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten
Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada
tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,67
persen dengan jumlah 44,53 ribu jiwa. Angka ini terus menurun
hingga mencapai 7,54 persen atau sekitar 36,14 ribu jiwa pada tahun
2025. Penurunan ini tidak hanya terlihat dari sisi jumlah, tetapi juga
dari kualitas kehidupan penduduk miskin. Indeks kedalaman
kemiskinan (P1) yang semula berada di angka 1,15 pada tahun 2021,
turun menjadi 0,79 di tahun 2025. Begitu pula dengan indeks
keparahan kemiskinan (P2) yang menurun dari 0,20 menjadi 0,16,
menandakan bahwa kesenjangan di antara kelompok miskin semakin

mengecil dan kondisi mereka relatif membaik.

Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp456.567 per
kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp588.734 pada tahun
2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya inflasi serta peningkatan
standar kebutuhan minimum masyarakat dari waktu ke waktu.
Namun demikian, meskipun garis kemiskinan menunjukkan tren
peningkatan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang
justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar relatif
semakin baik, yang turut mencerminkan peningkatan daya beli serta
efektivitas berbagai program dan kebijakan penanggulangan

kemiskinan yang dilaksanakan di daerah.
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Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan adanya
perbaikan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulang
Bawang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai posisi tingkat kemiskinan daerah, perlu dilakukan
perbandingan dengan kondisi kemiskinan pada tingkat provinsi dan
nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten
Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan nasional selama periode

2021-2025 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2021-2025
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Kab. Tulang Bawang 9,67 8,42 8,04 7,88 7,54
Provinsi Lampung 12,62 11,57 11,11 10,69 9,66
= Nasional 10,14 9,54 9,36 9,03 8,25

Sumber: BPS RI, 2026 (diolah) & Tulang Bawang Dalam Angka, BPS Kab. Tuba, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,67
persen, kemudian menurun menjadi 8,42 persen pada tahun 2022,
8,04 persen pada tahun 2023, 7,88 persen pada tahun 2024, dan 7,54
persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya
perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang

Bawang dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan di
Kabupaten Tulang Bawang berada pada tingkat yang lebih rendah

sepanjang periode tersebut. Sementara itu, dibandingkan dengan
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tingkat nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang

Bawang juga relatif lebih rendah.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa upaya
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan tren

penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2021-2025.

Penurunan persentase penduduk miskin tidak dapat dilepaskan dari
dinamika garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan nilai
minimum rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan. Perubahan garis
kemiskinan dari tahun ke tahun akan mempengaruhi jumlah
penduduk yang dikategorikan miskin. Ketika garis kemiskinan naik
seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok, maka tekanan
terhadap penduduk berpendapatan rendah juga meningkat, sehingga
upaya penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan aspek
daya beli masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami secara
komprehensif kondisi kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang,
penting untuk melihat tidak hanya persentase penduduk miskin,

tetapi juga perkembangan garis kemiskinan dalam periode yang sama.

Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)
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Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp456.567 per
kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp486.739 pada
2022, Rp522.396 pada 2023, Rp560.324 pada 2024, dan akhirnya
mencapai Rp588.734 pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya
penyesuaian terhadap standar kebutuhan minimum hidup
masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan dinamika inflasi,

perubahan harga barang dan jasa, serta pola konsumsi dasar.

Secara definisi, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.
Oleh karena itu, garis kemiskinan menjadi ambang batas penting
dalam mengidentifikasi kelompok rentan dan menetapkan sasaran
program perlindungan sosial. Peningkatan garis kemiskinan tidak
serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi,
melainkan menandakan adanya penyesuaian terhadap biaya hidup
yang semakin tinggi. Namun, hal ini menuntut kebijakan yang adaptif
agar penduduk miskin tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar
mereka dan tidak semakin tertinggal secara ekonomi.

Dengan demikian, kenaikan garis kemiskinan perlu dibaca secara
bersamaan dengan indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan
keparahan kemiskinan (P2). Hal ini penting untuk memahami bukan
hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga kualitas kehidupan
mereka, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan dapat
mendukung perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang

lebih tepat sasaran.
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Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Gambar 2.19 memperlihatkan perkembangan Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-
2025. Secara umum, tren yang ditunjukkan adalah perbaikan kondisi
dengan penurunan nilai P1, meskipun sempat terjadi sedikit kenaikan
pada awal periode. Pada tahun 2021, nilai P1 tercatat sebesar 1,15
dan meningkat tipis menjadi 1,17 pada tahun 2022. Kenaikan ini
menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan sempat melebar, sehingga kelompok

miskin relatif lebih jauh dari ambang batas kebutuhan minimum.

Namun, sejak tahun 2023 tren perbaikan mulai terlihat dengan
turunnya P1 menjadi 1,09. Penurunan ini menandakan bahwa
kemampuan penduduk miskin untuk mendekati garis kemiskinan
mulai membaik. Perbaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun
2024, ketika P1 turun menjadi 0,82, dan berlanjut hingga 2025
dengan nilai 0,79. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa
rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis

kemiskinan, sehingga kondisi kesejahteraan mereka relatif membaik.
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Perkembangan positif pada P1 ini juga sejalan dengan penurunan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memperlihatkan

berkurangnya ketimpangan di antara kelompok miskin.

Gambar 2. 20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Gambar 2.20 memperlihatkan perkembangan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-
2025. Secara umum, tren P2 menunjukkan pola yang sempat
meningkat pada awal periode, namun kemudian menurun secara
konsisten hingga akhir periode. Pada tahun 2021, nilai P2 tercatat
sebesar 0,20 dan meningkat menjadi 0,26 pada tahun 2022. Kenaikan
ini mengindikasikan adanya pelebaran ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin, di mana sebagian kelompok berada dalam

kondisi yang lebih jauh dari garis kemiskinan.

Memasuki tahun 2023, nilai P2 menurun menjadi 0,23, menandakan
adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran kelompok miskin.
Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan
signifikan ke angka 0,17, dan semakin membaik pada tahun 2025

dengan nilai 0,16. Penurunan yang konsisten ini mencerminkan
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bahwa kesenjangan di dalam kelompok masyarakat miskin semakin

mengecil, sehingga kondisi mereka relatif lebih merata.

Secara keseluruhan, perkembangan P2 selama lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya berhasil mengurangi
kedalaman kemiskinan, tetapi juga menekan ketimpangan di antara
penduduk miskin. Hal ini menandakan bahwa program
pembangunan, bantuan sosial, serta peningkatan akses terhadap
layanan dasar telah memberikan manfaat yang lebih inklusif,

terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang
menggambarkan  kondisi = ketenagakerjaan = serta  dinamika
perekonomian di suatu daerah. Indikator ini mengukur proporsi
penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja namun
belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran digunakan
untuk menilai kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja
serta mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi dalam

menciptakan lapangan kerja.

Perubahan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, struktur dan
perkembangan sektor usaha, kualitas serta relevansi pendidikan dan
keterampilan tenaga kerja, serta kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat. Pada periode tertentu, fluktuasi tingkat pengangguran
juga dapat terjadi akibat perubahan siklus ekonomi, meningkatnya
jumlah angkatan kerja baru, maupun adanya penyesuaian dalam

sektor-sektor utama yang mendominasi perekonomian daerah.

Tingkat pengangguran yang menurun umumnya menunjukkan
meningkatnya aktivitas ekonomi serta membaiknya kemampuan
sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya,
peningkatan tingkat pengangguran dapat mencerminkan adanya

ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah
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pencari kerja. Oleh karena itu, analisis tingkat pengangguran menjadi
dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan
ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi

produktif.

Secara umum, kondisi pengangguran dapat dibedakan menjadi dua
jenis utama, yaitu pengangguran terbuka dan setengah
pengangguran. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang
termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan
secara aktif sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau
telah memperoleh pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sementara
itu, setengah pengangguran adalah penduduk yang sudah bekerja
tetapi jumlah jam kerjanya belum mencapai jam kerja normal (kurang
dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan tambahan atau

bersedia menerima pekerjaan lain untuk menambah jam kerja.

Gambar 2. 21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan
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yang konsisten. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 4,10 persen,
kemudian turun menjadi 3,52 persen pada 2022, 3,46 persen pada
2023, 3,23 persen pada 2024, dan akhirnya mencapai 3,19 persen
pada 2025. Angka ini secara konsisten lebih rendah dibandingkan
Provinsi Lampung yang turun dari 4,69 persen pada 2021 menjadi
4,21 persen pada 2025, serta tingkat nasional yang menurun dari 6,49

persen menjadi 4,85 persen pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang berhasil
mempertahankan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah
dibandingkan provinsi maupun nasional. Hal tersebut mencerminkan
efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah, baik melalui
penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kualitas tenaga

kerja.

Meski demikian, penting untuk terus mengembangkan kebijakan yang
mendukung peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja
agar tren positif ini dapat dipertahankan. Upaya yang telah dilakukan
antara lain program peningkatan kesempatan kerja, penempatan
tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, serta
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang juga memfasilitasi pencari kerja melalui
pelatihan keterampilan, pemagangan, bimbingan softskill, hingga
penyelenggaraan bursa kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan
mampu menekan angka pengangguran terbuka lebih jauh sekaligus

menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

d) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai
Indeks Gini berkisar antara O hingga 1, di mana nilai mendekati O
menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata,
sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan
yang semakin tinggi. Dengan demikian, Indeks Gini menjadi alat
penting dalam menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi

dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat.
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Perubahan nilai Indeks Gini umumnya dipengaruhi oleh dinamika
ekonomi, kesempatan kerja, struktur pendapatan rumah tangga, serta
efektivitas program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Penurunan Indeks Gini mengindikasikan membaiknya pemerataan
pendapatan dan meningkatnya inklusivitas pembangunan, sementara
peningkatan Indeks Gini menunjukkan adanya kesenjangan
pendapatan yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih

terarah.

Pemantauan Indeks Gini secara berkala menjadi penting bagi
pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi
berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Melalui indikator
ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang
membutuhkan intervensi lebih intensif dan merumuskan strategi
pembangunan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 2. 22 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025
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Selama periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan yang
konsisten. Gini Rasio di Kabupaten Tulang Bawang turun dari 0,292
pada tahun 2021 menjadi 0,248 pada tahun 2025. Angka ini secara
konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung yang berada
pada 0,292, maupun tingkat nasional yang tercatat sebesar 0,363
pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa distribusi pendapatan
di Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih merata dibandingkan

dengan kondisi di tingkat provinsi maupun nasional.

Penurunan Gini Rasio tersebut mencerminkan adanya perbaikan
dalam pemerataan hasil pembangunan, yang dapat diartikan sebagai
dampak dari kebijakan pemerataan ekonomi, peningkatan akses
terhadap layanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi lokal.
Ketimpangan yang lebih rendah ini berkontribusi positif terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di

Kabupaten Tulang Bawang.

Meski demikian, perkembangan koefisien Gini tetap perlu mendapat
perhatian. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang harus
terus diikuti dengan perbaikan aspek pemerataan agar manfaat
pembangunan benar-benar dirasakan secara inklusif. Aspek penting
yang perlu diperhatikan mencakup ketepatan kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, serta bentuk intervensi yang sesuai dengan potensi
nyata masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tepat, tren
penurunan ketimpangan dapat dipertahankan sekaligus memperkuat

fondasi kesejahteraan jangka panjang.

e) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting
untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dalam jangka
menengah hingga jangka panjang. Indikator ini mencerminkan
keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dari aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia,

semakin besar pula kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan
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mengelola berbagai sumber daya serta peluang pertumbuhan
ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang secara lebih

berkelanjutan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur melalui tiga dimensi
utama, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi
pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi
tersebut masing-masing direpresentasikan oleh beberapa indikator,
antara lain umur harap hidup saat lahir, indikator pendidikan, dan

kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh United Nations
Development Programme (UNDP), tingkat pembangunan manusia
dibagi ke dalam empat kategori, yaitu sangat tinggi (IPM = 80), tinggi
(70 < IPM < 80), sedang (60 < IPM < 70), dan rendah (IPM < 60).

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode
terbaru yang mengacu pada standar yang digunakan oleh Badan
Pusat Statistik, yaitu dengan menggunakan indikator Umur Harap
Hidup saat lahir yang bersumber dari hasil Long Form Sensus

Penduduk.

Gambar 2. 23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025
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ENasional 73,16 73,77 74,39 75,02 75,90

OProv. Lampung 71,25 71,79 72,48 73,13 73,98
OKab. Tulang Bawang 70,28 71,08 71,56 72,74 73,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)
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Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Tulang Bawang tercatat sebesar 70,28, masih berada di bawah rata-
rata Provinsi Lampung yang mencapai 71,25 serta rata-rata nasional
sebesar 73,16. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan
manusia di Kabupaten Tulang Bawang masih tertinggal dibandingkan

capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Memasuki tahun 2022, IPM Kabupaten Tulang Bawang meningkat
menjadi 71,08, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas
pembangunan manusia. Meskipun masih berada di bawah rata-rata
Provinsi Lampung (71,79) dan nasional (73,77), peningkatan tersebut
mencerminkan adanya kemajuan dalam = berbagai aspek

pembangunan manusia di daerah.

Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. IPM
Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 71,56 pada tahun 2023
dan meningkat menjadi 72,74 pada tahun 2024. Kenaikan tersebut
menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pembangunan
manusia, sekaligus memperlihatkan bahwa kesenjangan dengan
capaian provinsi secara bertahap semakin mengecil. Pada periode
yang sama, IPM Provinsi Lampung meningkat dari 72,48 pada tahun
2023 menjadi 73,13 pada tahun 2024, sementara IPM nasional juga

terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Tulang Bawang mencapai 73,11,
meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Meskipun
capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung
(73,98) dan nasional (75,90), tren peningkatan yang konsisten
menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten

Tulang Bawang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang positif dan relatif
stabil. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam
berbagai dimensi pembangunan manusia, khususnya pada aspek
kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Kondisi

tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk terus
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat

pencapaian pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang
terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator

sebagai berikut:
1) Dimensi Pendidikan
a) Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan
minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat
meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga tercipta
masyarakat yang bermartabat dan hidup yang lebih sejahtera.
Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah
kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur
kemampuan baca tulis penduduk adalah angka melek huruf.
Indikator ini merepresentasikan kemampuan dasar penduduk dalam

memahami sebuah kalimat sederhana.

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke
atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin
dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya

terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
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Gambar 2. 24 Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Grafik 2.24 menggambarkan perkembangan Angka Melek Huruf
(AMH) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025.
Secara umum, tingkat literasi penduduk menunjukkan kondisi yang
relatif tinggi, dengan persentase AMH berada di atas 97 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas
telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis sebagaimana

definisi indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2021, Angka Melek Huruf Kabupaten Tulang Bawang
tercatat sebesar 97,16 persen, yang menunjukkan bahwa mayoritas
penduduk telah memiliki kemampuan literasi dasar. Pada tahun
2022, AMH mengalami sedikit penurunan menjadi 97,13 persen.
Penurunan tersebut relatif sangat kecil sehingga tidak menunjukkan
perubahan yang signifikan terhadap kondisi literasi masyarakat

secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, AMH meningkat menjadi 97,57 persen, yang
mencerminkan adanya perbaikan dalam tingkat literasi penduduk.
Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi

97,04 persen. Fluktuasi ini masih tergolong kecil dan secara umum
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tidak mengubah gambaran bahwa tingkat literasi masyarakat tetap

berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya pada tahun 2025, Angka Melek Huruf meningkat cukup
signifikan menjadi 98,21 persen, yang merupakan capaian tertinggi
selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya
kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan literasi

masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Upaya peningkatan angka melek huruf penduduk dilakukan melalui
berbagai kebijakan pendidikan, antara lain peningkatan partisipasi
pendidikan pada usia sekolah, pencegahan anak putus sekolah, serta
penyediaan layanan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B,
dan Paket C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan
formal. Selain itu, implementasi program wajib belajar 12 tahun juga
menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas akses
pendidikan dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat secara

berkelanjutan.

b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang
menggambarkan jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal, tidak
termasuk tahun pengulangan kelas. Indikator ini menjadi salah satu
komponen penting dalam dimensi pengetahuan pada Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), sehingga perubahan RLS sangat

berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Untuk menghitung RLS, diperlukan informasi mengenai partisipasi
sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang
diikuti, ijjazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat atau kelas tertinggi
yang pernah atau sedang ditempuh oleh seseorang. Semakin tinggi
nilai RLS, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang berhasil
ditamatkan oleh penduduk. Dengan demikian, RLS menjadi gambaran
penting dalam menilai kualitas penduduk dalam hal kemampuan

mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal.
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Analisis terhadap angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk
mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam mengenyam
pendidikan, sekaligus menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam

meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan.

Gambar 2. 25 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025
di Kabupaten Tulang Bawang
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif positif.
Pada tahun 2021 RLS tercatat sebesar 7,55 tahun. Nilai tersebut
kemudian meningkat secara bertahap menjadi 7,56 tahun pada 2022

dan 7,57 tahun pada 2023, meskipun kenaikannya masih relatif kecil.

Peningkatan yang lebih terlihat terjadi pada tahun 2024 ketika RLS
mencapai 7,65 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam
akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Tren
peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 7,90

tahun, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata
penduduk Kabupaten Tulang Bawang menempuh pendidikan hingga

mendekati jenjang kelas VIII SMP. Meskipun mengalami peningkatan
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dari tahun ke tahun, rata-rata lama sekolah ini masih menunjukkan
bahwa sebagian penduduk belum menyelesaikan pendidikan

menengah pertama secara penuh.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan
untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan, antara lain
melalui penguatan program wajib belajar, pencegahan anak putus
sekolah, serta penyediaan layanan pendidikan kesetaraan seperti
Paket A, Paket B, dan Paket C bagi masyarakat yang belum
menyelesaikan pendidikan formal. Upaya tersebut diharapkan dapat
meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat sekaligus
memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulang

Bawang.

2) Dimensi Ketahanan dan Konsumsi Pangan

a) Indeks Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari
ketersediaan pangan yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun mutu,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan.

Tingkat ketahanan pangan suatu daerah diukur melalui Indeks
Ketahanan Pangan (IKP). IKP merupakan indikator komposit yang
disusun berdasarkan tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan,
dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP menggambarkan kondisi
ketahanan pangan secara menyeluruh di suatu wilayah; semakin
tinggi nilai IKP, semakin baik tingkat ketahanan pangan daerah

tersebut.

Hingga periode 2024, penentuan nilai IKP didasarkan pada sembilan

indikator utama, yaitu:
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1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi pangan
bersih.

2. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan

lebih dari 65 persen.

Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.

Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.

Rasio jumlah penduduk terhadap tenaga kesehatan.

Persentase balita stunting.

o e N o g bk

Angka harapan hidup saat lahir.

Namun, mulai tahun 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas)
melakukan pembaruan metodologi dengan menambah indikator
menjadi 12 indikator. Penambahan ini mencakup aspek yang lebih
luas seperti stabilitas harga pangan, akses fisik ke fasilitas pangan,

dan cadangan pangan daerah.

Adanya perubahan standar pengukuran yang lebih ketat dan
komprehensif ini menyebabkan nilai IKP pada tahun 2025 secara
teknis tampak lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, angka IKP 2025 ditetapkan sebagai baseline (titik
awal) baru dan tidak dapat dibandingkan secara langsung (not apple-
to-apple) dengan tren data 2021-2024. Pembaruan ini bertujuan agar
pemerintah dapat memotret kerawanan pangan dengan lebih akurat

hingga tingkat desa untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
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Gambar 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang
dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025
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Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026 (diolah)

Berdasarkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), kondisi
ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-
2024 menunjukkan tren yang positif dan relatif lebih baik
dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, nilai IKP
Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 84,58, lebih tinggi
dibandingkan capaian Provinsi Lampung sebesar 77,78. Selisih nilai
tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di
Kabupaten Tulang Bawang pada awal periode pengamatan berada

pada tingkat yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Tren peningkatan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada
tahun 2022, nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi
86,25, kemudian kembali meningkat menjadi 87,51 pada tahun 2023,
dan mencapai 88,78 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, nilai
IKP Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berada di atas
capaian Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan dari
77,78 pada tahun 2021 menjadi 82,58 pada tahun 2024. Selisih nilai
yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa kondisi ketahanan
pangan Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih kuat dibandingkan

rata-rata kondisi ketahanan pangan di tingkat provinsi.
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Peningkatan nilai IKP pada periode tersebut mencerminkan adanya
perbaikan dalam berbagai aspek yang memengaruhi ketahanan
pangan daerah, khususnya pada tiga pilar utama ketahanan pangan,
yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan
pangan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut dapat dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi pangan, membaiknya akses ekonomi
masyarakat terhadap pangan, serta peningkatan kualitas gizi dan

kesehatan masyarakat.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup
signifikan pada nilai IKP, di mana Provinsi Lampung tercatat sebesar
73,06 dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 73,46. Penurunan nilai
ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kondisi ketahanan
pangan daerah, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metodologi
penghitungan IKP yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sejak
tahun 2025, pengukuran IKP menggunakan metodologi baru dengan
penambahan jumlah indikator dari sembilan menjadi dua belas
indikator yang mencakup aspek yang lebih luas, seperti stabilitas
harga pangan, akses fisik terhadap fasilitas pangan, dan cadangan

pangan daerah.

Dengan adanya perubahan metodologi tersebut, nilai IKP tahun 2025
tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun
2021-2024. Oleh karena itu, nilai IKP tahun 2025 lebih tepat
diposisikan sebagai baseline baru dalam pengukuran ketahanan
pangan daerah. Meskipun demikian, jika dilihat dari posisi relatifnya,
nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 masih sedikit

lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Secara umum, perkembangan IKP Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah berada pada
tingkat yang relatif baik dan terus mengalami perbaikan pada periode
2021-2024. Ke depan, penerapan metodologi baru diharapkan mampu
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi
ketahanan pangan hingga tingkat wilayah yang lebih rinci, sehingga

perumusan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam memperkuat
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ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan

berkelanjutan.

b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Program dan kegiatan pada urusan pangan dilaksanakan dalam
rangka memperkuat cadangan pangan daerah, meningkatkan
aksesibilitas dan ketersediaan pangan, menyediakan informasi
pangan, serta mendorong perbaikan mutu dan pola konsumsi pangan
masyarakat. Dalam konteks tersebut, salah satu indikator penting
yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan masyarakat
adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of

Undernourishment).

Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang belum mampu
memenuhi kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk
menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Dengan
demikian, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat
digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan energi
masyarakat sekaligus mencerminkan kondisi ketahanan pangan dan

kesejahteraan penduduk.

Selain itu, indikator ini juga menjadi salah satu alat pemantauan
penting dalam evaluasi kebijakan dan program pembangunan di
bidang pangan dan gizi. Nilai prevalensi yang lebih rendah
menunjukkan kondisi pemenuhan konsumsi pangan yang lebih baik,
sedangkan nilai yang lebih tinggi mengindikasikan masih adanya
kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam

memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimum.

Perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di
tingkat nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang

selama beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.
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Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Pravelence of Uncerourihment) (%) Tahun 2021-2025
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Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesial, 2026 (diolah)

Berdasarkan grafik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan pola
yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, prevalensi tercatat sebesar 11,22
persen, yang berarti sekitar sebelas persen penduduk masih belum mampu
memenuhi kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk hidup sehat
dan produktif. Nilai tersebut kemudian meningkat cukup tajam pada tahun
2022 menjadi 14,79 persen, yang merupakan tingkat tertinggi selama

periode pengamatan.

Memasuki tahun 2023, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di
Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan signifikan menjadi 8,44
persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi konsumsi
pangan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut
kembali meningkat menjadi 10,21 persen, dan pada tahun 2025 sedikit

menurun menjadi 10,08 persen.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi Lampung,
prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tulang Bawang
pada sebagian besar tahun pengamatan cenderung lebih tinggi

dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2023 misalnya, prevalensi di

I1-67



Kabupaten Tulang Bawang sebesar 8,44 persen, sedikit lebih tinggi
dibandingkan nasional (8,53 persen) namun masih lebih rendah
dibandingkan Provinsi Lampung (8,81 persen). Sementara itu pada tahun
2024 dan 2025, angka prevalensi Kabupaten Tulang Bawang juga masih
berada di atas tingkat nasional, tetapi relatif mendekati capaian Provinsi

Lampung.

Secara umum, fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada beberapa
tahun, tantangan dalam pemenuhan konsumsi energi minimum masyarakat
masih tetap ada. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan
dan program di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam meningkatkan
ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang
bergizi, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan, terutama bagi

kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3) Dimensi Akses Layanan Dasar

a) Konsumsi Listrik Per Kapita

Pemakaian tenaga listrik merupakan jumlah energi listrik dalam
satuan kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh penduduk dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi dan
sosial. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator yang
dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan energi listrik serta
perkembangan aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, PT PLN (Persero) tetap menjadi penyedia

utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Menggala,
konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan
kecenderungan menurun pada awal periode, kemudian meningkat
cukup signifikan pada tahun terakhir. Konsumsi listrik per kapita
tercatat sebesar 417,2 kWh pada tahun 2021, kemudian menurun
menjadi 403,3 kWh pada tahun 2022, kembali turun menjadi 387,6
kWh pada tahun 2023, dan mencapai 381,0 kWh pada tahun 2024.
Namun demikian, pada tahun 2025 konsumsi listrik per kapita

meningkat cukup tinggi menjadi 467,0 kWh. Perkembangan konsumsi
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listrik per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 28 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Menggala, 2026 (diolah)

Sejalan dengan perkembangan konsumsi listrik per kapita, jumlah
tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang Bawang juga
menunjukkan dinamika selama periode 2021-2025. Indikator tenaga
listrik terjual menggambarkan total energi listrik yang didistribusikan
dan digunakan oleh pelanggan pada berbagai sektor, sehingga dapat
mencerminkan tingkat kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas

ekonomi daerah secara umum.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Menggala, jumlah
tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang Bawang cenderung
mengalami penurunan pada periode 2021-2024, dari sebesar
179.645.353 kWh pada tahun 2021 menjadi 177.394.642 kWh pada
tahun 2022, kemudian turun menjadi 172.533.430 kWh pada tahun
2023 dan 171.595.464 kWh pada tahun 2024. Namun demikian, pada
tahun 2025 jumlah tenaga listrik yang terjual meningkat cukup
signifikan menjadi 206.584.116 kWh. Peningkatan pada tahun 2025

tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik per kapita
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yang mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan energi
masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang.
Perkembangan jumlah tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang

Bawang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 29 Jumlah Tenaga Listrik yang Terjual
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Menggala, 2026 (diolah)

b) Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air merupakan sumber daya fundamental yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi prasyarat utama
bagi keberlangsungan pembangunan. Tanpa pengelolaan dan
pengembangan sumber daya air yang terencana, berkelanjutan, dan
berkeadilan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan
peradaban tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu,
pengelolaan air tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan

kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam
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mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan

ketahanan sosial.

Salah satu aspek paling krusial dalam pemanfaatan air adalah
pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga. Akses terhadap air
minum yang layak memiliki keterkaitan langsung dengan derajat
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Air minum yang tidak
memenuhi standar berpotensi menjadi media penularan berbagai
penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, tifus, dan penyakit infeksi
lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban

kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

Kelayakan air minum ditentukan oleh terpenuhinya standar kualitas
fisik, kimia, dan mikrobiologis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara nasional, standar kualitas air minum telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menegaskan
bahwa air minum harus aman bagi kesehatan dan tidak mengandung
mikroorganisme, zat kimia, maupun parameter fisik yang
membahayakan. Ketentuan ini sejalan dengan pedoman internasional
yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yang
menempatkan akses terhadap air minum aman sebagai salah satu
determinan utama kesehatan masyarakat dan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs),
khususnya Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air

Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.

Dalam konteks pembangunan daerah, akses rumah tangga terhadap
air minum layak menjadi indikator penting dalam menilai tingkat
pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan akses,
baik dari sisi wilayah maupun kelompok sosial ekonomi,
menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam
memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan dan
nonperpipaan yang aman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan wilayah perdesaan. Upaya ini perlu didukung melalui

peningkatan infrastruktur air minum, penguatan kelembagaan
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penyedia layanan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya

konsumsi air minum yang aman dan sehat.

Dengan demikian, peningkatan akses air minum layak tidak hanya
berkontribusi pada pencapaian target sektor kesehatan, tetapi juga
menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan daerah
yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
Sumber Air Minum
2021 2022 2023 2024 2025
Bersih¥*) 75,60 75,46 77,94 78,32 -
Layak*¥) 80,65 81,47 84,62 85,24 88,90

Sumber: BPS Kab. Tulang Bawang & Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026
*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/ pompa, sumur/ mata air terlindung,
**) Terdiri dari air sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, air hujan, sumur/ mata air tidak terlindung

Perkembangan akses rumah tangga terhadap sumber air minum di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 menunjukkan
kecenderungan yang semakin membaik. Persentase rumah tangga
yang menggunakan sumber air minum bersih relatif stabil dengan tren
meningkat, dari 75,60 persen pada tahun 2021 menjadi 75,46 persen
pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 77,94 persen pada
tahun 2023 dan 78,32 persen pada tahun 2024. Untuk tahun 2025,
data mengenai penggunaan sumber air minum bersih belum tersedia,
sehingga perkembangan indikator ini hanya dapat dianalisis hingga

tahun 2024.

Sementara itu, akses terhadap sumber air minum layak menunjukkan
peningkatan yang lebih konsisten selama periode pengamatan.
Persentasenya meningkat dari 80,65 persen pada tahun 2021 menjadi
81,47 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 84,62 persen
pada tahun 2023 dan 85,24 persen pada tahun 2024. Pada tahun
2025, capaian akses terhadap sumber air minum layak kembali

meningkat menjadi 88,90 persen. Tren ini menunjukkan adanya
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perbaikan dalam ketersediaan sarana air minum yang memenuhi

standar kelayakan bagi rumah tangga.

Meskipun demikian, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya
menghilangkan berbagai tantangan dalam penyediaan air minum.
Permasalahan air minum di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya
berkaitan dengan aspek kuantitas atau kecukupan pasokan, tetapi
juga mencakup kualitas dan kontinuitas ketersediaan air, terutama
pada wilayah yang masih bergantung pada sumber air permukaan
atau sumur yang belum terlindungi dengan baik. Selain itu, fluktuasi
ketersediaan air pada musim kemarau di beberapa wilayah juga masih
menjadi kendala dalam menjamin akses air minum yang aman dan

berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan akses air minum perlu terus diikuti
dengan penguatan sistem penyediaan air minum, peningkatan
kualitas infrastruktur, serta pengawasan mutu air. Upaya tersebut
penting agar peningkatan akses yang terjadi tidak hanya bersifat
kuantitatif, tetapi juga mampu menjamin kelayakan, keamanan, dan
keberlanjutan pemanfaatan sumber air minum bagi masyarakat di

Kabupaten Tulang Bawang.

Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman mengenai jenis dan
karakteristik sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga
menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan program
pembangunan air minum. Rincian sumber air utama yang
dimanfaatkan oleh rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang untuk
kebutuhan air minum disajikan pada tabel berikut, sebagai gambaran
kondisi aktual yang perlu menjadi perhatian dalam upaya

peningkatan pelayanan air minum yang berkelanjutan dan inklusif.
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Tabel 2. 9 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama
Untuk Minum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

. Tahun
No | Sumber Air Utama 2021 | 2022| 2023 2024 | 2025
Air kemasan bermerk,
1 | air isi ulang, ledeng 36,45 29,12 28,59 30,02 35,05
meteran
2 Ledeng meteran, 0,23 . 0,15 .
ledeng eceran
3 | Sumur bor/pompa 11,84 16,31 20,08 21,35 16,80
4 | Sumur terlindungi 41,66 40,54 48,60 47,81 46,63
5 | Sumur tak terlindungi 8,06 9,89 | - 6,41 -
6 Mata air terlindung, 0,18 3,38 1,01 0,92 )
tak terlindung
7 | Air permukaan 0,30 1,73 1,98 -
8 | Air Hyjan 1,58 0,46 | - 0,61 -
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2025 & Provinsi Lampung Dalam
Angka 2026

Beberapa rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang masih
menggunakan sumber air minum yang kurang terlindungi, seperti
mata air tidak terlindungi, air permukaan, dan air hujan, meskipun

persentasenya relatif kecil.

Penggunaan mata air terlindungi maupun tidak terlindungi
menunjukkan variasi kecil antar tahun, dengan proporsi yang
cenderung rendah dan relatif stabil. Sementara itu, air permukaan
masih dimanfaatkan oleh sebagian kecil rumah tangga dan sempat
mengalami peningkatan pada beberapa tahun, yang menunjukkan
bahwa di wilayah tertentu masyarakat masih bergantung pada
sumber air alami seperti sungai atau rawa. Di sisi lain, penggunaan
air hujan sebagai sumber air minum juga masih ditemukan meskipun

dengan persentase yang sangat kecil dan cenderung menurun.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses
terhadap sumber air minum yang lebih layak terus meningkat,
sebagian kecil rumah tangga masih memanfaatkan sumber air yang
Hal ini

kurang aman. mengindikasikan perlunya peningkatan

penyediaan sarana air minum yang lebih terlindungi serta perbaikan
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infrastruktur air bersih agar seluruh masyarakat dapat mengakses

sumber air minum yang aman dan berkelanjutan.

c) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berperan
penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman. Ketersediaan
akses sanitasi yang layak menjadi faktor penting dalam upaya
pencegahan penyakit berbasis lingkungan serta peningkatan derajat

kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Akses sanitasi layak merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang
memenuhi standar kesehatan, seperti penggunaan jamban dengan
kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tempat pembuangan akhir
tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah. Fasilitas
sanitasi tersebut dapat digunakan oleh rumah tangga sendiri maupun

secara bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi layak
merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki
kualitas lingkungan permukiman serta mendukung perilaku hidup
bersih dan sehat di masyarakat. Ketersediaan sarana sanitasi yang
memadai diharapkan dapat mengurangi risiko penularan penyakit

berbasis lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 6 yang menekankan
pentingnya ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi
yang berkelanjutan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan
cakupan layanan sanitasi melalui pembangunan dan peningkatan
sarana sanitasi permukiman serta penguatan kesadaran masyarakat

dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi yang

layak, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat semakin
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membaik serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang

lebih sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2. 30 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren peningkatan dalam akses rumah tangga terhadap
sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
layak tercatat sebesar 84,83% pada tahun 2021 dan meningkat
menjadi 88,78% pada tahun 2025.

Tren peningkatan yang terjadi secara bertahap tersebut menunjukkan
adanya perbaikan kondisi sanitasi rumah tangga di Kabupaten Tulang
Bawang. Meningkatnya cakupan akses sanitasi layak
mengindikasikan semakin banyak rumah tangga yang telah memiliki
fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dasar. Kondisi ini
diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman
yang lebih sehat serta berkontribusi pada peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan akses sanitasi layak di Kabupaten Tulang Bawang juga

didukung oleh arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi

I1-76



daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten (SSK). Dokumen tersebut mengarahkan pengembangan
sektor sanitasi secara terpadu melalui penguatan aspek infrastruktur,
kelembagaan, kebijakan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan

dunia usaha, serta pendanaan.

Pada subsektor air limbah domestik, strategi pembangunan
difokuskan pada peningkatan akses sanitasi layak dan aman melalui
penyediaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi.
Sementara itu, pada subsektor persampahan, strategi diarahkan pada
peningkatan penanganan dan pengurangan timbulan sampah melalui
penguatan sistem pengelolaan persampahan yang efektif dan
berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat
mempercepat peningkatan cakupan layanan sanitasi, memperbaiki
kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung peningkatan

derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

4) Dimensi Kualitas Lingkungan Permukiman

a) Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan
berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan
meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, timbulan sampah cenderung
mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan

sistem pengelolaan yang efektif dan terintegrasi.

Perkembangan timbulan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh
jumlah penduduk, tetapi juga oleh pola konsumsi masyarakat. Oleh
karena itu, indikator seperti timbulan sampah harian, jumlah
penduduk, serta timbulan sampah per kapita menjadi penting untuk
menggambarkan tingkat produksi sampah di suatu daerah. Selain itu,
jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
juga mencerminkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah,

khususnya dalam aspek pengumpulan dan pengangkutan.
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Tabel 2. 10 Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

No Indikator Satuan

Timbulan Sampah

. ton 173,637 173,564 173,427 173,428 176,016
Harian

2 Jumlah Penduduk jiwa 430.630 431.208 433.570 440.040 442.320

Timbulan Sampah

Per Kapita kg/jiwa/hari  0,4032 0,4025 0,4000 0,3941 0,3979

Sampah terangkut

4 keTPA

ton/hari 18,65 18,85 19,11 19,19 18,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, timbulan sampah
harian relatif stabil pada periode 2021-2024, yaitu berkisar antara
173.427 hingga 173.637 ton, kemudian meningkat pada tahun 2025
menjadi 176.016 ton. Jumlah penduduk juga mengalami peningkatan
dari 430.630 jiwa pada tahun 2021 menjadi 442.320 jiwa pada tahun
2025.

Meskipun demikian, timbulan sampah per kapita menunjukkan tren
menurun dari 0,4032 kg/jiwa/hari menjadi 0,3979 kg/jiwa/hari.
Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam produksi
sampah per individu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan
pola konsumsi atau meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan sampabh.

Sementara itu, sampah yang terangkut ke TPA berfluktuasi dari 18,65
ton/hari pada tahun 2021, meningkat hingga 19,19 ton/hari pada
tahun 2024, lalu menurun menjadi 18,69 ton/hari pada tahun 2025.
Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor operasional seperti
kapasitas armada, cakupan pelayanan, serta kondisi sarana dan

prasarana pengangkutan.

Secara keseluruhan, peningkatan timbulan sampah sejalan dengan
pertumbuhan penduduk, namun penurunan timbulan per kapita
menunjukkan indikasi perbaikan dalam pengelolaan sampah. Meski
demikian, konsistensi layanan pengangkutan masih perlu

ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.
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b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator
komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan
hidup secara menyeluruh, yang mencakup kualitas air, kualitas
udara, dan tutupan lahan. IKLH berperan sebagai instrumen penting
dalam menilai kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap dampak aktivitas

pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penurunan
kualitas lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan
kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan
secara sungguh-sungguh, terencana, dan konsisten oleh seluruh
pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun
masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, IKLH menjadi
indikator strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan
pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan. Nilai IKLH yang baik mencerminkan keseimbangan
antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan penurunan
nilai IKLH menunjukkan adanya tekanan dan degradasi lingkungan
yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti
pencemaran, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya risiko

bencana lingkungan.

Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan nilai IKLH perlu
didukung melalui penguatan kebijakan perlindungan lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut
menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan daerah
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan
amanat peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan

nasional.

11-79



Gambar 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulang
Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang
berfluktuasi pada awal periode dan mengalami peningkatan signifikan
pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar
63,09. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 61,64
dan kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi
61,50. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap
kualitas lingkungan hidup pada periode tersebut sehingga nilai indeks

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai IKLH mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 66,86. Tren perbaikan
tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 70,71, yang
menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang cukup

kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, perkembangan nilai IKLH hingga tahun 2025
menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di
Kabupaten Tulang Bawang setelah sempat mengalami penurunan
pada periode 2022-2023. Peningkatan pada dua tahun terakhir

tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan dan
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pengelolaan lingkungan hidup mulai memberikan dampak positif

terhadap kondisi lingkungan di daerah.

Meskipun demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap perlu
diperkuat secara berkelanjutan agar peningkatan kualitas lingkungan
hidup dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun
mendatang, terutama melalui pengendalian pencemaran lingkungan,
perlindungan sumber daya alam, serta pengelolaan pemanfaatan

ruang yang lebih berkelanjutan.

5) Dimensi Kerentanan dan Ketahanan Sosial

a) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan
untuk menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap
kejadian bencana, yang disusun berdasarkan kombinasi tingkat
ancaman bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam
menghadapi bencana. IRB menjadi instrumen penting dalam penilaian
kinerja penanggulangan bencana serta sebagai dasar dalam
perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi

dengan perencanaan pembangunan daerah.

IRB memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dampak
bencana terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dan
gangguan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Semakin
rendah nilai IRB menunjukkan semakin kecil tingkat risiko bencana
yang dihadapi suatu daerah, yang mencerminkan meningkatnya
ketangguhan dan kapasitas wilayah dalam mengelola risiko

kebencanaan secara efektif.

Capaian IRB dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator penting
untuk menilai efektivitas upaya mitigasi bencana, baik melalui
pendekatan struktural maupun nonstruktural. Oleh karena itu, IRB
digunakan sebagai acuan dalam penguatan kebijakan, program, dan
kegiatan penanggulangan bencana guna mewujudkan daerah yang

aman, tangguh, dan berketahanan terhadap bencana.
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Gambar 2. 32 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026 (diolah)

Nilai Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan yang
konsisten dari tahun ke tahun, dengan capaian paling rendah pada

tahun 2025.

Pada tahun 2021, nilai IRB tercatat sebesar 144,40. Angka tersebut
kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 132,70, dan kembali
turun pada tahun 2023 menjadi 122,66. Tren penurunan ini berlanjut
pada tahun 2024 dengan capaian 114,44, yang mencerminkan adanya

perbaikan kondisi risiko bencana di daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 nilai IRB kembali menurun signifikan
menjadi 90,01. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat risiko
bencana di Kabupaten Tulang Bawang semakin terkendali dan
kapasitas daerah dalam pengelolaan kebencanaan mengalami

peningkatan yang nyata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, perkembangan nilai IRB selama periode 2021-2025
memperlihatkan adanya penurunan tingkat risiko bencana yang
cukup konsisten. Kondisi ini mengindikasikan semakin membaiknya

kapasitas daerah dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, serta upaya
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pengurangan risiko bencana. Meskipun demikian, penguatan
ketahanan daerah terhadap bencana tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan agar tren penurunan ini dapat dipertahankan dan
stabilitas kondisi yang telah dicapai dapat terus dijaga pada tahun-

tahun mendatang.

b) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat kapasitas dan ketangguhan daerah dalam
menghadapi serta menangani risiko bencana secara komprehensif.
IKD disusun sebagai instrumen evaluasi yang menilai sejauh mana
suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengantisipasi,
merespons, dan pulih dari dampak bencana, sehingga mampu
meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, serta gangguan terhadap

aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Penghitungan IKD dilakukan melalui pendekatan City Resilience Index
(CRI) dan Urban Community Resilience Assessment (UCRA), yang
menitikberatkan pada ketahanan sistem perkotaan dan ketangguhan
komunitas masyarakat. Melalui pendekatan ini, IKD tidak hanya
mengukur aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga mencakup
dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam
penanggulangan bencana. Fokus prioritas dalam penilaian IKD
meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan
bencana, pelaksanaan pengkajian risiko bencana secara
berkelanjutan, penyusunan dan penerapan perencanaan
pembangunan yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana,
serta pengembangan sistem informasi kebencanaan yang andal.
Selain itu, IKD juga menilai aspek peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan, serta
kesiapan logistik kebencanaan dalam mendukung respons darurat

dan pemulihan pascabencana.

Dengan menggunakan IKD sebagai alat ukur, pemerintah daerah

dapat mengidentifikasi tingkat ketahanan wilayah sekaligus
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menentukan area prioritas yang perlu diperkuat dalam rangka
mewujudkan daerah yang tangguh dan berketahanan terhadap
bencana. IKD juga berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan dan
program penanggulangan bencana yang lebih efektif, terarah, dan

berkelanjutan.

Gambar 2. 33 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021
hingga 2025. Pada tahun 2021, nilai IKD tercatat sebesar 0,36 dan
meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih
signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 0,48,
kemudian kembali naik menjadi 0,49 pada tahun 2024. Tren positif

ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 0,53.

Kenaikan nilai IKD dari tahun ke tahun mencerminkan adanya
penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Hal
ini menunjukkan peningkatan dalam aspek kesiapsiagaan, tata kelola
risiko, serta kemampuan adaptif pemerintah daerah dan para

pemangku kepentingan. Peningkatan yang cukup signifikan pada
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periode 2022-2023 dan kembali menguat pada 2024-2025
mengindikasikan bahwa berbagai upaya penanggulangan bencana

yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan capaian nilai IKD yang terus meningkat hingga melampaui
0,50 pada tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan
perkembangan menuju tingkat ketahanan daerah yang semakin baik.
Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen yang kuat
dalam membangun sistem ketahanan daerah yang berkelanjutan,
sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan tangguh

terhadap berbagai potensi bencana.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga merupakan bagian
penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sekaligus memperkuat karakter dan jati diri masyarakat. Seni dan
budaya memiliki peran strategis dalam melestarikan nilai-nilai lokal,
memperkuat identitas daerah, serta mendorong pengembangan
kreativitas masyarakat. Di sisi lain, olahraga berfungsi penting dalam
meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, kedisiplinan,
dan semangat sportivitas masyarakat sebagai bagian dari

pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Tulang Bawang, pengembangan seni budaya diarahkan
pada upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni
tradisional serta kearifan lokal agar tetap lestari dan adaptif terhadap
perkembangan zaman. Upaya tersebut dilaksanakan melalui
pembinaan pelaku seni dan budaya, penyelenggaraan berbagai
kegiatan seni budaya, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas
sarana dan prasarana pendukung. Penguatan ekosistem seni budaya
ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya lokal,
tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya

serta meningkatkan daya tarik daerah.

Seiring dengan upaya tersebut, perkembangan jumlah kelompok

kesenian yang aktif dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya
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partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa ekosistem seni di Kabupaten Tulang Bawang
semakin berkembang dan memperoleh dukungan yang lebih kuat,
baik dari komunitas maupun pemerintah daerah. Gambaran

mengenai perkembangan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 11 Data Kelompok Kesenian yang Aktif
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

N Jeni Satuan Tahun
© s v 2021 2022 2023 2024 2025
1 Tari Tradisional kelompok 2 3 5 5 )
Seni Musik
2 Tradisional kelompok 1 2 2 2 2
3 Tgater dan Sastra kelompok 1 1 1 1 1
Lisan
Pertunjukan Rakyat kelompok 1 1 1 1 1
Hadrah dan Marawis kelompok S 5 7 7 7
6 Kerajinan dan Seni Izslormn s 9 9 5 9 9
Rupa
7 Bahasa dan Adat kelompok 1 1 1 1 1
Total kelompok 13 15 19 19 19

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Data pada Tabel 2.11 menunjukkan bahwa jumlah kelompok kesenian
yang aktif di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari
tahun 2021 hingga 2023, kemudian stabil pada tahun 2024-2025.
Jumlah kelompok aktif naik dari 13 kelompok pada 2021 menjadi 15
kelompok pada 2022, dan mencapai 19 kelompok pada 2023. Pada
tahun 2024-2025, jumlah tersebut tetap 19 kelompok, menandakan

fase stabil setelah pertumbuhan yang cukup signifikan.

Peningkatan terutama terlihat pada kelompok Tari Tradisional dan
Hadrah/Marawis, sementara kelompok seperti Teater dan Sastra
Lisan, Pertunjukan Rakyat, dan Bahasa dan Adat cenderung stabil
sepanjang periode tersebut. Secara umum, perkembangan ini
mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kesenian serta penguatan ekosistem budaya di Kabupaten Tulang

Bawang.
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Selaras dengan penguatan sektor seni budaya, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga secara
berkelanjutan mendorong dinamika kegiatan kepemudaan dan
olahraga. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan selama
periode 2021-2025, baik melalui partisipasi dalam kegiatan berskala
regional dan nasional, seperti Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda
Indonesia, maupun melalui penyelenggaraan pelatihan, pembinaan,

serta lomba kewirausahaan pemuda di tingkat daerah.

Di bidang keolahragaan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
secara konsisten menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat
kabupaten serta melakukan pembinaan prestasi melalui pengiriman
atlet untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi di tingkat provinsi,
regional, hingga nasional. Upaya tersebut berdampak positif terhadap

perkembangan organisasi dan klub olahraga di daerah.

Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah organisasi olahraga, yang
bertambah dari 18 organisasi pada tahun 2021 menjadi 35 organisasi
pada tahun 2025. Selain itu, selama periode 2021-2025 tercatat
sebanyak 64 klub olahraga yang aktif.

Tabel 2. 12 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Indikator Satuan 001 j022 2035 2024 2025
1 Organisasi pemuda organisasi 42 42 42 42 42
2 Organisasi olahraga organisasi 18 23 28 35 35
3 Klub Olahraga klub 64 64 64 64 64
4  Kegiatan Pemuda kegiatan 0 0 1 1 1
5 Kegiatan Olahraga kegiatan 0 0 1 2 2

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tulang Bawang, 2025

Secara keseluruhan terlihat peningkatan aktivitas kepemudaan dan
olahraga, ditandai dengan tumbuhnya organisasi serta meningkatnya

kegiatan yang melibatkan pemuda.
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib
dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang secara keseluruhan. Pelayanan umum atau
pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Selain itu, aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur
penting dalam keberlangsungan tata kelola yang baik di Kabupaten
Tulang Bawang. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani
berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi
birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan inovasi daerah. Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur
berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam
rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam
reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas
dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

aparatur Negara.

1. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
kapabel dan akuntabel, diperlukan pelaksanaan reformasi
hukum yang berkualitas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan
reformasi hukum tersebut diukur melalui Indeks Reformasi
Hukum (IRH). Indeks ini menggambarkan sejauh mana
pemerintah daerah telah melaksanakan penataan regulasi,
penguatan sistem hukum, serta harmonisasi peraturan
perundang-undangan dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif.
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Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum yang
dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, nilai
IRH Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 tercatat
sebesar 96,38 dengan kategori AA (Istimewa). Capaian tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di
Kabupaten Tulang Bawang telah berada pada kategori sangat

baik.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian
Provinsi Lampung pada tahun yang sama yang mencapai 96,54,
nilai IRH Kabupaten Tulang Bawang masih sedikit lebih rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja reformasi hukum
daerah telah berada pada kategori sangat baik, masih
diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan
kualitas penataan regulasi daerah, harmonisasi peraturan,
serta penguatan sistem hukum daerah. Dengan demikian,
diharapkan capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten
Tulang Bawang dapat terus meningkat dan mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,

transparan, dan akuntabel.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran yang digunakan
untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini
mencerminkan sejauh mana suatu institusi mampu
mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional,
serta  berorientasi pada  pelayanan publik. Dengan
menitikberatkan pada efisiensi tata laksana, optimalisasi
struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta
penguatan pengawasan, indeks ini menjadi tolok ukur dalam
mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan

responsif.
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Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya
bertumpu pada perbaikan prosedur administratif, tetapi juga
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi
penggerak utama perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi
dan digitalisasi layanan turut menjadi faktor penting dalam
mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih
modern dan adaptif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan
dan evaluasi kinerja menjadi langkah krusial dalam
memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang
dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-
aspek yang masih memerlukan perbaikan sekaligus mendorong
inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan
demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda
administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan dalam
membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan

berorientasi pada kepentingan rakyat.

Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia
(aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi
birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar
pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori
Istimewa (90 100), Memuaskan (80-90), Sangat Baik (70-80),
Baik (60-70), Cukup (50 60), Kurang (30-50), dan sangat kurang
(0-30).
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Gambar 2. 34 Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Tulang Bawang
memperoleh predikat CC dengan nilai Indeks Reformasi
Birokrasi masing-masing sebesar 51,84 pada tahun 2021,
meningkat menjadi 54,91 pada tahun 2022, dan 54,75 pada
tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum
periode ini menunjukkan adanya tren perbaikan bertahap

dalam tata kelola pemerintahan.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024,
ketika nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi
66,88 dan berhasil meraih predikat B. Capaian tersebut terus
berlanjut pada tahun 2025 (angka sementara) dengan nilai
69,22 dan tetap berada pada predikat B. Kenaikan yang cukup
substansial sejak tahun 2024 menunjukkan adanya akselerasi
dalam implementasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya

perbaikan yang dilakukan, seperti penguatan pengawasan
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internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, digitalisasi
layanan publik, penyederhanaan proses administrasi, serta
peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, mulai
memberikan dampak yang terukur. Secara keseluruhan,
periode 2021-2025 menegaskan adanya komitmen yang
semakin kuat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional,
akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan integrasi antara sistem perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kinerja yang diselaraskan dengan
sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penyusunan

laporan akuntabilitas.

Penilaian SAKIP pada pemerintah daerah dibagi ke dalam tujuh
kategori, yaitu: nilai 0-30 (kategori D), 30-50 (kategori CC), 50-
60 (kategori C), 60-70 (kategori B), 70-80 (kategori BB), 80-90
(kategori A), dan 90-100 (kategori AA). Dasar penilaian tersebut
mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, yang
mencakup empat komponen utama, yaitu: Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal.
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Gambar 2. 35 Nilai SAKIP Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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'\'

2022 61,88

2021 61,71
g

59,00 60,00 61,00 62,00 63,00

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025
menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif stabil
dalam rentang nilai yang sama. Pada tahun 2021, nilai SAKIP
tercatat sebesar 61,71. Nilai tersebut meningkat pada tahun
2022 menjadi 61,88 dan kembali mengalami kenaikan pada
tahun 2023 hingga mencapai 62,58, yang merupakan capaian
tertinggi  selama  periode tersebut. Peningkatan ini
mencerminkan adanya penguatan pada aspek perencanaan
kinerja, pengukuran, serta keterkaitan antara program dan

penganggaran.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai SAKIP mengalami
penurunan menjadi 61,00. Penurunan ini menunjukkan adanya
tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas implementasi
manajemen kinerja, khususnya pada aspek monitoring dan
evaluasi. Pada tahun 2025, nilai SAKIP kembali mengalami
penurunan menjadi 60,23. Meskipun penurunannya tidak

terlalu tajam, tren dua tahun terakhir ini perlu menjadi
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perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara umum, selama periode 2021-2025 Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang telah menunjukkan upaya dalam
penerapan SAKIP dengan capaian yang relatif berada pada
kisaran nilai 60-62. Namun, fluktuasi yang terjadi terutama
pada tahun 2024 dan 2025 mengindikasikan perlunya
penguatan kembali pada aspek perencanaan berbasis kinerja,
konsistensi pengukuran indikator, kualitas pelaporan, serta
tindak lanjut hasil evaluasi, agar tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien, dan akuntabel dapat terus ditingkatkan secara

berkelanjutan..

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang terpadu dan menyeluruh diperlukan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan SPBE di
Kabupaten Tulang Bawang berupaya mendorong terwujudnya
penerapan SPBE guna mendukung transformasi digital

pemerintahan.

Penerapan SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Permasalahan dalam pembangunan SPBE yang perlu segera
diselesaikan terutama terdapat pada domain Tata Kelola SPBE.
Pada aspek perencanaan strategis SPBE, diperlukan
penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang
memuat seluruh komponen sesuai dengan ketentuan dan arah

kebijakan nasional.

11-94



Selain itu, masih terdapat tantangan pada aspek Manajemen
SPBE, yaitu belum optimalnya penerapan manajemen SPBE
yang meliputi manajemen data, manajemen aset teknologi
informasi dan komunikasi, manajemen risiko, manajemen
keamanan informasi, manajemen layanan SPBE, manajemen
perubahan, manajemen sumber daya manusia SPBE, serta

manajemen pengetahuan SPBE.

Pada aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
juga perlu mendapatkan perhatian melalui pelaksanaan audit
yang mencakup audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit
keamanan SPBE guna memastikan penyelenggaraan SPBE
berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2022-2025

2,09 2,55 2,85 3,38

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan
tren peningkatan dalam periode evaluasi Tahun 2022-2025.
Pada Tahun 2020, Kabupaten Tulang Bawang belum mengikuti

Evaluasi SPBE karena pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan
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terhadap beberapa pemerintah daerah yang menjadi sampel,
yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan,
dan Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, pada Tahun 2021
Kabupaten Tulang Bawang juga belum mengikuti Evaluasi

SPBE.

Mulai Tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang mengikuti
Evaluasi SPBE dengan memperoleh nilai indeks sebesar 2,09
dan berada pada kategori Cukup. Pada Tahun 2023, nilai Indeks
SPBE mengalami peningkatan menjadi 2,55 dan masih berada

pada kategori Cukup.

Pada Tahun 2024, capaian Indeks SPBE Kabupaten Tulang
Bawang meningkat menjadi 2,85 dan masuk dalam kategori
Baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
penyelenggaraan SPBE, baik dari sisi tata kelola, manajemen
SPBE, maupun pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, Indeks SPBE kembali mengalami
peningkatan menjadi 3,38 dengan kategori Baik. Capaian
tersebut menggambarkan bahwa implementasi SPBE di
Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami perkembangan dan
semakin mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta

peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Secara keseluruhan, sejak mengikuti evaluasi SPBE pada
Tahun 2022 hingga Tahun 2025, Indeks SPBE Kabupaten
Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 1,29 poin, dari
2,09 menjadi 3,38. Meskipun telah mencapai kategori Baik,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih perlu melakukan
penguatan penyelenggaraan SPBE, khususnya pada aspek tata
kelola, manajemen SPBE, integrasi layanan digital, audit
teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan
keamanan informasi agar dapat mencapai kategori yang lebih

tinggi.
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Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali
menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan
PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik
(IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja
pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan
pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana
prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek

konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan
antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam
pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas,
transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek
penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan
pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan,
profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan

inovasi pelayanan).

Gambar 2. 37 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)
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Pada tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai
Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,41 dengan kategori
Sangat Baik (A-). Capaian ini meningkat pada tahun 2022
menjadi 4,60 yang menempatkan Kabupaten Tulang Bawang
pada kategori Pelayanan Prima (A). Namun, pada tahun 2023
nilai IPP mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 3,60,
yang menunjukkan adanya penurunan pada beberapa aspek

standar pelayanan publik yang dinilai.

Pada tahun 2024, nilai IPP kembali meningkat menjadi 4,50
sehingga Kabupaten Tulang Bawang kembali berada pada
kategori Sangat Baik (A-). Hal ini menunjukkan adanya upaya
perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas layanan setelah penurunan pada tahun
sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2025 nilai IPP kembali
mengalami penurunan menjadi 3,71. Meskipun masih berada
dalam kategori baik, penurunan ini mengindikasikan perlunya
evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi implementasi

standar pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.

Secara umum, perkembangan IPP Kabupaten Tulang Bawang
periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif. Capaian
tertinggi terjadi pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023
dan 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan
pentingnya penguatan manajemen pelayanan publik secara
berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas standar layanan,
konsistensi penerapan SOP, penguatan inovasi pelayanan, serta
peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja layanan. Dengan
langkah perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan,
diharapkan kualitas pelayanan publik dapat kembali meningkat

dan mencapai kategori Pelayanan Prima secara stabil.

Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang

dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi
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publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya
pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan
tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan
pegawai di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sumber
eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor,
dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta sumber
eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK,

BPKP, Ombudsman, dan lain lain.

Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko
korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
tersebut. Terdapat tiga kategori nilai SPI, antara lain:

1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang O — 72,9;

2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73 - 77,9;
3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78 — 100.

Tabel 2. 13 Nilai Survei Penilaian Integritas
Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung
Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

Wilayah Nilai/Kategori
2021 2022 2023 2024 2025

Kab. Nilai 70,91 72,41 69,21 72,62 65,40
Tulang

Bawang Kategori Rentan Rentan Rentan Rentan Rentan
Prov. Nilai 68,28 62,22 68,44 65,83 69,39
Lampung Kategori Rentan Rentan Rentan Rentan Rentan

Sumber : Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK, 2026

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola yang
fluktuatif dan secara konsisten berada pada kategori rentan.
Pada tahun 2021, nilai SPI tercatat sebesar 70,91 dan
meningkat menjadi 72,41 pada tahun 2022. Namun, pada
tahun 2023 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 69,21,
kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 72,62,
sebelum akhirnya turun cukup signifikan pada tahun 2025

menjadi 65,40.
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Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, nilai SPI
Kabupaten Tulang Bawang cenderung lebih tinggi pada
beberapa tahun, seperti tahun 2021, 2022, dan 2024.
Sementara itu, pada tahun 2023 nilai SPI Kabupaten Tulang
Bawang (69,21) masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi
Lampung (68,44). Namun, pada tahun 2025, nilai SPI
Kabupaten Tulang Bawang (65,40) berada di bawah Provinsi
Lampung yang mencapai 69,39. Hal ini menunjukkan adanya
penurunan kinerja integritas yang relatif lebih besar di tingkat

kabupaten pada tahun terakhir pengamatan.

Secara keseluruhan, meskipun nilai SPI Kabupaten Tulang
Bawang mengalami kenaikan pada beberapa periode, tren yang
terbentuk masih bersifat tidak stabil dan belum mampu keluar
dari kategori rentan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya
pencegahan korupsi yang telah dilakukan masih perlu
diperkuat dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Penurunan
pada tahun 2025 menjadi perhatian penting, karena dapat
mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi
implementasi kebijakan integritas di lingkungan pemerintahan

daerah.

Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, seperti
sosialisasi anti korupsi, penguatan pendidikan karakter anti
korupsi sejak dini, serta pembinaan dan pendampingan
aparatur, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus
meningkatkan efektivitas program-program tersebut agar
mampu mendorong perbaikan nilai SPI secara lebih stabil dan

berkelanjutan di masa mendatang.
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2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada sektor
pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia serta memperkuat fondasi pembangunan
daerah. Pendidikan tidak hanya menjadi instrumen utama dalam
peningkatan kompetensi masyarakat, tetapi juga merupakan
prasyarat untuk mendorong daya saing daerah menuju pertumbuhan
yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan
layanan pendidikan perlu difokuskan pada perluasan akses,
peningkatan mutu, serta penguatan tata kelola yang efektif dan
akuntabel. Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh lapisan
masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang merata,
bermutu, dan berkesinambungan sebagai bagian dari komitmen
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan sumber

daya manusia yang cerdas dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan berbagai
jenjang dan layanan pendidikan, mulai dari Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF), Pembinaan
Sekolah Dasar (SD), hingga Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan
untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu
pembelajaran, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di

seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu aspek
strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang produktif, berdaya saing, dan mampu beradaptasi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis terhadap
capaian pembangunan pendidikan diperlukan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, mengidentifikasi
berbagai permasalahan yang masih dihadapi, serta menjadi dasar
dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan

pada periode perencanaan berikutnya.
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Secara umum, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten
Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal
tersebut tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap
layanan pendidikan, semakin tersedianya sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai, serta meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai program
yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif dalam
memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh

lapisan masyarakat.

Dari aspek pemerataan layanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang terus berupaya memastikan bahwa seluruh
masyarakat memperoleh akses pendidikan yang setara. Namun
demikian, masih terdapat perbedaan kondisi antarwilayah, terutama
terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi
tenaga pendidik, serta tingkat aksesibilitas menuju satuan
pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas
layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik pada beberapa

wilayah tertentu.

Pada aspek mutu pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan melalui
peningkatan kompetensi guru, penguatan manajemen sekolah,
penyediaan sarana pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, kualitas
hasil belajar peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, mengingat
masih terdapat kesenjangan capaian pembelajaran antar satuan
pendidikan yang dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pendidik,
ketersediaan fasilitas pendukung, serta kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik juga menjadi faktor penting
dalam pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya memenuhi kebutuhan
guru melalui optimalisasi distribusi tenaga pendidik serta
peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Namun demikian,

tantangan berupa belum meratanya persebaran guru dan kebutuhan
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peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam menghadapi

transformasi pendidikan masih perlu menjadi perhatian.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan secara umum
telah mengalami peningkatan melalui pembangunan ruang kelas
baru, rehabilitasi ruang belajar, penyediaan fasilitas penunjang
pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran.
Meskipun demikian, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan
masih diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang

lebih efektif, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, masih terdapat
sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain
peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses dan layanan
pendidikan, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu,
diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha, dan
masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata,

inklusif, dan berkelanjutan.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten
Tulang Bawang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan
pendidikan, penguatan tata kelola pendidikan, pemerataan akses
pendidikan yang inklusif, peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses
pembelajaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan target
pembangunan pendidikan daerah dapat tercapai secara optimal dan
mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai
modal utama dalam mendukung pembangunan daerah yang

berkelanjutan.
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1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio antara jumlah peserta
didik yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu,
tanpa memperhatikan batasan usia, terhadap jumlah penduduk yang
berada pada kelompok usia yang secara resmi sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut pada tahun yang sama. Indikator ini digunakan
untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam sistem

pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

APK mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam menyerap
penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Semakin
tinggi nilai APK, semakin besar proporsi penduduk yang berpartisipasi
dalam pendidikan pada jenjang tersebut. Namun demikian, karena
perhitungannya tidak membatasi usia peserta didik, nilai APK dapat
melebihi 100 persen apabila terdapat peserta didik yang bersekolah di
luar rentang usia ideal, baik yang lebih muda maupun lebih tua dari

kelompok usia yang seharusnya.

Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)
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Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di
Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika
yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI/sederajat, APK selalu berada di atas 100 persen,
yaitu 109,98 persen (2021), 110,15 persen (2022), 108,52 persen
(2023), 102,83 persen (2024), dan 102,53 persen (2025). Meskipun
cenderung menurun, capaian ini menunjukkan partisipasi pendidikan

dasar masih sangat tinggi.

Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK mengalami penurunan dari
96,65 persen (2021) menjadi 87,26 persen (2024), kemudian
meningkat kembali menjadi 92,09 persen pada 2025.

Sementara itu, jenjang SMA/SMK/sederajat menunjukkan tren
meningkat, dari 68,72 persen (2021) menjadi 92,37 persen (2025),
meskipun sempat mengalami fluktuasi pada 2022-2024.

Secara keseluruhan, partisipasi pendidikan di Kabupaten Tulang
Bawang pada jenjang dasar sudah sangat tinggi, sementara pada
jenjang menengah pertama sempat menurun namun mulai pulih pada
2025. Di sisi lain, jenjang menengah atas menunjukkan tren
peningkatan yang cukup kuat, yang mengindikasikan semakin
membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan pada tingkat

yang lebih tinggi.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator penting dalam
sektor pendidikan yang menggambarkan proporsi penduduk pada
kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia tersebut dibandingkan
dengan total penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini
memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan yang

sesuai dengan usia resmi pada masing-masing jenjang pendidikan.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menghitung

seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM
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hanya menghitung siswa yang berada pada rentang usia resmi untuk
jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, APM dinilai lebih
mampu menggambarkan keterjangkauan layanan pendidikan formal
secara tepat sasaran bagi penduduk usia sekolah. Nilai APM yang
tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengikuti jenjang

pendidikan sesuai dengan usia yang seharusnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, APM merupakan
salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menilai
pemerataan akses pendidikan serta keberhasilan pelaksanaan
program wajib belajar. Perkembangan nilai APM juga dapat
mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kualitas layanan
pendidikan, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam penyediaan

sarana dan prasarana pendidikan.

Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)
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OSMP/MTs/SEDERAJAT 81,07 81,17 81,39 81,27 80,37
ESMA/SMK/SEDERAJAT 45,29 44,47 56,37 54,26 64,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di
Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi pendidikan tertinggi berada pada jenjang

pendidikan dasar.
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Pada jenjang SD/MI/sederajat, APM berada pada tingkat yang sangat
tinggi dan relatif stabil, yaitu 99,38 persen (2021), 99,89 persen
(2022), 99,78 persen (2023), 99,30 persen (2024), dan sedikit menurun
menjadi 97,53 persen pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa hampir
seluruh penduduk usia sekolah dasar telah bersekolah pada jenjang

yang sesuai dengan usianya.

Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APM juga tergolong stabil dengan
nilai 81,07 persen pada 2021, meningkat sedikit menjadi 81,17 persen
(2022) dan 81,39 persen (2023), kemudian 81,27 persen (2024), serta

menurun tipis menjadi 80,37 persen pada 2025.

Sementara itu, jenjang SMA/SMK/sederajat menunjukkan tren
peningkatan secara umum, dari 45,29 persen (2021) dan 44,47 persen
(2022), kemudian meningkat menjadi 56,37 persen (2023), sedikit
turun menjadi 54,26 persen (2024), dan kembali meningkat cukup

signifikan menjadi 64,12 persen pada 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan APM di Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia
sekolah dasar telah mencapai tingkat yang hampir merata. Pada
jenjang menengah pertama, tingkat partisipasi relatif stabil,
sedangkan pada jenjang menengah atas masih lebih rendah meskipun
menunjukkan kecenderungan peningkatan pada akhir periode
pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan terbesar
dalam peningkatan partisipasi pendidikan masih berada pada jenjang

pendidikan menengah atas.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang
menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah
tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang apa pun,
tanpa memperhatikan kesesuaian antara usia dengan jenjang
pendidikan yang ditempuh. APS dihitung dengan membandingkan
jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang

bersekolah dengan total penduduk pada kelompok usia yang sama.
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Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi
penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan serta mencerminkan
tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di suatu
wilayah. Nilai APS yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk pada kelompok usia tersebut masih terlibat dalam kegiatan

pendidikan.

Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat
tinggi pada kelompok usia pendidikan dasar dan cukup tinggi pada
jenjang menengah pertama, sementara pada kelompok usia menengah

atas cenderung lebih rendah meskipun mengalami fluktuasi.

Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS berada pada tingkat yang sangat
tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2021 APS tercatat sebesar 99,59%,
kemudian meningkat menjadi 99,89% pada tahun 2022. Selanjutnya
pada tahun 2023 tercatat 99,78%, menurun sedikit menjadi 99,43%
pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 99,72% pada tahun
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2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia

sekolah dasar telah berpartisipasi dalam pendidikan.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, tingkat partisipasi juga tergolong
tinggi meskipun mengalami sedikit fluktuasi. APS tercatat sebesar
95,52% pada tahun 2021, meningkat menjadi 96,92% pada tahun
2022, kemudian sedikit menurun menjadi 96,56% pada tahun 2023,
kembali menurun menjadi 95,73% pada tahun 2024, dan menjadi
95,22% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk usia tersebut masih melanjutkan pendidikan pada jenjang

menengah pertama.

Sementara itu, pada kelompok usia 16-18 tahun, APS menunjukkan
pola yang lebih berfluktuasi dan berada pada tingkat yang lebih
rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. APS tercatat sebesar
69,68% pada tahun 2021, menurun menjadi 66,23% pada tahun 2022
dan 65,91% pada tahun 2023, kemudian kembali menurun menjadi
65,33% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, APS meningkat cukup
signifikan menjadi 70,83%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi
pendidikan pada usia sekolah dasar dan menengah pertama di
Kabupaten Tulang Bawang telah berada pada tingkat yang sangat
baik, sementara partisipasi pada kelompok usia menengah atas masih
relatif lebih rendah meskipun menunjukkan peningkatan pada tahun
2025. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya untuk

mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan
proporsi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya
hingga menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini
dihitung dengan membandingkan jumlah siswa yang keluar atau
berhenti sekolah pada suatu tahun dengan total jumlah siswa pada
jenjang pendidikan yang sama. Melalui Angka Putus Sekolah,

pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tingkat kerentanan peserta
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didik untuk tidak melanjutkan pendidikan, sekaligus mengevaluasi
efektivitas layanan pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhi

keberlanjutan sekolah.

Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah Kabupaten Tulang
Bawang untuk periode tahun 2021-2025.

Gambar 2. 41 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025 (%)
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Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka putus sekolah di Kabupaten Tulang Bawang selama periode
2021-2025 menunjukkan tren yang relatif rendah dan terkendali.
Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI), tingkat putus sekolah
menurun konsisten dari 0,33% pada tahun 2021 menjadi 0,20% pada
tahun 2024, dan tetap stabil di 0,20% pada tahun 2025. Hal ini
mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam
mempertahankan anak-anak di jenjang pendidikan dasar serta

efektivitas intervensi yang dilakukan untuk mencegah putus sekolah.

1-110



Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pertama
(SMP/MTs), angka putus sekolah mengalami fluktuasi. Setelah
menurun dari 0,62% pada tahun 2021 menjadi 0,50% pada tahun
2022, angka tersebut meningkat hingga 0,75% pada tahun 2023,
kemudian kembali menurun dan stabil di 0,69% pada tahun 2024-
2025. Meskipun masih tergolong rendah, dinamika ini menunjukkan
adanya  tantangan = berkelanjutan dalam = mempertahankan

keberlanjutan pendidikan di tingkat menengah pertama.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa angka putus
sekolah di Kabupaten Tulang Bawang relatif terkendali, terutama pada
tingkat pendidikan dasar. Namun, perhatian khusus tetap diperlukan
untuk menekan angka putus sekolah di jenjang SMP/MTs, dengan
fokus pada faktor sosial ekonomi, aksesibilitas sekolah, serta motivasi
belajar siswa. Upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah bersama
pemangku kepentingan pendidikan sangat penting agar tren
penurunan angka putus sekolah dapat terus dipertahankan, sehingga
seluruh anak wusia sekolah mampu menyelesaikan pendidikan

minimal hingga jenjang menengah pertama.

5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan indikator yang menunjukkan proporsi
peserta didik yang berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan
melalui kelulusan pada wujian akhir atau mekanisme evaluasi
kelulusan yang ditetapkan. Indikator ini dihitung dengan
membandingkan jumlah siswa yang dinyatakan lulus dengan jumlah
seluruh siswa yang mengikuti proses evaluasi kelulusan pada jenjang
pendidikan tersebut. Angka Kelulusan digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan proses pembelajaran, efektivitas satuan
pendidikan dalam mencapai standar kompetensi, serta kualitas

layanan pendidikan secara keseluruhan.

Berikut disajikan data Angka Kelulusan Kabupaten Tulang Bawang
untuk periode tahun 2021-2025.
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Tabel 2. 14 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025

Tingkatan
No Sekolah satuan 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
1 SD/MI persen 100 100 100 100
2 SMP/MTs persen 100 100 100 100

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) maupun
menengah pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021/2022 hingga 2024 /2025 tercatat mencapai 100 persen
secara konsisten. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peserta
didik yang menempuh pendidikan pada kedua jenjang tersebut
berhasil menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus

sesuai standar yang ditetapkan.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pendidikan daerah,
dukungan tenaga pendidik, serta peran aktif orang tua dan
masyarakat dalam memastikan keberlangsungan pendidikan anak.
Stabilitas angka kelulusan yang sempurna juga menjadi indikator
keberhasilan program pemerataan akses pendidikan dan peningkatan

mutu pembelajaran di Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan capaian 100 persen kelulusan selama empat tahun berturut-
turut, pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi kualitas
pendidikan sekaligus memperkuat program pendukung agar
keberhasilan ini tidak hanya berhenti pada kelulusan, tetapi juga
berlanjut pada peningkatan kompetensi lulusan dan kesiapan mereka

menghadapi jenjang pendidikan berikutnya maupun dunia kerja.

6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan indikator yang menunjukkan
proporsi lulusan pada suatu jenjang pendidikan yang melanjutkan
studi ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran berikutnya.
Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah lulusan pada
jenjang pendidikan tertentu yang terdata melanjutkan ke tingkat

pendidikan berikutnya dengan total jumlah lulusan pada jenjang
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pendidikan sebelumnya pada tahun yang sama. AM digunakan untuk
menilai minat, kemampuan, dan peluang peserta didik dalam
melanjutkan pendidikan, serta mencerminkan aksesibilitas dan

ketersediaan layanan pendidikan lanjutan di suatu daerah.

Dalam praktiknya, Angka Melanjutkan umumnya dikelompokkan
menjadi dua kategori utama, yaitu AM dari SD/sederajat ke
SMP/sederajat dan AM dari SMP/sederajat ke SMA/sederajat. Kedua
indikator tersebut penting untuk memahami kesinambungan proses
pendidikan, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan yang

memengaruhi transisi peserta didik antarjenjang pendidikan.

Tabel 2. 15 Angka Melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

. s g Tahun
No Jenjang Pendidikan Satuan
2021 2022 2023 2024 2025
1 SD/MI ke SMP/MTs satuan 99,94 99,95 77,26 81,69 83,38

2 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA satuan 98,97 99,00 71,03 78,58 80,26
Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021 dan 2022, capaian AM berada pada tingkat sangat
tinggi, yakni 99,94% dan 99,95%, mencerminkan hampir seluruh
lulusan pendidikan dasar melanjutkan ke jenjang menengah pertama.
Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam hingga 77,26%,
yang kemudian berangsur membaik menjadi 81,69% pada 2024 dan
83,38% pada 2025. Meskipun tren menunjukkan pemulihan, capaian
tersebut masih belum kembali ke tingkat optimal seperti awal periode.
Pola serupa juga terlihat pada transisi ke jenjang menengah atas.
Tahun 2021 dan 2022 mencatat AM yang sangat tinggi, masing-
masing 98,97% dan 99,00%. Namun, pada tahun 2023 terjadi
penurunan drastis hingga 71,03%, sebelum kembali meningkat

menjadi 78,58% pada 2024 dan 80,26% pada 2025.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun
tingkat keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang
sempat berada pada posisi hampir sempurna, terdapat tantangan
serius pada tahun 2023 yang berdampak pada penurunan angka

melanjutkan di kedua jenjang. Pemulihan yang terjadi pada 2024-
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2025 menandakan adanya perbaikan, namun tetap diperlukan
intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan
kesinambungan pendidikan, khususnya dalam mengatasi faktor-
faktor penghambat seperti kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas

sekolah, serta motivasi belajar peserta didik.

7) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang
menggambarkan lamanya pendidikan formal (dalam tahun) yang
diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di
masa mendatang. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa
peluang seorang anak untuk tetap bersekolah pada umur-umur
berikutnya sama dengan peluang penduduk yang sedang bersekolah
pada kelompok umur yang sama pada tahun berjalan. HLS dihitung
untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan mencerminkan
ekspektasi rata-rata lama pendidikan yang dapat dicapai oleh setiap

anak apabila pola partisipasi sekolah saat ini tidak berubah.

Sebagai salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), HLS memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan
sistem pendidikan di suatu daerah, termasuk keterjangkauan,
pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan pada berbagai jenjang.
Peningkatan HLS menunjukkan semakin terbukanya akses
pendidikan, meningkatnya partisipasi sekolah, serta membaiknya
kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga
jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai HLS yang rendah
mengindikasikan masih adanya hambatan struktural maupun sosial

ekonomi yang membatasi kesempatan belajar bagi penduduk.
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Gambar 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025 (diolah)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren positif di
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten selama periode 2021 hingga
2025. Secara nasional, HLS meningkat dari 13,08 tahun pada tahun
2021 menjadi 13,30 tahun pada tahun 2025. Provinsi Lampung
mencatat kenaikan dari 12,73 tahun pada 2021 menjadi 12,79 pada
2025. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan
peningkatan yang lebih signifikan, dari 11,95 tahun pada tahun 2021
menjadi 12,39 tahun pada tahun 2025.

Kenaikan HLS di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan adanya
perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat, meskipun
capaian masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Selisih HLS antara Kabupaten Tulang Bawang dan nasional sebesar
0,91 tahun pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kesenjangan
pendidikan masih perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif dan

peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas, minat
melanjutkan sekolah, dan kebijakan pendidikan lokal, sekaligus

menjadi indikator positif terhadap pembangunan kualitas sumber
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daya manusia di wilayah tersebut. Namun demikian, tantangan terkait
mutu pendidikan dan penyebaran fasilitas pendidikan yang merata
tetap perlu diperhatikan untuk memastikan peningkatan HLS diikuti

oleh kualitas yang sepadan.

8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan
literasi masyarakat melalui ketersediaan, pemerataan, serta
pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran
sepanjang hayat. Indeks ini disusun oleh Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi

pengembangan budaya literasi di suatu wilayah.

Pengukuran IPLM didasarkan pada Unsur Pembangun Literasi
Masyarakat (UPLM) yang mencerminkan kapasitas dan kinerja
pembangunan perpustakaan dalam mendukung peningkatan budaya
baca masyarakat. Unsur tersebut terdiri atas beberapa komponen,
yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi
perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat
kunjungan masyarakat ke perpustakaan, jumlah perpustakaan yang
memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan literasi, serta jumlah anggota

perpustakaan.

Selain itu, penghitungan IPLM juga mempertimbangkan karakteristik
masyarakat sebagai faktor penimbang, seperti jumlah penduduk,
jumlah penduduk yang bekerja, serta jumlah civitas sekolah dan
akademika. Melalui pengukuran berbagai komponen tersebut, IPLM
dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dukungan
infrastruktur literasi serta tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat
dalam mendukung pengembangan budaya literasi secara

berkelanjutan.
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Tabel 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
(IPLM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator satuan Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
Indeks
Pembangunan indeks - 70,32 59,58 80,25 7,61

Literasi Masyarakat

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan data pada tabel, perkembangan Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif.
Pada tahun 2021, nilai IPLM belum tersedia dalam statistik resmi
sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian pada tahun

tersebut.

Pada tahun 2022, nilai [IPLM Kabupaten Tulang Bawang tercatat
sebesar 70,32, yang menunjukkan kondisi pembangunan literasi
masyarakat berada pada tingkat yang cukup baik. Nilai ini kemudian
mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 59,58, yang
mengindikasikan adanya penurunan pada beberapa komponen
pembangun literasi masyarakat, seperti tingkat kunjungan
perpustakaan, ketersediaan koleksi, maupun partisipasi masyarakat

dalam kegiatan literasi.

Pada tahun 2024, nilai IPLM kembali mengalami peningkatan yang
cukup signifikan menjadi 80,25. Peningkatan ini menunjukkan
adanya perbaikan pada berbagai komponen pembangunan literasi
masyarakat, seperti peningkatan layanan perpustakaan, penguatan
koleksi bahan bacaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam aktivitas literasi.

Sementara itu, pada tahun 2025 nilai IPLM tercatat sebesar 7,61, yang
jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Nilai
yang sangat kecil tersebut pada umumnya tidak mencerminkan
penurunan kondisi literasi masyarakat secara langsung, melainkan
dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode pengumpulan data atau
keterbatasan kelengkapan pelaporan indikator literasi pada sistem

pendataan nasional yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional
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Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Dalam penghitungan
IPLM, kelengkapan data pada setiap komponen unsur pembangun

literasi masyarakat sangat menentukan nilai indeks yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, perkembangan IPLM Kabupaten Tulang Bawang
selama periode tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi
masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam
memperkuat infrastruktur perpustakaan, meningkatkan pemanfaatan
layanan perpustakaan oleh masyarakat, serta memastikan
konsistensi pelaporan data literasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya
yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, pengelola perpustakaan, dan masyarakat dalam

meningkatkan budaya literasi secara berkelanjutan.

9) Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI merupakan
pengukuran kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam
menggunakan teknologi digital. Berdasarkan pengembangan dari
“G20 Toolkit for measuring digital skills and digital literacy”, kerangka
kerja IMDI terdiri atas empat pilar, meliputi:
1. Infrastruktur dan Ekosistem.
Merupakan pilar landasan pengembangan dan pemanfaatan
teknologi. Pilar ini menekankan kesetaraan akses untuk
ekosistem yang inklusif dan kemampuan masyarakat dalam
beradaptasi dengan tuntutan dunia digital. Pilar
infrastruktur dan ekosistem dapat dilihat dari tiga aspek
yaitu akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem
pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.
2. Keterampilan Digital
Berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan
unuk mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan
informasi secara aman. Pilar ini dapat dilihat dari tiga
pengukuran yaitu komplementaritas, pengenalan dan

keamanan TIK.
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3. Pemberdayaan Pilar
pemberdayaaan mempresentasikan operasionalisasi dari
tingkat literasi dan keterampilan digital. Pilar ini melibatkan
tiga pengukuran yaitu pengguna, penyedia dan platform.

4. Pekerjaan
Pilar pekerjaan berfokus kepada keahlian digital yang
memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dimana digitalisasi
menciptakan jenis dan tugas pekerjaan baru. Pilar ini terdiri

atas dua aspek yaitu permintaan dan penawaran.

Gambar 2. 43 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025

2025

2024

2023

2022 | 87\

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

2022 2023 2024 2025

OKab. Tulang Bawang 33,73 46,66 40,80 45,14
Prov. Lampung 33,45 44,08 43,18 50,36
Nasional 37,80 43,18 43,34 44,53

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia, 2025 (diolah)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun
waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IMDI Kabupaten
Tulang Bawang tercatat sebesar 33,73, sedikit lebih tinggi
dibandingkan Provinsi Lampung (33,45), namun masih berada di

bawah rata-rata nasional (37,80).
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Tahun 2023 mencatat lonjakan nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang
menjadi 46,66, melampaui baik Provinsi Lampung (44,08) maupun
nasional (43,18). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi
40,80, sehingga posisinya kembali berada di bawah rata-rata nasional
(43,34) dan Provinsi Lampung (43,18). Pada tahun 2025, nilai IMDI
Kabupaten Tulang Bawang kembali meningkat menjadi 45,14. Meski
belum melampaui Provinsi Lampung (50,36), capaian ini
menunjukkan pemulihan dan tren positif dalam pengembangan

masyarakat digital di daerah.

Secara keseluruhan, fluktuasi nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang
mencerminkan perlunya konsistensi dalam kebijakan dan program
literasi digital, infrastruktur teknologi, serta partisipasi masyarakat
dalam ekosistem digital. Perbandingan dengan provinsi dan nasional
juga menjadi indikator penting untuk evaluasi dan perbaikan strategi

pembangunan digital daerah.

10) Capaian SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang
dilaksanakan dalam urusan pendidikan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Ketiga
regulasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan sekaligus evaluasi

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.
SPM bidang pendidikan mencakup tiga layanan utama, yaitu:

e Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan penerima layanan
peserta didik berusia 5-6 tahun.

e Pendidikan Dasar, dengan penerima layanan peserta didik
berusia 7-15 tahun.

e Pendidikan Kesetaraan, dengan penerima layanan peserta didik

berusia 7-18 tahun.
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Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk

periode 2021-2025 dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Jenis
Pelayanan
Dasar

Pendidikan
Anak Usia
Dini

Pendidikan
Dasar

Pendidikan
Kesetaraan

Indikator SPM satuan

Jumlah Warga
Negara Usia 5-6
Tahun Yang
Berpartisipasi
Dalam Pendidikan
PAUD

persen

Jumlah Warga
Negara Usia 7-15
Tahun yang
Berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Dasar
(SD/MI,SMP/MTs)

persen

Jumlah Warga
Negara Usia 7-18
Tahun Yang
Belum
Menyelsaikan
Pendidikan Dasar
dan atau
Menengah yang
Berpartisipasai
dalam Pendidikan
Kesetaraan

persen

Target
2021

100,00 80,00

100,00 80,19

100,00 0,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Capaian

2022 2023 2024 2025

4505 48,60 88,12 77,82

92,41 85,77 89,78 87,68

86,39 56,77 85,23 7,29

Pada indikator partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam

pendidikan PAUD, capaian mengalami penurunan cukup signifikan

pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian

meningkat kembali pada tahun 2023 dan mencapai tingkat yang

relatif tinggi pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 capaian

kembali mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini masih belum stabil

dan memerlukan penguatan upaya perluasan layanan PAUD serta

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

usia dini.
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Pada indikator partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam
pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs), capaian secara umum berada
pada tingkat yang relatif tinggi selama periode tersebut. Meskipun
sempat mengalami fluktuasi, capaian indikator ini tetap
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah dasar
telah terlayani dalam sistem pendidikan formal. Hal ini
mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar di
Kabupaten Tulang Bawang sudah cukup baik, meskipun masih perlu
terus ditingkatkan untuk mendekati target pelayanan minimal secara

penuh.

Sementara itu, pada indikator partisipasi pendidikan kesetaraan bagi
warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar atau menengah, capaian menunjukkan pola yang sangat
berfluktuasi. Setelah mengalami peningkatan pada tahun-tahun awal,
capaian kembali menurun cukup tajam pada tahun terakhir periode
pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan
kesetaraan belum berjalan optimal dan masih memerlukan perhatian
lebih, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang
putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah.

Secara keseluruhan, capaian indikator SPM bidang pendidikan di
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa akses terhadap
pendidikan dasar relatif telah berjalan baik, namun masih terdapat
tantangan dalam peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini
serta optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, ke
depan diperlukan penguatan kebijakan dan program yang berfokus
pada perluasan akses PAUD, pencegahan putus sekolah, serta
peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dapat

tercapai secara lebih optimal.

B. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya
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saing sumber daya manusia. Pemerintah daerah menempatkan
kesehatan sebagai prioritas strategis, sejalan dengan komitmen untuk
mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan

berkelanjutan.

Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang terus
menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui penyediaan
layanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan terjangkau,
pemerintah berkomitmen memperkuat sistem kesehatan mulai dari

pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan.

1) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan indikator yang
menunjukkan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani
oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada
saat penghitungan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini
digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat

serta mencerminkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah.

Dalam statistik pembangunan, UHH menjadi salah satu indikator
penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan di
bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UHH
juga merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh Badan Pusat
Statistik. Nilai UHH yang semakin tinggi menunjukkan adanya
peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan
kesehatan yang lebih baik, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi

penduduk.

Penghitungan UHH dilakukan berdasarkan data kelahiran dan
kematian penduduk yang kemudian diolah menggunakan metode
tabel mortalitas (life table). Selain melalui estimasi rutin statistik
kependudukan, nilai UHH juga diperkuat dengan hasil Long Form
Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik

untuk menghasilkan berbagai indikator demografi dan sosial ekonomi
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secara lebih rinci. Berikut disajikan data Umur Harapan Hidup Saat

Lahir di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025.

Gambar 2. 44 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

74,40

74,20

74,00

73,80

73,60

73,40

73,20

7
3,00 2021 2022 2023 2024 2025

—0—UHH 73,47 73,64 73,81 74,02 74,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya
perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas

hidup penduduk di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, nilai UHH tercatat sebesar 73,47 tahun. Angka ini
kemudian meningkat menjadi 73,64 tahun pada tahun 2022, atau
bertambah sekitar 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan
masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan akses terhadap
layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai
UHH mencapai 73,81 tahun, kemudian kembali meningkat menjadi

74,02 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini
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mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembangunan di bidang
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada

meningkatnya peluang hidup penduduk.

Pada tahun 2025, nilai UHH kembali mengalami peningkatan menjadi
74,32 tahun, yang merupakan capaian tertinggi selama periode
pengamatan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir UHH di
Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 0,85
tahun, dari 73,47 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,32 tahun pada
tahun 2025.

Peningkatan nilai UHH ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan
masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang cenderung semakin
membaik. Hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas
layanan  kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan, serta
meningkatnya taraf hidup masyarakat yang secara bersama-sama

berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup penduduk.

2) Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan parameter utama
untuk menilai keselamatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan
masa nifas. AKI dihitung sebagai jumlah kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup dan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan
maternal, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan terlatih, akses
terhadap fasilitas kesehatan, serta efektivitas sistem rujukan obstetri.
Tingkat AKI dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status gizi,
kondisi sosial ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil, serta
munculnya komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Indikator
ini penting sebagai dasar evaluasi dan perencanaan peningkatan

kesehatan ibu secara menyeluruh.
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Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator Kinerja satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah ibu hamil
yang meninggal

1 ; kasus 4 3 1 3 2
karena hamil,
bersalin, dan nifas

g Jumlah kelahiran jiwa 8.802 8.290 8.598 7.656 7.326
hidup
Angka Kematian per

3 g 100.000 45,44 36,19 11,63 39,18 27,30
Ibu KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi
namun secara umum berada dalam kategori terkendali. Pada tahun
2021 tercatat 4 kasus kematian ibu dari 8.802 kelahiran hidup
dengan AKI sebesar 45,44 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2022
mengalami penurunan menjadi 3 kasus dengan AKI 36,19 per
100.000 kelahiran hidup. Penurunan paling signifikan terjadi pada
tahun 2023, di mana hanya terdapat 1 kasus kematian ibu dari 8.598
kelahiran hidup sehingga AKI turun menjadi 11,63 per 100.000
kelahiran hidup, yang merupakan capaian terendah dalam periode

pengamatan.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 3 kasus dengan
7.656 kelahiran hidup sehingga AKI naik menjadi 39,18 per 100.000
kelahiran hidup. Namun demikian, pada tahun 2025 angka tersebut
kembali menunjukkan perbaikan dengan 2 kasus dari 7.326 kelahiran

hidup dan AKI sebesar 27,30 per 100.000 kelahiran hidup.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara awal dan akhir
periode, terlihat adanya perbaikan dari 45,44 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2021 menjadi 27,30 pada tahun 2025. Hal ini
menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan ibu di daerah. Meskipun demikian, tren yang
masih naik-turun mengindikasikan bahwa penurunan AKI belum

sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun.
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Jumlah kematian ibu setiap tahun berada pada kisaran yang relatif
sedikit, sehingga fluktuasi satu kasus dapat memengaruhi nilai rasio
secara cukup signifikan. Dengan demikian, capaian penurunan pada
tahun tertentu tetap perlu diikuti dengan upaya menjaga konsistensi

agar tren perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Upaya penguatan perlu terus dilakukan melalui peningkatan kualitas
dan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar, persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kompeten,
optimalisasi sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan
neonatal, serta pelaksanaan audit maternal perinatal secara berkala.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia dalam percepatan penurunan kematian ibu serta target
global yang ditetapkan oleh World Health Organization untuk
menurunkan rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2030.

Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tulang Bawang dapat ditekan
secara lebih konsisten sehingga keselamatan ibu semakin terjamin

dan derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan ukuran penting
dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait
keselamatan dan kualitas hidup bayi pada masa awal kehidupannya.
AKB menggambarkan jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia
satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Tingkat AKB menjadi cerminan
langsung dari kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal,
kondisi gizi, lingkungan, serta akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan dasar.

Berikut data Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2021-2025.
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Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

. Tahun
No Indikator satuan .51 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah kematian bayi (< 1 Kasus 19 1 29 4 38
tahun)

2 Jumlah kelahiran hidup bayi 8.783 8.289 8.681 7.642 7.288
per.

3  Angka Kematian Bayi 1.000 2,16 0,12 2,53 0,52 5,21
KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021 tercatat 19 kasus kematian bayi dari 8.783 kelahiran
hidup, sehingga AKB sebesar 2,16 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun
2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan hanya 1
kasus kematian bayi dari 8.289 kelahiran hidup dan AKB turun
menjadi 0,12.

Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan menjadi 22
kasus dari 8.681 kelahiran hidup, sehingga AKB naik menjadi 2,53.
Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan 4 kasus dari 7.642
kelahiran hidup dan AKB turun menjadi 0,52. Akan tetapi, pada tahun
2025 terjadi lonjakan yang cukup tinggi, yaitu 38 kasus kematian bayi
dari 7.288 kelahiran hidup, sehingga AKB meningkat tajam menjadi
5,21 per 1.000 kelahiran hidup.

Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa AKB belum stabil dan
masih mengalami fluktuasi yang cukup ekstrem, terutama dengan
peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2025. Kondisi ini
mengindikasikan perlunya penguatan upaya intervensi, khususnya
dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan
bayi, optimalisasi pemantauan kehamilan dan neonatal, ketersediaan
tenaga kesehatan, perbaikan status gizi ibu dan bayi, serta deteksi

dan penanganan dini komplikasi pada bayi baru lahir.

Selain itu, jumlah kelahiran hidup selama periode 2021-2025
cenderung menurun (dari 8.783 pada 2021 menjadi 7.288 pada 2025).
Penurunan ini mencerminkan perubahan demografi yang juga perlu

menjadi pertimbangan dalam perencanaan pelayanan kesehatan ke
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depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program kesehatan ibu
dan anak secara berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor agar
setiap bayi yang lahir dapat tumbuh sehat dan selamat melewati masa

neonatal dan bayi.

4) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan salah satu
indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan
kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan ibu dan anak.
Tingginya AKHB mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang
baik, mulai dari masa kehamilan, proses persalinan, hingga

perawatan bayi pada tahun pertama kehidupannya.

Indikator ini menunjukkan probabilitas bayi hidup sampai dengan
usia satu tahun. Perhitungan pada indikator ini menggunakan jumlah
kematian bayi di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per
1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut data angka
kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-
2025.

Tabel 2. 20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Angka Kematian pet

1 Bayi (AKB) 1.}?130 2,16 0,12 2,53 0,52 5,21
Angka
Kelangsungan

Hidup Bayi (AKHB) bayi 997,84 999,88 997,47 999,48 994,79

— (1000 - AKB)
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan indikator yang
menunjukkan jumlah bayi yang mampu bertahan hidup hingga usia
satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKHB dihitung dengan rumus
1.000 dikurangi Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi nilai
AKHB, semakin baik kondisi kesehatan ibu dan anak serta kualitas

pelayanan kesehatan yang tersedia.
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Di Kabupaten Tulang Bawang, perkembangan AKHB selama periode
2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif yang sejalan dengan
perubahan AKB. Pada tahun 2021, AKHB tercatat sebesar 997,84 bayi
per 1.000 kelahiran hidup, dengan AKB sebesar 2,16 per 1.000
kelahiran hidup.

Pada tahun 2022, AKHB meningkat signifikan menjadi 999,88 seiring
dengan menurunnya AKB menjadi 0,12. Namun, pada tahun 2023
AKHB kembali menurun menjadi 997,47, sejalan dengan

meningkatnya AKB menjadi 2,53.

Pada tahun 2024, kondisi kembali membaik dengan meningkatnya
AKHB menjadi 999,48, didukung oleh penurunan AKB menjadi 0,52.
Selanjutnya, pada tahun 2025 AKHB kembali mengalami penurunan
menjadi 994,79 akibat meningkatnya AKB menjadi 5,21 per 1.000
kelahiran hidup.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa AKHB sangat
dipengaruhi oleh dinamika AKB. Fluktuasi yang terjadi
mengindikasikan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif
dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan
kualitas layanan antenatal, persalinan yang aman, serta perawatan
neonatal. Upaya penurunan AKB secara konsisten akan berdampak
langsung pada peningkatan AKHB dan mencerminkan keberhasilan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

5) Balita Gizi Buruk

Indikator Balita Gizi Buruk menggambarkan proporsi anak usia di
bawah lima tahun yang mengalami kondisi kekurangan gizi tingkat
berat berdasarkan hasil penilaian status gizi. Indikator ini digunakan
untuk memantau derajat kesehatan balita, sekaligus mengevaluasi
efektivitas program intervensi gizi di daerah. Semakin rendah angka
balita gizi buruk, semakin baik kapasitas layanan kesehatan dasar,

cakupan pemenuhan gizi, serta kualitas pengasuhan anak.
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Tabel 2. 21 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator Kinerja satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah balita
1 yangditimbang (O- Dbalita 18.496 21.441 23.181 23.675 21.545
59 bulan)

Jumlah balita gizi

buruk balita 0 0 6 2 1

Persentase Balita
3 Gizi Buruk persen 0,0000 0,0000 0,0259 0,0084 0,0046

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah balita usia 0-59 bulan yang
ditimbang di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren
meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian mengalami
penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2021, jumlah balita yang
ditimbang tercatat sebanyak 18.496 balita, meningkat menjadi 21.441
balita pada 2022 dan 23.181 balita pada 2023. Pada tahun 2024
jumlahnya kembali meningkat menjadi 23.675 balita. Namun, pada

tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 21.545 balita.

Sejalan dengan cakupan penimbangan tersebut, kasus balita gizi
buruk mulai teridentifikasi sejak tahun 2023. Pada tahun 2021 dan
2022 tidak ditemukan kasus gizi buruk. Pada tahun 2023 tercatat 6
kasus, kemudian menurun menjadi 2 kasus pada 2024 dan kembali
menurun menjadi 1 kasus pada 2025. Meskipun jumlah kasus
tergolong sangat kecil, kondisi ini tetap memerlukan perhatian karena

menunjukkan adanya balita yang mengalami kerentanan gizi.

Persentase balita gizi buruk terhadap jumlah balita yang ditimbang
juga menunjukkan angka yang sangat rendah. Pada tahun 2021 dan
2022 persentasenya sebesar 0,0000 persen. Pada tahun 2023
meningkat menjadi 0,0259 persen, kemudian menurun menjadi
0,0084 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 0,0046 persen
pada 2025. Penurunan persentase ini mengindikasikan perbaikan
kondisi, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan dan upaya deteksi

dini secara berkelanjutan.

11-131



Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan program
pemantauan status gizi balita, peningkatan cakupan dan kualitas
penimbangan, serta pelaksanaan intervensi gizi spesifik seperti
pemberian makanan tambahan, edukasi pola makan sehat, dan
pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Upaya ini perlu
diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu, mengingat status gizi
anak sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi ibu sejak

masa kehamilan hingga menyusui.

6) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator penting dalam
menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi anak balita di
Kabupaten Tulang Bawang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh
pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang,
infeksi berulang, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung
lainnya, seperti kualitas sanitasi, pola asuh, kondisi lingkungan, dan
akses terhadap pangan bergizi. Kondisi tersebut ditandai dengan
panjang atau tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan

standar pertumbuhan anak seusianya.

Berbeda dengan gizi buruk yang umumnya menggambarkan kondisi
kekurangan gizi akut dalam periode relatif singkat, stunting
merupakan permasalahan gizi kronis yang terjadi dalam jangka
panjang. Dampak stunting tidak hanya berpengaruh terhadap
pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi
perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas, serta
meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada masa dewasa. Oleh
karena itu, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu

prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang
dibandingkan dengan tingkat Provinsi Lampung dan Nasional selama

periode tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2. 22 Perkembangan Prevalensi Stunting di Tingkat Nasional,
Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

STUNTING 2021 2022 2023 2024 2025
(SSGI) (SKI) (SKI) (SKI) (SIGIZIKESGA)
NASIONAL 24,4 21,6 21,5 19,8 18,8
PROV. LAMPUNG 18,5 152 149 15,9 13,2
KAB. TULANG BAWANG 9,5 10,0 9,8 18,3 5,4

Sumber: SKI Tahun 2023, SSGI Tahun 2021, 2022 dan 2024

Keterangan:
Tahun 2025 Tidak ada survey dari kementerian

Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang mengalami
perubahan yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan capaian
Nasional dan Provinsi Lampung. Pada tingkat nasional, prevalensi
stunting menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yaitu dari
24,40 persen pada tahun 2021 menjadi 18,80 persen pada tahun
2025. Hal yang sama juga terlihat pada tingkat Provinsi Lampung yang
mengalami penurunan dari 18,50 persen pada tahun 2021 menjadi
13,20 persen pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami

peningkatan pada tahun 2024.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang
berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan angka 9,50 persen pada
tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,00 persen pada tahun 2022.
Pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia
(SKI), prevalensi stunting menurun menjadi 9,80 persen. Namun,
pada tahun 2024 berdasarkan SKI kembali mengalami peningkatan
menjadi 18,30 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 berdasarkan
data SIGIZIKESGA, prevalensi stunting tercatat sebesar 5,40 persen.

Perbedaan angka prevalensi antarperiode tersebut perlu dilihat
dengan mempertimbangkan perbedaan sumber dan metode
pengumpulan data. Data SSGI dan SKI merupakan hasil survei
berbasis sampel yang menggambarkan estimasi kondisi stunting pada
wilayah tertentu, sedangkan data SIGIZIKESGA /EPPGBM berasal dari
pencatatan rutin layanan gizi yang mencakup sasaran yang
mendapatkan pemantauan di fasilitas pelayanan kesehatan dan

posyandu. Dengan demikian, perubahan angka antar tahun dapat
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dipengaruhi oleh variasi metode pengukuran, cakupan sasaran,

kualitas pencatatan, serta karakteristik data yang digunakan.

Secara umum, prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang berada
di bawah capaian nasional dan Provinsi Lampung pada sebagian besar
tahun pengamatan. Meskipun demikian, fluktuasi prevalensi
menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tetap
perlu diperkuat melalui intervensi yang berkelanjutan, peningkatan
kualitas pemantauan pertumbuhan balita, serta penguatan

koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Kegiatan intervensi spesifik yang telah dilakukan dalam mendukung
penurunan stunting meliputi pelaksanaan Community Feeding Center
(CFC), Therapeutic Feeding Centre (TFC), sosialisasi dan konseling
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan
tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita
wasting, pendampingan balita gizi buruk, kunjungan rumah bagi ibu
hamil dan balita risiko tinggi, konseling laktasi, pelaksanaan
Antenatal Care (ANC) terpadu, kelas ibu hamil, pemberian vitamin A,
pemberian obat cacing, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD),
pendampingan balita diare dengan pemberian zinc, pemicuan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemeriksaan kualitas air bersih,
konseling calon pengantin, peningkatan kapasitas kader dalam
pemantauan pertumbuhan balita, serta penguatan kerja sama lintas

program dan lintas sektor.

7) Jumlah Posyandu per 1.000 Balita

Indikator Jumlah Posyandu per 1.000 Balita menggambarkan
ketersediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dalam
mendukung pemantauan tumbuh kembang anak serta pelayanan
kesehatan dasar ibu dan balita di tingkat desa. Posyandu berperan
sebagai ujung tombak deteksi dini masalah kesehatan, terutama
terkait gizi, perkembangan anak, dan pemenuhan imunisasi. Melalui
kegiatan rutin seperti penimbangan, pemantauan status gizi,

pemberian makanan tambahan, serta edukasi kesehatan, Posyandu
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menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan

balita dan memperkuat upaya pencegahan masalah gizi.

Sebagai standar operasional, satu Posyandu idealnya melayani sekitar
S50 balita, sehingga kecukupan jumlah Posyandu terhadap jumlah
balita menjadi aspek penting dalam memastikan jangkauan layanan

kesehatan dasar yang merata dan efektif.

Tabel 2. 23 Rasio Posyandu Per 1.000 Balita
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

N Indikat Sat Tahun
© narkator atuan 2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Posyandu Unit 293 162 314 308 308
2 Jumlah Balita Anak 26.112 26.992 28.195 28.300 26.710
Per
3 Rasio Posyandu 1.000 11,22 6,00 11,14 10,88 11,53
balita

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah Posyandu di Kabupaten
Tulang Bawang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada
tahun 2021 terdapat 293 unit Posyandu, kemudian menurun tajam
menjadi 162 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlahnya
meningkat menjadi 314 unit dan sedikit menurun menjadi 308 unit
pada tahun 2024, serta tetap berada pada angka 308 unit pada tahun
2025.

Sementara itu, jumlah balita juga mengalami perubahan dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 26.112 anak,
meningkat menjadi 26.992 anak pada 2022 dan kembali meningkat
menjadi 28.195 anak pada 2023. Pada tahun 2024 jumlah balita
mencapai 28.300 anak, kemudian menurun menjadi 26.710 anak

pada tahun 2025.

Perubahan jumlah Posyandu dan jumlah balita tersebut berpengaruh
langsung terhadap rasio Posyandu per 1.000 balita. Pada tahun 2021,
rasio tercatat sebesar 11,22 Posyandu per 1.000 balita. Rasio ini
menurun drastis menjadi 6,00 pada tahun 2022 seiring dengan

berkurangnya jumlah Posyandu. Pada tahun 2023 rasio kembali
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meningkat menjadi 11,14, kemudian sedikit menurun menjadi 10,88

pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 11,53 pada 2025.

Fluktuasi rasio ini mencerminkan dinamika antara kapasitas layanan
Posyandu dan jumlah balita yang dilayani. Rasio yang lebih tinggi
menunjukkan ketersediaan layanan yang relatif lebih baik
dibandingkan jumlah sasaran, sedangkan rasio yang menurun dapat
mengindikasikan meningkatnya beban layanan pada setiap Posyandu.
Oleh karena itu, penguatan Posyandu tidak hanya perlu difokuskan
pada penambahan jumlah wunit, tetapi juga pada pemerataan
distribusi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapasitas

kader agar seluruh balita dapat terlayani secara optimal.

Secara umum, data tahun 2021-2025 menunjukkan adanya upaya
penyesuaian kapasitas layanan kesehatan dasar anak melalui
pengelolaan jumlah Posyandu yang diselaraskan dengan dinamika

jumlah balita di Kabupaten Tulang Bawang.

8) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  menggambarkan
ketersediaan sarana kesehatan di suatu wilayah yang berfungsi
sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan. Ketersediaan fasilitas seperti puskesmas,
puskesmas pembantu, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan
lainnya menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan daerah
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin
memadai jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan, semakin besar
peluang masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat,

berkualitas, dan terjangkau.

Tabel 2. 24 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Fasilitas Pelayanan Kesehatan satuan 2021 2022 ’I‘Za(:lzusn 2024 2025
Rumah Sakit Umum Daerah unit 1 1 1 1 1
Rumah Sakit Umum Swasta unit 3 3 3 3 3
Puskesmas unit 66 66 66 66 66
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Tahun

Fasilitas Pelayanan Kesehatan satuan
2021 2022 2023 2024 2025

-Puskesmas Rawat Inap unit 7 7 7 7 7
-Puskesmas Non Rawat Inap unit 13 13 13 13 13
-Puskesmas Pembantu unit 46 46 46 46 46
Klinik /Poliklinik unit 10 10 18 18 18
Apotek unit 21 21 52 52 52
Posyandu unit 293 162 314 308 308
Praktek Dokter unit 32 32 34 34 34
Praktek Bidan unit 416 443 550 542 542

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
534 /KPTS/M/2001, setiap 240.000 penduduk harus tersedia minimal
satu unit rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tulang
Bawang pada tahun 2025 sebanyak 455.400 jiwa, maka kebutuhan
minimal rumah sakit adalah sekitar 2 unit (455.400/240.000 = 1,9).
Hingga tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki 4 unit
rumah sakit yang terdiri atas 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
dan 3 Rumah Sakit Umum Swasta. Dengan demikian, secara
kuantitatif ketersediaan rumah sakit telah memenuhi bahkan

melampaui standar minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan data tahun 2021-2025, jumlah RSUD tercatat tetap
sebanyak 1 unit dan rumah sakit umum swasta sebanyak 3 unit
setiap tahun. Jumlah Puskesmas juga stabil sebanyak 66 unit per
tahun, yang terdiri atas 7 Puskesmas Rawat Inap, 13 Puskesmas Non

Rawat Inap, dan 46 Puskesmas Pembantu.

Beberapa fasilitas lainnya menunjukkan peningkatan dalam periode
tersebut. Klinik/Poliklinik meningkat dari 10 unit pada tahun 2021-
2022 menjadi 18 unit pada tahun 2023 dan tetap hingga tahun 2025.
Apotek bertambah signifikan dari 21 unit pada tahun 2021-2022
menjadi 52 unit sejak tahun 2023 dan stabil sampai tahun 2025.
Posyandu mengalami fluktuasi, dari 293 unit pada tahun 2021,
menurun menjadi 162 unit pada tahun 2022, kemudian meningkat
menjadi 314 unit pada tahun 2023 dan relatif stabil pada 308 unit
pada tahun 2024-2025. Praktik Dokter meningkat dari 32 unit pada
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tahun 2021-2022 menjadi 34 unit pada tahun 2023-2025. Praktik
Bidan juga menunjukkan peningkatan dari 416 unit pada tahun 2021
menjadi 443 unit pada tahun 2022, lalu naik menjadi 550 unit pada
tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 542 unit pada tahun 2024-
2025.

Secara umum, meskipun jumlah rumah sakit dan puskesmas
cenderung stagnan, terdapat peningkatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dan layanan kesehatan mandiri hingga tahun 2025.
Ke depan, selain mempertahankan kecukupan jumlah fasilitas,
perhatian juga perlu diarahkan pada aspek pemerataan distribusi,
peningkatan kualitas layanan, serta kapasitas sarana dan tenaga
kesehatan agar akses pelayanan kesehatan dapat semakin optimal di

seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
kesehatan dasar hingga tahun 2025, penguatan mutu layanan
Puskesmas juga dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi
menjadi instrumen penting untuk menjamin standar pelayanan, tata
kelola, keselamatan pasien, serta peningkatan mutu berkelanjutan
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gambaran perkembangan
status akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang tahun

2021-2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 25 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

1 Paripurna 0 0 8 8 8
2 Utama 2 2 12 12 12
3 Madya 13 13 0 0 0
4  Dasar 3 3 0 0 0
S5 Belum Akreditasi 0 0 0 0 0
Jumlah 18 18 20 20 20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan status akreditasi

Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025
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yang mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun level

akreditasi.

Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah Puskesmas terakreditasi tercatat
sebanyak 18 unit, dengan komposisi 2 Puskesmas berstatus Utama,
13 berstatus Madya, dan 3 berstatus Dasar. Pada periode ini belum
terdapat Puskesmas dengan status Paripurna, namun seluruh
Puskesmas sudah terakreditasi karena tidak ada yang berstatus

Belum Akreditasi.

Sejak tahun 2023 jumlah Puskesmas terakreditasi meningkat menjadi
20 unit dan bertahan hingga tahun 2025. Perubahan yang menonjol
terlihat pada pergeseran status akreditasi ke jenjang yang lebih tinggi,
yaitu 8 Puskesmas berstatus Paripurna dan 12 berstatus Utama, serta

tidak adanya lagi Puskesmas dengan status Madya maupun Dasar.

Peningkatan status akreditasi ini mencerminkan penguatan sistem
pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Tulang Bawang, terutama
dalam aspek manajemen, mutu layanan, serta pemenuhan standar
nasional. Status akreditasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa
Puskesmas telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara lebih

terstandar dan terukur.

Selain penguatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama,
peningkatan kualitas layanan kesehatan juga perlu dilihat dari
kapasitas fasilitas rujukan, khususnya rumah sakit. Dalam konteks
tersebut, klasifikasi atau kelas rumah sakit menjadi indikator penting
untuk menggambarkan kemampuan pelayanan, ketersediaan tenaga
medis spesialistik, serta kelengkapan sarana dan prasarana.
Gambaran mengenai Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2. 26 Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2025
No Rumah Sakit Kelas Akreditasi
1 RsUD Menggala B Paripurna
2 RS Penawar Medika C Paripurna
3 RS. Mutiara Bunda C Paripurna
4 Rs. Griya Medika Dompet Dhuafa C Paripurna

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Tercatat ada empat rumah sakit yang beroperasi, dengan satu rumah
sakit berkelas B yaitu RSUD Menggala, serta tiga rumah sakit berkelas
C yaitu RS Penawar Medika, RS Mutiara Bunda, dan RS Griya Medika
Dompet Dhuafa. Meskipun mayoritas rumah sakit masih berada pada
kelas C, seluruh rumah sakit telah berhasil memperoleh akreditasi
Paripurna, yang merupakan tingkat akreditasi tertinggi dalam sistem
penilaian mutu rumah sakit di Indonesia. Hal ini mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dan pihak pengelola rumah sakit dalam
menjaga standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. RSUD
Menggala sebagai rumah sakit kelas B berperan penting sebagai pusat
rujukan utama, sementara rumah sakit kelas C tetap menjadi
penyedia layanan dasar yang terakreditasi penuh. Secara
keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan
kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi standar
nasional, meskipun kapasitas layanan spesialistik masih perlu
diperkuat melalui pengembangan rumah sakit kelas B dan dukungan

rujukan ke fasilitas kesehatan di luar kabupaten.

9) Jumlah Tenaga Kesehatan serta Rasio Dokter dan Tenaga
Medis per 1.000 Penduduk

Jumlah tenaga kesehatan merupakan indikator penting yang
mencerminkan kapasitas layanan sistem kesehatan daerah dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun rujukan. Tenaga
kesehatan mencakup berbagai kategori profesi, antara lain dokter,
perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga
kefarmasian. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari

sisi jumlah maupun sebaran, sangat menentukan aksesibilitas,
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kualitas, serta kontinuitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan juga berkaitan erat dengan
terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan.
Daerah dengan jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi umumnya
mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif secara optimal. Sebaliknya, kekurangan tenaga kesehatan
dapat menimbulkan beban kerja yang tinggi, menurunkan mutu
layanan, serta menghambat pencapaian indikator kesehatan
masyarakat, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi,
peningkatan cakupan imunisasi, dan pengendalian penyakit menular

maupun tidak menular.

Oleh karena itu, penguatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
perlu dilakukan melalui strategi rekrutmen yang tepat, peningkatan
kapasitas kompetensi, serta pemerataan distribusi antarwilayah.
Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan
dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan

produktif.

Tabel 2. 27 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun
Tenaga Kesehatan satuan 2021 2022 2023 2024 2025
Dokter Umum orang 64 108 74 74 74
Dokter Gigi orang 5 11 11 13 13
Dokter Spesialis orang 32 31 63 44 44
Perawat orang 332 496 492 445 445
Perawat Gigi orang 18 18 18 18 18
Penata Anastesi orang S ) 5 5 5
Penata Radiologi orang 8 8 8 8 8
Bidan orang 484 543 550 542 542
D-III dan S-2 Fisioterapi orang 0 0 0 0 0
Okupasi Terapis orang S ) 5 5 S
Analis Kesehatan (Lab) orang 28 38 38 36 36

Apoteker dan Asisten

Apoteker orang 44 62 76 59 35
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Tahun

Tenaga Kesehatan satuan 2021 2022 2023 2024 2025

- Apoteker orang 16 14 14 25 25

- Farmasi orang 28 48 62 34 10
S-1 Gizi orang 1 2 2 2 2
D-3 Gizi orang 28 30 24 24 32
Medical Record orang 6 §) 6 6 6
Elekto Medis orang 2 2 2 2 2
Fisikawan Medis orang 1 1 1 1 1
Analis Transfusi Darah orang 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang
sepanjang 2021-2025 menunjukkan bahwa tenaga inti seperti
perawat dan bidan tetap mendominasi, meskipun jumlah perawat
menurun setelah 2022 dan bidan relatif stabil dengan sedikit
fluktuasi. Dokter umum sempat mengalami lonjakan pada 2022,
tetapi kemudian kembali ke angka yang lebih rendah dan konstan.
Sementara itu, dokter spesialis meningkat tajam pada 2023 dan
bertahan di level tersebut, mencerminkan adanya penguatan layanan

kesehatan lanjutan.

Namun, sejumlah profesi penunjang seperti fisioterapis, okupasi
terapis, rekam medis, dan analis transfusi darah belum tersedia,
sehingga pelayanan kesehatan belum sepenuhnya komprehensif.
Kehadiran fisikawan medis sebagai langkah awal diversifikasi tenaga
kesehatan, meski jumlahnya masih sangat terbatas. Kondisi ini
menegaskan perlunya kebijakan daerah yang lebih terarah untuk
memperluas rekrutmen dan pengembangan tenaga kesehatan di
bidang yang belum terisi, agar pelayanan kesehatan dapat lebih

menyeluruh, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan
rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk
menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter

dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem
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pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500

penduduk.

Tabel 2. 28 Jumlah Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 penduduk
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

. Tahun
No Uraian satuan
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah
1 Dokter Umum orang 64 108 74 74 74
Jumlah
2 Dokter orang 32 31 63 44 44
Spesialis
Jumlah
3 Tenaga Medis orang 96 139 137 118 118
s jiwa 430.630 431.208 433.570 440.040 442.320
Penduduk
5 Rasio Dokter per 1.000 0,149 0,250 0,171 0,168 0,167
Umum penduduk
Rasio Dokter per 1.000
6 Spesialis penduduk 0,074 0,072 0,145 0,100 0,099
7 RasioTenaga  per 1.000 0,223 0,322 0,316 0,268 0,267

Medis penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Ketersediaan tenaga kesehatan mengalami fluktuasi dan belum
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jumlah tenaga medis
sempat meningkat tajam pada tahun 2022, namun kemudian
menurun dan stabil pada tahun 2023-2025. Rasio tenaga medis
terhadap jumlah penduduk juga sempat mencapai puncaknya di
tahun 2022, tetapi kembali menurun dan bertahan pada level yang
relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah
penduduk tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan
yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kebijakan
strategis dalam perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan agar
pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang dapat lebih
optimal, merata, dan berkesinambungan. Upaya penguatan jumlah
tenaga medis melalui rekrutmen, peningkatan kapasitas, serta
pemerataan distribusi perlu dilakukan secara terarah, diiringi dengan
sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, sehingga
rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat
ditingkatkan dan pelayanan kesehatan mampu memenuhi standar

pelayanan minimal.
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10) Jumlah Kasus Penyakit Menular

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan salah satu
kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Program ini terdiri dari
pencegahan terhadap penyakit menular, pencegahan tidak menular,
imunisasi dan surveilans kesehatan. Data penyakit menular di

Kabupaten Tulang Bawang disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 45 Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Jenis Penyakit
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

4.500
4.000
3.500
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2.500
2.000 /
1.500
1.000
500
Tubercolusis Demam Kusta
(TB) BTA Berdarah Pneumonia Diare (NCDR) HIV/AIDS
Positif (DBD)
2021 620 76 79 2.937 14 36
== 2022 777 160 946 2.661 13 39
2023 998 44 9 3.131 11 34
2024 1.079 223 38 4.269 13 65
—%— 2025 951 236 28 2.887 14 47

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Grafik jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Tulang Bawang
tahun 2021-2025 menunjukkan pola perkembangan yang bervariasi
antar jenis penyakit. Diare merupakan penyakit dengan jumlah kasus
tertinggi setiap tahun dibandingkan jenis penyakit lainnya. Jumlah
kasus diare mengalami fluktuasi, dari 2.937 kasus pada 2021
menurun menjadi 2.661 kasus pada 2022, kemudian meningkat
menjadi 3.131 kasus pada 2023 dan mencapai puncaknya sebesar
4.269 kasus pada 2024, sebelum kembali menurun menjadi 2.887
kasus pada 2025.

Tuberkulosis (TB) BTA positif menunjukkan tren peningkatan yang
relatif konsisten selama periode 2021-2024, dari 620 kasus pada 2021
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menjadi 1.079 kasus pada 2024, kemudian menurun menjadi 951
kasus pada 2025. Demam Berdarah Dengue (DBD) memperlihatkan
pola fluktuatif, dengan penurunan pada 2023 menjadi 44 kasus
setelah sebelumnya 160 kasus pada 2022, lalu meningkat cukup
signifikan pada 2024 dan 2025 menjadi masing-masing 223 kasus dan
236 kasus.

Pneumonia mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada 2022 dengan
946 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 79 kasus,
namun setelah itu turun drastis menjadi 9 kasus pada 2023 dan relatif
rendah pada 2024-2025, yaitu 38 kasus dan 28 kasus. Sementara itu,
HIV /AIDS menunjukkan pola fluktuatif dengan jumlah kasus tertinggi
pada 2024 sebanyak 65 kasus sebelum menurun menjadi 47 kasus
pada 2025.

Adapun kusta (NCDR) relatif stabil dengan jumlah kasus yang rendah,
berkisar antara 11-14 kasus selama periode pengamatan. Secara
keseluruhan, data menunjukkan bahwa diare dan TB BTA positif
merupakan penyakit menular dengan beban kasus paling dominan di
Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan DBD, pneumonia, dan
HIV/AIDS memperlihatkan dinamika kasus yang fluktuatif sehingga

tetap memerlukan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian.

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh
mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana
terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah
penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini
disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang
ada dilingkungannya. Permasalahan penanggulangan TBC di
Kabupaten Tulang Bawang masih terkait dengan penemuan kasus
yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan.
Angka penemuan kasus TBC (Case Detection Rate/ CDR) yang diobati
per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (Success Rate/SR)
dapat dilihat pada grafik berikut.
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Gambar 2. 46 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TBC
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data pada grafik tahun 2021-2025, perkembangan
penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan kecenderungan yang membaik, baik dari sisi angka
penemuan kasus (Case Detection Rate/CDR) maupun angka
keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR), meskipun mengalami

fluktuasi pada beberapa periode.

Angka penemuan kasus (CDR) menunjukkan tren peningkatan selama
periode pengamatan. Pada tahun 2021, capaian CDR tercatat sebesar
43,91%, meningkat menjadi 46,57% pada 2022 dan 58,19% pada
2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2024 dengan
capaian 78,63%, sebelum sedikit menurun menjadi 69,50% pada
2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan dalam upaya

deteksi dan penemuan kasus TBC, terutama sejak tahun 2023.

Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR)
berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2021-2025.
Pada tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan tercatat sebesar
91,80%, kemudian meningkat menjadi 94,60% pada 2022 dan
mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 95,80%. Pada 2024, capaian

ini menurun menjadi 91,20%, namun kembali sedikit meningkat
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menjadi 92,00% pada 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa
efektivitas pengobatan TBC di Kabupaten Tulang Bawang tetap terjaga
dengan tingkat keberhasilan di atas 90 persen pada seluruh periode

pengamatan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa upaya pengendalian
TBC di Kabupaten Tulang Bawang mengalami perkembangan positif,
ditandai dengan meningkatnya angka penemuan kasus dan tetap
tingginya keberhasilan pengobatan. Peningkatan CDR mencerminkan
semakin optimalnya proses skrining dan deteksi kasus, sementara
capaian SR yang konsisten tinggi menunjukkan efektivitas layanan

pengobatan TBC dalam mendukung kesembuhan pasien.

Selain tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi
salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius
dalam upaya pengendalian penyakit di Kabupaten Tulang Bawang.
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus
Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit
ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun dapat
juga menyerang orang dewasa. Indikator yang digunakan untuk
memantau dan mengendalikan penyakit DBD adalah incident rate
atau angka kesakitan dan case fatality rate atau proporsi kematian

pada kasus DBD.

Tabel 2. 29 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Jumlah

Tahun Jumlah Kasus IR (%) Meninggal CFR (%)
2021 76 16,46 1 1,30
2022 160 37,11 0 0,00
2023 44 9,88 0 0,00
2024 223 46,81 0 0,00
2025 236 52,99 0 0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tulang Bawang

selama periode 2021-2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam
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dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Jumlah
kasus tercatat sebanyak 76 kasus pada 2021, meningkat menjadi 160
kasus pada 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 44 kasus
pada 2023. Pada 2024 terjadi lonjakan menjadi 223 kasus dan
kembali meningkat menjadi 236 kasus pada 2025.

Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus, angka insidens (IR) juga
menunjukkan tren yang sama, dari 16,46% (2021) menjadi 37,11%
(2022), turun menjadi 9,88% (2023), kemudian naik menjadi 46,81%
(2024) dan 52,99% (2025). Sementara itu, jumlah kematian tercatat 1
kasus pada 2021 (CFR 1,30%) dan tidak terdapat kematian pada
periode 2022-2025 (CFR 0,00%).

Pola ini mencerminkan pengaruh faktor musim, lingkungan, mobilitas
penduduk, serta dinamika efektivitas pengendalian vektor. Berbagai
upaya yang dilaksanakan dalam menangani peningkatan kasus DBD
antara lain peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD;
pemberdayaan kader kecamatan, remaja, dan siswa SD dalam
kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); koordinasi dan
komunikasi di tingkat kecamatan; pelaksanaan fogging sesuai standar
operasional prosedur; pelayanan deteksi dini di puskesmas pada
kasus demam 22 hari melalui pemeriksaan antigen dengue; promosi
kesehatan melalui media elektronik; pembagian larvasida di wilayah
endemis saat penyelidikan epidemiologi; komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) serta kerja sama lintas program dan lintas sektor; serta
penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan fogging fokus

untuk memutus rantai penularan.

Pneumonia atau yang biasa disebut radang paru-paru adalah infeksi
akut yang mengenai jaringan paru-paru, dan merupakan penyebab
kematian nomor 2 di Indonesia. Pneumonia disebabkan oleh virus,
bakteri dan jamur. Bakteri Pneumococcus merupakan penyebab paling
umum dari Pneumonia bakterial pada anak-anak. Gejala pneumonia
cukup bervariasi. Namun, umumnya pneumonia ditandai dengan
batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas, nyeri dada ketika
bernapas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan menghilang,

serta tubuh yang mudah lelah. Pneumonia menunjukkan pola
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ekstrem: dari 79 kasus di 2021 melonjak ke 946 di 2022, lalu anjlok
ke 9 kasus di 2023 dan sedikit naik ke 38 kasus di 2024 yang
kemudian menurun kembali pada tahun 2025 yaitu sebanyak 28

kasus.

Penyebaran HIV-AIDS memang sulit terdeteksi. Data yang tersedia
saat ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari jumlah orang yang
sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak individu tidak melakukan
pemeriksaan sehingga angka pasti jumlah Orang dengan HIV/AIDS
(ODHA) tidak dapat diketahui. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena
gunung es, di mana kasus yang terlapor hanyalah puncak dari jumlah
sebenarnya. Masih banyak ODHA yang belum terdeteksi hingga hari

ini, bahkan sebagian tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi.

Data terbaru menunjukkan adanya fluktuasi kasus HIV/AIDS di
Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan catatan, jumlah kasus
HIV/AIDS tercatat sebanyak 36 kasus pada 2021, 39 kasus pada
2022, 34 kasus pada 2023, 65 kasus pada 2024, dan 47 kasus pada
2025. Pola ini menunjukkan adanya dinamika yang tidak selalu linear,
yang bisa mencerminkan variasi dalam deteksi, pelaporan, maupun

penyebaran di masyarakat.

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya penguatan edukasi,
skrining, serta layanan dukungan bagi ODHA. Upaya ini tidak hanya
membantu menekan laju penularan, tetapi juga memastikan bahwa

ODHA mendapatkan akses perawatan dan pendampingan yang layak.

11) Cakupan Kepesertaan dan Keaktifan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu
instrumen strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
Melalui program ini, masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan
sehingga dapat mengakses layanan kesehatan promotif, preventif,

kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11-149



Cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan JKN menjadi indikator
penting dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage
(UHC) serta menggambarkan tingkat keterjangkauan masyarakat
terhadap layanan kesehatan. Cakupan  kepesertaan JKN
menunjukkan proporsi penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta
JKN, sedangkan tingkat keaktifan peserta mencerminkan proporsi
peserta yang memiliki status aktif sehingga dapat memanfaatkan

layanan kesehatan yang tersedia.

Peningkatan cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN menjadi salah
satu upaya penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang
inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perkembangan kedua
indikator tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari evaluasi kinerja

pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Perkembangan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 47 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2022-2025
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) di Kabupaten Tulang Bawang, menunjukkan adanya
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peningkatan selama periode 2022-2025. Pada tahun 2022, cakupan
kepesertaan JKN tercatat sebesar 77,89 persen, kemudian meningkat
menjadi 92,17 persen pada tahun 2023, dan kembali mengalami
peningkatan menjadi 95,24 persen pada tahun 2024. Selanjutnya,
pada tahun 2025 cakupan kepesertaan JKN kembali meningkat
menjadi 96,55 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan
cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat
Kabupaten Tulang Bawang yang semakin mendekati kondisi Universal

Health Coverage (UHC).

Peningkatan cakupan kepesertaan JKN tersebut mencerminkan
upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memperluas
akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan. Cakupan
kepesertaan yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak
penduduk yang telah terlindungi dalam program JKN, sehingga
memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif.
Meskipun demikian, upaya peningkatan cakupan masih perlu terus
dilanjutkan, terutama untuk menjangkau penduduk yang belum
terdaftar sebagai peserta JKN, guna mencapai cakupan semesta
(Universal Health Coverage) secara optimal di Kabupaten Tulang

Bawang.

Selain cakupan kepesertaan, aspek yang tidak kalah penting dalam
mendukung keberhasilan UHC adalah tingkat keaktifan peserta JKN.
Tingkat keaktifan peserta mencerminkan proporsi peserta yang
memiliki status aktif sehingga dapat memanfaatkan layanan
kesehatan yang dijamin oleh program JKN. Dengan demikian,
keberhasilan UHC tidak hanya ditentukan oleh besarnya cakupan
kepesertaan, tetapi juga oleh tingkat keaktifan peserta dalam sistem
jaminan kesehatan. Perkembangan tingkat keaktifan peserta JKN di
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025 disajikan pada grafik
berikut.
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Gambar 2. 48 Cakupan Keaktifan JKN Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2022-2025
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Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang berfluktuasi
selama periode 2022-2025. Pada tahun 2022, persentase peserta JKN
aktif tercatat sebesar 55,53 persen, kemudian mengalami peningkatan
menjadi 56,13 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun
2024 tingkat keaktifan peserta meningkat cukup signifikan hingga
mencapai 59,59 persen. Namun demikian, pada tahun 2025 tingkat

keaktifan peserta sedikit menurun menjadi 58,05 persen.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, tingkat keaktifan
peserta JKN masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat keberlanjutan
kepesertaan JKN di Kabupaten Tulang Bawang relatif membaik.
Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah peserta
terdaftar dan peserta aktif yang perlu menjadi perhatian dalam

penyelenggaraan program JKN.

Ke depan, peningkatan cakupan kepesertaan yang diikuti dengan
penguatan keaktifan peserta menjadi faktor penting dalam menjaga
keberlanjutan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di

Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
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No

pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan,
serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong perluasan
kepesertaan dan menjaga keberlanjutan status aktif peserta JKN,
sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan

yang optimal.

12)Capaian SPM Bidang Kesehatan

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan.

Tabel 2. 30 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2021-2025

Tahun
Indikator Uraian satuan target

2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah ibu hamil

Pelayanan yang
Kesehatan mendapatkan persen 100,00 94,75 93,31 97,94 95,66 94,24
ibu hamil layanan

Kesehatan

Jumlah ibu
bersalin yang
mendapatkan
layanan kesehatan

Pelayanan
kesehatan
ibu bersalin

Jumlah bayi baru

Pelayanan .
lahir yang
kesehatan
Py — mendapatkan persen 100,00 87,73 @ 97,20 95,41 97,52 91,96
. layanan
lahir
Kesehatan
Pelayanan Jumlah Balita
Keschatan yang persen =~ 100,00 86,74 91,07 87,70 96,64 84,30

mendapatkan

Balita layanan kesehatan
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No

10

11

12

Indikator

Pelayanan
kesehatan
pada usia
pendidikan
dasar

Pelayanan
kesehatan
pada usia
produktif

Pelayanan
kesehatan
pada usia
lanjut

Pelayanan
kesehatan
penderita

hipertensi

Pelayanan
kesehatan
penderita
diabetes
melitus

Pelayanan
kesehatan
Orang
Dengan
Gangguan
Jiwa (ODGJ)
berat

Pelayanan
kesehatan
orang
terduga
tuberculosis

Pelayanan
kesehatan
orang
dengan
risiko
terinfeksi
virus yang
melemahkan
daya tahan
tubuh
manusia
(Human
Immunodefici
ency Virus)

Uraian satuan target

2021 2022

Jumlah Warga
negara usia
pendidikan dasar
yang mendapat
layanan
Kesehatan

persen 100,00 82,62 83,18

Jumlah warga
negara usia
produktif yang
mendapatkan
layanan kesehatan

persen 100,00 75,43 35,30

Jumlah Warga
Negara usia
produktif yang
mendapatkan
layanan
Kesehatan

persen 100,00 51,58 82,69

Jumlah Warga
Negara penderita
hipertensi yang
mendapatkan
layanan kesehatan

persen 100,00 23,28 32,99

Jumlah Warga
Negara Penderita
Diabetes Melitus
yang
mendapatkan
layanan
Kesehatan

persen 100,00 79,92 94,85

Jumlah Warga
Negara Dengan
Gangguan Jiwa
Berat (ODGJ) yang
terlayani
Kesehatan

persen 100,00 67,23 74,59

Jumlah Warga
Negara terduga
tubercolusis yang
mendapatkan
layanan
Kesehatan

persen 100,00 58,84 98,05

Jumlah Warga
Negara Dengan
Risiko terinfeksi
virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
(Human
Immunodeficiency
Virus) yang
mendapatkan
Layanan
Kesehatan

persen 100,00 88,64 98,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026
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Tahun

2023

87,14

84,53

86,31

90,18

100,00

75,99

93,23

94,20

2024

86,91

80,20

96,44

88,34

100,00

79,51

100,00

96,89

2025

89,60

78,02

91,86

78,56

100,00

85,56

100,00

100,00



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di
Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan variasi
capaian antar jenis pelayanan dan kelompok sasaran. Pada layanan
kesehatan dasar bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita,
dan usia pendidikan dasar, capaian secara umum berada pada tingkat
yang relatif tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100
persen. Pelayanan kesehatan ibu hamil berfluktuasi dari 94,75% pada
2021, menurun menjadi 93,31% pada 2022, meningkat menjadi
97,94% pada 2023, kemudian turun menjadi 95,66% pada 2024 dan
94,24% pada 2025. Sementara itu, pelayanan kesehatan ibu bersalin
menunjukkan tren penurunan pada akhir periode, dari 99,66% pada

2021 menjadi 91,35% pada 2025.

Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita, capaian juga
menunjukkan pola fluktuatif. Pelayanan bayi baru lahir meningkat
dari 87,73% pada 2021 menjadi 97,52% pada 2024, namun menurun
menjadi 91,96% pada 2025. Adapun pelayanan kesehatan balita
mencapai puncak pada 2024 sebesar 96,64%, sebelum kembali
menurun menjadi 84,30% pada 2025. Sementara itu, pelayanan
kesehatan pada wusia pendidikan dasar memperlihatkan tren
peningkatan bertahap, dari 82,62% pada 2021 menjadi 89,60% pada
2025, meskipun masih di bawah target.

Pelayanan kesehatan pada wusia produktif dan wusia lanjut
menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Capaian pelayanan
usia produktif mengalami penurunan tajam pada 2022 menjadi
35,30% dari 75,43% pada 2021, kemudian meningkat kembali
menjadi 84,53% pada 2023, meskipun kembali berfluktuasi hingga
mencapai 78,02% pada 2025. Sebaliknya, pelayanan kesehatan usia
lanjut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 51,58%
pada 2021 menjadi 96,44% pada 2024, sebelum sedikit menurun
menjadi 91,86% pada 2025.

Pada kelompok pelayanan penyakit prioritas, capaian pelayanan
kesehatan bagi penderita hipertensi mengalami peningkatan
signifikan dari 23,28% pada 2021 menjadi 90,18% pada 2023, namun

menurun kembali menjadi 78,56% pada 2025. Sementara itu,
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pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus menunjukkan
capaian yang sangat baik dengan peningkatan dari 79,92% pada 2021
dan berhasil mencapai 100% secara konsisten pada periode 2023-

2025.

Pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi
HIV juga menunjukkan kecenderungan peningkatan capaian.
Layanan kesehatan ODGJ berat meningkat bertahap dari 67,23%
pada 2021 menjadi 85,56% pada 2025. Pelayanan bagi orang terduga
tuberkulosis mengalami peningkatan signifikan dari 58,84% pada
2021 hingga mencapai 100% pada 2024 dan 2025. Sementara itu,
pelayanan kesehatan bagi orang berisiko terinfeksi HIV relatif tinggi

sepanjang periode pengamatan dan mencapai 100% pada 2025.

Secara keseluruhan, capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten
Tulang Bawang menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan
kecenderungan peningkatan pada sebagian besar indikator, meskipun
beberapa jenis pelayanan masih mengalami fluktuasi dan belum
mencapai target 100 persen secara konsisten. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan upaya pelayanan kesehatan, terutama pada
kelompok wusia produktif, balita, dan penderita hipertensi, guna
memastikan pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di
Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta
memastikan pemanfaatan ruang yang aman, produktif, dan
berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan

layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
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1) Infrastruktur Jalan

Pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan memegang peran
strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, kelancaran arus
barang dan jasa, serta integrasi antarwilayah. Infrastruktur jalan
tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi, tetapi juga
menjadi cerminan kemajuan pembangunan dan daya saing wilayah.
Oleh karena itu, proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi
mantap terhadap total panjang jalan digunakan sebagai indikator
utama dalam menilai kualitas infrastruktur jalan dan efektivitas

penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.

Kondisi jalan kabupaten mencerminkan tingkat kelayakan fungsional
jaringan jalan yang tersedia. Jalan dalam kondisi mantap mencakup
kategori baik dan sedang, yang mampu mendukung aktivitas sosial
ekonomi secara optimal. Sebaliknya, jalan tidak mantap yang terdiri
dari kondisi rusak ringan hingga rusak berat, menunjukkan
keterbatasan fungsi dan potensi hambatan terhadap konektivitas
wilayah. Pemantauan indikator ini menjadi dasar penting dalam
perencanaan peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara
bertahap dan berkelanjutan. Berikut disajikan data kondisi jalan

kabupaten selama periode 2021-2025.

Tabel 2. 31 Persentase Jalan Kondisi Mantap
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

i Tahun
No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 2035
1 Jalan Kabupaten Km
Kondisi Baik 30,50 46,15 64,21 78,77 70,59
Jalan Kabupaten
2 Kondisi Sedang Km 487,01 170,41 170,41 117,92 107,12

Panjang Jalan
3 Kondisi Baik + Km 517,51 216,56 234,62 196,69 177,70
Sedang (Mantap)

Panjang Jalan

4 Km 1041,46 786,08 786,08 798,58 798,582
Kabupaten
Persentase Jalan
Kabupaten Kondisi % 49,69 27,55 29,85 24,63 22,25
Mantap

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026 (diolah)
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Pada tahun 2021, total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tulang
Bawang mencapai 1.041,46 km, dengan 517,51 km di antaranya
berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Capaian tersebut
menghasilkan persentase jalan mantap sebesar 49,69%. Pada tahun
2022 terjadi perubahan signifikan, di mana total panjang jalan
tercatat sebesar 786,08 km dan panjang jalan kondisi mantap
menurun menjadi 216,56 km, sehingga persentase jalan mantap

turun menjadi 27,55%.

Pada tahun 2023, panjang jalan kondisi mantap meningkat menjadi
234,62 km dengan total panjang jalan tetap sebesar 786,08 km,
sehingga persentase jalan mantap naik menjadi 29,85%. Namun, pada
tahun 2024 meskipun total panjang jalan meningkat menjadi 798,58
km, panjang jalan kondisi mantap justru menurun menjadi 196,69
km dan persentasenya kembali turun menjadi 24,63%. Tren
penurunan ini berlanjut pada tahun 2025, di mana panjang jalan
kondisi mantap tercatat sebesar 177,70 km dari total panjang jalan
798,582 km, sehingga persentase jalan mantap menurun menjadi

22,25%.

Jika dilihat dari komposisinya, panjang jalan dalam kondisi baik
menunjukkan peningkatan dari 30,50 km pada tahun 2021 menjadi
78,77 km pada tahun 2024, namun menurun kembali menjadi 70,59
km pada tahun 2025. Sementara itu, panjang jalan kondisi sedang
mengalami penurunan signifikan dari 487,01 km pada tahun 2021
menjadi 170,41 km pada tahun 2022 dan 2023, kemudian kembali
menurun menjadi 117,92 km pada tahun 2024 dan 107,12 km pada
tahun 2025. Perubahan komposisi ini berdampak langsung terhadap

menurunnya persentase jalan mantap secara keseluruhan.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan
persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Hal ini
mengindikasikan perlunya penguatan program pemeliharaan rutin,
rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jalan secara lebih terencana
dan berkelanjutan agar konektivitas wilayah serta dukungan terhadap
aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat tetap terjaga secara

optimal.
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Lebih jauh lagi, dinamika kualitas jaringan jalan ini perlu dilihat
dalam kaitannya dengan kebutuhan penduduk. Ketersediaan jalan
tidak hanya diukur dari total panjangnya, tetapi juga dari rasio
panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Dengan kata lain, rasio
panjang jalan per 1.000 jiwa memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai tingkat aksesibilitas masyarakat serta
keadilan distribusi infrastruktur antarwilayah. Melalui indikator ini,
dapat dinilai apakah peningkatan atau penurunan kualitas dan
panjang jalan benar-benar sejalan dengan kebutuhan mobilitas
penduduk di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga kebijakan yang
dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada

pemerataan layanan infrastruktur.

Tabel 2. 32 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator satuan Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
ai‘;{f‘:agt::lan km 1.041,46 786,08 786,08 798,58 798,58
‘;‘;ﬂz;‘uk jiwa 430.630 431.208 433.570 440.040 442.320

Rasio Panjang
Jalan dengan km/1.000
Jumlah jiwa
Penduduk

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026 (diolah)

2,42 1,82 1,813 1,815 1,805

Pada tahun 2021, rasio panjang jalan kabupaten terhadap jumlah
penduduk di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 2,42 km per
1.000 jiwa, dengan total panjang jalan 1.041,46 km dan jumlah
penduduk sebanyak 430.630 jiwa. Pada tahun 2022 rasio tersebut
menurun cukup tajam menjadi 1,82 km per 1.000 jiwa, seiring dengan
berkurangnya total panjang jalan menjadi 786,08 km dan

meningkatnya jumlah penduduk menjadi 431.208 jiwa.

Penurunan rasio berlanjut pada tahun 2023 menjadi 1,813 km per
1.000 jiwa, dengan total panjang jalan tetap sebesar 786,08 km dan
jumlah penduduk meningkat menjadi 445.170 jiwa. Pada tahun 2024,
meskipun panjang jalan meningkat menjadi 798,58 km dan jumlah

penduduk bertambah menjadi 440.040 jiwa, rasio relatif stabil pada
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angka 1,815 km per 1.000 jiwa. Pada tahun 2025, dengan total
panjang jalan yang relatif tetap sebesar 798,58 km dan jumlah
penduduk meningkat menjadi 442.320 jiwa, rasio mengalami sedikit

penurunan menjadi 1,805 km per 1.000 jiwa.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan
rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini
dipengaruhi oleh kombinasi antara berkurangnya panjang jalan pada
awal periode serta pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap
tahun. Meskipun terdapat sedikit peningkatan panjang jalan pada
tahun 2024 dan 2025, kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi
laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasio aksesibilitas jalan relatif
menurun. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan
pembangunan infrastruktur jalan yang tidak hanya berfokus pada
kualitas dan pemeliharaan, tetapi juga pada penambahan panjang
jalan secara proporsional terhadap pertumbuhan penduduk guna
menjaga tingkat aksesibilitas dan konektivitas wilayah secara

berkelanjutan.

2) Pengairan/Irigasi

Ketersediaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan
ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai
yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten
Tulang Bawang, terutama untuk menunjang peningkatan produksi

pertanian. Adapun data prasarana irigasi/pengairan sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Kriteria Jaringan Irigasi Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Jenis satuan 2021 2022 2023 2024 2025
1 Saluran Primer m 131.004 131.004 132.535 132.535 132.535
9 Saluran m
Sekunder 402.314 402.314 414.628 414.628 414.628
3  Saluran Kolektor m 17.474 17.474 17.474 17.474  17.474
Total m

550.792 550.792 564.637 564.637 564.637
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026
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Secara keseluruhan, total panjang jaringan irigasi Kabupaten Tulang
Bawang mengalami peningkatan dari 550.792 meter pada tahun 2021
menjadi 564.637 meter pada tahun 2023 dan nilai tersebut tetap
bertahan hingga tahun 2024 dan 2025. Peningkatan ini terutama
didorong oleh bertambahnya panjang saluran primer dari 131.004
meter pada tahun 2021 menjadi 132.535 meter pada tahun 2023,
serta saluran sekunder dari 402.314 meter menjadi 414.628 meter
pada periode yang sama. Sementara itu, panjang saluran kolektor
relatif tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 17.474 meter

selama tahun 2021-2025.

Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan infrastruktur irigasi pada
komponen utama distribusi air, khususnya saluran primer dan
sekunder yang berfungsi menyalurkan air dari sumber ke jaringan
yang lebih kecil. Namun, stagnasi pada saluran kolektor
mengindikasikan bahwa pengembangan pada tingkat distribusi akhir
menuju petak-petak lahan pertanian belum mengalami peningkatan
dalam lima tahun terakhir. Padahal, efektivitas sistem irigasi sangat
ditentukan oleh keterpaduan dan keseimbangan pengembangan

seluruh komponen jaringan.

Dengan demikian, meskipun kapasitas jaringan utama telah
mengalami peningkatan dan stabil hingga tahun 2025, ke depan
diperlukan strategi pembangunan irigasi yang lebih komprehensif dan
berimbang, termasuk optimalisasi dan perluasan saluran kolektor,
agar distribusi air dapat berlangsung lebih efisien, merata, dan
mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian secara

berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar panjang saluran, kualitas jaringan juga
menjadi perhatian utama dalam pengelolaan irigasi. Kualitas jaringan
irigasi tidak hanya ditentukan oleh panjang saluran, tetapi juga oleh
kondisi fisik, keterhubungan antar komponen, dan kemampuan
sistem dalam menjamin pasokan air yang merata dan tepat waktu ke

lahan pertanian.
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Tabel 2. 34 Persentase Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

m 550.792 550.792 564.637 564.637 564.637

Prasarana Irigasi satuan

Panjang Saluran
Irigasi

Irigasi Kondisi
Baik

Persentase Irigasi
Kondisi Baik

m 363.877 373.877 405.809 418.494 425.840

% 66,06 67,88 71,87 74,12 75,42

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021, panjang saluran irigasi yang berada dalam kondisi
baik tercatat sebesar 363.877 meter atau 66,06% dari total panjang
jaringan irigasi sebesar 550.792 meter. Pada tahun 2022, panjang
irigasi kondisi baik meningkat menjadi 373.877 meter dengan
persentase 67,88%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada
tahun 2023, di mana panjang irigasi kondisi baik mencapai 405.809
meter atau 71,87% dari total jaringan yang saat itu meningkat menjadi

564.637 meter.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan panjang
irigasi kondisi baik sebesar 418.494 meter dan persentase 74,12%.
Pada tahun 2025, capaian kembali meningkat menjadi 425.840 meter
atau 75,42% dari total panjang jaringan irigasi yang tetap sebesar
564.637 meter. Peningkatan yang konsisten selama periode 2021-
2025 ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam
kualitas jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan,

dan peningkatan fungsi jaringan.

Secara keseluruhan, kenaikan persentase irigasi dalam kondisi baik
mencerminkan semakin meningkatnya keandalan sistem irigasi dalam
mendukung distribusi air ke lahan pertanian. Hal ini menjadi faktor
penting dalam menjaga produktivitas pertanian, efisiensi pemanfaatan
sumber daya air, serta ketahanan pangan daerah. Ke depan,
tantangan yang perlu dijaga adalah mempertahankan kualitas
jaringan yang telah baik sekaligus memastikan pemeliharaan rutin
dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara berkelanjutan dan

terintegrasi.
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3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Aspek penataan ruang juga tercermin dari legalitas pembangunan
bangunan, salah satunya melalui rasio bangunan yang memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan instrumen hukum yang
menjamin tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan rencana tata

ruang.

Tabel 2. 35 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

Indikator satuan

Jumlah Bangunan ber- unit 5682 6.143 6.530 9.421  9.480

IMB

Jumlah Bangunan unit  34.179 34.640 35.027 49.464 49.464
Rasio Bangunan ber-

IMB per Satuan 0,166 0,177 0,186 0,190 0,1917
Bangunan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021, dari total 34.179 bangunan di Kabupaten Tulang
Bawang, sebanyak 5.682 unit telah memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), sehingga menghasilkan rasio sebesar 0,166. Pada
tahun 2022, jumlah bangunan ber-IMB meningkat menjadi 6.143 unit
dari total 34.640 bangunan dengan rasio 0,177. Tren peningkatan ini
berlanjut pada tahun 2023, di mana bangunan ber-IMB tercatat
sebanyak 6.530 unit dari 35.027 bangunan, dengan rasio sebesar

0,186.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika
jumlah bangunan ber-IMB melonjak menjadi 9.421 unit, seiring
dengan kenaikan total bangunan menjadi 49.464 unit. Kondisi ini
mendorong rasio meningkat menjadi 0,190. Pada tahun 2025, jumlah
bangunan ber-IMB kembali bertambah menjadi 9.480 unit dari total
bangunan yang relatif tetap sebesar 49.464 unit, sehingga rasio

meningkat menjadi 0,1917.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan

rasio bangunan ber-IMB terhadap total bangunan. Hal ini
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mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kepatuhan perizinan
serta pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, rasio
yang masih berada di bawah 0,2 menunjukkan bahwa sebagian besar
bangunan belum memiliki IMB. Kondisi ini mengindikasikan perlunya
penguatan kebijakan penertiban dan pengawasan, peningkatan
sosialisasi kepada masyarakat, serta penyederhanaan proses
perizinan agar pertumbuhan pembangunan dapat berjalan selaras
dengan ketentuan tata ruang dan prinsip pembangunan yang tertib

serta berkelanjutan.

4) Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam konteks penyediaan layanan dasar bidang pekerjaan umum,
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen
utama untuk memastikan hak masyarakat atas layanan dasar
terpenuhi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dua indikator utama yang diukur adalah: (1) pengolahan air limbah

domestik dan (2) pemenuhan kebutuhan air minum.

Tabel 2. 36 Target dan Capaian Indikator SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025

Capaian
2021 2022 2023 2024 2025

No Indikator Uraian satuan  Target

Jumlah Warga

Penyediaan Negara Yang
Pelayanan Memperoleh
1 Pengolahan Layanan persen 100,00 81,64 83,07 82,98 100,00 100,00
Air limbah Pengolahan
domestik Air Limbah
Domestik
Jumlah Warga
Penyediaan Negara Yang
Kebutuhan Memperoleh
2  pokok air Kebutuhan persen 100,00 76,28 73,82 72,55 100,00 100,00
minum pokok Air
sehari-hari Minum Sehari

Hari

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025 menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Meskipun pada tahun 2021-2023
capaian kedua indikator masih berada di bawah target dan cenderung

berfluktuasi, pada tahun 2024-2025 seluruh indikator telah mencapai
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target 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pelayanan pengolahan
air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum
sehari-hari bagi masyarakat telah terpenuhi secara optimal sesuai

standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman di Kabupaten Tulang Bawang terus diarahkan untuk
meningkatkan kualitas hunian, memperluas akses masyarakat
terhadap rumah layak, serta menciptakan lingkungan permukiman
yang tertata dan sehat. Upaya ini menjadi semakin penting seiring
pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang

bermukim yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Fokus utama pembangunan perumahan mencakup penyediaan
rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui program
rehabilitasi, serta pengembangan kawasan permukiman yang
dilengkapi infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase,
dan jalan lingkungan. Selain itu, penataan kawasan permukiman
kumuh menjadi prioritas untuk memastikan lingkungan yang lebih

sehat dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

1) Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Perkembangan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan komitmen kuat pemerintah
daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya
bagi kelompok berpenghasilan rendah. RTLH didefinisikan sebagai
rumah tinggal yang tidak memenuhi standar kelayakan dasar, antara
lain apabila lebih dari 60 persen luas lantainya masih menggunakan
material tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah, serta lebih dari
60 persen luas dindingnya terbuat dari bambu atau kayu berkualitas

rendah. Kondisi tersebut menggambarkan keterbatasan struktur
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bangunan dan potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, serta

kenyamanan penghuni.

Sebagai bagian dari prioritas pembangunan bidang perumahan dan
permukiman, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten
melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas rumah
masyarakat. Melalui intervensi seperti Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dukungan

pendanaan lainnya.

Tabel 2. 37 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

2021 2022 2023 2024 2025

Uraian - " . : :
unit % unit % unit % unit % unit %

Rumah

Tidak

Layak 13.037 13,10 12.971 13,03 12.921 12,98 12.763 12,82 12.702 12,76
Huni

(RTLH)

Rumah
Layak 86.485 86,90 86.551 86,97 86.601 87,02 86.759 87,18 86.820 87,24
Huni

Jumlah
Seluruh 99.522 100,00 99.522 100,00 99.522 100,00 99.522 100,00 99.522 100,00
Rumah

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah
Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren
perbaikan yang konsisten selama periode 2021-2025. Jumlah RTLH
terus mengalami penurunan dari 13.037 unit (13,10%) pada tahun
2021 menjadi 12.763 unit (12,82%) pada tahun 2024, dan kembali
menurun menjadi 12.702 unit (12,76%) pada tahun 2025. Penurunan
bertahap ini menunjukkan adanya keberlanjutan upaya pemerintah
daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui
berbagai program rehabilitasi dan peningkatan rumah tidak layak

huni.

Sebaliknya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan secara
konsisten. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 86.485 unit (86,90%)),
meningkat menjadi 86.759 unit (87,18%) pada tahun 2024, dan
kembali bertambah menjadi 86.820 unit (87,24%) pada tahun 2025.

Kenaikan ini mencerminkan semakin dominannya proporsi rumah

11-166



yang telah memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek struktur

bangunan, sanitasi, maupun kenyamanan dan keamanan hunian.

Secara keseluruhan, dengan jumlah total rumah yang relatif tetap
sebanyak 99.522 unit setiap tahunnya, pergeseran proporsi dari RTLH
ke rumah layak huni menjadi indikator positif efektivitas kebijakan
dan program perumahan daerah. Tren ini menunjukkan arah
pembangunan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang yang
semakin baik, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan
lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat

hingga tahun 2025.

Apabila ditinjau lebih lanjut secara spasial, distribusi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tulang Bawang tidak tersebar secara
merata antar kecamatan. Meskipun secara agregat kabupaten
menunjukkan tren penurunan RTLH selama periode 2021-2025,
dinamika pada masing-masing kecamatan dapat berbeda, baik dari

sisi jumlah maupun laju penurunannya.

Analisis  berdasarkan kecamatan menjadi penting untuk
mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi RTLH yang relatif lebih
tinggi, sekaligus mengevaluasi efektivitas intervensi program
perumahan pada tingkat lokal. Dengan demikian, data per kecamatan
dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan dan

pengalokasian sumber daya secara lebih tepat sasaran.
Berikut disajikan tabel Rumah Tidak Layak Huni (unit) menurut

kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 38 Rumah Tidak Layak Huni (unit) Menurut Kecamatan
Tahun 2021-2025

NO KECAMATAN 2021 2022 TAﬁiES 2024 2025
1 | Banjar Agung 305 305 295 295 295
2 | Banjar Margo 639 639 639 626 626
3 | Gedung Aji 401 401 401 381 381
4 | Penawar Aji 294 266 266 266 266
5 | Meraksa Aji 192 192 192 192 192
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TAHUN

NO KECAMATAN 2021 2022 2023 2024 2025
6 | Menggala 493 484 478 469 449
7 | Penawartama 419 419 411 406 406
8 | Rawajitu Selatan 1.483 1.483 1.475 1.467 1.467
9 | Gedung Meneng 797 788 788 764 764
10 | Rawajitu Timur 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114
11 | Rawa Pitu 1.834 1.834 1.834 1.769 1.769
12 | Gedung Aji Baru 428 428 420 417 417
13 | Dente Teladas 3.657 3.647 3.637 3.637 3.637
14 | Banjar Baru 282 282 282 277 257
15 | Menggala Timur 699 689 689 683 662

JUMLAH 13.037 12.971 12.921 12.763 12.702

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Distribusi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut
kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025
menunjukkan pola sebaran yang relatif konsisten, meskipun terdapat
penurunan bertahap pada beberapa wilayah. Kecamatan Dente
Teladas, Rawa Pitu, Rawajitu Selatan, dan Rawajitu Timur masih
menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbesar, masing-masing
mencatat lebih dari seribu unit setiap tahunnya. Dente Teladas tetap
menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi, yakni 3.657 unit
pada tahun 2021 dan menurun secara bertahap menjadi 3.637 unit

hingga tahun 2025.

Rawa Pitu juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari
1.834 unit pada tahun 2021 menjadi 1.769 unit pada tahun 2024 dan
tetap pada angka yang sama pada tahun 2025. Rawajitu Selatan
mengalami penurunan dari 1.483 unit pada tahun 2021 menjadi
1.467 unit pada tahun 2024 dan stabil pada tahun 2025, sedangkan
Rawajitu Timur relatif stagnan pada angka 1.114 unit selama periode

2021-2025.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Banjar Baru, Penawar Aji,
dan Meraksa Aji memiliki jumlah RTLH yang relatif lebih rendah,
berada di bawah 300 unit. Banjar Baru bahkan menunjukkan

penurunan yang cukup nyata dari 282 unit pada tahun 2021 menjadi
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257 unit pada tahun 2025. Kecamatan Menggala dan Menggala Timur

juga mencatat tren penurunan yang konsisten hingga tahun 2025.

Secara total, jumlah RTLH di seluruh Kabupaten Tulang Bawang
menurun secara bertahap dari 13.037 unit pada tahun 2021 menjadi
12.763 unit pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 12.702
unit pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan keberlanjutan
dan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak
huni melalui berbagai skema pendanaan, termasuk Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta

dukungan pembiayaan lainnya.

Pemetaan sebaran RTLH per kecamatan menjadi dasar yang sangat
penting dalam penentuan prioritas intervensi dan pengalokasian
anggaran. Dengan pendekatan berbasis wilayah, penanganan RTLH
dapat dilakukan secara lebih terarah, proporsional, dan berkeadilan,
sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas
permukiman di seluruh Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun

2025.

2) Pengurangan Kawasan Kumuh

Selain tantangan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat,
munculnya kawasan kumuh khususnya di wilayah perkotaan masih
menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di
bidang perumahan dan permukiman. Kekumuhan umumnya ditandai
oleh keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses air minum,
sanitasi, drainase, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, serta
kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar. Kondisi ini
berdampak pada rendahnya  kualitas hidup masyarakat,
meningkatnya risiko kesehatan, serta menurunnya daya dukung

lingkungan.

Berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor
B/299/1V.4/HK/TB/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh Tahun 2024, masih terdapat 104,48 hektare

kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan. Luasan
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tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan kawasan kumuh
harus dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan
untuk mencegah perluasan kekumuhan serta mempercepat

peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 2. 39 Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Luas P ki Kumuh (H
No | Kecamatan Kelurahan/ RT/RW uas Permukiman Kumuh (Ha)
Kampung 2021 2022 2023 2024 2025
1 | Menggala “K’I:;ggala RT 001-RW 002 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 002-RW 002 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 003-RW 002 5,04 5,04 5,04 4,33 4,33
RT 001-RW 003 4,56 4,56 4,56 2,56 2,56
RT 002-RW 003 4,25 4,25 4,25 4,22 4,22
RT 003-RW 003 4,78 4,78 4,78 4,10 4,10
TOTAL 22,40 | 18,63 | 18,63 | 1521 | 15,21
Baniar Dwi Warga
2 | . J Tunggal RT 004-RW 002 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
gung

Jaya
RT 008-RW 002 0,44 0,64 0,64 0,33 0,33
RT 009-RW 002 1,33 1,33 1,33 1,77 1,77
RT 010-RW 002 0,72 0,72 0,72 0,85 0,85
RT 011-RW 002 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 003-RW 003 12,10 8,35 8,35 9,63 9,63
RT 001-RW 004 2,22 4,22 4,22 4,24 4,24
RT 002-RW 004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 003-RW 004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 005-RW 004 3,43 3,97 3,97 3,97 3,97
RT 006-RW 004 7,43 4,40 4,40 3,30 3,30
RT 007-RW 004 0,00 9,83 9,83 8,27 8,27
TOTAL 30,55 | 33,46 | 33,46 | 32,36 | 32,36
Tri Tunggal | pp 001-RW 001 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Jaya
RT 002-RW 001 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
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Luas P ki Kumuh (H
No | Recamatan Kelurahan/ RT/RW uas Permukiman Kumuh (Ha)
Kampung 2021 2022 2023 2024 2025
RT 003-RW 001 2,04 1,33 1,33 221 2,21
RT 004-RW 001 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 005-RW 001 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 007-RW 001 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 008-RW 001 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 001-RW 002 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 002-RW 002 0,91 1,51 1,51 1,67 1,67
RT 004-RW 002 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 11,98 2,84 2,84 3,88 3,88
Tunggal RT 001-RW 001 5,08 4,78 4,78 4,76 4,76
Warga
RT 002-RW 001 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 003-RW 001 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 004-RW 001 1,43 1,71 1,71 1,73 1,73
RT 001-RW 002 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 002-RW 002 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 003-RW 002 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00
RT 004-RW 002 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 19,17 6,49 6,49 6,49 6,49
3 | Rawaditu | o qosari RT 003-RW 005 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
Selatan

RT 004-RW 005 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
RT 005-RW 005 3,43 3,81 3,81 3,81 3,81
TOTAL 9,66 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04
Gedung RT 003-RW 004 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68

Karya Jitu
RT 001-RW 005 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61
RT 002-RW 005 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16,12 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29
4 | Dente Sungai RT 005-RW 002 4,09 4,09 4,09 3,59 3,59

Teladas Nibung

RT 006-RW 002 4,47 4,47 4,47 4,41 4,41
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L P ki K h (H

No | Recamatan Kelurahan/ RT/RW uas Permukiman Kumuh (Ha)
Kampung 2021 2022 2023 2024 2025
RT 007-RW 002 3,21 3,21 3,21 2,52 2,52
RT 010-RW 002 6,41 6,41 6,41 4,93 4,93
RT 011-RW 002 5,76 5,76 5,76 5,29 5,29
TOTAL 23,94 23,94 23,94 20,74 20,74
Kekatung RT 001-RW 003 1,13 1,13 1,13 0,98 0,98
RT 002-RW 003 2,05 2,05 2,05 1,80 1,80
RT 003-RW 003 1,97 1,97 1,97 1,69 1,69
TOTAL 5,15 5,15 5,15 4,47 4,47
TOTAL LUAS PERMUKIMAN KUMUH 151,39 | 139,43 | 111,68 | 104,48 104,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten
Tulang Bawang, tercatat bahwa pada tahun 2021 luas kawasan
kumuh sebesar 151,39 hektar, kemudian menurun menjadi 139,43
hektar pada tahun 2022, 111,68 hektar pada tahun 2023, dan 104,48
hektar pada tahun 2024. Tren penurunan tersebut menunjukkan
adanya capaian penanganan kawasan kumuh secara bertahap melalui
berbagai intervensi program pemerintah pusat, pemerintah daerah,

serta kolaborasi dengan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, penanganan kawasan permukiman kumuh
dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan sesuai skala
luasan. Pemerintah Pusat berwenang pada kawasan kumuh skala
strategis, termasuk melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Pemerintah Provinsi menangani kawasan dengan luasan 10-<15
hektar, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang
menangani kawasan dengan luasan <10 hektar serta pengendalian

kualitas lingkungan permukiman di wilayahnya.

Di Kabupaten Tulang Bawang, sebagian besar kawasan kumuh
eksisting masih berada pada kategori kewenangan Pemerintah Pusat
(=215 hektar), antara lain Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya (32,36
ha), Kampung Sungai Nibung (20,74 ha), serta Kampung Menggala
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Kota (15,21 ha). Adapun kawasan kewenangan Pemerintah Provinsi
(10-<15 ha) meliputi Kampung Gedung Karya Jitu (11,29 ha) dan
Kampung Medasari (10,04 ha). Sementara itu, kawasan kewenangan
kabupaten (<10 ha) antara lain Kampung Tri Tunggal Jaya (3,88 ha),
Kampung Tunggal Warga (6,49 ha), serta sebagian zona Kampung
Kekatung (4,47 ha).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh pada tahun
2024 hingga 2025 berada pada kondisi relatif stagnan, yaitu sebesar
104,48 hektar. Kondisi ini tidak sepenuhnya merefleksikan tidak
adanya intervensi, melainkan dipengaruhi oleh proses verifikasi,
validasi, dan pemutakhiran data kawasan kumuh yang dilakukan
secara periodik, sehingga masih mengacu pada penetapan kawasan

eksisting yang berlaku.

Ke depan, percepatan penanganan kawasan kumuh diarahkan pada
peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman melalui
pemenuhan layanan air minum dan sanitasi layak, peningkatan
sistem drainase lingkungan, perbaikan jalan lingkungan, serta
penataan kawasan permukiman. Pendekatan kolaboratif (government—
private-community partnership) terus diperkuat melalui sinergi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia
usaha, dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target

pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

3) Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu komponen
penting dalam penilaian rumah layak huni. Rumah dikategorikan
memiliki sanitasi layak apabila memenuhi akses terhadap layanan
sanitasi dasar, yang meliputi: (1) fasilitas air bersih, (2) sarana
pembuangan air besar/tinja, (3) sistem pembuangan air limbah
rumah tangga, dan (4) fasilitas pengelolaan sampah. Ketersediaan
layanan sanitasi tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas
lingkungan permukiman, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap

derajat kesehatan masyarakat.
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Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
layak menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan
permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Akses sanitasi
yang memadai berperan dalam menurunkan risiko penyakit berbasis
lingkungan, meningkatkan kenyamanan hidup, serta memperkuat

ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kesehatan.

Tabel 2. 40 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian satuan Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Rumah Tangga
yang Memiliki Akses RT 93.123  93.767 94.279  95.587 117.989
Terhadap Layanan
Sanitasi Layak
Jumlah Rumah Tangga RT 107.658 107.802 111.293 112.585 144.240

Persentase Rumah

Tangga Bersanitasi persen 86,50 86,98 84,71 84,90 81,80

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang, jumlah rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan secara absolut
dalam kurun waktu 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak
93.123 rumah tangga yang telah berakses sanitasi layak, meningkat
menjadi 95.587 rumah tangga pada tahun 2024, dan kembali
meningkat signifikan menjadi 117.989 rumah tangga pada tahun

2025.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi persentase terhadap total
rumah tangga, capaian tersebut justru menunjukkan tren penurunan.
Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak sebesar 86,50
persen pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi 86,98 persen pada
tahun 2022, tetapi kemudian menurun menjadi 84,71 persen pada
tahun 2023, 84,90 persen pada tahun 2024, dan kembali turun
menjadi 81,80 persen pada tahun 2025. Penurunan persentase ini
terjadi seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga secara
keseluruhan yang meningkat lebih cepat, dari 107.658 rumah tangga
pada tahun 2021 menjadi 144.240 rumah tangga pada tahun 2025.
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat
peningkatan jumlah rumah tangga yang telah memperoleh akses
sanitasi layak, laju penyediaan layanan sanitasi belum sepenuhnya
mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah rumah tangga baru.
Dengan demikian, masih terdapat sebagian pembangunan rumah
tinggal di Kabupaten Tulang Bawang yang belum dilengkapi dengan

prasarana sanitasi dasar yang memenuhi standar.

Keterbatasan akses terhadap layanan sanitasi layak, khususnya pada
wilayah dengan infrastruktur permukiman yang belum memadai,
menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Apabila tidak
segera diatasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap

kualitas lingkungan permukiman serta risiko kesehatan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang perlu terus mengupayakan peningkatan cakupan layanan
sanitasi melalui program-program strategis, antara lain pembangunan
sarana MCK komunal, penyediaan dan optimalisasi septic tank
komunal, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik
setempat maupun terpusat, serta rehabilitasi sarana sanitasi pada
kawasan permukiman padat dan berpotensi kumuh. Selain itu,
penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta
kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan

menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan layanan.

Kondisi hingga tahun 2025 ini menjadi salah satu dasar penting dalam
perencanaan pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam
upaya percepatan peningkatan cakupan layanan sanitasi dasar yang
merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten

Tulang Bawang.

Selain peningkatan akses sanitasi layak, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan
sanitasi menuju sanitasi aman. Sanitasi aman merupakan kondisi
ketika fasilitas sanitasi yang digunakan tidak hanya memenuhi

standar kelayakan, tetapi juga didukung oleh pengelolaan air limbah
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domestik yang aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran
lingkungan dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Capaian akses
sanitasi aman menjadi salah satu indikator penting dalam

mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Selain peningkatan akses sanitasi layak, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan
sanitasi menuju sanitasi aman. Sanitasi aman merupakan kondisi
ketika fasilitas sanitasi yang digunakan tidak hanya memenuhi
standar kelayakan, tetapi juga didukung oleh pengelolaan air limbah
domestik yang aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran
lingkungan dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Capaian akses
sanitasi aman menjadi salah satu indikator penting dalam

mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel 2. 41 Target dan Capaian Persentase Rumah Tangga Berakses
Sanitasi Aman Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

2025

Uraian Satuan i
Target Capaian

Persentase Rumah Tangga

Berakses Sanitasi Aman Persen 3,00 0,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data tersebut, capaian persentase rumah tangga
berakses sanitasi aman di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun
2025 sebesar 0,77 persen, masih berada di bawah target yang
ditetapkan sebesar 3,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
upaya peningkatan kualitas layanan sanitasi yang memenuhi prinsip
sanitasi aman masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih
lanjut. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengembangan sistem
pengelolaan air limbah domestik yang aman, peningkatan kualitas
infrastruktur sanitasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah
daerah dan masyarakat guna mendukung terwujudnya layanan

sanitasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
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4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan

Distribusi Akses Layanan SPAM

Akses terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan
pembangunan permukiman. Rumah tangga dikategorikan memiliki
akses air minum layak apabila memperoleh sumber air yang aman,
memenuhi standar kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, serta
dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi. Ketersediaan air
minum yang aman sangat berpengaruh terhadap kesehatan
masyarakat, terutama dalam mencegah penyakit berbasis air dan

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Selain itu, distribusi layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
menjadi faktor kunci dalam memastikan pemerataan akses air minum
layak. SPAM berperan menyediakan layanan air minum melalui
jaringan perpipaan yang lebih terjamin kualitasnya, sehingga mampu
mendukung peningkatan cakupan layanan air minum secara lebih
efektif dan berkelanjutan. Pemerataan distribusi SPAM juga menjadi
indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat dapat

menikmati layanan air minum yang aman dan terstandar.

Tabel 2. 42 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun

Uraian satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah Rumah
Tangga yang
mendapatkan akses
air minum layak

RT 86.826 87.826 94.176 95.967 128.233

Jumlah Rumah

RT 107.658 107.802 111.293 112.585 144.240
Tangga

Persentase rumah
tangga yang
mendapat akses
air minum layak
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

persen 80,65 81,47 84,62 85,24 88,90

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum
layak di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan

yang konsisten selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, jumlah
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rumah tangga yang memperoleh akses air minum layak tercatat
sebanyak 86.826 RT atau sebesar 80,65 persen. Capaian ini terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2025
mencapai 128.233 RT atau sebesar 88,90 persen, yang mencerminkan
adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan akses air minum

layak bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses air minum yang aman dan
berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus
mengembangkan berbagai program serta infrastruktur Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan
maupun nonperpipaan. Pengembangan tersebut didukung oleh
berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Bersih.

Seiring dengan upaya tersebut, cakupan layanan air minum layak
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian,
tantangan terkait pemerataan layanan dan keberlanjutan pengelolaan
masih menjadi perhatian utama. Hal ini terutama terlihat pada akses
air minum melalui jaringan perpipaan yang hingga saat ini masih
terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten

Tulang Bawang secara merata.

Tabel 2. 43 Distribusi Akses Layanan SPAM
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

Uraian satuan

Jumlah rumah tangga
pengguna SPAM jaringan RT 79.273 80.142 82.813 83.853 84.966
perpipaan

Jumlah rumah tangga
pengguna SPAM Bukan RT 15.843 16.026 16.423 16.725 16.725
Jaringan Perpipaan

Jumlah rumah tangga

. RT 12.542 11.634 12.057 12.007 12.007
belum terlayani

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, distribusi akses layanan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-
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2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga yang
terlayani, baik melalui jaringan perpipaan maupun nonjaringan
perpipaan. Jumlah rumah tangga pengguna SPAM jaringan perpipaan
meningkat dari 79.273 RT pada tahun 2021 menjadi 84.966 RT pada
tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada pengguna SPAM
nonjaringan perpipaan, dari 15.843 RT pada tahun 2021 menjadi
16.725 RT pada tahun 2025.

Di sisi lain, jumlah rumah tangga yang belum terlayani SPAM
cenderung menurun meskipun masih mengalami fluktuasi, dari
12.542 RT pada tahun 2021 menjadi 12.007 RT pada tahun 2025.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam cakupan
layanan air minum. Namun demikian, proporsi rumah tangga yang
belum terlayani serta keterbatasan jangkauan jaringan perpipaan
menegaskan masih adanya kesenjangan distribusi infrastruktur air

minum antarwilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus
mendorong pembangunan SPAM yang lebih merata dan berkelanjutan
melalui berbagai strategi, antara lain perluasan jaringan PDAM,
pengembangan SPAM regional berbasis kecamatan, serta penguatan
kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi
tersebut diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit
diakses atau belum memiliki sumber air baku yang memadai,
sekaligus meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan layanan air

minum bagi seluruh masyarakat.

Selain peningkatan akses air minum layak, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang juga diarahkan untuk mewujudkan akses air minum
aman sesuai dengan target nasional. Air minum aman merupakan air
yang berasal dari sumber yang terlindungi, memenuhi standar
kualitas kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, serta dikelola
dengan sistem yang mampu menjamin keamanan air hingga titik
konsumsi.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, hingga tahun 2025
capaian akses air minum aman di Kabupaten Tulang Bawang masih

sebesar O persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan air
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minum yang tersedia saat ini pada umumnya baru memenuhi kategori
air minum layak dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria air minum
aman sesuai standar yang ditetapkan. Capaian tersebut juga
menggambarkan bahwa peningkatan kualitas layanan air minum
masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam

pembangunan daerah.

Sejalan dengan target pembangunan nasional menuju akses air
minum aman sebesar 100 persen pada tahun 2045, Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang perlu terus mendorong pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan kualitas
pengolahan dan distribusi air minum, penguatan pengawasan
kualitas air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara
layanan air minum. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung
terwujudnya akses air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan

bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

5) Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan
rakyat merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas
permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. SPM menjadi
acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar
masyarakat atas hunian yang memenuhi standar minimum
kelayakan. Pelaksanaan SPM ini diatur melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang
Perumahan Rakyat.

Indikator SPM bidang perumahan rakyat mencakup pemenuhan
akses terhadap rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar
permukiman. Target indikator ini diarahkan untuk memastikan

bahwa seluruh warga, khususnya kelompok rentan, memiliki akses
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terhadap hunian yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan

kenyamanan.

Tabel 2. 44 Target dan Capaian Indikator SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

Capaian

No Indikator Uraian satuan target
2021 2022 2023 2024 2025

Penyediaan dan Jumlah Rumah

Rehabiitasi Korban
Rumah yang Bencana Yang
1 Layak Huni Berhak persen 100,00 20,00 20,00 100,00 76,92 100,00
Bagi Korban Memperoleh
Bencana Rumah Layak
Kab/Kota Huni

Jumlah Warga

Fasilitasi Negara yang
penyediaan terkena relokasi
rumah yang akibat program
layak huni bagi  Pemerintah
masyarakat Daerah

2 yang terkena kabupaten/kota persen 100,00 0,00 0,00 45,33 76,92 53,57
relokasi yang
program memperoleh
Pemerintah fasilitasi
Daerah penyediaan
kabupaten/kota rumah yang

layak huni

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
perumahan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang mencakup dua
indikator utama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni
bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah

daerah.

Pada indikator pertama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah
layak huni bagi korban bencana, target pelayanan ditetapkan sebesar
100 persen setiap tahun. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 masih
berada di angka 20,00 persen, menunjukkan keterbatasan dalam
penanganan awal. Namun, capaian meningkat signifikan pada tahun
2023 hingga mencapai 100,00 persen, menandakan keberhasilan
penuh dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi korban bencana.
Meski demikian, capaian kembali menurun menjadi 76,92 persen

pada tahun 2024, yang mengindikasikan masih adanya rumah korban
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bencana yang belum sepenuhnya tertangani sesuai target SPM. Pada
tahun 2025, capaian kembali mencapai 100,00 persen, menunjukkan

adanya perbaikan dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, indikator kedua terkait fasilitasi penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah juga menetapkan target pelayanan sebesar 100
persen. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 masih nihil (0,00 persen),
menandakan belum adanya realisasi program pada periode tersebut.
Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar
45,33 persen, kemudian meningkat menjadi 76,92 persen pada tahun
2024. Namun, capaian kembali menurun menjadi 53,57 persen pada
tahun 2025, yang menunjukkan tantangan dalam menjaga

konsistensi pelaksanaan program relokasi.

Secara keseluruhan, capaian SPM bidang perumahan rakyat
menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama pada
periode 2023-2024. Namun belum tercapainya target 100 persen
secara konsisten pada kedua indikator tersebut menegaskan perlunya
penguatan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan program perumahan. Upaya berkelanjutan sangat
diperlukan agar pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM dapat
tercapai secara optimal dan merata bagi seluruh masyarakat

terdampak.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang
diharapkan oleh masyarakat agar dapat menjalani kehidupan secara
aman, damai, dan produktif. Keberadaan lingkungan yang tertib dan
tenteram menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya
pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan bersama

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan

melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
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penguatan sistem perlindungan masyarakat, serta peningkatan
wawasan kebangsaan dan kesadaran politik warga. Pemerintah
daerah berperan aktif dalam membina ketahanan sosial melalui
fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, penguatan kelembagaan linmas,
serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan potensi gangguan

ketertiban umum.

Selain itu, pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi
situasi darurat, bencana, dan konflik sosial juga menjadi bagian dari
strategi perlindungan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk
membentuk masyarakat yang tangguh, berdaya, dan mampu menjaga

stabilitas sosial secara mandiri maupun kolektif.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kondisi sosial
yang kondusif, mendukung kelancaran pembangunan daerah, serta
memperkuat rasa aman dan solidaritas di tengah masyarakat

Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

No Indikator Kinerja satuan
2021 2022 2023 2024 2025

 FPersentase persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penegakan Perda
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3

2  (ketertiban, persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ketentraman,
keindahan)

Jumlah petugas
3 perlindungan orang 1.255 1.255 1.640 1.640 1.537
masyarakat (Linmas)

Tingkat penanganan

4 kejadian kebakaran persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kecepatan Respon
5 (Response Time) Menit 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Kebakaran

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Tulang Bawang, 2026

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus menunjukkan komitmen
dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat (trantiblinmas) selama periode 2021-2025.
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Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator kinerja yang secara

umum menunjukkan konsistensi dan stabilitas pelayanan.

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) tercatat sebesar 100
persen secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Demikian pula
tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan
keindahan (K3) yang juga mencapai 100 persen setiap tahun. Capaian
ini menunjukkan bahwa fungsi penegakan regulasi dan penyelesaian

pelanggaran berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan.

Pada aspek perlindungan masyarakat, jumlah petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) mengalami dinamika. Pada tahun 2021 dan
2022 tercatat sebanyak 1.255 orang, kemudian meningkat menjadi
1.640 orang pada tahun 2023 dan 2024, serta sedikit menurun
menjadi 1.537 orang pada tahun 2025. Meskipun terdapat
penyesuaian jumlah personel pada tahun terakhir, kapasitas sumber
daya manusia dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum

tetap terjaga pada tingkat yang memadai.

Sementara itu, tingkat penanganan kejadian kebakaran juga
menunjukkan capaian 100 persen secara konsisten selama periode
2021-2025. Kecepatan respons (response time) penanganan kebakaran
tercatat stabil pada rata-rata 15 menit setiap tahun, yang
mencerminkan kesiapsiagaan dan efektivitas layanan pemadam

kebakaran dan penyelamatan dalam merespons keadaan darurat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang
hingga tahun 2025 menunjukkan kinerja yang stabil, konsisten, dan
sesuai target. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga
stabilitas wilayah, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta

mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, apabila ditinjau secara lebih rinci pada Tabel Persentase
Penegakan PERDA di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
mengenai Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Tulang Bawang

Tahun 2021-2025, terlihat bahwa jumlah pelanggaran Perda yang
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tercatat setiap tahun seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga

persentase penegakan Perda konsisten mencapai 100 persen.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 68 kasus pelanggaran Perda dan
seluruhnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022 jumlah
pelanggaran menurun signifikan menjadi 19 kasus dan seluruhnya
juga terselesaikan. Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 32 kasus,
kemudian kembali meningkat menjadi 44 kasus pada tahun 2024,
dan menurun kembali menjadi 18 kasus pada tahun 2025. Meskipun
jumlah pelanggaran Dbersifat fluktuatif, jumlah penyelesaian
penegakan Perda setiap tahunnya selalu sama dengan jumlah

pelanggaran yang tercatat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak Perda di Kabupaten
Tulang Bawang memiliki kapasitas dan konsistensi dalam
menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Fluktuasi jumlah
kasus lebih mencerminkan dinamika kondisi lapangan dan intensitas
pengawasan, bukan penurunan kinerja penegakan. Dengan capaian
penyelesaian 100 persen selama lima tahun berturut-turut, dapat
disimpulkan bahwa fungsi penegakan regulasi daerah berjalan efektif
dan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban umum

serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

Tabel 2. 46 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun

Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah Pelanggaran

PERDA kasus 68 19 32 44 18

Jumlah Penyelesaian

Penegakkan PERDA Lo 68 19 32 44 18

Persentase

Penegakan PERDA persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, 2026

Selanjutnya, berdasarkan Tabel Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di Kabupaten Tulang

Bawang Tahun 2021-2025, terlihat bahwa kinerja penanganan
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pelanggaran K3 juga menunjukkan capaian yang sangat baik dan

konsisten.

Jumlah pelanggaran K3 yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 144
kasus dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022 jumlah
kasus meningkat menjadi 175 kasus dan kembali seluruhnya
terselesaikan. Tahun 2023 jumlah pelanggaran menurun menjadi 121
kasus, kemudian meningkat menjadi 157 kasus pada tahun 2024, dan
melonjak cukup signifikan menjadi 336 kasus pada tahun 2025.
Meskipun jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi yang cukup
tajam, terutama pada tahun 2025, jumlah penyelesaian pelanggaran

setiap tahunnya selalu sama dengan jumlah kasus yang tercatat.

Dengan demikian, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama
periode 2021-2025 konsisten mencapai 100 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, penindakan, serta
koordinasi dalam penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman,
dan keindahan berjalan efektif. Peningkatan jumlah kasus pada tahun
2025 dapat mencerminkan intensifikasi pengawasan dan penegakan
di lapangan, yang justru menunjukkan peran aktif aparat dalam

menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100 persen dalam
penyelesaian pelanggaran Perda maupun pelanggaran K3 semakin
memperkuat gambaran bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban
umum di Kabupaten Tulang Bawang telah dikelola secara optimal,

dengan dukungan sistem penegakan yang responsif dan akuntabel.

Tabel 2. 47 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Indikator satuan Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Penyelesaian | .. 144 175 121 157 336
Pelanggaran K3
Jumlah Pelanggaran | o\« 144 175 121 157 336

K3
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Tahun

Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3

(Ketertiban, persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ketentraman,

Keindahan)

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja yang konsisten tersebut, baik dalam penyelesaian
pelanggaran Perda maupun pelanggaran K3 yang mencapai 100
persen selama periode 2021-2025, menunjukkan bahwa sistem
penegakan dan pengendalian ketertiban umum di Kabupaten Tulang
Bawang telah berjalan secara efektif dan terukur. Keberhasilan ini
tidak hanya mencerminkan optimalnya fungsi pengawasan dan
penindakan, tetapi juga adanya tata kelola kelembagaan yang

mendukung pencapaian target pelayanan dasar secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu pada ketentuan
normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-
undangan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Dasar hukum pelaksanaan SPM tersebut meliputi Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta beberapa regulasi teknis
pendukung lainnya, yaitu Permendagri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan

Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Seluruh regulasi tersebut menjadi acuan penting dalam penetapan
indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi

capaian layanan trantiblinmas di daerah. Dengan berpedoman pada
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standar yang telah ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang dapat memastikan bahwa pelayanan ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan secara

efektif, berkualitas, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan

masyarakat secara merata.

Tabel 2. 48 Target dan Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

No Indikator

Uraian satuan Target

2021

Kategori Pencapaian Trantibum

Pelayanan
Ketentraman
1 dan
Ketertiban
Umum

Jumlah
Penegakan
Perda sesuai
Mutu

persen 100,00 0,00

Kategori Pencapaian Kebencanaan

Pelayanan
Informasi
Rawan
Bencana

Pelayanan
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana

Pelayanan
Penyelamatan
4 dan Evakuasi
Korban
Bencana

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
informasi rawan
bencana

persen 100,00 0,00

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap
bencana

persen 100,00 0,00

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban bencana

persen 100,00 0,00

Kategori Pencapaian DAMKAR

Pelayanan
Penyelamatan
5 dan evakuasi
korban
kebakaran

Jumlah warga
negara yang
memperoleh
layanan
penyelamatan
dan evakuasi
korban
kebakaran

persen 100,00 100,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026
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Capaian
2022 2023

91,45 92,45

0,00 82,00

0,00 73,05

0,00 96,00

2024

99,35

81,38

73,80

96,00

2025

96,14

91,19

87,62

92,29

100,00 97,02 66,99 96,67



Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan capaian yang bervariasi selama periode 2021-2025,

mencerminkan dinamika dalam penyediaan layanan dasar bagi warga.

Pada kategori Ketertiban Umum, indikator penegakan Peraturan
Daerah (Perda) mengalami peningkatan dari 91,45% pada tahun 2022
menjadi 99,35% pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun ke
96,14% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem
penegakan hukum dan ketertiban, meskipun masih diperlukan

penguatan konsistensi mutu layanan.

Di sisi Pelayanan Kebencanaan, capaian layanan menunjukkan pola
peningkatan yang cukup jelas setelah awalnya tidak tercatat pada
tahun 2021-2022. Pada tahun 2023, layanan informasi rawan
bencana mencapai 82% dan sedikit menurun menjadi 81,38% di
tahun 2024 sebelum akhirnya mencapai angka 91,19% pada 2025.
Pola serupa terlihat pada layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana, yang mulai tercatat 73,05% di tahun 2023, naik
tipis menjadi 73,80% di tahun 2024, dan kemudian mencapai 87,62%
pada 2025. Sementara itu, layanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana menunjukkan capaian yang lebih tinggi sejak awal,
yaitu 96% pada 2023 dan 2024, lalu sedikit menurun menjadi 92,29%
di tahun 2025.

Untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran,
capaian kinerja menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022-2024
yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi
96,67% yang mencerminkan kesiapan dalam memberikan layanan

penyelamatan.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian indikator SPM ini
mencerminkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan layanan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun demikian,
masih terdapat kesenjangan antara capaian dan target yang perlu
menjadi perhatian. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan
kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan

ketersediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi koordinasi
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lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Selain itu, monitoring dan
evaluasi secara berkelanjutan juga perlu dilakukan guna memastikan
setiap indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara

konsisten pada periode perencanaan berikutnya.

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui dua
kelompok program utama, yaitu program perlindungan sosial dan
program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial
mencakup pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberian
bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS). Sementara itu, program pemberdayaan sosial
diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat,
memperkuat kemandirian kelompok rentan, serta mendorong

partisipasi sosial yang lebih luas.

Hingga saat ini, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di
Kabupaten Tulang Bawang belum berjalan secara optimal. Sejumlah
kendala masih dihadapi, antara lain kapasitas kelembagaan sosial
yang belum memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
kesejahteraan sosial, serta minimnya sarana dan prasarana
pendukung. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pelayanan sosial belum sepenuhnya optimal,
sehingga berbagai program belum mampu menjangkau seluruh

kelompok sasaran secara efektif.

Di sisi lain, kompleksitas permasalahan sosial di daerah terus
meningkat. Penyandang disabilitas mental, orang terlantar,
gelandangan, lanjut wusia terlantar, serta korban bencana
membutuhkan penanganan yang lebih serius, cepat, dan
berkelanjutan. Kondisi ini menuntut hadirnya layanan sosial yang

responsif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Penanganan permasalahan sosial menjadi sangat penting agar
seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi, dan

budaya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sosial, peningkatan
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kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta
perluasan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha
merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang

Bawang.

Tabel 2. 49 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Uraian Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1 Anak dengan bantuan 17 3 9 15 9
hukum
2  Anak balita terlantar 135 73 5 3 15
3  Anak terlantar 166 143 63 57 24
4  Anak jalanan 15 11 0 0 16
Anak dengan
5 Kkedisabilitasan 179 139 426 422 372
6 Lanjut usia terlantar 1.421 2.394 1.954 1.841 2.053
7 Penyandang disabilitas 717 822 600 497 895
8 Tuna Susila 0 54 0 0 135
9 Gelandangan 71 32 27 21 23
10 Pengemis 7 9 1 0 15
11 Pemulung 103 87 54 45 138
12 Kelompok minoritas 68 65 7 S 7
Bekas Warga Binaan
13 Lembaga 71 56 17 12 69
Pemasyarakatan
(BWBLP)
Korban penyalahgunaan
14 NAPZA/KPN 10 62 5 2 78
15 Korban tindak kekerasan 0] 14 9 9 40
Orang dengan HIV/AIDS
16 (ODHA) 0 4 0 0 6
17 Korban bencana alam 0] 34 33 884 64
18 Fakir miskin 14.416 9.499 11.295 10.810 11.320
Perempuan Rawan Sosial
19 Ekonomi (PRSE) 425 636 365 352 391
Total 17.821 14.137 14.870 14.975 15.670

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, jumlah PPKS
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menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah PPKS tercatat
sebanyak 17.821 jiwa, kemudian menurun cukup signifikan pada
tahun 2022 menjadi 14.137 jiwa. Pada tahun-tahun berikutnya
jumlah tersebut kembali meningkat secara bertahap, yaitu 14.870

jiwa pada 2023, 14.975 jiwa pada 2024, dan 15.670 jiwa pada 2025.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, fakir miskin merupakan kelompok
dengan jumlah terbesar setiap tahun. Jumlahnya mencapai 14.416
jiwa pada 2021, menurun pada 2022 menjadi 9.499 jiwa, kemudian
kembali meningkat hingga 11.320 jiwa pada 2025. Kondisi ini
menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi
permasalahan sosial utama yang memerlukan perhatian dalam

kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang.

Kelompok lanjut usia terlantar juga menunjukkan jumlah yang relatif
besar dan berfluktuasi, dari 1.421 jiwa pada 2021, meningkat menjadi
2.394 jiwa pada 2022, kemudian menurun pada 2023-2024 sebelum
kembali meningkat menjadi 2.053 jiwa pada 2025. Selain itu,
penyandang disabilitas juga menjadi kelompok yang cukup signifikan
dengan jumlah yang berkisar antara 497 hingga 895 jiwa, sementara
anak dengan kedisabilitasan mengalami peningkatan cukup tajam

pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa kategori lain seperti gelandangan, pengemis, pemulung, dan
kelompok minoritas menunjukkan jumlah yang relatif kecil dan
cenderung stabil. Sementara itu, kategori tertentu seperti korban
bencana alam mengalami lonjakan pada tahun 2024 sebesar 884 jiwa,
yang mengindikasikan adanya kejadian bencana yang berdampak
terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kelompok
korban penyalahgunaan NAPZA/KPN juga menunjukkan peningkatan
pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan
kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi
oleh kemiskinan, kerentanan kelompok lanjut usia, serta kelompok
penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan
terhadap pelayanan dan perlindungan sosial masih cukup tinggi,

khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan
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dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan program perlindungan dan
pemberdayaan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan jumlah

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di masa mendatang.

Dalam rangka mengurangi jumlah PPKS sekaligus menekan tingkat
kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang telah
melaksanakan berbagai intervensi melalui program dan kegiatan yang
mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan
secara terarah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan sosial,
pemberian bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat rentan.
Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial

antara lain sebagai berikut:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan
pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi
masyarakat miskin;

2. Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini
didukung oleh Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor
B/147.A/V.1/HK/TB/2023 yang menjadi dasar hukum bagi
TKPK untuk berperan aktif dalam membantu Dinas Sosial
dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Tulang
Bawang juga telah menyusun Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan
program penanganan kemiskinan serta menyusun Rencana
Aksi Tahunan Tahun 2024;

3. Meningkatkan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat
miskin melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi;

4. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin guna
meningkatkan kemandirian dan  kesejahteraan  sosial
masyarakat;

5. Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat, serta sektor swasta melalui program

Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial
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Perusahaan (TJSP) dalam rangka mendukung upaya

pengentasan kemiskinan.

Berbagai intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut secara
bertahap menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari
penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang
Bawang pada Tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), persentase penduduk miskin pada Tahun 2025 tercatat sebesar
7,54 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan dengan Tahun 2024
yang mencapai 7,88 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa
upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PPKS yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku
kepentingan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, penyelenggaraan pelayanan sosial di
daerah juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi
tersebut, jenis pelayanan dasar pada urusan sosial yang menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar
panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti;
S5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska

bencana bagi korban bencana kab/kota.

Secara rinci indikator SPM Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di

Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebagai berikut:
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Tabel 2. 50 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Capaian

N Indikator SPM
© ndikator § satuan  ftarget 5021 2022 2023 2024 2025

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar
di Luar Panti

persen 100,00 82,67 98,67 95,38 91,75 100,00

Rehabilitasi Sosial
2 Dasar Anak Telantar persen 100,00 0,00 100,00 96,67 100,00 100,00
di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia

< I e persen 100,00 4828 98,67 96,92 98,97 100,00
Panti
Rehabilitasi Sosial
Dasar Tuna Sosial

4 [Khususnya persen 100,00 0,00 100,00 96,67 98,10 92,33

Gelandangan dan
Pengemis di Luar
Panti

Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Pada Saat Tanggap
5 dan Paska Bencana persen 100,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bagi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang relatif tinggi
dan konsisten selama periode 2021-2025. SPM ini mencakup lima
layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk
kelompok rentan di luar panti, serta perlindungan sosial bagi korban

bencana.

Capaian tertinggi secara konsisten terlihat pada indikator
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana, yang
mencapai 100% sejak tahun 2022 hingga 2025, menunjukkan
kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat yang optimal. Namun,
beberapa indikator mengalami fluktuasi, seperti Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, yang sempat menurun dari
98,67% pada 2022 menjadi 91,75% pada 2024 sebelum kembali
mencapai target 100% di tahun 2025. Demikian pula, Rehabilitasi

Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) menunjukkan
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capaian yang belum sepenuhnya stabil, dengan penurunan dari

98,10% pada 2024 menjadi 92,33% di tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak
dasar kelompok rentan, meskipun masih diperlukan penguatan pada
aspek konsistensi layanan dan pemenuhan target secara menyeluruh

di semua indikator.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan ditandai oleh masih rendahnya
produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan angkatan kerja yang
tidak sebanding dengan peningkatan kesempatan kerja. Kondisi ini
menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan
tenaga kerja, yang pada akhirnya memicu meningkatnya

pengangguran.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

N Indikator Kinerj t
° ndisatob Bnena o satial TTa021 2022 2023 2024 2025

1 Angkatan Kerja jiwa  230.773 225.601 235.345 239.345 234.820
Penduduk Berumur 15

2 Tahun ke Atas yang jiwa  221.307 217.660 227.197 231.619 227.318
Bekerja
Angka sengketa

3 pengusaha pekerja per persen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
tahun

Besaran pencari kerja

4 yang terdaftar dan persen 3,15 5,16 13,43 13,53 27,50
ditempatkan
Besaran

5 Pekerja/buruh yang persen 68,00 69,00 70,00 75,00 74,87

menjadi peserta
program Jamsostek

Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi

persen 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang, 2026
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Jumlah angkatan kerja mengalami penurunan pada 2022 (225.601
jiwa) dibandingkan 2021 (230.773 jiwa), kemudian meningkat pada
2023 (235.345 jiwa) dan kembali naik pada 2024 hingga mencapai
239.345 jiwa, sebelum turun menjadi 234.820 jiwa pada 2025.

Sementara itu, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
bekerja mengalami penurunan pada 2022 (217.660 jiwa)
dibandingkan 2021 (221.307 jiwa), kemudian meningkat pada 2023
(227.197 jiwa) dan 2024 (231.619 jiwa), namun kembali menurun
menjadi 227.318 jiwa pada 2025. Secara umum, terjadi fluktuasi

dengan kecenderungan meningkat hingga 2024.

Dari sisi hubungan industrial, angka sengketa pengusaha-pekerja
tercatat 0,00 persen sepanjang 2021-2024 dan meningkat menjadi
1,00 persen pada 2025. Meskipun terjadi kenaikan, angkanya masih

tergolong rendah.

Indikator pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan
peningkatan signifikan dari 3,15 persen pada 2021 menjadi 5,16
persen pada 2022, meningkat tajam pada 2023 (13,43 persen) dan
2024 (13,53 persen), hingga mencapai 27,50 persen pada 2025. Hal
ini mengindikasikan semakin efektifnya pelayanan penempatan

tenaga kerja.

Capaian kepesertaan pekerja dalam program Jamsostek meningkat
secara bertahap dari 68,00 persen pada 2021 menjadi 69,00 persen
pada 2022, 70,00 persen pada 2023, dan 75,00 persen pada 2024,
meskipun sedikit menurun menjadi 74,87 persen pada 2025. Secara

umum, perlindungan tenaga kerja menunjukkan tren positif.

Adapun tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi mengalami fluktuasi tajam, dari 50,00 persen pada 2021,
turun menjadi 0,00 persen pada 2022, kemudian meningkat drastis
menjadi 100,00 persen pada 2023 dan tetap pada 100,00 persen
hingga 2025. Hal ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan program

pelatihan dalam tiga tahun terakhir.
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Secara keseluruhan, kinerja urusan tenaga kerja selama periode
2021-2025 menunjukkan perbaikan terutama dalam aspek
penempatan tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pelatihan berbasis
kompetensi, meskipun masih terdapat fluktuasi pada jumlah

angkatan kerja dan penduduk yang bekerja.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi
ketenagakerjaan daerah, khususnya terkait struktur dan aktivitas
penduduk usia kerja, berikut disajikan Tabel Jumlah Penduduk
Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu

yang Lalu.

Tabel 2. 52 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
Kegiatan Utama

2021 2022 2023 2024 2025

Angkatan Kerja 230.773 225.601 235.345 239.345 234.820
-Bekerja 221.307 217.660 227.197 231.619 227.318
-Pengangguran Terbuka 9.466 7.941 8.148 7.726 7.502
Bukan Angkatan Kerja 107.030 117.027 93.939 95.247 105.082
-Sekolah 15.281 24.198 18.763 17.475 22.907

-Mengurus Rumah Tangga 79.263 87.479 64.272 72.802 73.542

-Lainnya 12.486 5.350 10.904 4.970 8.633

Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Tulang
Bawang menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu periode

2021-2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif.

Dari sisi angkatan kerja, jumlahnya menurun pada 2022 (225.601
jiwa) dibandingkan 2021 (230.773 jiwa), kemudian meningkat pada
2023 (235.345 jiwa) dan mencapai puncaknya pada 2024 (239.345
jiwa), sebelum kembali turun pada 2025 (234.820 jiwa). Komponen
terbesar dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja, yang

bergerak dari 221.307 jiwa pada 2021, turun pada 2022 (217.660
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jiwa), meningkat pada 2023 dan 2024 (masing-masing 227.197 jiwa
dan 231.619 jiwa), lalu sedikit menurun pada 2025 (227.318 jiwa).

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun
dari 9.466 jiwa pada 2021 menjadi 7.941 jiwa pada 2022, sempat
meningkat pada 2023 (8.148 jiwa), kemudian kembali menurun
hingga 7.502 jiwa pada 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan

tren perbaikan tingkat pengangguran dalam lima tahun terakhir.

Pada kelompok bukan angkatan kerja, jumlahnya meningkat cukup
tajam pada 2022 (117.027 jiwa) dibandingkan 2021 (107.030 jiwa),
lalu menurun signifikan pada 2023 (93.939 jiwa), meningkat sedikit
pada 2024 (95.247 jiwa), dan kembali naik pada 2025 (105.082 jiwa).

Dilihat dari komponennya, penduduk yang bersekolah mengalami
kenaikan pada 2022 (24.198 jiwa), menurun pada 2023 dan 2024,
kemudian kembali meningkat pada 2025 (22.907 jiwa). Penduduk
yang mengurus rumah tangga merupakan bagian terbesar dari bukan
angkatan kerja, dengan jumlah tertinggi pada 2022 (87.479 jiwa),
menurun pada 2023, dan kembali meningkat hingga 73.542 jiwa pada
2025. Adapun kategori lainnya berfluktuasi, dengan penurunan tajam

pada 2022 dan 2024, serta kenaikan kembali pada 2023 dan 2025.

Secara keseluruhan, struktur penduduk usia 15 tahun ke atas di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan
fluktuasi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dengan
kecenderungan membaiknya kondisi pengangguran terbuka serta

dominannya kegiatan bekerja dalam struktur angkatan kerja.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai
karakteristik tenaga kerja yang terserap di pasar kerja, khususnya
dari aspek kedudukan atau posisi dalam pekerjaan, berikut disajikan
Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama

Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama.
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Tabel 2. 53 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
Status Pekerjaan Utama
2021 2022 2023 2024 2025

Berusaha Sendiri 42.600 57.434 46.949 56.458 51.778

Berusaha dibantu buruh tidak

tetap/buruh tidak dibayar 40.166 39.722 49.813 43.139 38.639

Berusaha dibantu buruh

tetap/buruh dibayar 4.817 7.927 6.654 4.303 5.922

Buruh/Karyawan /Pegawai 70.516 58.220 62.900 58.567 73.076
Pekerja bebas 21.936 19.941 11.188 21.637 23.473
Pekerja Keluarga/tak dibayar 41.272 34.416 49.693 47.515 34.430

Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, struktur status pekerjaan utama
penduduk usia kerja di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan
dinamika yang cukup signifikan. Secara umum, kategori
Buruh/Karyawan/Pegawai menjadi salah satu kelompok terbesar,
dengan jumlah 70.516 orang pada 2021, menurun pada 2022 (58.220
orang), meningkat pada 2023 (62.900 orang), kembali turun pada
2024 (58.567 orang), dan melonjak cukup tinggi pada 2025 menjadi
73.076 orang. Pada 2025, kategori ini tercatat sebagai yang terbesar.

Kelompok Berusaha Sendiri juga menunjukkan fluktuasi, dari 42.600
orang pada 2021 meningkat tajam pada 2022 (57.434 orang),
menurun pada 2023 (46.949 orang), kembali naik pada 2024 (56.458
orang), dan sedikit turun pada 2025 (51.778 orang).

Sementara itu, kategori Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh
tidak dibayar meningkat cukup signifikan pada 2023 (49.813 orang)
dibandingkan 2022 (39.722 orang), namun kemudian menurun pada

2024 (43.139 orang) dan kembali turun pada 2025 (38.639 orang).

Kategori Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar relatif menjadi
kelompok dengan jumlah lebih kecil dibanding kategori lainnya,
dengan angka 4.817 orang pada 2021, meningkat pada 2022 (7.927
orang), menurun pada 2023 (6.654 orang) dan 2024 (4.303 orang), lalu
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kembali naik pada 2025 (5.922 orang). Hal ini menunjukkan bahwa

usaha dengan tenaga kerja tetap masih terbatas jumlahnya.

Pekerja bebas mengalami penurunan tajam pada 2023 (11.188 orang)
dibandingkan 2022 (19.941 orang), kemudian meningkat kembali
pada 2024 (21.637 orang) dan 2025 (23.473 orang).

Adapun Pekerja Keluarga/tak dibayar menunjukkan fluktuasi yang
cukup besar, dari 41.272 orang pada 2021 turun menjadi 34.416
orang pada 2022, meningkat signifikan pada 2023 (49.693 orang),
sedikit menurun pada 2024 (47.515 orang), dan kembali turun pada
2025 (34.430 orang).

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini mencerminkan
dinamika struktur ketenagakerjaan daerah, dengan dominasi pekerja
buruh/karyawan/pegawai serta masih besarnya proporsi pekerja
informal seperti berusaha sendiri dan pekerja keluarga. Fluktuasi
tersebut menunjukkan adanya pergeseran antara sektor formal dan
informal yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar kerja

daerah.

Struktur ketenagakerjaan suatu daerah mencerminkan arah
pembangunan dan karakter ekonomi lokal. Di Kabupaten Tulang
Bawang, penduduk usia kerja yang aktif bekerja tersebar pada tiga
kelompok lapangan pekerjaan utama, yaitu sektor primer (pertanian,
kehutanan, perburuan, dan perikanan), sektor sekunder (industri
pengolahan), dan sektor tersier (lainnya, termasuk jasa dan kegiatan

non-produksi lainnya).

Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa perekonomian
daerah masih bertumpu pada aktivitas berbasis sumber daya alam.
Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor lainnya
mencerminkan kontribusi dari kegiatan ekonomi yang lebih modern
dan beragam. Perubahan jumlah tenaga kerja antar sektor dari tahun
ke tahun memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi,
pergeseran preferensi kerja, serta dampak dari kebijakan

pembangunan dan investasi daerah.
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Tabel 2. 54 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Jenis Lapangan Tahun
Pekerjaan Utama 2021 2022 2023 2024 2025
Pertanian,
1 Kehutanan,
Perburuan, dan 114.457 110.330  120.948 | 113.686 106.027
Perikanan

2 Industri Pengolahan 26.148 23.088 20.168 27.432 ‘ 32.950

3 | Lainnya 80.702 84.242 86.081 90.501 88.341

Jumlah 221.307 217.660 227.197 231.619 ‘ 227.318
Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Secara umum terlihat bahwa sektor pertanian, Kehutanan,
perburuan, dan Perikanan masih mendominasi penyerapan tenaga

kerja, meskipun jumlahnya cenderung menurun pada akhir periode.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk bekerja tercatat 221.307 orang,
dengan mayoritas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan,
perburuan, dan perikanan sebanyak 114.457 orang. Sementara itu,
sektor industri pengolahan menyerap 26.148 orang, dan kategori

lainnya sebanyak 80.702 orang.

Pada tahun 2022, total penduduk bekerja sedikit menurun menjadi
217.660 orang. Penurunan terutama terjadi pada sektor pertanian
yang turun menjadi 110.330 orang, serta industri pengolahan menjadi
23.088 orang. Sebaliknya, sektor lainnya meningkat menjadi 84.242

orang.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi
227.197 orang. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan tenaga kerja
di sektor pertanian menjadi 120.948 orang serta sektor lainnya
menjadi 86.081 orang, meskipun sektor industri pengolahan kembali

menurun menjadi 20.168 orang.

Pada tahun 2024, total penduduk bekerja kembali meningkat menjadi
231.619 orang. Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan

cukup signifikan menjadi 27.432 orang, sementara sektor pertanian
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sedikit menurun menjadi 113.686 orang dan sektor lainnya meningkat

menjadi 90.501 orang.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk bekerja sedikit menurun menjadi
227.318 orang. Penurunan terutama terjadi pada sektor pertanian
yang menjadi 106.027 orang, meskipun sektor industri pengolahan
terus meningkat hingga 32.950 orang, sedangkan sektor lainnya

sedikit menurun menjadi 88.341 orang.

Secara keseluruhan, struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten
Tulang Bawang masih didominasi sektor pertanian, Kehutanan,
perburuan, dan Perikanan namun terlihat adanya kecenderungan
peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam menyerap
tenaga kerja pada akhir periode. Selain itu, sektor lainnya juga
menunjukkan kontribusi yang cukup besar dan cenderung meningkat

selama beberapa tahun terakhir.

Tingkat pendidikan pencari kerja merupakan indikator penting dalam
menilai kesiapan angkatan kerja dan kesesuaian antara kompetensi
tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Di Kabupaten Tulang Bawang,
data pencari kerja yang terdaftar menunjukkan variasi latar belakang
pendidikan yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam

penempatan tenaga kerja.

Selama periode 2021 hingga 2025, pencari kerja berasal dari berbagai
jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Jumlah terbanyak berasal dari lulusan SLTA/sederajat, diikuti oleh
lulusan pendidikan tinggi dan SLTP. Fluktuasi jumlah pencari kerja
tiap tahun dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dinamika pasar

kerja, serta efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja.
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Tabel 2. 55 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

1 SD/Sederajat Orang 26 15 270 4 -
2 SMP/Sederajat Orang 23 23 289 25 5
3 SMA/Sederajat Orang 372 376 - 34 103
4 Diploma/Akademi/Universitas Orang 43 159 27 10 12
Jumlah 464 573 586 73 120

Sumber: BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi
yang ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2021-
2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah
pencari kerja tercatat sebanyak 464 orang, didominasi oleh lulusan
SMA /sederajat sebanyak 372 orang, diikuti Diploma/Akademi/
Universitas 43 orang, SD/sederajat 26 orang, dan SMP/sederajat 23

orang.

Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja meningkat menjadi 573 orang,
dengan lulusan SMA/sederajat masih menjadi kelompok terbesar
sebanyak 376 orang, diikuti Diploma/Akademi/Universitas 159
orang, sementara SMP/sederajat dan SD/sederajat masing-masing 23

orang dan 15 orang.

Pada tahun 2023 jumlah pencari kerja kembali meningkat menjadi
586 orang, dengan pencari kerja SMP/sederajat sebanyak 289 orang
dan SD/sederajat 270 orang, sedangkan Diploma/Akademi/
Universitas sebanyak 27 orang, dan data lulusan SMA/sederajat tidak

tercatat pada tahun tersebut.

Pada tahun 2024 jumlah pencari kerja mengalami penurunan
signifikan menjadi 73 orang, dengan SMA/sederajat sebanyak 34
orang, SMP/sederajat 25 orang, Diploma/Akademi/Universitas 10
orang, dan SD/sederajat 4 orang. Selanjutnya pada tahun 2025
jumlah pencari kerja kembali meningkat menjadi 120 orang, yang

didominasi oleh lulusan SMA/sederajat sebanyak 103 orang, diikuti
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Diploma/Akademi/Universitas 12 orang dan SMP/sederajat 5 orang,

sementara SD/sederajat tidak tercatat.

Secara umum, lulusan SMA/sederajat cenderung mendominasi
jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tulang Bawang.
Fluktuasi jumlah pencari kerja yang terjadi selama periode tersebut
mencerminkan dinamika pasar kerja, baik dari sisi penyerapan tenaga
kerja maupun minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai
pencari kerja, serta kemungkinan adanya perubahan dalam sistem

pendataan atau pelaporan pencari kerja oleh instansi terkait.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya meningkatkan
kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan
kesetaraan gender sebagai arus utama. Upaya ini dilakukan dengan
memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan,
keterampilan, serta kesempatan kerja dan usaha, sekaligus
memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala

bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor
pembangunan. Salah satu penyebab utama adalah aspek psikososio-
kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih
tinggi daripada perempuan. Kondisi ini menimbulkan tantangan
dalam mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya, sehingga
diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan

budaya yang kurang mendukung peran perempuan.
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Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

No Indikator Kinerja satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Persentase partisipasi
1 perempuan di lembaga persen 3,25 54,20 54,30 56,80 57,10
pemerintah

Proporsi kursi yang
2 diduduki perempuan di persen 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00
DPR

Partisipasi Perempuan

Ot o persen 36,55 37,33 36,26 36,89 36,89
4 Rasio KDRT persen 0,014 0,012 0,011 0,094 0,048
5 Emdisivas el iz persen 48,17 42,74 53,86 50,58

kerja perempuan

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
6 mendapatkan persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam UPT

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
7 penanganan pengaduan persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
oleh petugas terlatih di
puskesmas mampu tata
laksana KIP/A dan
PPT/PKT di rumah sakit

Cakupan perempuan
dan anak korban
8 kekerasan yang persen 100,000 100,000 100,000 100,000 100,00
mendapatkan layanan
bantuan hukum

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, 2026

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang
cukup baik. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami
peningkatan yang signifikan, dari 3,25 persen pada tahun 2021
menjadi 57,10 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin
meningkatnya keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan.
Representasi perempuan di DPR relatif stabil pada angka 20 persen
pada periode 2021-2023 dan meningkat menjadi 22 persen pada
tahun 2024-2025, meskipun masih perlu didorong untuk mencapai

keterwakilan yang lebih optimal. Sementara itu, partisipasi
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perempuan di sektor swasta cenderung stabil pada kisaran 36-37

persen selama periode tersebut.

Pada aspek perlindungan, rasio kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) menunjukkan penurunan pada periode 2021-2023, meskipun
sempat mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebelum kembali
menurun pada tahun 2025. Kondisi ini dapat menunjukkan
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus
kekerasan serta semakin terbukanya akses terhadap layanan
pengaduan. Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan
fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi dan

kesempatan kerja.

Di sisi lain, layanan penanganan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak menunjukkan capaian yang sangat baik,
dimana seluruh korban yang melapor telah mendapatkan penanganan
oleh petugas terlatih, layanan kesehatan, serta bantuan hukum
dengan cakupan mencapai 100 persen setiap tahun. Hal ini
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan
perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban
kekerasan melalui penyediaan layanan yang terintegrasi dan

responsif.

C. Pangan

Upaya penyelenggaraan urusan ketahanan pangan difokuskan pada
peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan yang
terjangkau oleh masyarakat, serta terwujudnya pola konsumsi pangan
yang aman, beragam, bergizi, dan seimbang. Selain itu, kebijakan
ketahanan pangan juga diarahkan untuk meningkatkan peran aktif
masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung keberlanjutan

sistem pangan daerah.

Ketersediaan pangan utama diukur melalui perbandingan antara
jumlah penduduk dengan rata-rata ketersediaan pangan utama.
Indikator ini mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam

memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk secara memadai dan
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berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan utama,

semakin kuat pula kondisi ketahanan pangan suatu wilayah.

Pangan dalam konteks ketahanan pangan didefinisikan sebagai segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, maupun
air, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi
konsumsi manusia, baik yang telah diolah maupun tidak diolah.
Pengertian pangan ini mencakup pula bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan

minuman.

Definisi tersebut sejalan dengan pengertian pangan yang ditetapkan
oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yang menegaskan bahwa
pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas konsumsi, tetapi
juga sebagai bagian integral dari sistem pangan yang mencakup aspek
produksi, distribusi, aksesibilitas, keamanan, dan kualitas gizi.
Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan tidak hanya berfokus
pada kuantitas ketersediaan pangan, tetapi juga pada mutu,
keamanan, dan keberlanjutan pangan guna mendukung kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 2021 hingga 2025, ketersediaan pangan utama
di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan fluktuasi dengan

kecenderungan meningkat.
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Gambar 2. 49 Ketersediaan Pangan Utama (ton/tahun)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026
(diolah)

Berdasarkan grafik Ketersediaan Pangan Utama (ton/tahun)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, terlihat adanya tren
peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai ketersediaan
pangan utama pada tahun 2021 tercatat sebesar 74.463 ton per
tahun. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 74.992 ton, atau

naik sekitar 529 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan
capaian 76.933 ton, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024
menjadi 78.022 ton. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2025
dengan ketersediaan pangan utama mencapai 80.239 ton per tahun,
yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2021-2025. Secara
keseluruhan, selama lima tahun tersebut terjadi peningkatan sekitar

5.776 ton dari tahun 2021 hingga 2025.

Kecenderungan peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan
kinerja sektor pangan daerah, khususnya dalam menjaga
ketersediaan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan penduduk

di Kabupaten Tulang Bawang. Peningkatan ketersediaan pangan

11-209



tersebut dapat mencerminkan keberhasilan berbagai upaya, seperti
peningkatan produksi komoditas pangan, penguatan pengelolaan
cadangan pangan daerah, serta dukungan sistem distribusi pangan

yang relatif stabil.

Selain itu, ketersediaan pangan merupakan komponen utama dalam
mendukung ketahanan pangan daerah, karena berfungsi menjamin
tersedianya pasokan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, baik
dari aspek kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya.
Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan pangan utama selama
periode 2021-2025 menjadi indikator positif dalam mendukung
pencapaian ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan, sekaligus
menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan

sektor pangan di masa mendatang.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada wurusan
ketersediaan dan cadangan pangan dioperasionalkan antara lain
melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Indikator
ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan pasokan pangan
dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara rata-rata.
Dengan demikian, indikator tersebut menjadi salah satu alat ukur
penting dalam mengevaluasi kemampuan daerah dalam menjamin

ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Di Indonesia, Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan secara berkala
melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) yang
diselenggarakan setiap lima tahun. Salah satu rekomendasi WKNPG
VIII Tahun 2004 menetapkan standar tingkat ketersediaan energi
sebesar 2.200 kilokalori per kapita per hari dan protein sebesar 57
gram per kapita per hari. Standar tersebut digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan
pembangunan pangan dan gizi, khususnya dalam memastikan
terpenuhinya kebutuhan energi dan protein masyarakat sebagai

bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan.
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Tabel 2. 57 Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025

1 | Ketersediaan

sy jpel kkal | 3.176,30 3.258,93 | 3.271,74 3.314,40 3.363,98
kapita per hari

2 | Ketersediaan

Pl’Ot.ein per gram 83,20 90,44 96,20 95,00 96,95
kapita per hari

3 | Persentase
pemenuhan
energi per persen 144,38 148,13 148,72 150,65 152,91

kapita per hari
4 | Persentase

pemenuhan
protein per persen 145,96 158,67 168,77 166,67 | 170,088

kapita per hari

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026
(diolah)

Ketersediaan energi per kapita per hari mengalami peningkatan secara
bertahap dari 3.176,30 kkal pada tahun 2021 menjadi 3.258,93 kkal
pada tahun 2022, kemudian 3.271,74 kkal pada tahun 2023,
meningkat lagi menjadi 3.314,40 kkal pada tahun 2024, dan mencapai
3.363,98 kkal pada tahun 2025. Nilai tersebut secara konsisten
berada di atas standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi sebesar
2.200 kkal per kapita per hari, sehingga menunjukkan bahwa secara
agregat pasokan energi pangan di Kabupaten Tulang Bawang telah

lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi penduduk.

Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan protein per kapita per hari
juga memperlihatkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat
sebesar 83,20 gram, kemudian meningkat menjadi 90,44 gram pada
tahun 2022 dan 96,20 gram pada tahun 2023. Pada tahun 2024
terjadi sedikit penurunan menjadi 95,00 gram, namun kembali
meningkat pada tahun 2025 menjadi 96,95 gram. Capaian tersebut
masih jauh melampaui standar AKG protein sebesar 57 gram per
kapita per hari, yang menunjukkan bahwa secara kuantitas pasokan
protein bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berada pada

kondisi sangat memadai.
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Tingginya ketersediaan energi dan protein tersebut tercermin pada
persentase pemenuhan energi dan protein per kapita per hari.
Persentase pemenuhan energi meningkat dari 144,38 persen pada
tahun 2021 menjadi 148,13 persen pada tahun 2022, 148,72 persen
pada tahun 2023, 150,65 persen pada tahun 2024, dan kembali
meningkat menjadi 152,91 persen pada tahun 2025. Sementara itu,
persentase pemenuhan protein juga menunjukkan kecenderungan
meningkat, dari 145,96 persen pada tahun 2021 menjadi 158,67
persen pada tahun 2022 dan 168,77 persen pada tahun 2023, sempat
sedikit menurun menjadi 166,67 persen pada tahun 2024, kemudian

kembali meningkat hingga sekitar 170,09 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan
pangan di Kabupaten Tulang Bawang dari sisi energi dan protein
berada pada tingkat yang sangat memadai bahkan melebihi
kebutuhan rata-rata penduduk. Meskipun demikian, ke depan tetap
diperlukan upaya pengelolaan pangan yang berkelanjutan, antara lain
melalui peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan,
pemerataan distribusi pangan antarwilayah dan kelompok
masyarakat, serta pengendalian potensi kehilangan dan pemborosan
pangan. Upaya tersebut penting agar tingginya ketersediaan pangan
tidak hanya tercermin pada sisi pasokan, tetapi juga berkontribusi
pada peningkatan kualitas konsumsi dan perbaikan status gizi

masyarakat secara merata.

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan
untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia,
maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan menjadi
salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan ketahanan pangan,
karena pangan yang tersedia dan cukup secara kuantitas belum tentu
aman untuk dikonsumsi apabila tidak memenuhi standar keamanan

pangan.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan yang beredar di
masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan

pembinaan keamanan pangan secara berkelanjutan, khususnya
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terhadap pangan yang diperdagangkan oleh pedagang pengumpul.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengambilan dan pengujian
sampel pangan, baik pangan segar maupun olahan, guna memastikan

kesesuaiannya dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

Tingkat keamanan pangan diukur melalui perhitungan persentase
pangan aman, yaitu perbandingan antara jumlah sampel pangan yang
dinyatakan aman untuk dikonsumsi dengan jumlah total sampel
pangan yang diambil dari pedagang pengumpul pada suatu wilayah

dan dalam kurun waktu tertentu.

Gambar 2. 50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026
(diolah)

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 secara umum
berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu di atas 85 persen. Pada
tahun 2021 capaian tercatat sebesar 93,88 persen, kemudian
menurun pada tahun 2022 menjadi 88,00 persen. Tahun 2023
menunjukkan pemulihan dengan capaian 93,54 persen, sebelum
kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 85,35 persen. Memasuki

tahun 2025, tren penurunan berlanjut cukup signifikan dengan
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capaian hanya 74,30 persen, sehingga menjadi titik terendah dalam

lima tahun terakhir.

Penurunan capaian pada tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh
berkurangnya jumlah pengambilan sampel dalam kegiatan monitoring
keamanan pangan sebagai dampak pembatasan aktivitas selama
pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan
pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh titik
sasaran. Sementara itu, penurunan pada tahun 2024 lebih
dipengaruhi oleh menurunnya kualitas sebagian produk pangan yang
beredar, yang berkaitan dengan faktor musim dan kondisi cuaca
ekstrem, sehingga memengaruhi hasil pengujian keamanan pangan.
Adapun penurunan yang lebih tajam pada tahun 2025
mengindikasikan adanya tantangan struktural yang lebih kompleks,
seperti keterbatasan sumber daya pengawasan, meningkatnya volume
distribusi pangan tanpa diimbangi kapasitas pengendalian mutu,

serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.

Meskipun terjadi fluktuasi dan penurunan signifikan pada tahun
2025, secara keseluruhan capaian pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan tetap mencerminkan komitmen pemerintah daerah
dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Upaya pembinaan,
pengawasan, dan sosialisasi terus dilaksanakan secara konsisten,
menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang pasar,
kelompok tani, masyarakat umum, hingga anak sekolah. Namun, tren
penurunan di tahun terakhir menekankan pentingnya peningkatan
kualitas intervensi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi
dalam sistem monitoring agar keberlanjutan keamanan pangan dapat

terjaga.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif
dan bersinergi dengan perangkat daerah serta instansi terkait, seperti
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas
Perdagangan. Hasil pembinaan tersebut antara lain ditunjukkan
dengan adanya komitmen paguyuban pedagang ikan yang telah dibina
untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan manajemen

lapak. Selain itu, pengawasan mutu dan keamanan PSAT juga
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dilaksanakan secara rutin dan intensif di pasar modern maupun pasar
tradisional, baik terhadap pelaku usaha dan pedagang, maupun
kelompok tani. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian penting dalam
menjamin ketersediaan pangan yang aman dan layak konsumsi bagi

masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tidak
hanya ditentukan oleh aspek keamanan dan ketersediaan, tetapi juga
oleh kualitas dan keragaman pola konsumsi pangan. Pola Pangan
Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan
untuk menggambarkan susunan dan tingkat keragaman pangan yang
dikonsumsi masyarakat, yang didasarkan pada kontribusi energi dari
kelompok pangan utama. PPH juga merupakan salah satu indikator
dalam analisis kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan
kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi pangan
yang beragam dan bergizi seimbang. Kuantitas dan kualitas konsumsi
pangan yang tidak seimbang, baik dalam bentuk kelebihan maupun
kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan, dapat
berdampak pada munculnya masalah gizi, seperti malnutrisi, serta
meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit. Oleh karena itu,
pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak hanya diukur
dari aspek ketersediaan dan keamanan pangan, tetapi juga dari
kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan
yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman sebagaimana tercermin

dalam capaian Pola Pangan Harapan (PPH).
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Gambar 2. 51 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026 (diolah)

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang
periode 2021-2025. Pada tahun 2021, skor PPH tercatat sebesar
83,50, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi
88,30. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan skor 88,60, dan
semakin menguat pada tahun 2024 dengan capaian 89,60. Memasuki
tahun 2025, skor PPH mencapai 90,50, menandakan perbaikan

berkelanjutan dalam pola konsumsi pangan masyarakat.

Peningkatan skor PPH selama periode 2021-2024 mencerminkan
keberhasilan sinergi lintas sektor dalam penguatan program
ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
konsumsi pangan yang beragam dan bergizi, serta efektivitas
kebijakan daerah dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi
yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan capaian tahun 2025 yang
semakin tinggi, Kabupaten Tulang Bawang menegaskan arah positif
menuju pola konsumsi pangan yang lebih ideal sesuai standar
nasional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya

manusia di masa mendatang.
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Sejalan dengan peningkatan skor PPH tersebut, pemerintah daerah
juga menguatkan komitmen dalam penanganan wilayah rawan

pangan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan.

Selama lima tahun terakhir, upaya penanganan daerah rawan pangan
di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang cukup
menggembirakan. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai
kebijakan dan program strategis secara bertahap untuk
meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan
pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama diarahkan
pada wilayah-wilayah yang tergolong rentan pangan, dengan
pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan guna memastikan

terpenuhinya hak atas pangan yang layak dan bergizi.

Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
Ne Hecamatan 2021 2022 2023 2024 2025
1 Banjar Agung 0 0 0 0 0
2 Banjar Margo 0 0 0 0 0
3 Gedung Aji 1 1 0 0 0
4  Penawar Aji 0 0 0 0 0
S Meraksa Aji 0 0 0 0 0
6 Menggala 0 0 0 0 0
7 Penawartama 0 0 0 0 0
8 Rawajitu Selatan 1 0 0 1 1
9 Gedung Meneng 1 0 1 1 0
10 Rawajitu Timur 4 0 0 0 0
11 Rawa Pitu 1 0 1 1 0
12 Gedung Aji Baru 0] 0 0 0 0
13 Dente Teladas 2 3 2 2 1
14 Banjar Baru 0] 0 0 0 0
15 Menggala Timur 0 0 0 1 1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Pengurangan jumlah desa rawan pangan merupakan indikator
penting dalam penguatan ketahanan pangan wilayah. Selama lima

tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah
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melakukan pemetaan berkala terhadap kampung-kampung yang

tergolong rawan pangan, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk

menurunkan angka kerentanan dan meningkatkan ketahanan

pangan masyarakat.

Tabel 2. 59 Kampung Rawan Pangan per Kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun Kecamatan Kampung Prioritas
1 | Rawa Jitu Selatan | Karya Cipta Abadi 2
Bumi Dipasena Sejahtera 2
Bumi Dipasena Agun 2
2 | Rawa Jitu Timur - .p L
Bumi Dipasena Sentosa 3
S Bumi Dipasena Abadi 3
3 | Gedung Meneng Gedung Meneng 3
4 | Gedung Aji Bandar Aji Jaya 3
5 | Rawa Pitu Rawa Ragil 3
6 | Dente Teladas Sungai Burung 5
Kuala Teladas 3
Kuala Teladas 2
1 | Dente Teladas Sungai Burung 3
2022 —
Bratasena Mandiri 3
2 | Gedung Aji Bandar Aji Jaya 3
Bratasena Mandiri 2
1 | Dente Teladas —
Sungai Nibung 3
2023
2 | Rawa Pitu Bumi Sari 3
3 | Gedung Meneng Gedung Meneng 3
1 | Rawa Jitu Selatan | Karya Cipta Abadi 3
Sungai Nibung 3
2 | Dente Teladas —
Bratasena Mandiri 3
2024 - -
3 | Menggala Timur Sungai Luar 3
4 | Gedung Meneng Gedung Meneng 3
S | Rawa Pitu Bumi Sari 3
1 | Rawajitu Selatan Karya Cipta Abadi 1
2025 | 2 | Menggala Timur Sungai Luar 3
3 | Dente Teladas Bratasena Mandiri 3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Keterangan:

Prioritas 1 : Sangat Rentan
Prioritas 2 : Rentan
Prioritas 3 : Agak Rentan
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Data kampung rawan pangan di Kabupaten Tulang Bawang sepanjang
periode 2021-2025 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat
kerentanan pangan di berbagai kecamatan. Pada tahun 2021, tercatat
sejumlah kampung dengan status Prioritas 2 (rentan) dan Prioritas 3
(agak rentan), seperti Karya Cipta Abadi di Rawa Jitu Selatan (Prioritas
2), serta beberapa kampung di Rawa Jitu Timur, Gedung Meneng,
Gedung Aji, Rawa Pitu, dan Dente Teladas yang berada pada kategori
Prioritas 3. Kondisi ini menandakan adanya konsentrasi kerentanan

di wilayah pesisir dan sentra produksi pangan.

Tahun 2022 memperlihatkan perubahan status, di mana Kuala
Teladas (Dente Teladas) meningkat menjadi Prioritas 2, sementara
kampung lain seperti Sungai Burung dan Bratasena Mandiri masih
berada pada kategori Prioritas 3. Tahun 2023 menunjukkan pola
serupa, dengan Bratasena Mandiri (Dente Teladas) naik ke Prioritas 2,
sementara Sungai Nibung, Bumi Sari, dan Gedung Meneng tetap

berada pada kategori Prioritas 3.

Memasuki tahun 2024, sebagian besar kampung masih berada pada
kategori Prioritas 3, seperti Karya Cipta Abadi (Rawa Jitu Selatan),
Sungai Nibung (Dente Teladas), Bratasena Mandiri (Menggala Timur),
Gedung Meneng, dan Bumi Sari (Rawa Pitu). Hal ini menunjukkan
kerentanan yang masih berlanjut tanpa adanya peningkatan
signifikan. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan penting: Karya
Cipta Abadi (Rawa Jitu Selatan) meningkat menjadi Prioritas 1 (sangat
rentan), menandakan adanya eskalasi kerentanan pangan yang perlu
segera ditangani secara serius. Sementara itu, kampung lain seperti
Sungai Luar (Menggala Timur) dan Bratasena Mandiri (Dente Teladas)
tetap berada pada kategori Prioritas 3, menunjukkan kerentanan yang

persisten.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun
terdapat upaya penanganan, beberapa kampung mengalami fluktuasi
status kerentanan pangan, bahkan ada yang memburuk. Hal ini
menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan

berkelanjutan, terutama di wilayah dengan status Prioritas 1, agar

1-219



ketahanan pangan dapat terjaga dan hak masyarakat atas pangan

yang layak serta bergizi dapat terpenuhi.

D. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam
mendukung kepastian hukum, tata ruang, dan pembangunan

berkelanjutan di daerah.

Beberapa indikator bagi kinerja urusan pertanahan adalah jumlah
sertifikat yang dikeluarkan, kasus pertanahan yang terdaftar dan
difasilitas dan penyelesaian izin lokasi. Hasil kinerja urusan

pertanahan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2024

Capaian Kinerja

No Indikator satuan 2021 2022 2023 2024

Persentase luas lahan
1 persertifikat persen 17,03 18,61 19,32 19,56

Penyelesaian kasus

tanah negara persen 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Penyelesaian izin lokasi persen 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Kantor ATR/BPN Kab. Tulang Bawang, 2025 (diolah)

Kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021 hingga 2024 menunjukkan capaian yang stabil dan
progresif dalam mendukung kepastian hukum atas tanah,
penyelesaian konflik agraria, serta kelancaran proses perizinan lokasi.
Tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan
ini meliputi persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus

tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi.

Indikator pertama, yaitu persentase luas lahan Dbersertifikat,

menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun
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2021, capaian berada di angka 17,03%, kemudian meningkat menjadi
18,61% di tahun 2022, dan terus naik menjadi 19,32% pada tahun
2023. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren ini
mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperluas akses
masyarakat terhadap kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar
secara legal. Di tahun 2024, capaian mencapai 19,56%, menandakan
konsistensi dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah, meskipun

masih terdapat ruang untuk akselerasi.

Sementara itu, dua indikator lainnya menunjukkan capaian maksimal
selama lima tahun berturut-turut. Penyelesaian kasus tanah negara
tercatat mencapai 100% setiap tahun, menandakan efektivitas
koordinasi antar lembaga dalam menangani dan menyelesaikan
persoalan hukum terkait tanah milik negara. Begitu pula dengan
penyelesaian izin lokasi, yang juga mencapai 100% setiap tahun,
mencerminkan kelancaran proses administrasi dan dukungan

terhadap kegiatan pembangunan serta investasi di daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang
Bawang telah berhasil menjaga stabilitas dan efektivitas dalam
pengelolaan urusan pertanahan. Peningkatan sertifikasi lahan dan
penyelesaian penuh atas kasus serta izin lokasi menjadi indikator
penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,
memperkuat tata ruang, dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat. Ke depan, akselerasi sertifikasi tanah dan digitalisasi
layanan pertanahan dapat menjadi strategi lanjutan untuk
meningkatkan kinerja dan memperluas dampak positif bagi

pembangunan daerah.

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup
seluruh benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia
beserta perilakunya, yang saling memengaruhi dan menentukan
keberlangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan

makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pelaksanaan berbagai proyek
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pembangunan strategis di Kabupaten Tulang Bawang, kebutuhan
terhadap pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko pencemaran dan
kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.
Dampak lanjutan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat
berupa penurunan daya dukung, daya tampung, serta produktivitas
lingkungan hidup yang pada akhirnya menjadi beban sosial bagi
masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup harus dilakukan secara terencana dan

berkelanjutan.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah
digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH
merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang
menggambarkan kondisi mutu lingkungan secara komprehensif,
meliputi kualitas air (Indeks Kualitas Air/IKA), kualitas udara (Indeks
Kualitas Udara/IKU), dan kualitas tutupan lahan (Indeks Kualitas
Tutupan Lahan/IKTL). Secara substantif, IKLH mencerminkan status
atau mutu lingkungan hidup serta dapat dimanfaatkan sebagai data
dan informasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Komponen penyusun IKLH terdiri atas tiga indikator utama, yaitu
kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator
kualitas air dihitung berdasarkan sejumlah parameter, antara lain
Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total fosfat, fecal coli,
dan total coliform. Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan
parameter sulfur dioksida (SO;) dan nitrogen dioksida (NO;). Sementara
itu, indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas dan

kondisi tutupan lahan.

Dalam perkembangannya, metode penghitungan IKLH terus
mengalami penyempurnaan. Sejak tahun 2017, penghitungan IKLH
menggunakan metodologi yang telah disempurnakan dengan tetap

berfokus pada tiga media lingkungan utama, yaitu air, udara, dan
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hutan/lahan. Penyempurnaan tersebut meliputi penyesuaian
metodologi perhitungan, khususnya pada aspek pembobotan

indikator dan parameter yang digunakan.

Pada periode perhitungan IKLH tahun 2014-2016, indikator kualitas
air, udara, dan tutupan lahan/hutan memiliki bobot yang sama.
Namun, sejak tahun 2017, indikator kualitas air dan udara masing-
masing memiliki bobot sebesar 30 persen, sedangkan indikator
kualitas tutupan lahan/hutan memiliki bobot lebih besar, yaitu 40
persen. Selain itu, parameter kualitas air yang digunakan juga
mengalami penambahan, dari sebelumnya hanya tiga parameter
(COD, TSS, dan DO) menjadi tujuh parameter, yaitu TSS, DO, BOD,
COD, total fosfat, E. coli, dan total coliform. Perubahan metodologi

juga diterapkan pada perhitungan indeks kualitas tutupan lahan.

Penghitungan IKLH Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019
didasarkan pada: (1) data hasil pemantauan kualitas air pada Sungai
Serang dan Sungai Papah; (2) data hasil pemantauan kualitas udara
pada kawasan transportasi, permukiman, industri, dan perkantoran;
serta (3) data hasil analisis spasial tutupan lahan/hutan dan data
tabular ruang terbuka hijau. Angka Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tulang Bawang beserta nilai indeks dari masing-

masing parameter IKLH disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja
2021 2022 2023 2024 2025

No Indikator Kinerja satuan

Indeks Kualitas Air

1 ixa indeks 56,67 50,00 50,00 62,50 73,32

g [ndeks Kualitas indeks 90,15 92,74 92,03 93,54 76,40
Udara (IKU) ’ ’ ’ ’ ’
Indeks Kualitas

3 Tutupan Lahan indeks 24,09 24,11 2479 2500 55,69
(IKTL)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan 8 (delapan)
parameter, yaitu derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (dissolved

oxygen/DQO), kebutuhan oksigen biologi (biological oxygen

11-223



demand/BOD), kebutuhan oksigen kimia (chemical oxygen
demand/COD), nitrat (NO3-N), padatan tersuspensi total (total
suspended solid/TSS), total fosfat, dan total coliform. Penghitungan
IKA menggunakan metode indeks pencemar, dengan prinsip bahwa
semakin tinggi nilai indeks pencemar, maka semakin buruk kualitas

air.

Dalam analisis indeks pencemaran, baku mutu yang digunakan
mengacu pada baku mutu air Kelas II sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 2. 52 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, nilai IKA tercatat sebesar 56,67, yang menempatkan
kualitas air pada kategori sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa
kondisi badan air permukaan seperti sungai, saluran irigasi, dan
sumber air lainnya masih berada pada tingkat kualitas yang cukup,
meskipun tetap memerlukan pengelolaan dan pengendalian

pencemaran secara berkelanjutan.

Pada tahun 2022, nilai IKA mengalami penurunan menjadi 50,00, dan

pada tahun 2023 nilai tersebut tetap berada pada angka 50,00.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air pada periode tersebut
berada pada batas bawah kategori sedang, yang mengindikasikan
masih adanya tekanan terhadap kualitas perairan, baik dari aktivitas

domestik, pertanian, maupun faktor lingkungan lainnya.

Perbaikan kualitas air mulai terlihat pada tahun 2024, ketika nilai IKA
meningkat cukup signifikan menjadi 62,50. Peningkatan ini
menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas air yang dapat
dikaitkan dengan semakin meningkatnya upaya pengendalian

pencemaran dan pengelolaan lingkungan perairan di daerah.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, di mana nilai IKA
kembali meningkat menjadi 73,32. Capaian ini menunjukkan
peningkatan kualitas air yang semakin baik dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya dan memperlihatkan bahwa upaya pengelolaan
serta perlindungan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang

mulai memberikan hasil yang lebih nyata.

Secara keseluruhan, perkembangan IKA Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa meskipun sempat
mengalami penurunan pada awal periode, kualitas air pada dua tahun
terakhir mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi
indikasi positif bagi keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah, meskipun upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan
limbah, serta perlindungan badan air tetap perlu terus diperkuat agar
kualitas air dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-

tahun mendatang.

Selain kualitas air, aspek lingkungan hidup lainnya yang juga menjadi
perhatian dalam pengukuran kualitas lingkungan adalah kualitas
udara. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada umumnya dihitung
berdasarkan lima pencemar utama, yaitu ozon di permukaan
(oksidan), bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida
(SO;), dan nitrogen dioksida (NO;). Namun, hingga saat ini,
berdasarkan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun
2023, perhitungan indeks kualitas udara di Indonesia masih

menggunakan dua parameter utama, yaitu NO, dan SO,. Parameter
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NO, merepresentasikan emisi yang berasal dari kendaraan bermotor
berbahan bakar bensin, sedangkan SO, mencerminkan emisi yang
dihasilkan oleh aktivitas industri serta kendaraan berbahan bakar
solar atau bahan bakar lain yang mengandung sulfur. Dengan
demikian, kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam
menggambarkan tingkat pencemaran udara yang dominan di wilayah

perkotaan maupun kawasan industri.

Gambar 2. 53 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian IKU di Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai indeks yang
berada pada kategori baik. Pada tahun 2021, nilai IKU tercatat sebesar
90,15. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah
tersebut berada pada tingkat yang sangat baik dan masih mampu

mendukung aktivitas masyarakat secara optimal.

Pada tahun 2022, nilai IKU meningkat menjadi 92,74, yang
menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara dibandingkan tahun
sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023, nilai IKU mengalami
sedikit penurunan menjadi 92,03, namun penurunan tersebut relatif

kecil sehingga kualitas udara tetap berada dalam kategori baik.
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Pada tahun 2024, nilai IKU kembali meningkat dan mencapai 93,54,
yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2021-2025. Capaian ini
menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Tulang
Bawang pada tahun tersebut berada pada tingkat yang sangat baik
dan mencerminkan pengelolaan lingkungan udara yang cukup efektif.
Namun demikian, pada tahun 2025 nilai IKU mengalami penurunan
cukup signifikan menjadi 76,40. Meskipun terjadi penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada pada
kategori baik, sehingga secara umum kualitas udara di Kabupaten
Tulang Bawang masih tergolong baik dan belum menunjukkan kondisi

pencemaran udara yang serius.

Secara keseluruhan, perkembangan IKU Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa kualitas udara di
wilayah ini relatif terjaga dengan baik. Meskipun terjadi fluktuasi,
terutama penurunan pada tahun 2025, kondisi kualitas udara masih
berada dalam kategori yang baik. Ke depan, upaya pengendalian emisi
dari sektor transportasi, kegiatan industri, serta pengelolaan aktivitas
yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara tetap perlu
diperkuat guna menjaga stabilitas kualitas udara dan mendukung

keberlanjutan lingkungan hidup di daerah.

Selain kualitas air dan udara, indikator lain yang digunakan untuk
menilai kondisi lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Tutupan
Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), atau yang juga
dikenal sebagai Indeks Kualitas Lahan (IKL), merupakan indikator
yang menggambarkan kualitas tutupan lahan suatu wilayah, yang
dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan.
IKTL/IKL digunakan sebagai representasi isu hijau dalam penilaian
kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam

konteks keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
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Gambar 2. 54 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2024, nilai IKTL Kabupaten Tulang
Bawang meningkat secara perlahan. Pada tahun 2021, nilai IKTL
tercatat sebesar 24,09, kemudian meningkat sedikit menjadi 24,11
pada tahun 2022. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023
dengan capaian 24,79, dan terus bertambah menjadi 25,00 pada
tahun 2024. Peningkatan yang relatif kecil namun konsisten tersebut
menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas tutupan lahan secara
bertahap, meskipun secara umum nilainya masih berada pada tingkat

yang relatif rendah.

Perubahan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2025, ketika nilai
IKTL meningkat cukup tajam menjadi 55,69. Peningkatan yang
signifikan ini kemungkinan tidak hanya mencerminkan perbaikan
kondisi tutupan lahan secara fisik, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh
pembaruan metode perhitungan dan penyesuaian parameter dalam
penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang
dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perubahan metodologi, termasuk pembaruan data tutupan lahan

berbasis citra satelit dan penyesuaian klasifikasi vegetasi, dapat
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memengaruhi hasil perhitungan indeks sehingga menghasilkan nilai

yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan IKTL Kabupaten Tulang Bawang
selama 2021-2025 menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan pada
awal periode masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan
meningkat secara bertahap hingga tahun 2024, kemudian mengalami
peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini
mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan tutupan lahan
sekaligus kemungkinan adanya penyesuaian metodologi pengukuran,
sehingga ke depan diperlukan konsistensi metode pemantauan serta
penguatan upaya rehabilitasi lahan, penghijauan, dan perlindungan
kawasan vegetasi guna menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan

di Kabupaten Tulang Bawang.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan nasional maupun daerah. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

bertujuan untuk:

a) Menjamin kepastian hukum atas identitas setiap penduduk.
b) Menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan

terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan.
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c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan
data kependudukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan,
kesehatan, sosial, dan ekonomi.

d) Mendukung pelaksanaan demokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif semata, tetapi juga
menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik
yang efektif, pembangunan yang berbasis data, serta perlindungan

hak-hak sipil masyarakat.

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

. Tahun
No Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
1 Cakupan Penerbitan KK (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Cakupan Penerbitan KTP-el (%) 92,28 91,55 95,00 95,00 96,00

3 Cakupan Penerbitan KIA (%) - 23,00 35,00 40,00 40,00

4 Cakupan penerbitan kutipan 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00
akta kelahiran

s Cakupan penerbitan kutipan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
akta kematian

e Cakupan penerbitan kutipan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

akta perkawinan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Selama periode 2021-2025, kinerja pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian

yang stabil dan cenderung meningkat pada sebagian besar indikator.

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) konsisten mencapai 100%
selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa
pemenuhan dokumen dasar kependudukan bagi seluruh keluarga
telah berjalan optimal dan relatif tidak mengalami kendala berarti.
Konsistensi yang sama juga terlihat pada penerbitan kutipan akta
kematian dan akta perkawinan yang mencapai 100% sepanjang 2021-
2025. Untuk akta kelahiran, cakupan meningkat dari 99,50% pada
2021 menjadi 100% sejak 2022 hingga 2025, menandakan penguatan

pencatatan peristiwa kelahiran secara menyeluruh.
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Pada indikator KTP-el, capaian menunjukkan tren yang semakin baik.
Setelah berada pada 92,28% (2021) dan sedikit menurun menjadi
91,55% (2022), cakupan meningkat menjadi 95,00% pada 2023 dan
2024, serta kembali naik menjadi 96,00% pada 2025. Perkembangan
ini mencerminkan peningkatan efektivitas pelayanan dalam

menjangkau penduduk wajib KTP.

Sementara itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan
kemajuan bertahap sejak mulai tercatat pada 2022 sebesar 23,00%,
meningkat menjadi 35,00% pada 2023, dan mencapai 40,00% pada
2024 serta tetap pada 2025. Meskipun trennya positif, cakupan KIA
masih relatif lebih rendah dibandingkan dokumen kependudukan

lainnya, sehingga menjadi area yang masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, capaian indikator pelayanan kependudukan ini
mencerminkan sistem administrasi yang semakin tertib dan andal,
dengan tantangan ke depan yang lebih terfokus pada peningkatan
kepemilikan KIA serta menjaga konsistensi kualitas layanan agar tetap
inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten

Tulang Bawang.

Tabel 2. 63 Rekapitulasi Layanan Kependudukan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun

Jenis Layanan 2021 2022 2023 2024 2025

DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

Penerbitan Kartu Keluarga 26.808  22.874 28.649 25785 28.111

(KK)
Penerbitan KTP-el 36.141 25.699 34.817 40.238 36.249
Penerbitan KIA 94.943 5.258 1.806 9.107 | 16.050

Penerbitan Surat Keterangan

Pindah Datang 1.252 806 1.014 889 657

Penerbitan Surat Keterangan

Pindah Keluar 2.195 2.830 2.763 2.173 1.691

DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Kelahiran 3.095 9.123  11.222 6.443 6.792
Penerbitan Akta Kematian 979 493 525 540 781
Penerbitan Akta Perkawinan 76 3.077 96 11 158
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Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

Penerbitan Akta Perceraian 2 2 5 3 10

Jenis Layanan

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Perangkat Daerah yang telah
mendapat persetujuan hak 2 3 ) S 2
akses pemanfaatan data

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Selama periode 2021-2025, layanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang fluktuatif,
baik pada kelompok dokumen pendaftaran penduduk, dokumen

pencatatan sipil, maupun pemanfaatan data kependudukan.

Pada kelompok dokumen pendaftaran penduduk, penerbitan Kartu
Keluarga (KK) bergerak dinamis dari 26.808 dokumen (2021),
menurun menjadi 22.874 (2022), meningkat menjadi 28.649 (2023),
kembali turun menjadi 25.785 (2024), dan naik lagi menjadi 28.111
(2025). Pola ini menunjukkan variasi tahunan yang relatif moderat
tanpa perubahan ekstrem.

Penerbitan KTP-el juga berfluktuasi. Setelah mencapai 36.141
dokumen pada 2021, jumlahnya menurun menjadi 25.699 (2022),
meningkat kembali menjadi 34.817 (2023), mencapai puncak 40.238
(2024), dan kembali turun menjadi 36.249 pada 2025. Fluktuasi ini
dapat mencerminkan dinamika kebutuhan perekaman baru maupun

pencetakan ulang.

Berbeda dengan dua layanan sebelumnya, penerbitan KIA
menunjukkan pola yang lebih tajam. Tahun 2021 tercatat 94.943
dokumen, kemudian turun drastis pada 2022 (5.258) dan 2023
(1.806), sebelum kembali meningkat pada 2024 (9.107) dan 2025
(16.050). Perubahan signifikan ini mengindikasikan adanya faktor
kebijakan, sistem, atau metode pelaporan yang memengaruhi capaian

tahunan.

Layanan surat keterangan pindah datang cenderung menurun dari
1.252 dokumen (2021) menjadi 657 dokumen (2025), meskipun

sempat meningkat pada 2023. Sementara itu, pindah keluar mencapai
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2.830 dokumen pada 2022, kemudian menurun bertahap hingga
1.691 pada 2025. Pola ini menunjukkan dinamika mobilitas

penduduk yang relatif terkendali dalam lima tahun terakhir.

Pada kelompok dokumen pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran
meningkat signifikan dari 3.095 dokumen (2021) menjadi 11.222
(2023), lalu menurun pada 2024 (6.443) dan sedikit meningkat pada
2025 (6.792). Akta kematian menunjukkan tren fluktuatif dengan
penurunan pada 2022 (493) dibanding 2021 (979), kemudian
meningkat kembali hingga 781 pada 2025.

Penerbitan akta perkawinan mengalami lonjakan sangat tinggi pada
2022 (3.077) dibanding 76 dokumen pada 2021, kemudian turun
tajam pada 2023 (96) dan 2024 (11), sebelum kembali meningkat
menjadi 158 pada 2025. Akta perceraian relatif kecil jumlahnya,
namun menunjukkan kecenderungan meningkat hingga 10 dokumen

pada 2025.

Pada aspek pemanfaatan data kependudukan, jumlah perangkat
daerah yang memperoleh persetujuan hak akses tercatat sebanyak 2
perangkat daerah (2021), meningkat menjadi 3 (2022), kemudian 5
(2023) dan 5 (2024), sebelum kembali menjadi 2 pada 2025. Dinamika
ini menunjukkan bahwa integrasi dan pemanfaatan data
kependudukan lintas perangkat daerah telah berkembang, meskipun

belum sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, capaian layanan administrasi kependudukan
Kabupaten Tulang Bawang selama 2021-2025 menunjukkan pola
fluktuatif dengan beberapa lonjakan pada tahun-tahun tertentu. Hal
ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan, dinamika
kebutuhan masyarakat, serta perkembangan sistem layanan. Ke
depan, konsistensi kualitas pelayanan dan penguatan integrasi data
antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga
stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan administrasi

kependudukan.
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G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran strategis dalam
mengarahkan dan mendampingi desa agar mampu melaksanakan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara optimal.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah
kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan desa,
fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan, pengawasan, serta

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Salah satu indikator utama keberhasilan pemberdayaan masyarakat
desa adalah peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang
mengukur dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan
(ekologi) desa. Selama periode 2021 hingga 2025, nilai rata-rata IDM
Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dan progresif. Pada tahun 2021, nilai IDM tercatat sebesar
0,6690, kemudian meningkat menjadi 0,6886 pada tahun 2022, naik
kembali menjadi 0,7081 pada tahun 2023, dan mencapai 0,7305 pada
tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan
nilai rata-rata IDM sebesar 0,7279.

Secara umum, periode 2021-2024 memperlihatkan akselerasi
peningkatan kualitas pembangunan desa yang cukup signifikan,
ditandai dengan kenaikan nilai IDM setiap tahun. Meskipun pada
tahun 2025 terjadi sedikit koreksi dibandingkan tahun 2024, nilai
IDM tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-
tahun awal periode pengamatan, serta menunjukkan konsistensi

capaian pada kategori desa maju secara agregat.

Peningkatan nilai IDM tersebut mencerminkan adanya perbaikan
kualitas pembangunan kampung secara menyeluruh, yang didukung
oleh intervensi pada infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan
sosial, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola dan kapasitas
kelembagaan desa. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan
kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya secara
mandiri, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
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Secara keseluruhan, capaian pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan
arah yang positif dan terukur. Peningkatan nilai IDM menjadi
indikator bahwa pembangunan desa semakin inklusif dan
berkelanjutan. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada
penguatan konsistensi kinerja desa, mitigasi faktor-faktor yang dapat
memengaruhi fluktuasi nilai indeks, serta optimalisasi inovasi dan
digitalisasi tata kelola desa berbasis data guna menjaga tren

peningkatan secara berkelanjutan.

Gambar 2. 55 Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

2025 I5,7279
2024 I5,7305
2023 I5,7081

2022 I5,6886

2021 I5,6690

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Perubahan status desa juga memperkuat gambaran keberhasilan
pembangunan desa. Perubahan status desa tidak hanya bermakna
administratif, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa yang naik status
umumnya telah mampu menyediakan infrastruktur dasar yang lebih
baik, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta
mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui usaha kecil,

pertanian, maupun kegiatan berbasis komunitas. Selain itu,
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penguatan kelembagaan desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaan pembangunan turut menjadi faktor penting yang

mendorong transformasi status desa.

Tabel 2. 64 Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa
Membangun (IDM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

Kategori IDM

2021 2022 2023 2024 2025
Mandiri 1 4 4 17 33
Maju 24 33 48 65 75
Berkembang 119 107 95 65 39

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan status desa di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan
konsisten, mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa secara bertahap dan berkelanjutan.
Berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM), terjadi
pergeseran struktur status desa yang signifikan dari kategori
berkembang menuju kategori maju dan mandiri. Pergeseran ini
menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan

program pembangunan di tingkat kampung.

Pada tahun 2021, komposisi desa masih didominasi oleh kategori
berkembang sebanyak 119 desa. Desa dengan status maju berjumlah
24 desa, sementara desa mandiri baru 1 desa. Struktur ini
menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih berada pada tahap

penguatan dasar ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Memasuki tahun 2022, mulai terlihat perbaikan yang cukup
signifikan. Jumlah desa maju meningkat menjadi 33 desa dan desa
mandiri bertambah menjadi 4 desa. Sebaliknya, desa berkembang
menurun menjadi 107 desa. Tren pergeseran ini berlanjut pada tahun
2023, di mana desa maju kembali meningkat menjadi 48 desa, desa

mandiri tetap 4 desa, dan desa berkembang turun menjadi 95 desa.

Perubahan yang lebih progresif terjadi pada tahun 2024. Desa mandiri

melonjak signifikan menjadi 17 desa, sedangkan desa maju meningkat
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menjadi 65 desa. Pada saat yang sama, jumlah desa berkembang
menurun tajam menjadi 65 desa. Komposisi ini menunjukkan
akselerasi peningkatan kapasitas dan kemandirian desa dalam
berbagai dimensi pembangunan.

Perkembangan tersebut semakin menguat pada tahun 2025. Desa
mandiri meningkat hampir dua kali lipat menjadi 33 desa, dan desa
maju bertambah menjadi 75 desa. Sementara itu, desa berkembang
terus menurun secara drastis menjadi 39 desa. Struktur ini
menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Tulang Bawang
telah berada pada kategori maju dan mandiri, menandakan penguatan
daya saing, tata kelola, serta ketahanan sosial-ekonomi desa yang
semakin baik.

Secara  keseluruhan, periode 2021-2025  memperlihatkan
transformasi struktur status desa yang sangat signifikan. Penurunan
konsisten jumlah desa berkembang yang diikuti peningkatan tajam
desa maju dan mandiri menunjukkan efektivitas kebijakan
pembangunan desa yang terarah, partisipatif, dan berbasis potensi
lokal. Transformasi ini memperkuat posisi desa sebagai pilar utama
pembangunan daerah dalam mewujudkan Tulang Bawang yang maju

dan berkelanjutan.

Dalam aspek ekonomi desa, peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa) semakin menonjol sebagai motor penggerak perekonomian
lokal. BUMDesa berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi desa,
tetapi juga sebagai wadah inovasi dan kolaborasi masyarakat dalam
mengelola potensi sumber daya yang ada. Melalui BUMDesa, desa
mampu mengembangkan usaha produktif, memperluas lapangan
kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan
BUMDesa juga mendorong tumbuhnya kemandirian desa, karena
keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk
mendukung pembangunan desa, memperkuat kelembagaan, dan

meningkatkan kesejahteraan warga.

Peningkatan jumlah desa maju dan mandiri yang diiringi dengan
penguatan peran BUMDesa menunjukkan bahwa pembangunan desa
di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya berfokus pada aspek fisik

dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis
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komunitas. Dengan demikian, desa-desa semakin mampu
mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat daya saing, dan
berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian pembangunan daerah

yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 65 Jumlah BUMDes per Kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Kecamatan Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1 Banjar Agung 11 11 11 11 11
2 Banjar Margo 12 12 12 12 12
3 Gedung Aji 10 10 10 10 10
4 Penawar Aji
5 Meraksa Aji
6 Menggala
7 Penawartama 14 14 14 14 14
8 Rawajitu Selatan 9 9 9 9 9
9 Gedung Meneng 11 11 11 11 11
10 Rawajitu Timur
11 Rawa Pitu
12 Gedung Aji Baru
13 Dente Teladas 12 12 12 12 12
14 Banjar Baru 10 10 10 10 10
15 Menggala Timur 10 10 10 10 10
Jumlah 147 147 147 147 147

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Di Kabupaten Tulang Bawang, jumlah Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) menunjukkan konsistensi yang sangat stabil selama
periode 2021 hingga 2025. Total BUMDes tercatat sebanyak 147 unit
yang tersebar di 15 kecamatan, dan jumlah tersebut tidak mengalami

perubahan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir.

Distribusi BUMDes di setiap kecamatan juga relatif tetap. Kecamatan
Penawartama memiliki jumlah BUMDes terbanyak, yaitu 14 unit.
Selanjutnya, Banjar Margo dan Dente Teladas masing-masing
memiliki 12 unit, diikuti Banjar Agung dan Gedung Meneng masing-
masing 11 unit. Kecamatan dengan jumlah 10 unit meliputi Gedung

Aji, Banjar Baru, dan Menggala Timur. Sementara itu, Penawar Aji,
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Rawajitu Selatan, Rawa Pitu, dan Gedung Aji Baru masing-masing
memiliki 9 unit, serta Meraksa Aji dan Rawajitu Timur masing-masing
8 unit. Kecamatan Menggala tercatat sebagai kecamatan dengan

jumlah BUMDes paling sedikit, yaitu 5 unit.

Konsistensi jumlah BUMDes selama periode 2021-2025 menunjukkan
bahwa secara kelembagaan, struktur ekonomi desa telah terbentuk
secara merata di seluruh wilayah. Dengan kata lain, fokus
pembangunan tidak lagi pada penambahan kuantitas unit, melainkan

pada penguatan kualitas pengelolaan dan kinerja usaha.

Ke depan, tantangan strategis terletak pada peningkatan kapasitas
manajerial, profesionalisme pengurus, diversifikasi unit usaha
berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas
keuangan. BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga formal, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa
yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa

(PADes) dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui peningkatan
kapasitas pengelola, fasilitasi penyelesaian persoalan kelembagaan,
serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMDes secara berkala. Melalui
kegiatan tersebut, diperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan
BUMDes dari aspek tata kelola, keberlanjutan wusaha, dan
kontribusinya terhadap perekonomian desa. Meskipun laporan
keuangan yang digunakan masih bersifat unaudited, data tersebut
tetap relevan sebagai dasar analisis kondisi aktual BUMDes selama

periode 2021-2025.

Tabel 2. 66 Kondisi BUMDesa Tahun 2021-2025

Tahun
No Kondisi
2021 2022 2023 2024 2025
1 Sehat 7 7 7 7 7
2  Cukup Sehat 17 17 17 17 140
3 Kurang Sehat 24 24 24 24 0
4 Tidak Sehat 99 99 99 99 0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026
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Berdasarkan data Tabel, kondisi BUMDesa di Kabupaten Tulang
Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dua fase
perkembangan yang berbeda. Pada periode 2021 hingga 2024,
komposisi kondisi BUMDesa relatif stagnan. Jumlah BUMDesa
kategori Sehat tercatat sebanyak 7 unit setiap tahun, kategori Cukup
Sehat sebanyak 17 unit, kategori Kurang Sehat sebanyak 24 unit, dan
kategori Tidak Sehat sebanyak 99 unit. Struktur ini menunjukkan
bahwa mayoritas BUMDesa pada periode tersebut masih berada
dalam kategori Tidak Sehat, dan belum terjadi pergeseran klasifikasi

secara kuantitatif.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2025. Jumlah BUMDesa
kategori Sehat tetap 7 unit, namun kategori Cukup Sehat meningkat
drastis menjadi 140 unit. Pada saat yang sama, kategori Kurang Sehat
dan Tidak Sehat masing-masing menjadi O unit. Transformasi ini
menunjukkan bahwa seluruh BUMDesa yang sebelumnya berada
pada kategori Kurang Sehat dan Tidak Sehat telah meningkat minimal
ke kategori Cukup Sehat, sehingga secara struktural tidak terdapat
lagi BUMDesa dengan status kurang sehat maupun tidak sehat pada

tahun 2025.

Perkembangan ini mencerminkan bahwa pembinaan, pendampingan,
serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah
mulai membuahkan hasil nyata. Pergeseran komposisi menuju
dominasi kategori Cukup Sehat dan tetap terjaganya BUMDesa
kategori Sehat menjadi indikator perbaikan dalam aspek tata kelola,

transparansi keuangan, dan keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, dinamika periode 2021-2025 menegaskan bahwa
BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang bergerak menuju kondisi
yang lebih stabil dan sehat secara kelembagaan. Meskipun demikian,
tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas dari kategori
Cukup Sehat menuju Sehat melalui penguatan kapasitas pengurus,
profesionalisasi manajemen usaha, serta pengembangan model bisnis
yang adaptif dan berbasis potensi lokal, sehingga BUMDesa benar-
benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Kemajuan BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang juga terlihat jelas
dari aspek kelembagaan hukum hingga tahun 2025. Legalitas
BUMDesa sebagai badan hukum menjadi faktor krusial karena
merupakan prasyarat utama dalam menjalin kerja sama, memperluas

jejaring usaha, serta memperoleh akses pembiayaan dan kemitraan.

Pada tahun 2021, jumlah BUMDesa yang telah bersertifikasi badan
hukum tercatat sebanyak 20 unit atau sekitar 14% dari total 147
BUMDesa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 32 unit (22%) pada
tahun 2022 dan 33 unit (22%) pada tahun 2023. Tren peningkatan
berlanjut pada tahun 2024 dengan 39 BUMDesa atau 27% yang telah

memiliki sertifikasi badan hukum.

Perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2025, di
mana sebanyak 145 BUMDesa telah bersertifikasi badan hukum atau
sekitar 99% dari total 147 BUMDesa yang ada. Capaian ini
menunjukkan percepatan luar biasa dalam proses legalisasi
kelembagaan BUMDesa, yang mencerminkan efektivitas pembinaan,
pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang bersama pemangku kepentingan terkait.

Dengan hampir seluruh BUMDesa telah memiliki legalitas badan
hukum pada tahun 2025, maka fondasi kelembagaan BUMDesa di
Kabupaten Tulang Bawang semakin kuat, sehingga diharapkan
mampu mendorong peningkatan kinerja usaha, tata kelola yang lebih
akuntabel, serta kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian

desa.

Tabel 2. 67 Persentase BUMDesa yang telah Bersertifikasi
Badan Hukum Tahun 2021-2025

Tahun

BUMDE
Status BUMDES 2021 = 2022 @ 2023 = 2024 2025

Jumlah BUMDesa yang telah

Bersertifikasi Badan Hukum 20 32 33 39 145

Jumlah BUMDesa 147 147 147 147 147

Persentase BUMDesa yang
telah Bersertifikasi Badan 14 22 22 27 99
Hukum (%)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026
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Selain intervensi pembangunan fisik dan ekonomi, pemberdayaan
masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang juga sangat dipengaruhi
oleh peran lembaga sosial masyarakat, salah satunya Tim Penggerak
PKK. Organisasi ini berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga melalui berbagai kegiatan berbasis komunitas, seperti
pendidikan keluarga, kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi

rumah tangga.

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Cakupan sarana dan
prasarana perkantoran
pemerintahan kampung
yang baik

persen 100 100 100 100 100

Rata-rata jumlah
kelompok binaan
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)

kelompok 100 100 100 100 100

Jumlah kelompok

binaan PKK kelompok 147 147 147 147 147

Jumlah PKK aktif anggota 147 147 147 147 147

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, secara umum seluruh
indikator menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten selama

lima tahun terakhir.

Pada indikator cakupan sarana dan prasarana perkantoran
pemerintahan kampung yang baik, capaian tercatat sebesar 100
persen setiap tahun sejak 2021 hingga 2025. Hal ini menunjukkan
bahwa seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki
sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, sehingga

mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal.
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Indikator rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) juga menunjukkan capaian 100 kelompok setiap
tahun. Konsistensi ini mencerminkan keberlanjutan pembinaan
kelembagaan masyarakat desa yang berjalan stabil, tanpa mengalami

penurunan maupun fluktuasi.

Selanjutnya, jumlah kelompok binaan PKK tercatat sebanyak 147
kelompok setiap tahun sepanjang periode 2021-2025. Jumlah ini
sejalan dengan jumlah kampung yang ada, sehingga dapat diartikan
bahwa setiap kampung memiliki kelompok PKK yang aktif dibina.
Kondisi yang sama juga terlihat pada jumlah PKK aktif yang tercatat
sebanyak 147 setiap tahun, menunjukkan partisipasi dan

keberlangsungan organisasi PKK di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa kinerja
pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 berada pada kondisi yang sangat stabil dan
merata. Tantangan ke depan bukan lagi pada perluasan cakupan,
melainkan pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas pembinaan,
serta penguatan kapasitas kelembagaan agar manfaatnya semakin

optimal bagi masyarakat desa.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Jumlah
penduduk yang tidak terkendali berpotensi menjadi hambatan serius
dalam pencapaian tujuan pembangunan, karena sumber daya yang
tersedia akan lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan
dasar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas program pembangunan
lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan

pangan dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya pengendalian
jumlah penduduk yang terencana dan berkelanjutan, salah satunya
melalui penguatan program Keluarga Berencana (KB). Program KB

tidak hanya bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi
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juga meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan
kelahiran, peningkatan kesadaran reproduksi sehat, serta pemenuhan

hak-hak kesehatan reproduksi.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

. Tahun
No Indikator satuan 2021 2022 2023 2024 2025
Total Fertility anak per
1 oute (TFR) serempuan 226 226 230 198 220

Rasio Akseptor per 1.000

KB WUS 80,14 63,69 71,30 86,96 70,36

PUS peserta KB
Aktif
Cakupan PUS
yang ingin ber-
4 KB tidak persen 16,54 14,13 11,29 11,20 11,90
terpenuhi
(unmeet need)
Laju
5 Pertumbuhan persen 1,28 1,24 1,20 1,16 0,72
Penduduk

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, 2026

pasangan 98.433 41.253 48.852 80.960 70.360

Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika pada
beberapa indikator utama. Total Fertility Rate (TFR) berada pada
kisaran 1,98-2,30 anak per perempuan. Nilai TFR tercatat sebesar
2,26 pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 2,30 pada tahun
2023, kemudian menurun menjadi 1,98 pada tahun 2024 dan kembali
meningkat menjadi 2,20 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan
bahwa tingkat kelahiran masih berada pada kisaran yang relatif

terkendali.

Rasio akseptor KB per 1.000 wanita usia subur (WUS) menunjukkan
fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021 tercatat sebesar
80,14, menurun menjadi 63,69 pada tahun 2022, kemudian
meningkat menjadi 71,30 pada tahun 2023 dan mencapai 86,96 pada
tahun 2024, sebelum kembali menurun menjadi 70,36 pada tahun
2025. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

program keluarga berencana masih mengalami dinamika dan perlu
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terus diperkuat melalui peningkatan sosialisasi serta kualitas

pelayanan KB.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta KB aktif juga mengalami
perubahan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat
sebanyak 98.433 pasangan, kemudian menurun menjadi 41.253
pasangan pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 48.852
pasangan pada tahun 2023, serta meningkat signifikan pada tahun
2024 menjadi 80.960 pasangan dan tercatat sebanyak 70.360
pasangan pada tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan adanya
dinamika dalam partisipasi pasangan usia subur dalam program

keluarga berencana.

Sementara itu, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi
tidak terpenuhi kebutuhannya (unmet need) menunjukkan tren
menurun dari 16,54 persen pada tahun 2021 menjadi 11,20 persen
pada tahun 2024, meskipun sedikit meningkat menjadi 11,90 persen
pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan

akses dan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.

Pada indikator laju pertumbuhan penduduk, terlihat tren penurunan
yang cukup konsisten dari 1,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,24
persen pada tahun 2022, 1,20 persen pada tahun 2023, 1,16 persen
pada tahun 2024, dan menurun signifikan menjadi 0,72 persen pada
tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian
penduduk melalui program keluarga berencana mulai memberikan

dampak terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan pengendalian penduduk
dan keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang cukup
baik, terutama ditunjukkan oleh menurunnya laju pertumbuhan
penduduk serta berkurangnya angka unmet need. Namun demikian,
fluktuasi pada rasio akseptor KB dan jumlah peserta KB aktif
menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat
dalam program keluarga berencana masih perlu terus diperkuat agar
pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal dan

berkelanjutan.
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Upaya peningkatan ketahanan keluarga di Kabupaten Tulang Bawang
juga dilaksanakan melalui penguatan peran kader bina keluarga.
Program ini mencakup berbagai kelompok binaan, antara lain Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga
Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi
Remaja (PIK-KRR), serta Klinik Ketahanan Keluarga. Melalui wadah
tersebut, keluarga didorong untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kesadaran dalam mengelola tumbuh kembang
anak, pembinaan remaja, pendampingan lansia, serta penguatan

kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Tabel 2. 70 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

. Tahun

No Uraian satuan
2021 2022 2023 2024 2025
1 Kelompok UPPKA kelompok 99 99 99 99 119

Jumlah Anggota

2 UPPKA orang 978 978 978 978 1.033
3 Kelompok BKB kelompok 154 154 154 154 152
4  Kelompok BKR kelompok 152 152 152 152 149
S5 Kelompok BKL kelompok 156 156 156 156 157
6 PIK KRR kelompok 28 28 28 28 88

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, 2026

Jumlah Kelompok UPPKA pada periode 2021-2024 tercatat tetap
sebanyak 99 kelompok, kemudian meningkat menjadi 119 kelompok
pada tahun 2025. Peningkatan ini juga diikuti oleh bertambahnya
jumlah anggota UPPKA dari 978 orang pada tahun 2021-2024 menjadi
1.033 orang pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya
penguatan kegiatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha yang

mendukung kesejahteraan keluarga akseptor.

Sementara itu, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) relatif
stabil pada angka 154 kelompok selama tahun 2021-2024, namun
sedikit menurun menjadi 152 kelompok pada tahun 2025. Pola serupa
juga terlihat pada kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang
bertahan pada angka 152 kelompok pada periode 2021-2024,
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kemudian menurun menjadi 149 kelompok pada tahun 2025.
Sebaliknya, kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) menunjukkan
kondisi yang stabil dengan 156 kelompok pada tahun 2021-2024 dan
meningkat tipis menjadi 157 kelompok pada tahun 2025.

Perkembangan yang cukup signifikan terlihat pada kelompok Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK KRR). Selama periode 2021-2024
jumlahnya tetap sebanyak 28 kelompok, namun pada tahun 2025
meningkat tajam menjadi 88 kelompok. Peningkatan ini menunjukkan
adanya upaya penguatan program pembinaan remaja melalui
penyediaan akses informasi dan konseling yang lebih luas dalam

rangka mendukung pembentukan generasi berencana (GenRe).

Secara umum, dinamika jumlah kelompok kegiatan KB di Kabupaten
Tulang Bawang mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah
dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan pembinaan keluarga
sekaligus memperluas cakupan program, khususnya pada kegiatan
yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan
remaja. Perubahan yang terjadi juga dapat dipengaruhi oleh
penyesuaian data dan evaluasi keaktifan kelompok dalam

pelaksanaan program di lapangan.

I. Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung
kelancaran penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam
meningkatkan konektivitas wilayah serta memperlancar mobilitas
masyarakat dan distribusi barang maupun jasa. Ketersediaan sistem
transportasi yang aman, tertib, dan terjangkau menjadi salah satu
faktor utama dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi
masyarakat, sekaligus meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat
pelayanan, kawasan permukiman, serta pusat-pusat kegiatan
ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, penyelenggaraan
transportasi yang baik juga berperan dalam mengurangi
keterisolasian wilayah, memperkuat keterpaduan antarwilayah, serta

mendorong pemerataan pembangunan daerah.
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Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan tersebut,
pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan kualitas
pelayanan transportasi melalui berbagai program dan kegiatan, baik
yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan,
peningkatan keselamatan transportasi, maupun pengawasan
terhadap kelayakan sarana transportasi. Kinerja pembangunan
urusan perhubungan dapat dilihat melalui beberapa indikator yang
menggambarkan tingkat pelayanan transportasi kepada masyarakat,
seperti tingkat mobilitas pengguna angkutan umum serta
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Capaian indikator-
indikator tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan
pelayanan transportasi sekaligus menjadi dasar dalam perumusan

kebijakan pengembangan sektor perhubungan ke depan.

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja urusan
perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode tahun

2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

No Indikator Kinerja satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah arus
1 penumpang jiwa | 20.025 21.159 22.525 39.192 41.610
angkutan umum

Jumlah uji KIR

2 unit 8 11 13 17 19
angkutan umum

g Persentaselayaman . 350 370 304 68 7,28
angkutan darat
Persentase

4 kepemilikan KIR persen 16,66 22,44 20,31 29,31 29,23

angkutan umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025 secara umum menunjukkan tren peningkatan pada
seluruh indikator. Jumlah arus penumpang angkutan umum
meningkat signifikan, mencerminkan membaiknya mobilitas

masyarakat dan pemanfaatan layanan transportasi.
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Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR juga mengalami
peningkatan, yang mengindikasikan meningkatnya kepatuhan
terhadap aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan. Selain itu,
persentase layanan angkutan darat menunjukkan peningkatan, yang

menggambarkan adanya perbaikan cakupan pelayanan transportasi.

Persentase kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan turut mengalami peningkatan meskipun sempat berfluktuasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan perhubungan
menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, masih
diperlukan peningkatan efektivitas program dan kegiatan, penguatan
pengawasan, serta optimalisasi pelayanan transportasi guna
mendukung peningkatan keselamatan dan kelancaran mobilitas

masyarakat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, ketersediaan sarana
transportasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

menunjukkan dinamika yang bervariasi.

Tabel 2. 72 Sarana Transportasi Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Uraian satuan tahun

2021 2022 2023 2024 2025
Bus Antar Kota Antar Provinsi .
(AKAP) unit 6 4 4 6 8
Bus Antar Kota Dalam .
Provinsi (AKDP) unit 23 26 41 42 47
Angkutan Perkotaan unit 19 19 19 10 10
Angkutan Perdesaan unit 0 0 0 0 0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) cenderung
fluktuatif namun meningkat pada akhir periode, sedangkan bus Antar
Kota Dalam Provinsi (AKDP) menunjukkan tren peningkatan yang

cukup signifikan.

Di sisi lain, jumlah angkutan perkotaan mengalami penurunan pada
periode akhir, yang mengindikasikan adanya pergeseran kebutuhan
atau pola mobilitas masyarakat. Sementara itu, angkutan perdesaan

belum tersedia sepanjang periode tersebut.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada
beberapa jenis sarana transportasi, masih terdapat keterbatasan
dalam pemerataan layanan, khususnya pada wilayah perdesaan,
sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pengembangan

transportasi ke depan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
transportasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan angkutan
publik yang efisien, murah, dan tepat waktu. Inovasi moda
transportasi berbasis teknologi, pengembangan angkutan feeder
perdesaan, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang
angkutan massal harus menjadi prioritas pembangunan transportasi

daerah ke depan.

Dengan demikian, penguatan sistem transportasi di Kabupaten
Tulang Bawang bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan
mobilitas penduduk, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam
menciptakan  konektivitas wilayah, mendukung pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru, serta mendorong pembangunan inklusif

antarwilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

J. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu sektor strategis
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
serta pembangunan daerah di era globalisasi dan transformasi digital.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi dan informasi
yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau semakin meningkat, seiring
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin pesat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk semakin
mengandalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan
sehari-hari, baik untuk kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan,

maupun partisipasi dalam proses pembangunan.
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Bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, bidang komunikasi dan
informatika memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas
tata kelola pemerintahan, memperluas jangkauan layanan publik
berbasis elektronik, serta mendorong keterbukaan informasi dan
partisipasi masyarakat. Penguatan infrastruktur teknologi informasi,
peningkatan kualitas layanan komunikasi, serta pengembangan
sistem informasi pemerintahan menjadi faktor kunci dalam
mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,

dan akuntabel.

Perkembangan kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan
informatika selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika
yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam merespons
tantangan digitalisasi dan kebutuhan masyarakat yang terus

berkembang.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi
dan Informatika Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator Kinerja satuan
2021 2022 2023 2024 2025

Persentase penduduk
1 yang menggunakan persen 70,12 73,45 75,08 78,00 80,05
HP/telepon

Proporsi rumah
2 tangga dengan akses persen 65,20 71,03 76,05 82,01 86,00
internet

Proporsi rumah
3 tangga yang memiliki persen 17,03 18,02 20,01 23,04 25,00
komputer pribadi
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada seluruh
indikator, yang mencerminkan semakin meluasnya pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun
2021 tercatat sebesar 70,12 persen. Angka ini meningkat menjadi
73,45 persen pada tahun 2022, kemudian menjadi 75,08 persen pada
tahun 2023, 78,00 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat
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menjadi 80,05 persen pada tahun 2025. Kenaikan yang berkelanjutan
ini menunjukkan bahwa akses dan penggunaan perangkat

komunikasi semakin merata di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, proporsi rumah tangga dengan akses internet juga
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 capaian
indikator ini sebesar 65,20 persen, meningkat menjadi 71,03 persen
pada tahun 2022, kemudian menjadi 76,05 persen pada tahun 2023,
82,01 persen pada tahun 2024, dan mencapai 86,00 persen pada
tahun 2025. Tren ini menggambarkan semakin luasnya ketersediaan
jaringan internet serta meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap konektivitas digital dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.

Sementara itu, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer
pribadi juga mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun
2021 tercatat sebesar 17,03 persen, meningkat menjadi 18,02 persen
pada tahun 2022, 20,01 persen pada tahun 2023, 23,04 persen pada
tahun 2024, dan mencapai 25,00 persen pada tahun 2025. Meskipun
persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan akses
internet dan penggunaan telepon seluler, tren peningkatan ini
menunjukkan adanya perbaikan dalam kepemilikan perangkat

pendukung teknologi informasi.

Secara keseluruhan, capaian indikator bidang komunikasi dan
informatika hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang
positif dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Tulang
Bawang. Peningkatan akses perangkat komunikasi, internet, dan
komputer menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan berbasis elektronik, memperluas akses informasi, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, tantangan yang
perlu diperhatikan adalah memastikan pemerataan akses teknologi
hingga ke wilayah perdesaan, meningkatkan literasi digital
masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

secara inklusif, efektif, dan berkelanjutan.
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K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip
kekeluargaan dan dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam
penyelenggaraannya, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah
penguatan ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan

kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang melaksanakan
rapat anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun
terakhir serta menjalankan kegiatan usaha secara nyata untuk
melayani kepentingan anggotanya. Sementara itu, koperasi sehat
adalah koperasi yang mampu menyelenggarakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) secara tepat waktu. RAT merupakan forum
pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi yang berfungsi
sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota,
sekaligus untuk menetapkan kebijakan dan arah pengembangan
koperasi ke depan. Penyelenggaraan RAT minimal satu kali dalam satu
tahun juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja

usaha dan kondisi neraca keuangan koperasi.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Tulang Bawang perlu terus
didorong agar tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga
meningkat dari sisi kualitas kelembagaan dan tata kelola. Aspek
kesehatan koperasi telah diatur dalam ketentuan dan regulasi yang
berlaku, sehingga koperasi diharapkan mampu dikelola secara
akuntabel, transparan, dan profesional. Dengan demikian,
keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi

anggotanya serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga memiliki
peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,
penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan
masyarakat. Sinergi antara koperasi dan UKM menjadi salah satu
kunci dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan di

Kabupaten Tulang Bawang.
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Tabel 2. 74 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

. . Tahun

No Jenis Usaha Koperasi satuan 2021 2022 2023 2024 2025

1  Koperasi unit 202 202 204 206 318
Koperasi yang .

2 melaksanakaan RAT unit 45 30 22 18 18
Koperasi Unit Desa .

3 (KUD) unit 1 1 1 1 1

4  Koperasi Aktif unit 58 61 77 79 237

5 Koperasi Tidak Aktif unit 144 141 127 127 81

6 Koperasi Sehat unit - 7 - 5 -

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Tulang Bawang
menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan
meningkat pada periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat
sebanyak 202 unit koperasi, jumlah ini tetap sama pada 2022,
kemudian naik menjadi 204 unit pada 2023, 206 unit pada 2024, dan
melonjak signifikan menjadi 318 wunit pada 2025. Pola ini
menunjukkan bahwa secara kuantitas, perkembangan koperasi relatif

terjaga, bahkan mengalami peningkatan tajam di tahun terakhir.

Dari sisi tata kelola, jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) justru mengalami penurunan konsisten. Pada
2021 terdapat 45 koperasi yang melaksanakan RAT, turun menjadi 30
unit pada 2022, 22 unit pada 2023, dan hanya 18 unit pada 2024 dan
2025. Kondisi ini mengindikasikan masih terbatasnya kepatuhan
koperasi dalam menjalankan kewajiban kelembagaan, yang

merupakan indikator utama koperasi sehat.

Untuk Koperasi Unit Desa (KUD), jumlahnya relatif stabil. Sepanjang
periode 2021-2025 tercatat 1 unit KUD setiap tahun. Stabilitas ini
menunjukkan keberadaan KUD tetap terjaga, meskipun jumlahnya
sangat terbatas sehingga peran strategisnya dalam mendukung

perekonomian perdesaan masih perlu diperkuat.

Dilihat dari tingkat keaktifan, jumlah koperasi aktif mengalami
peningkatan signifikan di akhir periode. Pada 2021 tercatat 58
koperasi aktif, naik menjadi 61 unit pada 2022, 77 unit pada 2023, 79
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unit pada 2024, dan melonjak drastis menjadi 237 unit pada 2025.
Sebaliknya, jumlah koperasi tidak aktif menurun dari 144 unit pada
2021, menjadi 141 unit pada 2022, 127 unit pada 2023 dan 2024,
hingga 81 unit pada 2025. Perubahan ini menunjukkan adanya
perbaikan nyata dalam keaktifan koperasi, terutama di tahun

terakhir.

Sementara itu, jumlah koperasi sehat masih sangat terbatas dan
fluktuatif. Pada 2021 belum tercatat koperasi sehat, kemudian
muncul 7 unit pada 2022, kembali tidak ada pada 2023, tercatat 5
unit pada 2024, dan kembali tidak ada pada 2025. Kondisi ini
mencerminkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan tata kelola,

keberlanjutan koperasi sehat masih belum stabil.

Secara keseluruhan, perkembangan koperasi di Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi meningkat
tajam pada 2025, tantangan utama tetap terletak pada peningkatan
kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap RAT, serta konsistensi
dalam menjaga status koperasi sehat. Hal ini menegaskan bahwa
penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya bergantung pada jumlah
koperasi sebagai lembaga formal, tetapi juga pada kualitas tata kelola

dan keaktifan usaha yang dijalankan oleh para pelaku koperasi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan usaha mikro memiliki peran
yang sangat strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah,
khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Usaha mikro juga menjadi
basis potensial bagi pengembangan koperasi, baik sebagai anggota

maupun sebagai mitra usaha.
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Gambar 2. 56 Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, 2026 (diolah)

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan tren yang konsisten meningkat.
Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28.692 unit usaha mikro,
kemudian melonjak menjadi 36.305 unit pada 2022. Pertumbuhan
berlanjut dengan 38.292 unit pada 2023, sedikit naik menjadi 38.506
unit pada 2024, dan mencapai 38.606 unit pada 2025. Pola ini
mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
serta minat berwirausaha yang semakin kuat, terutama pada fase

pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kenaikan jumlah usaha mikro ini menjadi indikator penting bagi
dinamika ekonomi daerah. Pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun
ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang semakin
aktif memanfaatkan peluang wusaha kecil sebagai sumber
penghidupan dan penguatan ekonomi keluarga. Meski laju
pertumbuhan cenderung melambat setelah 2023, konsistensi
peningkatan tetap memberikan sinyal positif terhadap daya tahan

sektor usaha mikro.

Secara keseluruhan, perkembangan usaha mikro di Kabupaten

Tulang Bawang tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Program
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pembinaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan,
serta dukungan kelembagaan koperasi dan UKM menjadi faktor
pendorong utama. Upaya ini secara bertahap meningkatkan kapasitas
dan daya saing pelaku usaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi

kerakyatan di tingkat lokal.

Pertumbuhan jumlah wusaha mikro (UMK) turut berkontribusi
terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya pada
sektor informal. Seiring dengan bertambahnya jumlah unit usaha dari
28.692 pada 2021 menjadi 38.606 pada 2025, kapasitas UMK dalam
menyerap tenaga kerja juga semakin besar. Hal ini mencerminkan
bahwa usaha mikro tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi
keluarga, tetapi juga sebagai tulang punggung penciptaan lapangan

kerja di tingkat lokal.

Untuk memperjelas hubungan antara pertumbuhan usaha mikro dan
penyerapan tenaga kerja, data ini dapat disajikan dalam bentuk grafik.
Visualisasi akan memperlihatkan tren peningkatan jumlah UMK dari
tahun ke tahun, sekaligus menegaskan kontribusinya terhadap

dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Tulang Bawang.

Gambar 2. 57 Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro
di Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025
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Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026
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Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya
meningkatkan jumlah unit usaha, tetapi juga berdampak langsung
pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2021, usaha mikro mampu
menyerap 57.384 orang tenaga kerja, kemudian melonjak signifikan
menjadi 72.610 orang pada 2022. Tren positif ini berlanjut dengan
76.584 orang pada 2023, sedikit meningkat menjadi 77.012 orang
pada 2024, dan mencapai 77.212 orang pada 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran penting
dalam menyediakan lapangan kerja di tingkat lokal. Kenaikan
signifikan pada 2022 mencerminkan fase pemulihan ekonomi
pascapandemi, di mana masyarakat semakin aktif membuka usaha
baru. Setelah itu, laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja
cenderung melambat, namun tetap stabil di kisaran 77 ribu orang. Hal
ini menandakan konsistensi kontribusi usaha mikro terhadap

dinamika ketenagakerjaan daerah.

Secara keseluruhan, usaha mikro menjadi salah satu pilar penting
dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Tulang Bawang. Selain
memperkuat daya tahan ekonomi keluarga, usaha mikro juga
berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas usaha
mikro melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan
usaha akan semakin menentukan besarnya kontribusi sektor ini

terhadap pembangunan daerah.

L. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal dilaksanakan
berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, guna
memastikan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan manfaat
yang optimal bagi pembangunan daerah. Penanaman modal
merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional,
melalui penciptaan nilai tambah ekonomi, perluasan kesempatan

kerja, serta peningkatan kapasitas produksi daerah.
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Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh tingkat
kondusivitas iklim investasi. Iklim investasi yang baik ditentukan oleh
kejelasan dan konsistensi kebijakan di bidang penanaman modal,
termasuk regulasi dan peraturan pelaksanaannya, yang secara
langsung berdampak pada efektivitas sistem dan prosedur pelayanan
kepada investor. Selain aspek kebijakan, ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung, kualitas sumber daya aparatur pelayanan,
serta adanya kesamaan persepsi dan koordinasi antarinstansi dalam
memandang keberadaan investor juga menjadi faktor penting dalam

membentuk iklim penanaman modal yang kompetitif.

Kondisi iklim penanaman modal yang kondusif tersebut akan
meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi, baik
penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
Dengan meningkatnya minat investor, diharapkan terjadi akselerasi

pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Sejalan dengan hal tersebut, capaian indikator kinerja urusan
penanaman modal di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan
upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
investasi dan memperkuat iklim usaha. Perkembangan indikator-

indikator tersebut selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja satuan
2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah Investor

Berskala Nasional unit - 3.418 6.681 4.373 3.446
(PMA/PMDN)
1
-Investor PMA unit - - - 3 2
-Investor PMDN unit - 3.418 6.681 4.370 3.444

Jumlah nilai

investasi berskala Miliar

nasional Rupiah
2 (PMDN/PMA)

357,06 408,40 283,33 354,67 | 821,69

Investasi PMA  Miliar 545 o656 | 47,13 1581 @ 5821
Rupiah

11-259



Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja satuan
2021 2022 2023 2024 2025

Investasi PMDN MHar 500 50 38184 236,20 33886 763,48
Rupiah
g [lemagaKemayang ... 459 587 270 1.078  1.095

Terserap

Rasio daya serap

. 1,29 1,44 0,95 3,04 1,33
tenaga kerja

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan
pembangunan yang potensial bagi suatu wilayah. Keberadaan
penanaman modal berskala nasional, baik Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), diharapkan
mampu mengoptimalkan potensi perekonomian daerah serta
menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Di
Kabupaten Tulang Bawang, arah penanaman modal umumnya
terkonsentrasi pada sektor tersier, seperti penyediaan akomodasi dan
makan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan
pergudangan, serta informasi dan komunikasi, yang sejalan dengan
karakteristik wilayah yang berkembang sebagai pusat aktivitas

ekonomi berbasis jasa dan perdagangan.

Berdasarkan Tabel 2.83, capaian kinerja urusan penanaman modal di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan
dinamika yang fluktuatif. Jumlah investor berskala nasional pada
tahun 2021 belum tercatat, namun pada tahun 2022 tercatat
sebanyak 3.418 unit dan meningkat signifikan menjadi 6.681 unit
pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah investor menurun menjadi
4.373 unit pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 3.446 unit
pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2024 terdapat 3
investor PMA dan 4.370 investor PMDN, sedangkan pada tahun 2025
terdapat 2 investor PMA dan 3.444 investor PMDN. Data ini
menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Tulang Bawang masih

sangat didominasi oleh PMDN.

Dari sisi nilai investasi, total realisasi penanaman modal juga

menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021,
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nilai investasi tercatat sebesar Rp357,06 miliar, yang terdiri dari PMA
sebesar Rp3,80 miliar dan PMDN sebesar Rp353,26 miliar. Nilai
investasi meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp408,40 miliar,
kemudian menurun menjadi Rp283,33 miliar pada tahun 2023. Pada
tahun 2024, realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp354,67
miliar, dan melonjak cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi
Rp821,69 miliar. Peningkatan tajam pada tahun 2025 terutama
didorong oleh investasi PMDN yang mencapai Rp763,48 miliar,

sementara PMA tercatat sebesar Rp58,21 miliar.

Sejalan dengan perkembangan investasi tersebut, jumlah tenaga kerja
yang terserap juga menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun
terakhir. Pada tahun 2021 tenaga kerja yang terserap sebanyak 459
orang, meningkat menjadi 587 orang pada tahun 2022, kemudian
menurun menjadi 270 orang pada tahun 2023. Namun demikian,
pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 1.078 orang dan
kembali meningkat menjadi 1.095 orang pada tahun 2025. Rasio daya
serap tenaga kerja tercatat sebesar 1,29 pada tahun 2021, meningkat
menjadi 1,44 pada tahun 2022, menurun menjadi 0,95 pada tahun
2023, melonjak menjadi 3,04 pada tahun 2024, dan kembali berada
pada angka 1,33 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanaman modal Kabupaten
Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika
yang cukup signifikan, dengan peningkatan nilai investasi yang sangat
kuat pada tahun 2025 serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja
dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi modal penting bagi
pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi yang kondusif,
mendorong diversifikasi sektor usaha, serta memastikan bahwa
pertumbuhan investasi memberikan dampak nyata terhadap
penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah secara

berkelanjutan.
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M. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan daerah,
khususnya dalam upaya penguatan kualitas sumber daya manusia
(SDM). Sebagai agen perubahan, pemuda memiliki peran penting
dalam mendorong partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya, serta
dalam menyinergikan berbagai langkah pembangunan di tingkat
daerah. Oleh karena itu, pengembangan kepemudaan menjadi salah
satu aspek penting dalam menciptakan generasi yang berdaya saing,

berkarakter, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan.

Keberadaan organisasi kepemudaan memiliki peran krusial sebagai
wadah pembinaan, pengembangan potensi, serta penguatan
kepemimpinan generasi muda. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berkelanjutan
mendorong dinamika kegiatan kepemudaan melalui berbagai program
dan kegiatan. Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui
pengiriman pemuda dan pemudi dalam kegiatan berskala regional dan
nasional, seperti Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia,
serta pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan lomba kewirausahaan
pemuda guna meningkatkan kemandirian dan kreativitas generasi
muda. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 42 organisasi kepemudaan
yang aktif di Kabupaten Tulang Bawang, yang menunjukkan semakin
berkembangnya partisipasi dan peran generasi muda dalam berbagai

kegiatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan pengembangan kepemudaan, bidang keolahragaan
juga menjadi bagian integral dalam pembangunan SDM dan
peningkatan prestasi daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
secara konsisten melaksanakan pembinaan dan pengembangan
olahraga, baik melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat
kabupaten maupun melalui pengiriman atlet untuk mengikuti
berbagai kejuaraan di tingkat provinsi, regional, dan nasional. Selain
itu, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 35 organisasi olahraga yang
aktif, yang berperan sebagai wadah pembinaan atlet dan

pengembangan cabang olahraga di daerah.
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Capaian pembangunan di bidang keolahragaan tercermin dari prestasi
kontingen Kabupaten Tulang Bawang pada ajang Pekan Olahraga
Provinsi (PORPROV) Lampung yang diselenggarakan setiap empat
tahun. Terdapat tren peningkatan perolehan medali dari waktu ke
waktu. Pada PORPROV Lampung IX tahun 2022, Kabupaten Tulang
Bawang berhasil meraih 103 medali, meningkat dibandingkan
perolehan 91 medali pada PORPROV tahun 2018 dan 85 medali pada
PORPROV tahun 2014. Peningkatan tersebut menunjukkan hasil dari

pembinaan atlet yang semakin terarah dan berkelanjutan.

Tabel 2. 76 Perolehan Medali Kontingen Tulang Bawang
Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi

Perolehan Medali

No Porprov
Emas Perak Perunggu Total
) PORPROV LAMPUNG VII Tahun 13 95 47 35
2014
5 PORPROV LAMPUNG VIII Tahun 14 36 41 91
2018
3 gOO;PROV LAMPUNG IX Tahun 15 39 36 103

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tulang Bawang, 2024

N. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki peran yang sangat penting
dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi
pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
perencanaan pembangunan daerah wajib disusun berdasarkan data
dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki
kewajiban untuk menyediakan data dan informasi statistik yang
berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Selain dimanfaatkan oleh pemerintah, data dan informasi statistik
juga dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain
untuk pengembangan usaha, kegiatan penelitian, serta kebutuhan

analisis lainnya.

11-263



Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik, statistik dikelompokkan ke dalam statistik dasar, statistik
sektoral, dan statistik khusus. Dalam lingkup pemerintahan daerah,
penyelenggaraan statistik mencakup statistik dasar dan statistik
sektoral. Statistik dasar merupakan kewenangan Badan Pusat
Statistik (BPS), sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai
penyelenggara statistik sektoral. Dalam pelaksanaannya, pemerintah
daerah wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei
statistik sektoral kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan,
serta menyerahkan hasil survei yang telah dilaksanakan kepada BPS

sebagai bagian dari sistem statistik nasional.

Data dan informasi statistik yang dihasilkan digunakan untuk
mengidentifikasi kecenderungan (tren) pembangunan di masa
mendatang, menentukan prioritas pembangunan daerah, serta
menjadi acuan dalam proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan. Selain itu, data statistik juga berperan penting dalam
memperkirakan dan mengantisipasi potensi bencana, risiko, serta
hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan

pembangunan daerah.

Pelaksanaan wurusan statistik di Kabupaten Tulang Bawang
diwujudkan melalui penyusunan berbagai dokumen analisis dan basis
data pembangunan daerah, antara lain dokumen analisis makro
ekonomi, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengelolaan database
daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengelola Portal Satu Data
Kabupaten Tulang Bawang sebagai sarana integrasi dan diseminasi
data lintas perangkat daerah, serta melaksanakan koordinasi
pengelolaan data secara berkelanjutan bersama Badan Pusat Statistik
untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data

pembangunan daerah.
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Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Tahun

No Indikator 2021 2022 2023 2024 2025

Tersedianya buku profil daerah
1 (Kabupaten Tulang Bawang ada ada ada - -
Dalam Angka)

2 Tersedianya buku PDRB ada ada ada - -

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Statistik merupakan basis fundamental dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah. Seluruh dokumen perencanaan
pada prinsipnya bertolak dari kondisi pembangunan yang
direpresentasikan melalui data statistik yang tersaji secara sistematis,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,
ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan
menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan perencanaan

pembangunan yang tepat sasaran.

Idealnya, penyajian data statistik dilakukan secara progresif dan
berkelanjutan agar informasi yang digunakan sebagai dasar
perencanaan mampu mencerminkan kondisi terkini. Namun dalam
praktiknya, publikasi statistik tahunan memerlukan proses
pengumpulan, verifikasi, dan validasi data secara menyeluruh,
sehingga penerbitannya umumnya dilakukan pada tahun berikutnya.
Kondisi ini menyebabkan data yang digunakan dalam perencanaan
tidak selalu mencerminkan periode waktu paling mutakhir, tetapi
tetap menjamin kualitas dan akurasi data sesuai standar statistik

resmi.

Berdasarkan Tabel 2.92, indikator Tersedianya Buku Profil Daerah
(Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka) dan Tersedianya Buku
PDRB tercatat tersedia (ada) pada tahun 2021-2023 dalam bentuk
buku cetak. Sementara itu, pada tahun 2024 dan 2025 tidak
dilakukan pencetakan dalam bentuk hardcopy.

Namun demikian, publikasi tersebut tetap tersedia dalam bentuk soft

file (digital) dan dapat diakses melalui website resmi Badan Pusat
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Statistik (BPS). Dengan demikian, meskipun tidak dicetak secara fisik,
dokumen Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka maupun publikasi
PDRB tetap tersusun dan dipublikasikan secara resmi melalui kanal
daring BPS, sehingga tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber data
dalam penyusunan perencanaan, evaluasi pembangunan, serta
kebutuhan informasi publik. Berdasarkan data yang tersedia,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki publikasi
statistik utama berupa buku “Kabupaten Tulang Bawang Dalam
Angka” yang diterbitkan secara berkelanjutan untuk periode 2021
hingga 2023. Perlu dipahami bahwa penamaan tahun pada publikasi
tersebut mengacu pada tahun penerbitan, sedangkan data statistik
yang disajikan di dalamnya merupakan data tahun sebelumnya.
Dengan demikian, buku “Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka
2023” memuat data statistik hingga tahun 2022 serta beberapa
indikator yang bersifat berkelanjutan, sesuai dengan praktik baku

penyusunan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Sejalan dengan itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib
nonpelayanan dasar di bidang statistik tetap dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, khususnya melalui penyediaan dan pemanfaatan
statistik sektoral. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah
penyusunan dan penyediaan buku Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) sebagai bagian dari statistik ekonomi daerah. Buku PDRB
Kabupaten Tulang Bawang telah tersedia untuk periode tahun 2021
hingga 2023 dan digunakan sebagai dasar analisis kinerja

perekonomian daerah serta perumusan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik tersebut telah sejalan dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta
mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Dengan demikian, penguatan tata kelola statistik daerah menjadi
elemen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan
Kabupaten Tulang Bawang yang berbasis data, akurat, terintegrasi,

dan berkelanjutan.
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O. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan strategis
yang berperan penting dalam menjamin keamanan data dan informasi
di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah
Daerah, persandian didefinisikan sebagai kegiatan pengamanan data
dan/atau informasi yang dilaksanakan melalui penerapan konsep,
teori, seni, dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya
secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan menjunjung

tinggi etika profesi sandi.

Pelaksanaan persandian di pemerintah daerah bertujuan untuk: (1)
menciptakan harmonisasi penyelenggaraan persandian antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan
informasi; (2) meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja
pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan
kegiatan persandian; serta (3) memberikan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam menetapkan pola hubungan dan komunikasi sandi
antar perangkat daerah. Dengan tujuan tersebut, penyelenggaraan
persandian menjadi bagian integral dalam mendukung tata kelola

pemerintahan yang aman dan terpercaya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan penataan
kelembagaan perangkat daerah, kewenangan pemerintah daerah
dalam urusan persandian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran
undang-undang tersebut, urusan persandian diklasifikasikan sebagai
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan utama pemerintah daerah
dalam wurusan ini adalah penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui tata kelola
Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang mencakup lima aspek

utama, yaitu kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authenticity),
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keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan/atau nirsangkal
(non-repudiation) informasi. Penerapan JKI menjadi fondasi dalam
menjaga keandalan sistem informasi pemerintah daerah, khususnya
dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan persandian antara lain
diukur dari jumlah informasi dan konten informasi yang wajib
diamankan dengan sistem persandian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah juga
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan layanan dukungan
pengamanan informasi, yang keberhasilannya diukur melalui jumlah
aset dan/atau fasilitas strategis yang harus dilindungi dari potensi

ancaman terhadap keamanan informasi.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan persandian memiliki
peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis
elektronik, menjamin keamanan data dan informasi, serta
mendukung penyelenggaraan sistem informasi yang andal dan aman.
Dengan demikian, persandian menjadi salah satu pilar penting dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi informasi dan dinamika transformasi digital.

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

No Indikator satuan

Persentase sistem
informasi perangkat
1 daerah yang persen 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00
diamankan dengan
sertifikat elektronik

Persentase perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi
2 (e-sign/tanda tangan persen 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00
elektronik) dalam
komunikasi
perangkat daerah

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026
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Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten,
khususnya dalam aspek pengamanan sistem informasi dan penerapan

sandi elektronik di lingkungan perangkat daerah.

Pada indikator persentase sistem informasi perangkat daerah yang
diamankan dengan sertifikat elektronik, capaian pada tahun 2021
telah berada pada angka 70,00 persen. Nilai tersebut tetap stabil pada
tahun 2022 dan 2023 dengan capaian yang sama, yaitu 70,00 persen.
Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 80,00 persen
dan capaian tersebut dapat dipertahankan hingga tahun 2025 sebesar
80,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sistem
informasi perangkat daerah telah memperoleh pengamanan melalui
sertifikat elektronik, serta adanya penguatan komitmen pemerintah
daerah dalam menjaga aspek keamanan informasi, meskipun masih
terdapat ruang peningkatan untuk mencapai cakupan yang lebih

menyeluruh.

Sementara itu, pada indikator persentase perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam
komunikasi perangkat daerah, capaian pada tahun 2021 hingga 2023
masih berada pada angka 0,00 persen, yang menunjukkan bahwa
pada periode tersebut belum terdapat implementasi penggunaan sandi
elektronik secara formal di lingkungan perangkat daerah.
Implementasi mulai dilakukan pada tahun 2024 dengan capaian
sebesar 20,00 persen, dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025
menjadi 40,00 persen. Peningkatan ini mencerminkan dimulainya
akselerasi transformasi digital dalam tata kelola komunikasi
kedinasan, meskipun tingkat adopsinya masih perlu terus didorong

agar dapat menjangkau seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja urusan persandian Kabupaten Tulang
Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan arah perkembangan
yang positif. Aspek pengamanan sistem informasi melalui sertifikat
elektronik telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dan stabil,
sementara penggunaan sandi elektronik dalam komunikasi kedinasan

mulai menunjukkan progres nyata sejak tahun 2024. Ke depan,
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diperlukan percepatan implementasi tanda tangan elektronik serta
optimalisasi pengamanan seluruh sistem informasi guna mewujudkan
tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan

berintegritas.

P. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan, kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi
juga memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan
berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan
menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas
hidup manusia secara utuh dan seimbang, mencakup dimensi

ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan tersebut, pemajuan
kebudayaan merupakan upaya kolektif untuk memperkuat ketahanan
budaya daerah sekaligus meningkatkan kontribusi budaya lokal di
tengah arus globalisasi dan dinamika perubahan peradaban.
Pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Pendekatan
ini menempatkan kebudayaan tidak hanya sebagai objek pelestarian,
tetapi juga sebagai sumber daya pembangunan yang mampu
menciptakan nilai tambah sosial, ekonomi, dan spiritual bagi

masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk
mendorong pemajuan kebudayaan daerah secara terencana dan
berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan kebudayaan
yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan ekspresi
budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta

memperkuat identitas dan jati diri daerah.
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Perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten
Tulang Bawang selama periode 2021-2025 mencerminkan
implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan yang terus
diupayakan secara bertahap. Gambaran lebih rinci mengenai capaian

kinerja bidang kebudayaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

. Tahun
No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 2025

Penyelenggaraan festifal

t 0 1 1 1 1
seni dan budaya even

Benda, Situs dan
2 Kawasan Cagar Budaya lokasi 38 38 38 38 38
yang dilestarikan

Persentase kelompok
kesenian yang aktif
3 terlibat/mengadakan persen 0 12,28 13,71 15,65 15,65
pertunjukan kesenian
dalam 1 tahun terakhir

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025 (diolah)

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai dilakukan sejak
tahun 2022 dan konsisten dilaksanakan satu kali per tahun hingga
2025. Salah satu bentuk nyata kegiatan ini adalah Festival Budaya
Megow Pak, yang menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya lokal
sekaligus sarana promosi kekayaan budaya daerah. Pada tahun 2021
festival Megow Pak dan Seni Budaya Tulang Bawang tidak
dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocusing

anggaran.

Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan selama lima tahun terakhir tercatat tetap sebanyak 37
lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian
kebudayaan masih berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan
aset yang telah ada, tanpa adanya penambahan atau penetapan lokasi
cagar budaya baru. Tidak bertambahnya jumlah cagar budaya
tersebut diduga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran,
ketersediaan tenaga ahli, serta proses identifikasi dan penetapan

cagar budaya yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut.
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Tabel 2. 80 Daftar Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kabupaten Tulang Bawang

Nama Situs Cagar Budaya

Kantor Hollandsch Inlandsche
School (HIS) Menggala

Gedung Perwatin
Tanggo Rajo

Kantor Pos dan Giro Menggala

Lembaga Permasyarakatan
Menggala

Dermaga Menggala

Gedung Veteran (Eks)
Masjid Agung Baiturrahman
Gedung Joeang 45

Lapangan Miau

Makam Menak Ngegulung
Sakti

Makam Menak Sengaji
Makam Menak Rio Kuaso

Makam Menak Tualo

Rumah Warga Negara
Rumah Pangeran Jaya Singa

Makam Hi. Abu Bakar

Makam Menak Ratu
Bebuyutan

Makam Menak Ratu Penemban
Makam Menak Ratu Geping
Makam Pangeran Ratu

Makam Menak Muli

Makam Menak Temenggung
Makam Menak Mulat

Makam Pangeran Tembuh
Makam Menak Rajo Wali

Makam Kesuma

Jenis
(Benda/Situs/
Kawasan)
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situs

situs
situs

situs

situs

situs
situs
situs
situs

situs

situs

situs
situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

situs

Lokasi

Menggala

Menggala
Menggala

Menggala
Menggala

Menggala
Menggala
Menggala
Menggala
Menggala

Menggala

Menggala
Menggala

Menggala

Menggala
Timur
Menggala
Timur
Menggala
Timur
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Gedung
Meneng
Dente
Teladas
Dente
Teladas
Penawar
Tama

Status
Penetapan

Terdaftar

Terdaftar
Terdaftar

Terdaftar
Terdaftar

Terdaftar
Terdaftar
Terdaftar
Terdaftar

Terdaftar
Terdaftar

Terdaftar
Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar

Terdaftar



Jenis

No Nama Situs Cagar Budaya (Benda/Situs/ Lokasi Status
Penetapan
Kawasan)
28  Makam Ratu Makmanao situs Banjar Terdaftar
Agung
29 Makam R. Bagus Sulaiman situs Banjar Terdaftar
Agung
Bani
30 Makam Menak Banjar Agung situs arjar Terdaftar
Agung
R jit
31 Makam Umbul Hamid situs awa_u . Terdaftar
Timur
Bani
32 Makam Menak Negara Sakti Aji situs ;:ﬁir Terdaftar
33 Makam Nyecang Bumi situs Meraksa Aji  Terdaftar
34 Makam Raden Bagus situs Penawar Aji =~ Terdaftar
35 Makam Sepahit Lidah situs Gedung Aji ~ Terdaftar
36 Makam Menak Negara Sakti Aji situs Gedung Aji =~ Terdaftar
37 Makam Menak Nyeranggem situs Gedung Aji = Terdaftar

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Q. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mentransformasikan
ilmu pengetahuan dan informasi guna mewujudkan masyarakat yang
cerdas, kritis, dan inovatif. Selain berfungsi sebagai pusat layanan
informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan
juga berperan sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan
penguatan literasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan
pemanfaatan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kegemaran
membaca masyarakat (reading habit society) menuju terbentuknya
masyarakat belajar (learning society), yang pada akhirnya
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Dalam mendukung peran tersebut, perpustakaan dituntut untuk
menyediakan koleksi bahan bacaan yang lengkap, relevan, mudah
diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu
indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan bidang
perpustakaan adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), yang
mencerminkan kebiasaan dan budaya membaca masyarakat. TGM

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan keluarga,
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satuan pendidikan, komunitas sosial, serta persepsi masyarakat

terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 2. 58 Tingkat Gemar Membaca Masyarakat
kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025
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Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil Survei Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Indeks
Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Tulang
Bawang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2024,
meskipun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan. Nilai
indeks TGM tercatat sebesar 51,27 pada tahun 2022, kemudian
meningkat menjadi 53,00 pada tahun 2023, dan kembali mengalami
peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 59,78 pada
tahun 2024. Pada tahun 2025, indeks TGM tercatat sebesar 58,58,
sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih
berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan capaian pada awal

periode.

Peningkatan indeks tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada
aspek-aspek yang membentuk tingkat kegemaran membaca
masyarakat, seperti frekuensi membaca, durasi membaca, serta
jumlah dan ragam bahan bacaan yang diakses oleh masyarakat.

Meskipun terjadi penurunan tipis pada tahun terakhir, capaian
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tersebut tetap menunjukkan bahwa minat baca masyarakat
Kabupaten Tulang Bawang secara umum mengalami perkembangan

yang positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kegemaran
membaca masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang cenderung
meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan
semakin membaiknya budaya literasi di masyarakat. Ke depan, upaya
penguatan literasi tetap perlu terus dilakukan melalui peningkatan
akses bahan bacaan, pengembangan layanan perpustakaan, serta
berbagai program literasi yang mampu menjangkau masyarakat

secara lebih luas.

Untuk mendukung peningkatan budaya literasi tersebut, tingkat
pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat juga menjadi
salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan. Tingginya minat
baca masyarakat pada umumnya akan diikuti dengan meningkatnya
kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai salah satu sumber

utama dalam memperoleh bahan bacaan dan informasi.

Oleh karena itu, rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
menjadi indikator yang dapat menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan
yang tersedia. Indikator ini sekaligus mencerminkan efektivitas
penyelenggaraan layanan perpustakaan daerah dalam menarik minat
masyarakat untuk membaca dan mengakses berbagai sumber

informasi.

Tabel 2. 81 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
Indikator satuan
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah
Kunjungan ke kunjungan 1.180 1.205 979 1.092 1.103
Perpustakaan

Jumlah penduduk jiwa 430.630 | 431.208 | 433.570 | 440.040 | 442.320

Rasio jumlah orang per
pengunjung 1.000 2,74 2,79 2,26 2,48 2,49
perpustakaan penduduk

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)
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Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per 1.000 penduduk di
Kabupaten Tulang Bawang selama beberapa tahun terakhir
menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung membaik
pada periode akhir. Rasio pengunjung perpustakaan tercatat berada
pada kisaran 2,26 hingga 2,79 orang per 1.000 penduduk, sementara
jumlah kunjungan perpustakaan berada pada kisaran sekitar 979
hingga 1.205 kunjungan, dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat hingga mencapai lebih dari 442 ribu jiwa pada akhir

periode.

Fluktuasi rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan
layanan perpustakaan oleh masyarakat belum sepenuhnya stabil,
karena perubahan jumlah kunjungan tidak selalu sebanding dengan
pertumbuhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, pada periode
terakhir terlihat adanya peningkatan kembali pada jumlah kunjungan

dan rasio pengunjung perpustakaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses dan pemanfaatan
perpustakaan oleh masyarakat mulai menunjukkan perbaikan,
namun masih perlu terus didorong melalui peningkatan layanan
perpustakaan, penguatan budaya literasi, serta perluasan jangkauan

layanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan layanan
perpustakaan oleh masyarakat, ketersediaan dan keragaman koleksi
bahan bacaan di perpustakaan daerah juga menjadi faktor penting
yang dapat mendukung peningkatan minat kunjung dan aktivitas
literasi masyarakat. Koleksi buku yang memadai, baik dari segi jumlah
judul maupun variasi kelompok buku, akan memberikan lebih banyak
pilihan bacaan bagi masyarakat serta menunjang fungsi perpustakaan

sebagai pusat informasi dan pembelajaran.

Oleh karena itu, perkembangan jumlah buku perpustakaan daerah
berdasarkan judul atau kelompok buku perlu diperhatikan sebagai
bagian dari upaya penguatan layanan perpustakaan daerah. Adapun
gambaran jumlah koleksi buku tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 2. 82 Jumlah Buku Perpustakaan Daerah
Berdasarkan Judul/Kelompok Buku Tahun 2021-2025

No Judul/Kelompok Tahun
2021 2022 2023 2024 2025
1 Umum 351 351 351 351 355
2 Filsafat 203 293 293 293 307
3  Agama 1.029 1.029 1.029 1.029 1.057
4 Imu Politik 2.347 2.347 2.347 2.347 2.387
S Bahasa 334 334 334 334 342
6 Imu Murni 766 766 766 766 784
7 Imu Terapan 1.945 1.945 1.945 1.945 2.007
8  Kesenian 508 598 598 598 622
9 Sastra 738 738 738 738 762
10

Sejarah dan Geografi 216 216 216 216 244

Jumlah 8.617 8.617 8.617 8.617 8.867
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Jumlah koleksi menurut kelompok bidang ilmu pada periode tahun
2021 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stagnan, dengan
total keseluruhan tetap sebesar 8.617 setiap tahunnya. Hal ini
mengindikasikan belum adanya penambahan atau pembaruan koleksi

pada periode tersebut.

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah koleksi pada seluruh
kelompok bidang ilmu, dengan total meningkat menjadi 8.867 atau
bertambah sebanyak 250 dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan terjadi secara merata di semua kelompok, dengan
dominasi tetap pada kelompok Ilmu Politik dan Ilmu Terapan, serta
diikuti kenaikan pada kelompok lainnya seperti Agama, Ilmu Murni,

dan Sejarah dan Geografi.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan adanya upaya
pengembangan koleksi pada tahun 2025 setelah periode sebelumnya
yang cenderung stagnan. Ke depan, pengembangan koleksi perlu
dilakukan secara konsisten dan terarah, dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat serta keseimbangan antar bidang ilmu, guna

mendukung peningkatan kualitas layanan dan literasi masyarakat.
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Sejalan dengan upaya tersebut, ketersediaan sarana pendukung
berupa perpustakaan juga menjadi faktor penting dalam menjamin
akses masyarakat terhadap koleksi yang tersedia. Oleh karena itu,
pada tabel berikut disajikan jumlah perpustakaan di Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2021-2025 sebagai gambaran perkembangan

fasilitas layanan perpustakaan di daerah.

Tabel 2. 83 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Judul/Kelompok Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

A Perpustakaan Umum

1 Perpustakaan Kampung/Kelurahan 63 63 63 63 63
2  Perpustakaan Umum Kabupaten 1 1 1 1 1
B Perpustakaan Khusus

1  Milik Pemerintah /Institusi 4 4 4 4 4
2 Swasta/Komunitas 6 6 6 6

C Perpustakaan Sekolah

1 SD 130 130 130 142 157
2 Ml 2 3 10 15 21
3 SMP 50 63 73 75 78
4 MTs 3 9 9 12 15
S5 Pondok Pesantren 4 4 4 4 4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data jumlah perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025, secara umum terlihat bahwa perkembangan
jumlah perpustakaan menunjukkan tren yang relatif stabil pada
beberapa kategori, namun mengalami peningkatan pada kategori

tertentu, khususnya perpustakaan sekolah.

Pada kelompok Perpustakaan Umum, jumlah Perpustakaan
Kampung/Kelurahan tercatat konsisten sebanyak 63 unit setiap
tahun selama periode 2021 hingga 2025. Demikian pula,
Perpustakaan Umum Kabupaten tetap berjumlah 1 unit tanpa
mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat
penambahan maupun pengurangan fasilitas perpustakaan umum

dalam kurun waktu tersebut.
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Untuk  Perpustakaan Khusus, baik yang dimiliki oleh
pemerintah /institusi maupun swasta/komunitas juga menunjukkan
kondisi yang stabil. Jumlah perpustakaan milik pemerintah/institusi
tetap sebanyak 4 unit, sedangkan perpustakaan swasta/komunitas
berjumlah 6 unit setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan belum

adanya ekspansi signifikan pada jenis perpustakaan khusus.

Sementara itu, perkembangan yang lebih dinamis terlihat pada
Perpustakaan Sekolah. Jumlah perpustakaan pada jenjang SD
meningkat dari 130 unit pada tahun 2021-2023 menjadi 142 unit
pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 157 unit pada
tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada jenjang MI, dari 2 unit
pada tahun 2021 menjadi 21 unit pada tahun 2025. Pada jenjang
SMP, jumlah perpustakaan meningkat dari 50 unit pada tahun 2021
menjadi 78 unit pada tahun 2025. Demikian pula pada jenjang MTs,
terjadi kenaikan dari 3 unit pada tahun 2021 menjadi 15 unit pada
tahun 2025. Sementara itu, jumlah perpustakaan pada pondok

pesantren tetap stabil sebanyak 4 unit sepanjang periode.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa wupaya
pengembangan perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang dalam
lima tahun terakhir lebih difokuskan pada peningkatan akses dan
fasilitas perpustakaan di lingkungan pendidikan, khususnya pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan literasi
dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sarana

pendidikan.

R. Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki
peran strategis dalam menjamin tertib administrasi, akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian memori kolektif
daerah. Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan
pengelolaan, pembinaan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen

atau arsip yang berada pada perangkat daerah hingga tingkat
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kampung. Untuk mewujudkan sistem kearsipan yang andal dan
sesuai dengan kaidah kearsipan, diperlukan pelaksanaan pembinaan
secara berkelanjutan serta upaya penyelamatan dan pelestarian arsip

yang terencana dan sistematis.

Secara umum, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin
keselamatan dan keutuhan bahan pertanggungjawaban nasional dan
daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan
penyelenggaraan kehidupan pemerintahan dan pembangunan. Arsip
tersebut menjadi sumber informasi penting bagi kegiatan
pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta pelayanan publik. Oleh
karena itu, pengelolaan arsip secara baku, tertib, dan sesuai dengan
pedoman kearsipan sangat penting untuk menjamin keamanan arsip

serta memudahkan temu kembali dokumen apabila diperlukan.

Tabel 2. 84 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip
Secara Baku di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun
2021 2022 2023 2024 2025

Indikator satuan

Jumlah perangkat daerah

yang telah menerapkan unit 8 8 25 50 50
arsip secara baku
Jumlah perangkat daerah unit S0 50 50 50 50

Persentase Pengelolaan

Arsip Secara Baku persen 16,00 16,00 50,00 100,00 100,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Penerapan pengelolaan arsip secara baku merupakan bagian penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Di Kabupaten Tulang Bawang, perkembangan penerapan standar
pengelolaan arsip oleh perangkat daerah menunjukkan peningkatan

yang sangat signifikan dalam periode 2021 hingga 2025.

Pada tahun 2021, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baku tercatat sebanyak 8 unit dari total 50
perangkat daerah, dengan persentase capaian sebesar 16,00 persen.
Capaian ini masih relatif rendah, namun menjadi dasar awal dalam

upaya pembenahan sistem kearsipan daerah. Kondisi yang sama
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masih terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah perangkat daerah
yang menerapkan arsip secara baku tetap sebanyak 8 unit atau 16,00

persen.

Perkembangan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023, dengan
peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baku menjadi 25 unit atau 50,00 persen.
Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan dalam
implementasi kebijakan dan pembinaan kearsipan di lingkungan

pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, capaian meningkat secara drastis hingga mencapai
50 unit atau 100,00 persen, yang berarti seluruh perangkat daerah di
Kabupaten Tulang Bawang telah menerapkan pengelolaan arsip
sesuai standar. Capaian ini dapat dipertahankan pada tahun 2025,
dengan jumlah perangkat daerah yang konsisten sebanyak 50 unit

atau tetap berada pada tingkat 100,00 persen.

Keberhasilan mencapai dan mempertahankan 100,00 persen
penerapan pengelolaan arsip secara baku menunjukkan komitmen
kuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan kearsipan secara menyeluruh, konsisten,
dan berkelanjutan. Keberhasilan ini turut didukung oleh pemanfaatan
aplikasi SRIKANDI sejak tahun 2023, yang memperkuat sistem
digitalisasi arsip dan meningkatkan efisiensi layanan kearsipan.
Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan semakin optimalnya
pemanfaatan sistem kearsipan berbasis digital, yang mendukung
efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan administrasi

pemerintahan.

Pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh arsiparis, yaitu sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam mengelola arsip
statis maupun dinamis, serta menjalankan fungsi pembinaan
kearsipan di lingkungan perangkat daerah. Untuk menjaga
profesionalisme dan meningkatkan kualitas layanan, arsiparis

dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan melalui berbagai
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kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan dan sertifikasi

kompetensi.

Tabel 2. 85 SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

. Tahun
Indikator satuan
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah tenaga arsiparis orang S 7 6 8 2
lah kni
Jumlah tenaga teknis orang 26 26 26 26 44

pengelola kearsipan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021-2024, jumlah tenaga arsiparis menunjukkan
fluktuasi, yaitu dari 5 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 7
orang pada 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 6 orang pada
2023 dan kembali meningkat menjadi 8 orang pada 2024. Namun
pada tahun 2025 jumlah arsiparis tercatat menurun cukup signifikan
menjadi 2 orang. Sementara itu, tenaga teknis pengelola kearsipan
relatif stabil pada angka 26 orang sepanjang tahun 2021 hingga 2024,
kemudian mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2025

menjadi 44 orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di
Kabupaten Tulang Bawang masih lebih banyak ditopang oleh tenaga
teknis dibandingkan arsiparis yang memiliki kompetensi fungsional
khusus di bidang kearsipan. Oleh karena itu, diperlukan upaya
penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan
kompetensi arsiparis, baik melalui pengangkatan jabatan fungsional,
pengembangan kompetensi, maupun penataan SDM kearsipan agar
pengelolaan arsip dapat berjalan lebih profesional, efektif, dan sesuai

dengan standar pengelolaan kearsipan yang berlaku.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis

dalam mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Tulang
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Bawang. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan
kebutuhan pangan, khususnya penyediaan sumber protein hewani
bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan
lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha, serta upaya
pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.
Dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi perairan darat
dan aktivitas perikanan yang berkembang, sektor kelautan dan
perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat, khususnya

di wilayah perdesaan dan pesisir sungai.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang
diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha
perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,
serta penguatan kelembagaan dan kesejahteraan pelaku wusaha
perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program
dan kegiatan, antara lain penyediaan sarana dan prasarana
perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku
perikanan, pengembangan teknologi budidaya, serta fasilitasi akses

permodalan dan pemasaran hasil perikanan.

Realisasi pelaksanaan pembangunan pada sektor kelautan dan
perikanan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika
capaian yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam
menjaga keberlanjutan sektor ini di tengah berbagai tantangan,

termasuk dampak pandemi Covid-19 pada awal periode.

Tabel 2. 86 Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Komoditas Jumlah (ton)
2021 2022 2023 2024 2025

Produksi

A Perikanan 24.437,48 24.775,93 25.179,86 30.304,79 32.535,00
Tangkap Laut
Produksi

g Cerikanan 1.123,25 935,63 1.069,76 1.791,13  1.665,53
Tangkap Perairan
Umum
Produksi

C Perikanan

Budidaya
1  Gurame 44,20 45,50 71,40 80,70 80,90
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Jumlah (ton)

No Komoditas 2021 2022 2023 2024 2025
2 Nila 1.195,80 1.324,50 1.457,30 1.457,90 1.486,10
3 Lele 503,40 602,80 832,60 884,60 910,00
4  Gabus 83,00 92,70 52,20 55,40 48,40
5  Patin 248,30 270,90 301,80 356,20 360,20
6 Udang Vaname 23.686,50 18.472,72 11.725,50 10.030,00 11.000,00
7  Bandeng 5.442,80 6.070,00 10.200,00 10.450,00 10.400,00
8 Udang Windu 4.143,50 4.279,40 3.195,80 3.180,00 3.050,00
9  Kerang Darah 2.526,10 2.930,00 2.800,00 3.000,00 2.700,00
10 Kerang Hijau 148,30 184,00 347,90 444,50 426,00
11  Toman 239,70 297,20 230,60 251,50 160,50

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
dapat menggambarkan perkembangan produksi yang bersumber dari
perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan dinamika yang
beragam antar komoditas. Secara umum, terjadi peningkatan pada
beberapa komoditas utama, meskipun sebagian lainnya mengalami

fluktuasi.

Pada perikanan tangkap laut, produksi menunjukkan tren meningkat
secara konsisten hingga tahun 2025. Produksi tercatat sebesar
24.437,48 ton pada tahun 2021, meningkat menjadi 24.775,93 ton
pada tahun 2022 dan 25.179,86 ton pada tahun 2023. Pada tahun
2024 terjadi kenaikan signifikan hingga mencapai 30.304,79 ton, dan
kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 32.535,00 ton.
Peningkatan berkelanjutan ini menunjukkan semakin optimalnya
pemanfaatan potensi sumber daya perikanan laut di Kabupaten

Tulang Bawang.

Sementara itu, perikanan tangkap perairan umum mengalami
fluktuasi produksi. Produksi menurun dari 1.123,25 ton pada tahun
2021 menjadi 935,63 ton pada tahun 2022, kemudian meningkat
menjadi 1.069,76 ton pada tahun 2023 dan melonjak pada tahun
2024 hingga mencapai 1.791,13 ton. Pada tahun 2025 produksi
sedikit menurun menjadi 1.665,53 ton, namun masih lebih tinggi

dibandingkan capaian tahun 2021-2023. Kondisi ini menunjukkan
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adanya variabilitas produksi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan

maupun intensitas penangkapan.

Pada perikanan budidaya, sebagian besar komoditas ikan air tawar
menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi hingga tahun
2025. Produksi gurame meningkat dari 44,20 ton pada tahun 2021
menjadi 80,70 ton pada tahun 2024 dan sedikit meningkat lagi
menjadi 80,90 ton pada tahun 2025. Produksi nila meningkat dari
1.195,80 ton pada tahun 2021 menjadi 1.486,10 ton pada tahun 2025.
Lele juga menunjukkan kenaikan dari 503,40 ton pada tahun 2021
menjadi 910,00 ton pada tahun 2025. Patin meningkat dari 248,30
ton pada tahun 2021 menjadi 360,20 ton pada tahun 2025.
Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya usaha budidaya ikan

air tawar di daerah.

Sebaliknya, beberapa komoditas budidaya mengalami fluktuasi atau
penurunan produksi. Udang vaname, meskipun masih menjadi
komoditas dengan volume terbesar, mengalami penurunan signifikan
dari 23.686,50 ton pada tahun 2021 menjadi 10.030,00 ton pada
tahun 2024, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun
2025 menjadi 11.000,00 ton. Udang windu menunjukkan tren
menurun dari 4.143,50 ton pada tahun 2021 menjadi 3.050,00 ton
pada tahun 2025. Produksi gabus juga cenderung menurun dari 83,00
ton pada tahun 2021 menjadi 48,40 ton pada tahun 2025. Di sisi lain,
bandeng mengalami peningkatan signifikan dari 5.442,80 ton pada
tahun 2021 hingga mencapai 10.450,00 ton pada tahun 2024,
meskipun sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 10.400,00 ton.
Produksi kerang darah dan kerang hijau relatif fluktuatif, dengan
capaian pada tahun 2025 masing-masing sebesar 2.700,00 ton dan

426,00 ton.

Secara keseluruhan, data produksi perikanan tahun 2021-2025
menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tulang Bawang
memiliki potensi yang besar dengan kontribusi dominan dari
perikanan tangkap laut dan komoditas budidaya unggulan. Namun,

fluktuasi pada beberapa komoditas tertentu menunjukkan perlunya
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penguatan pengelolaan produksi secara berkelanjutan agar stabilitas

dan pertumbuhan sektor perikanan dapat terus terjaga.

Kendala utama dalam pengembangan perikanan budidaya di
Kabupaten Tulang Bawang masih berkaitan dengan rendahnya
keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan. Kondisi ini
dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan dalam mengakses dan
menerapkan teknologi budidaya, sehingga berdampak pada
rendahnya produktivitas usaha perikanan. Selain itu, kegiatan
budidaya ikan umumnya masih berskala kecil, tersebar di berbagai
lokasi, bersifat individual, serta belum dikelola dalam suatu sistem

manajemen yang terintegrasi dan tersentra.

Dari aspek sumber daya alam, ketersediaan air pada musim kemarau
menjadi kendala yang cukup signifikan bagi usaha budidaya
perikanan. Di sisi lain, pengaturan air irigasi lebih diprioritaskan
untuk mendukung pola tanam pertanian, sehingga alokasi air untuk
kegiatan budidaya perikanan menjadi terbatas. Kendala lainnya
meliputi keterbatasan ketersediaan benih, baik dari segi kualitas,
kuantitas, maupun kontinuitas, serta tingginya harga pakan pabrikan
yang menyebabkan margin keuntungan pembudidaya ikan relatif
kecil.

Permasalahan juga masih dijumpai pada aspek pascapanen dan
pengolahan hasil perikanan yang belum berkembang secara optimal.
Padahal, pengolahan produk perikanan dapat menjadi alternatif solusi
ketika terjadi kendala dalam pemasaran ikan segar. Produk olahan
hasil perikanan di Kabupaten Tulang Bawang masih memerlukan
peningkatan kualitas dan daya saing, sehingga ke depan diharapkan
mampu bersaing tidak hanya dengan produk dari daerah lain, tetapi

juga dengan produk impor.

Di sisi lain, peningkatan produksi perikanan, khususnya dari sektor
budidaya, diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan
konsumsi ikan masyarakat. Tingkat konsumsi ikan merupakan salah
satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan

sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan
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perbaikan gizi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk
mencermati perkembangan tren konsumsi ikan dari tahun ke tahun,
baik di tingkat Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,

maupun secara nasional.

Gambar 2. 59 Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita)
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025

35,00

30,00 /
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25,00 g—(C — pE—
o—- = —_—C—
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2021 2022 2023 2024 2025
—o—Nasional 2533 25,88 25,07 2531 26,08
—o—Prov. Lampung 23,38 23,57 24,18 23,71 24,37

=0=Kab. Tulang Bawang 25,75 27,11 27,09 28,03 30,07

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2026 (diolah)

Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita) di Kabupaten Tulang Bawang
tahun 2021-2025 menunjukkan tren meningkat dengan capaian yang
lebih baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun
2021, konsumsi ikan masyarakat tercatat sebesar 25,75 kg/kapita
dan terus meningkat hingga mencapai 30,07 kg/kapita pada tahun
2025. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun
2023 menjadi 27,09 kg/kapita, secara umum tren peningkatan

kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung dan nasional,
konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang secara
konsisten berada pada posisi yang lebih tinggi. Pada tahun 2025,

konsumsi di tingkat nasional tercatat sebesar 26,08 kg/kapita dan
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Provinsi Lampung sebesar 24,37 kg/kapita, sementara Kabupaten
Tulang Bawang telah mencapai 30,07 kg/kapita. Hal ini menunjukkan
bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Tulang

Bawang relatif lebih baik.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai upaya
pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan
masyarakat. Upaya tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya
perikanan, peningkatan produksi ikan, serta pelaksanaan program
edukasi dan kampanye konsumsi ikan seperti Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu
mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui
penguatan program peningkatan konsumsi ikan masyarakat,
peningkatan akses dan distribusi hasil perikanan, serta edukasi gizi
yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsumsi ikan masyarakat
dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya peningkatan

kualitas gizi dan ketahanan pangan daerah.

B. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama
perekonomian daerah yang memiliki potensi besar dalam menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta
memperluas peluang usaha di berbagai sektor terkait, seperti
transportasi, kuliner, akomodasi, dan ekonomi kreatif. Selain
memberikan dampak ekonomi, pariwisata juga berperan penting
sebagai sarana pelestarian budaya lokal serta media promosi
kekayaan alam dan kearifan lokal daerah ke tingkat nasional maupun

internasional.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tulang
Bawang diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan
ekologis yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

pembangunan  pariwisata  berkelanjutan yang menekankan
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keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya lokal. Upaya
tersebut tercermin melalui kebijakan dan program yang mendukung
pengembangan dan penataan destinasi wisata, pemberdayaan pelaku
usaha pariwisata lokal, serta peningkatan kualitas layanan dan

infrastruktur penunjang pariwisata.

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat secara
langsung melalui perkembangan jumlah kunjungan wisatawan serta
lama tinggal wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah
kunjungan dan durasi tinggal wisatawan mencerminkan daya tarik
destinasi yang semakin baik, sekaligus berimplikasi positif terhadap
perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menghabiskan waktu
di suatu daerah, semakin besar pula perputaran ekonomi yang terjadi,
baik melalui konsumsi barang dan jasa, investasi usaha pariwisata,
maupun penciptaan nilai tambah pada sektor-sektor pendukung

lainnya.

Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan
tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,
tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif,
dan berbasis potensi lokal. Ke depan, penguatan sinergi antara
pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci
dalam mewujudkan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang

berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah kunjungan

A . orang 1.734 7.366 16.706 24.282 33.244
wisatawan

1 Wisatawan Domestik orang 1.734 7.364 16.701 24.276 33.237
Wi

g | visatawan orang 0 2 5 6 7
Mancanegara

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2026
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Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan
tercatat sebanyak 1.734 orang dan seluruhnya merupakan wisatawan

domestik. Jumlah kunjungan ini masih relatif rendah.

Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi
7.366 orang. Kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan domestik
sebanyak 7.364 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat

sebanyak 2 orang.

Peningkatan kunjungan berlanjut pada tahun 2023 dengan total
16.706 wisatawan, yang terdiri dari 16.701 wisatawan domestik dan 5
wisatawan mancanegara. Tren pertumbuhan ini menunjukkan

semakin meningkatnya aktivitas kunjungan wisata di daerah tersebut.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan kembali mengalami
peningkatan menjadi 24.282 orang. Dari jumlah tersebut, 24.276
orang merupakan wisatawan domestik dan 6 orang merupakan

wisatawan mancanegara.

Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan tercatat
meningkat menjadi 33.244 orang. Dari jumlah tersebut, 33.237 orang
merupakan wisatawan domestik dan 7 orang merupakan wisatawan

mancanegara.

Secara keseluruhan, data tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa
kunjungan wisatawan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami
peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan komposisi

kunjungan yang didominasi oleh wisatawan domestik.

Perkembangan infrastruktur dan layanan pariwisata turut terlihat
pada peningkatan jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata,

sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

11-290



Tabel 2. 88 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Jenis Satuan Tahun

2021 2022 2023 2024 2025
A Daya Tarik Wisata
1 Alam unit 6 6 6 6 6
2 Buatan unit 12 16 18 22 22
B Usaha Pariwisata
1 Hotel Bintang unit 1 1 1 1 2
2 Hotel Non Bintang unit 9 11 12 12 12
3 Restoran/Rumah Makan unit 25 26 47 50 52

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, perkembangan sarana dan prasarana
pariwisata selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan
yang cukup positif, khususnya pada daya tarik wisata buatan dan

usaha penunjang pariwisata.

Pada kelompok daya tarik wisata, jumlah daya tarik wisata alam
tercatat relatif stabil, yaitu sebanyak 6 unit pada tahun 2021 hingga
2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam
lebih difokuskan pada aspek peningkatan kualitas dan pengelolaan
destinasi yang ada, dibandingkan dengan penambahan lokasi baru.
Sementara itu, daya tarik wisata buatan mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, dari 12 unit pada tahun 2021 menjadi 16 unit pada
tahun 2022, meningkat kembali menjadi 18 unit pada tahun 2023,
dan mencapai 22 unit pada tahun 2024 & 2025. Peningkatan ini
mencerminkan berkembangnya wisata tematik, taman rekreasi, serta
destinasi berbasis inovasi yang relatif lebih mudah dikembangkan dan

dikelola, serta memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan domestik.

Dari sisi usaha pariwisata, jumlah hotel berbintang relatif stagnan,
yaitu 1 unit selama periode 2021-2025. Sebaliknya, hotel non-bintang
menunjukkan peningkatan dari 9 unit pada tahun 2021 menjadi 11
unit pada tahun 2022, dan bertambah menjadi 12 unit pada tahun
2023, yang kemudian bertahan pada angka yang sama pada tahun
2024 & 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur

permintaan akomodasi masih didominasi oleh wisatawan dengan
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segmen menengah ke bawah yang cenderung memilih penginapan

dengan harga terjangkau.

Pertumbuhan paling menonjol terlihat pada restoran dan rumah
makan, yang meningkat secara signifikan dari 25 unit pada tahun
2021 menjadi 26 unit pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi
47 unit pada tahun 2023, 50 unit pada tahun 2024 dan mencapai 52
unit pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya
jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatnya aktivitas ekonomi

pendukung sektor pariwisata, khususnya di bidang kuliner.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah daya tarik wisata dan usaha
pariwisata pada periode 2021-2025 didukung oleh berbagai upaya
pemerintah daerah, antara lain melalui penguatan promosi pariwisata
berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas sarana dan
prasarana objek wisata, perbaikan pengelolaan destinasi, serta
pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
pelaku pariwisata. Ke depan, strategi pengembangan pariwisata tetap
diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan
kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata, serta
pengefektifan pemasaran dan promosi guna mendorong pertumbuhan

sektor pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

C. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang
memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan,
penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Sebagai salah satu sektor unggulan daerah, pertanian
menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat
sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini diarahkan pada
peningkatan produktivitas, efisiensi wusaha tani, penguatan
kelembagaan petani, serta pemanfaatan sumber daya alam yang

berkelanjutan.
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Potensi pertanian Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh
ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas dan kondisi
agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai komoditas
pertanian. Upaya pembangunan sektor pertanian dilaksanakan
melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan,
penerapan teknologi pertanian yang tepat guna, pengembangan
sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, khususnya petani dan kelompok tani. Selain itu,
penguatan nilai tambah produk pertanian terus didorong melalui
pengembangan kegiatan pascapanen, pengolahan hasil, dan
perluasan akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan

petani dan daya saing produk pertanian daerah.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengelolaan sektor
pertanian juga diarahkan pada penguatan kapasitas kelompok tani
dan kelembagaan pertanian sebagai pelaku utama pembangunan di
perdesaan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat
meningkatkan posisi tawar petani, memperluas jejaring usaha, serta
mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama,
pembangunan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya alam dan
lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya hutan

dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembangunan sektor pertanian yang terintegrasi
dengan sektor perikanan dan kehutanan diharapkan mampu menjadi
pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai gambaran perkembangan sektor pertanian daerah, berikut
disajikan data luas lahan, luas panen, produksi tanaman pangan,
produksi hortikultura, serta perkembangan populasi dan produksi
subsektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode
2021-2025. Penyajian data ini memberikan gambaran mengenai

kapasitas produksi, tren perkembangan komoditas unggulan, serta
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potensi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama

perekonomian daerah.

Tabel 2. 89 Luas Lahan Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Luas
] Luas Lahan (Ha) Tanam

No Komoditas (Ha)
2021 2022 2023 2024 2025
1 Padi 118.144 118.144 118.144 118.144 105.350
2 Jagung 71.311 71.311 71.311 71.311 3.724
3 Ubi Kayu 71.311 71.311 71.311 71.311 12.045
4 Kedelai - - - - 12

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data tersebut, luas lahan komoditas tanaman pangan di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 menunjukkan
kondisi yang relatif tetap. Komoditas padi menjadi komoditas dengan
luas lahan terbesar dibandingkan komoditas lainnya, yaitu sebesar
118.144 hektare, sedangkan jagung dan ubi kayu masing-masing
tercatat sebesar 71.311 hektare.

Pada tahun 2025, penyajian data mengalami perubahan dengan
menggunakan indikator luas tanam, sehingga angka yang ditampilkan
tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan data
luas lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan indikator ini
perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan komoditas tanaman
pangan agar interpretasi terhadap perubahan luasan dapat dilakukan

secara tepat.

Komoditas padi pada tahun 2025 tercatat memiliki luas tanam sebesar
105.350 hektare, masih menjadi komoditas tanaman pangan dengan
cakupan terluas di Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, luas
tanam jagung tercatat sebesar 3.724 hektare dan ubi kayu sebesar
12.045 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur
pengembangan tanaman pangan daerah masih didominasi oleh
komoditas padi, sedangkan komoditas lainnya memiliki luasan yang

lebih terbatas.
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Untuk komoditas kedelai, selama periode 2021-2024 belum tercatat
adanya luas lahan, namun pada tahun 2025 mulai tercatat luas
tanam sebesar 12 hektare. Hal ini menunjukkan adanya
pengembangan komoditas kedelai meskipun masih dalam skala yang

relatif kecil.

Secara umum, perkembangan luas lahan dan luas tanam tanaman
pangan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa padi
masih menjadi komoditas utama dalam mendukung penyediaan
pangan daerah. Adapun perubahan luasan pada beberapa komoditas
tahun 2025 perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan

indikator yang digunakan dalam penyajian data.

Perkembangan luas panen menjadi gambaran lanjutan dalam melihat
pemanfaatan lahan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang.
Data luas panen tanaman pangan tahun 2021-2025 disajikan pada

tabel berikut.

Tabel 2. 90 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

] Luas Panen (Ha)
No Komoditas

2021 2022 2023 2024 2025
1 Padi 89.962 89.114 87.679 81.206 87.256
2 Jagung 7.097 1.133 1.832 2.539 2.708
3 Ubi Kayu 27.529 28.179 28.600 26.843 14.760
4 Kedelai - - - - S

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data luas panen tanaman pangan Kabupaten Tulang
Bawang tahun 2021-2025, komoditas padi menjadi komoditas dengan
luas panen terbesar dibandingkan komoditas tanaman pangan
lainnya. Luas panen padi menunjukkan tren yang relatif menurun
selama periode 2021 hingga 2024, dari 89.962 hektare pada tahun
2021 menjadi 81.206 hektare pada tahun 2024. Namun, pada tahun
2025 luas panen padi kembali meningkat menjadi 87.256 hektare,
yang menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan lahan untuk

komoditas padi dibandingkan tahun sebelumnya.
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Komoditas ubi kayu juga memiliki luas panen yang cukup besar
setelah padi. Selama periode 2021-2023, luas panen ubi kayu
mengalami peningkatan dari 27.529 hektare menjadi 28.600 hektare,
namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 26.843
hektare dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 14.760
hektare. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan

pada luasan panen ubi kayu dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, komoditas jagung menunjukkan perkembangan yang
lebih fluktuatif. Luas panen jagung mengalami penurunan cukup
besar dari 7.097 hektare pada tahun 2021 menjadi 1.133 hektare pada
tahun 2022, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga
mencapai 2.708 hektare pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan
adanya dinamika pengembangan komoditas jagung dalam struktur

tanaman pangan daerah.

Untuk komoditas kedelai, selama periode 2021-2024 belum tercatat
adanya luas panen, namun pada tahun 2025 mulai tercatat sebesar 5
hektare. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan kedelai

meskipun masih dalam skala yang terbatas.

Secara umum, luas panen tanaman pangan Kabupaten Tulang
Bawang masih didominasi oleh komoditas padi, yang menunjukkan
perannya sebagai komoditas utama dalam mendukung ketahanan
pangan daerah. Perkembangan luas panen tersebut menjadi salah
satu indikator penting dalam melihat capaian produksi tanaman
pangan, yang selanjutnya akan digambarkan melalui perkembangan
produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang

tahun 2021-2025 pada tabel berikut.
Tabel 2. 91 Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Komoditas Produksi (ton)

2021 2022 2023 2024 2025
1 Padi 397.047 364.470 365.621 404.296 445.424
2 Jagung 28.388 6.107 11.615 16.097 17.169
3 Ubi Kayu 580.504 658.825 686.400 678.591 373.133
4 Kedelai - - - - 7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026
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Berdasarkan data produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten
Tulang Bawang tahun 2021-2025, komoditas padi dan ubi kayu
menjadi komoditas dengan kontribusi produksi terbesar dibandingkan
komoditas tanaman pangan lainnya. Produksi padi menunjukkan
perkembangan yang cukup baik, meskipun mengalami penurunan
pada tahun 2022 menjadi 364.470 ton dari 397.047 ton pada tahun
2021. Setelah itu, produksi padi kembali meningkat secara bertahap
hingga mencapai 445.424 ton pada tahun 2025, yang menjadi capaian

produksi tertinggi selama periode tersebut.

Produksi ubi kayu juga menunjukkan peran yang besar dalam
produksi tanaman pangan daerah. Pada periode 2021-2023, produksi
ubi kayu mengalami peningkatan dari 580.504 ton menjadi 686.400
ton. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan produksi,
masing-masing menjadi 678.591 ton dan 373.133 ton. Meskipun
mengalami penurunan pada akhir periode, ubi kayu masih menjadi
salah satu komoditas dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten

Tulang Bawang.

Sementara itu, produksi jagung mengalami perkembangan yang
cukup fluktuatif. Produksi jagung mengalami penurunan dari 28.388
ton pada tahun 2021 menjadi 6.107 ton pada tahun 2022, kemudian
meningkat kembali hingga mencapai 17.169 ton pada tahun 2025.
Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan luas panen jagung
yang mengalami dinamika selama periode yang sama.

Untuk komoditas kedelai, produksi belum tercatat selama periode
2021-2024, namun pada tahun 2025 mulai tercatat sebesar 7 ton. Hal
ini menunjukkan adanya pengembangan komoditas kedelai,
meskipun kontribusinya terhadap produksi tanaman pangan daerah

masih relatif kecil.

Secara umum, struktur produksi tanaman pangan Kabupaten Tulang
Bawang masih didominasi oleh komoditas padi dan ubi kayu.
Peningkatan produksi padi pada tahun 2025 menunjukkan adanya
penguatan peran komoditas tersebut dalam mendukung ketahanan
pangan daerah, sementara perkembangan komoditas lainnya masih

mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, selain
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tanaman pangan, potensi sektor pertanian Kabupaten Tulang Bawang
juga didukung oleh komoditas hortikultura yang memiliki nilai
ekonomi dan beragam manfaat bagi masyarakat, sebagaimana

disajikan pada tabel produksi hortikultura unggulan berikut.

Tabel 2. 92 Produksi Hortikultura Unggulan Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Komoditas Produksi (ton)

2021 2022 2023 2024 2025
1 Cabai 669,4 376,6 176,6 27,0 671,0
2 Petsai/Sawi 137,0 220,0 39,5 892,0 168,0
3 Kacang Panjang 331,9 386,7 57,2 906,0 321,0
4 Terung 307,4 376,4 59,2 60,4 421,0
5 Jahe 8,1 375,0 11,5 13,9 11,6
6 Laos/Lengkuas 1,4 209,0 4,6 6,6 5,3
7 Kencur 12,7 174,0 4,6 10,7 8,8
8 Kunyit 2,4 245,0 5,1 9,3 11,1
9 Buah Naga 6,1 48,0 112,2 389,4 177,0
10 Nanas 30,3 37,3 1.516,0 561,7 709,0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data produksi hortikultura unggulan Kabupaten Tulang
Bawang tahun 2021-2025, perkembangan produksi antar komoditas
menunjukkan pola yang beragam. Sebagian komoditas mengalami
perubahan produksi dari tahun ke tahun, baik berupa peningkatan
maupun penurunan, yang menunjukkan adanya dinamika dalam

pengembangan komoditas hortikultura daerah.

Komoditas cabai menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif.
Produksi cabai mengalami penurunan dari 669,4 ton pada tahun 2021
menjadi 27,0 ton pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025
produksi kembali meningkat menjadi 671,0 ton, sehingga menjadi

capaian produksi tertinggi selama periode 2021-2025.

Produksi petsai/sawi dan kacang panjang juga mengalami perubahan
yang cukup signifikan. Produksi petsai/sawi meningkat dari 137,0 ton
pada tahun 2021 menjadi 892,0 ton pada tahun 2024, kemudian

menurun menjadi 168,0 ton pada tahun 2025. Pola serupa terjadi
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pada kacang panjang yang meningkat hingga mencapai 906,0 ton
pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 321,0 ton pada tahun
2025. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan
produksi yang cukup besar antar tahun pada kedua komoditas

tersebut.

Komoditas terung mengalami pola perkembangan yang relatif serupa.
Setelah mencapai 376,4 ton pada tahun 2022, produksinya menurun
pada tahun 2023 dan 2024, kemudian kembali meningkat menjadi
421,0 ton pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi produksi

tertinggi terung selama periode tersebut.

Pada kelompok tanaman rimpang, yaitu jahe, laos/lengkuas, kencur,
dan kunyit, produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022. Produksi jahe
mencapai 375,0 ton, laos/lengkuas 209,0 ton, kencur 174,0 ton, dan
kunyit 245,0 ton. Setelah mengalami peningkatan pada tahun
tersebut, produksi komoditas rimpang cenderung menurun pada
tahun-tahun berikutnya dan berada pada tingkat yang lebih rendah
hingga tahun 2025.

Sementara itu, komoditas buah menunjukkan perkembangan yang
cukup menonjol, khususnya buah naga dan nanas. Produksi buah
naga meningkat dari 6,1 ton pada tahun 2021 menjadi 389,4 ton pada
tahun 2024, sebelum menurun menjadi 177,0 ton pada tahun 2025.
Adapun nanas mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada
tahun 2023 sebesar 1.516,0 ton, kemudian mengalami penurunan
pada tahun 2024 menjadi 561,7 ton dan kembali meningkat menjadi
709,0 ton pada tahun 2025. Produksi tersebut menjadikan nanas
sebagai salah satu komoditas hortikultura dengan kontribusi

produksi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang.

Secara keseluruhan, produksi hortikultura unggulan Kabupaten
Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan potensi yang
cukup besar, meskipun masih terdapat variasi produksi antar tahun
pada beberapa komoditas. Komoditas cabai, terung, dan nanas
menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik pada tahun

2025, sementara komoditas lainnya masih mengalami dinamika
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produksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan
pengembangan hortikultura melalui peningkatan produktivitas,
pengelolaan budidaya yang berkelanjutan, serta penguatan rantai
pemasaran agar potensi komoditas hortikultura dapat memberikan

nilai tambah bagi masyarakat.

Selain tanaman pangan dan hortikultura, sektor pertanian Kabupaten
Tulang Bawang juga didukung oleh subsektor peternakan yang
memiliki peran dalam penyediaan pangan asal hewan serta
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan subsektor
peternakan dapat dilihat melalui kondisi populasi ternak dan produksi
hasil peternakan selama periode 2021-2025 yang disajikan pada tabel
berikut.

Tabel 2. 93 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2021-2025

Populasi (ekor)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Sapi Potong ekor 27.219 29.194 32.113 32.459 35.705

No Jenis Ternak satuan

2 Kerbau ekor 4.684 5.106 5.617 2.256 2.755

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak besar di Kabupaten Tulang Bawang
tahun 2021-2025, sapi potong menjadi komoditas ternak besar
dengan jumlah populasi terbesar dan menunjukkan perkembangan
yang terus meningkat selama periode tersebut. Populasi sapi potong
meningkat dari 27.219 ekor pada tahun 2021 menjadi 35.705 ekor
pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya
perkembangan positif dalam pengelolaan usaha ternak sapi potong di

Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara itu, populasi kerbau menunjukkan perkembangan yang
berbeda. Pada periode 2021-2023, populasi kerbau mengalami
peningkatan dari 4.684 ekor menjadi 5.617 ekor. Namun, pada tahun
2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 2.256 ekor dan
kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2.755 ekor.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa populasi kerbau masih

mengalami dinamika dari tahun ke tahun.
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Secara umum, populasi ternak besar di Kabupaten Tulang Bawang
masih didominasi oleh sapi potong dengan tren pertumbuhan yang
lebih stabil dibandingkan kerbau. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sapi potong menjadi salah satu komoditas peternakan yang memiliki
potensi untuk terus dikembangkan dalam mendukung penyediaan
pangan asal hewan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, perkembangan subsektor peternakan juga dapat dilihat

melalui populasi ternak kecil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 94 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

Populasi (ekor)
2021 2022 2023 2024 2025

1 Kambing ekor 115.537 125.935 137.269 122.549 134.804

No Jenis Ternak satuan

2 Babi ekor 2.843 2.143 2.730 3.802 4.258

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak kecil di Kabupaten Tulang Bawang
tahun 2021-2025, komoditas kambing menjadi jenis ternak dengan
populasi terbesar dibandingkan ternak kecil lainnya. Populasi
kambing menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu
meningkat dari 115.537 ekor pada tahun 2021 menjadi 137.269 ekor
pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024
menjadi 122.549 ekor, populasi kambing kembali meningkat pada
tahun 2025 menjadi 134.804 ekor. Secara umum, perkembangan
tersebut menunjukkan bahwa kambing masih menjadi komoditas
ternak kecil yang dominan dan memiliki peran penting dalam usaha

peternakan masyarakat.

Sementara itu, populasi babi menunjukkan pola perkembangan yang
berbeda. Pada tahun 2021, populasi babi tercatat sebanyak 2.843
ekor, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi
2.143 ekor. Setelah itu, populasi babi kembali meningkat secara
bertahap hingga mencapai 4.258 ekor pada tahun 2025. Peningkatan
tersebut menunjukkan adanya perkembangan populasi babi dalam

beberapa tahun terakhir.
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Secara keseluruhan, populasi ternak kecil di Kabupaten Tulang
Bawang masih didominasi oleh kambing dengan jumlah populasi yang
jauh lebih besar dibandingkan babi. Perkembangan populasi kedua
jenis ternak tersebut menunjukkan potensi subsektor peternakan
kecil untuk terus dikembangkan dalam mendukung penyediaan
pangan asal hewan serta meningkatkan aktivitas ekonomi
masyarakat. Selanjutnya, perkembangan populasi ternak unggas di

Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 95 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

No Ternak satuan Tahun
v 2021 2022 2023 2024 2025
1 Ayam Buras ekor 435.141 456.898 478.655 294.247 323.672

2 Ayam Petelur ekor 35.100 27.100 66.000 20.700 35.100
3 Ayam Pedaging ekor 218.969 213.469 213.800 443.600 460.300
4 Itik ekor 22.908 23.595 20.728 63.475 13.210

5 Entok ekor 0 43.283 37.210 25.157 27.673

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak unggas Kabupaten Tulang Bawang tahun
2021-2025, perkembangan populasi unggas menunjukkan kondisi yang
cukup dinamis antar jenis ternak. Ayam buras menjadi salah satu jenis
unggas dengan populasi terbesar selama periode pengamatan. Populasi
ayam buras meningkat dari 435.141 ekor pada tahun 2021 menjadi 478.655
ekor pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi
294.247 ekor dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 323.672

ekor.

Ayam pedaging menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol
dibandingkan jenis unggas lainnya. Pada periode 2021-2023, populasi ayam
pedaging relatif stabil pada kisaran 200 ribuan ekor. Selanjutnya, terjadi
peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 443.600 ekor dan kembali
meningkat pada tahun 2025 menjadi 460.300 ekor. Perkembangan tersebut
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menunjukkan peningkatan populasi ayam pedaging yang cukup besar dalam

dua tahun terakhir.

Sementara itu, populasi ayam petelur mengalami pola yang berfluktuasi.
Populasi ayam petelur tercatat sebanyak 35.100 ekor pada tahun 2021,
kemudian menurun menjadi 27.100 ekor pada tahun 2022. Pada tahun
2023 jumlahnya meningkat menjadi 66.000 ekor, namun kembali
mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 20.700 ekor dan

meningkat kembali menjadi 35.100 ekor pada tahun 2025.

Populasi itik juga mengalami perubahan yang cukup besar selama periode
2021-2025. Setelah berada pada kisaran 20 ribuan ekor pada tahun 2021-
2023, populasi itik meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 63.475
ekor, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 13.210 ekor.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan populasi yang cukup

tinggi pada komoditas itik dari tahun ke tahun.

Adapun populasi entok mulai tercatat pada tahun 2022 sebanyak 43.283
ekor. Setelah mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 25.157
ekor, populasi entok kembali meningkat menjadi 27.673 ekor pada tahun
2025.

Secara keseluruhan, populasi ternak unggas di Kabupaten Tulang Bawang
selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang beragam
antar komoditas. Ayam buras masih menjadi salah satu unggas dengan
populasi besar, sementara ayam pedaging menunjukkan peningkatan paling
signifikan pada akhir periode. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa
subsektor unggas memiliki potensi dalam mendukung penyediaan pangan
asal hewan serta pengembangan usaha peternakan masyarakat.
Selanjutnya, gambaran subsektor peternakan juga dapat dilihat melalui
perkembangan produksi hasil peternakan utama Kabupaten Tulang Bawang

yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

2021 2022 2023 2024 2025
1 Daging ton 2.582,74 1.367,51 1.239,56 1.863,51 623,09
2 Telur ton 22,69 42,65 9,74 11,95 56,39

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026
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Berdasarkan data produksi hasil peternakan utama Kabupaten
Tulang Bawang tahun 2021-2025, produksi komoditas daging dan
telur menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi selama

periode tersebut.

Produksi daging tercatat sebesar 2.582,74 ton pada tahun 2021 dan
mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1.367,51 ton.
Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan produksi
sebesar 1.239,56 ton. Pada tahun 2024, produksi daging kembali
meningkat menjadi 1.863,51 ton, namun mengalami penurunan pada
tahun 2025 menjadi 623,09 ton. Perkembangan tersebut
menunjukkan bahwa produksi daging masih mengalami perubahan
yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan capaian tahun 2025

berada di bawah produksi awal periode.

Sementara itu, produksi telur menunjukkan pola perkembangan yang
berbeda. Produksi telur pada tahun 2021 tercatat sebesar 22,69 ton
dan meningkat menjadi 42,65 ton pada tahun 2022. Namun, pada
tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 9,74 ton,
kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 56,39 ton
pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi produksi telur tertinggi

selama periode 2021-2025.

Secara keseluruhan, produksi hasil peternakan utama di Kabupaten
Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang dinamis antar
komoditas. Produksi daging masih menjadi komponen utama hasil
peternakan, namun mengalami fluktuasi yang cukup besar,
sedangkan produksi telur menunjukkan peningkatan pada akhir
periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsektor peternakan
memiliki potensi untuk terus dikembangkan dalam mendukung
penyediaan pangan asal hewan serta peningkatan aktivitas ekonomi

masyarakat.

Perkembangan produksi hasil peternakan tersebut menjadi bagian
dari gambaran kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Dengan
dukungan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan,
sektor pertanian Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran penting

dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
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D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang pada prinsipnya telah
terlayani jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, masih terdapat
sebagian kelompok rumah tangga yang belum terjangkau layanan
listrik, terutama yang berada di wilayah terpencil serta kawasan
permukiman baru. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
yang belum terlayani oleh jaringan PLN, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang telah mengupayakan pemanfaatan sumber energi
alternatif, antara lain melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga

surya serta pemanfaatan energi biogas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pilihan di bidang energi dan sumber
daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
adalah pengelolaan energi panas bumi. Namun demikian, Kabupaten
Tulang Bawang tidak memiliki potensi sumber daya panas bumi,
sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diimplementasikan di

wilayah ini.

E. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung
pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang.
Perdagangan berfungsi sebagai penghubung utama dalam kelancaran
arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan penyediaan
informasi pasar, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok
masyarakat, serta mendorong terbentuknya harga yang wajar dan
stabil. Dengan demikian, sektor perdagangan menjadi salah satu pilar
penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung

aktivitas ekonomi masyarakat.

Pasar sebagai sarana utama kegiatan perdagangan memegang
peranan penting dalam menunjang proses produksi, distribusi, dan
konsumsi. Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat atau pasar
tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli,

tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang
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melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang terus mendorong penguatan sektor perdagangan
melalui upaya revitalisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas
pengelolaan pasar secara profesional, serta pembinaan yang
berkelanjutan kepada para pedagang guna meningkatkan daya saing,

khususnya dalam menghadapi perkembangan pasar modern.

Peran pasar rakyat atau pasar tradisional sangat signifikan dalam
menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain memberikan
kontribusi  terhadap  perekonomian daerah, meningkatkan
kesempatan kerja, serta menyediakan sarana usaha bagi pelaku
UMKM. Selain itu, pasar rakyat juga berfungsi sebagai referensi
pembentukan harga kebutuhan pokok yang menjadi dasar dalam
perhitungan tingkat inflasi dan indikator stabilitas harga,
berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
serta menjadi salah satu sarana pelestarian budaya dan interaksi

sosial masyarakat setempat.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang
dapat dilihat dari dinamika jumlah dan jenis sarana perdagangan
yang tersedia. Perkembangan jumlah sarana perdagangan di
Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021 sampai dengan tahun

2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 97 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2021-2025

1 Pasar Kampung 57 57 57 57 53

2 Pasar Lokal/Kabupaten 2 2 2 2 2

3 Usaha Perdagangan Milik 64 64 64 64 64
Pemda

4 Toko Modern

a Min'imarket cabang/waralaba 3 3 3 3 4
nasional

b Toko modern lokal 60 61 61 61 61

¢ Pusat perbelanjaan 2 2 2 2 2

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026
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Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang selama
periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan
hanya sedikit perubahan. Pasar kampung tetap berjumlah 57 unit
hingga tahun 2024, sebelum menurun menjadi 53 unit pada tahun
2025. Pasar lokal/kabupaten konsisten berjumlah 2 unit, sementara
usaha perdagangan milik pemerintah daerah juga tetap stabil di angka

64 unit sepanjang periode tersebut.

Pada sektor toko modern, minimarket cabang/waralaba nasional
bertahan di angka 3 unit hingga 2024, lalu meningkat menjadi 4 unit
pada 2025. Toko modern lokal mengalami sedikit pertumbuhan dari
60 unit pada 2021 menjadi 61 unit sejak 2022 hingga 2025,
sedangkan pusat perbelanjaan tetap berjumlah 2 unit setiap tahun.
Secara keseluruhan, data ini mencerminkan belum adanya ekspansi
besar dalam pembangunan sarana perdagangan, meskipun terdapat

sedikit dinamika pada toko modern lokal dan cabang nasional.

Di tengah pesatnya perkembangan pasar modern dan meningkatnya
transaksi berbasis daring, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen
untuk memperkuat daya saing pasar rakyat. Berbagai langkah
strategis terus dilakukan, antara lain pembangunan dan perbaikan
infrastruktur pasar, pemberdayaan pedagang melalui pelatihan dan
pendampingan, serta penguatan promosi pasar rakyat. Seluruh upaya
tersebut diarahkan untuk mewujudkan pasar rakyat yang sehat,
aman, nyaman, dan berdaya saing, sehingga tetap menjadi pilihan
utama masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan

perekonomian lokal.

Tabel 2. 98 Data Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang

Jumlah

Operasional Tipe
No  Nama Pasar A Kecamatan To}:o/ Los Pedagang Pasar Pasar
Kios
. . 2 x dalam
Rajawali/ ' yiowsa Aji | 128 136 264 Somtmzzn | s
Karyabakti . II
(Mingguan)
2 x dalam Kelas
2 Bina Bumi Meraksa Aji 33 39 72 Seminggu I
(Mingguan)
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No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nama Pasar

Gdg.Rejo
Sakti

Panca
Tunggal Jaya

Sumber Sari

Wono Rejo

Suka
Makmur

Gedung Asri

Penawar
Baru

Aji Jaya KNPI

Kecubung
Jaya

Karya Murni
Jaya

Bawang Tirto
Mulyo

Balai Murni

Jaya
Makmur

Ringin Sari

Tri Tunggal
Jaya

Tri Darma
Wira Jaya

Unit II

Gdg Bandar
Rejo

Kecamatan

Penawar Aji

Penawar Aji

Penawar Aji

Penawar Aji

Penawar Aji

Penawar Aji

Gedung Aji

Gedung Aji

Gedung Aji

Banjar Baru

Banjar Baru

Banjar Baru

Banjar Baru

Banjar
Margo

Banjar
Margo

Banjar
Agung

Banjar
Agung

Gedung
Meneng

Jumlah

Toko/
Kios

65

83

100

70

43

35

98

85

20

10

25

10

20

41

20

172
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Los Pedagang

40

15

23

16

10

17

24

15

15

12

20

692

70

105

98

123

86

51

45

115

109

26

25

63

20

32

40

40

801

80

Operasional
Pasar

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam

Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam

Seminggu
(Mingguan)

HARIAN

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

Tipe
Pasar

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
I1I

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
111

Kelas I

Kelas
III



No

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Nama Pasar

Sido Mulyo

Sido Harjo

Boga Tama

Wira Tama

Pasar Pasiran
Jaya

Pasar Katung

Pasar Way
Dente

Pasar Sari
Makmur

Pasar Muara
Asri

Pasar Sido
Mukti

Pasar Sido
Rame

Pasar
Mandiri

Pasar Infra

Pasar Nakula

Pasar Putri
Agung
Pasar
Kagungan
Rahayu

Pasar Rawa
Ragil

Pasar
Gedung Jaya

Pasar Duta
Yoso M

Kecamatan

Penawar
Tama

Penawar
Tama
Penawar
Tama

Penawar
Tama

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Dente
Teladas

Menggala

Menggala

Rawa Pitu

Rawa Pitu

Rawa Pitu

Jumlah

Toko/
Kios

h8'yb

25

150

30

100

80

30

20

20

58

35

30

268

110

65

50

35
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Los Pedagang

10

17

665

80

48

10

15

150

40

20

15

20

86

17

25

30

30

110

150

35

205

128

40

35

170

98

55

18

11

50

86

117

82

75

65

Operasional
Pasar

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

HARIAN

HARIAN

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu

(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu

(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam

Seminggu
(Mingguan)

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu

(Mingguan)
HARIAN

2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam

Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)
2 x dalam
Seminggu
(Mingguan)

Tipe
Pasar

Kelas
111

Kelas
111
Kelas
III

Kelas
111

Kelas
II

Kelas
I1I

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
III

Kelas
III

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
111

Kelas
III



No

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Jumlah

Operasional

Tipe

Nama Pasar | Kecamatan To.ko / Los Pedagang Pasar Pasar
Kios
Pasar 2 x dalam Kelas
Andalas Rawa Pitu 35 15 50 Seminggu I
Cermin (Mingguan)
Pasar 2 x dalam Kelas
Sumber Rawa Pitu 40 20 60 Seminggu I
Agung (Mingguan)
2 x dalam
Pasar Batang . . Kelas
Hari/ KTM Rawa Pitu 40 44 84 Se.mlnggu 1
(Mingguan)
Pasar .
Gedung Rawa Jitu 400 194 594 HARIAN Kellag
. Selatan 1
karya Jitu
Pasar Rawa Jitu 2 x dalam Kelas
Medasari Selatan 45 55 100 Se.mlnggu I
(Mingguan)
Pasar Wono Rawa Jitu 2x Qalam Kelas
Agung Selatan = 50 o SR I
gy (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu 2x Qalam Kelas
Depasena . 30 10 40 Seminggu
Timur . III
Utama (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu o dglam Kelas
Depasena . 8 40 48 Seminggu
Timur . I
Agung (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu 2x c‘!alam Kelas
Depasena . 24 35 59 Seminggu
Timur . 111
Jaya (Mingguan)
e Rawa Jitu 2 Qalam Kelas
Depasena . 10 12 22 Seminggu
Timur . 11
Makmur (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu 2x Qalam Kelas
Depasena . 15 20 35 Seminggu
h Timur . 111
Sejahtera (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu o Qalam Kelas
Depasena Timur 20 28 48 Seminggu I
Abadi (Mingguan)
Bumi Rawa Jitu 2x Qalam Kelas
Depasena . 25 10 35 Seminggu
Timur . I
Mulya (Mingguan)
: 2 x dalam
Milelzzn Gd. Aji Baru 50 80 130 Seminggu Kl
Tama . 111
(Mingguan)
2 x dalam Kelas
Sido Mukti Gd. Aji Baru 70 28 78 Seminggu I
(Mingguan)
2 x dalam Kelas
Suka Bakti Gd. Aji Baru 70 25 95 Seminggu I
(Mingguan)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Dari total 5.305 pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan
Kabupaten Tulang Bawang, sebagian pedagang tercatat memiliki lebih

dari satu kios atau los, baik dalam satu pasar maupun di pasar yang
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berbeda, serta melakukan aktivitas berdagang secara berpindah
mengikuti jadwal hari pasar. Kondisi tersebut mencerminkan

dinamika aktivitas perdagangan rakyat di daerah.

Seiring dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sarana dan
prasarana perdagangan menjadi bagian penting dari upaya
pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas objek retribusi,
meningkatkan kenyamanan dan kelayakan pasar, serta mendorong

optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor perdagangan.

Tabel 2. 99 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No Tahun Baik sedlzt:gldls1 Kurang Jumlah
1 2021 54 5 59
2 2022 55 4 59
3 2023 55 4 59
4 2024 55 4 59
5 2025 51 4 55

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan kondisi fisik pasar rakyat di Kabupaten Tulang
Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang relatif
stabil dengan sedikit perubahan pada tahun terakhir. Jumlah pasar
rakyat tercatat sebanyak 59 unit setiap tahun dari 2021 hingga 2024,

kemudian menurun menjadi 55 unit pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, sebanyak 54 unit pasar berada dalam kondisi baik
dan 5 unit dalam kondisi sedang, tanpa adanya pasar yang berkondisi
kurang. Pada tahun 2022, jumlah pasar berkondisi baik meningkat
menjadi 55 unit, sementara pasar berkondisi sedang menurun
menjadi 4 unit. Komposisi ini tetap sama pada tahun 2023 dan 2024,
yakni 55 unit dalam kondisi baik dan 4 unit dalam kondisi sedang,

serta tidak terdapat pasar dalam kategori kurang.

Pada tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pasar menjadi 55 unit.
Dari jumlah tersebut, 51 unit berada dalam kondisi baik dan 4 unit
dalam kondisi sedang, dan tetap tidak terdapat pasar dengan kondisi

kurang.
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Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa mayoritas pasar
rakyat di Kabupaten Tulang Bawang berada dalam kondisi baik
sepanjang periode tersebut. Tidak adanya pasar dalam kategori
kurang mencerminkan bahwa kualitas fisik pasar relatif terjaga,
meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah unit pasar

secara keseluruhan.

F. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu tulang punggung
perekonomian daerah karena berperan penting dalam menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi.
Keberadaan industri juga menjadi penggerak bagi sektor-sektor lain,
seperti perdagangan, jasa, dan transportasi, sehingga memberikan

efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Di Kabupaten Tulang Bawang, pengembangan sektor industri lebih
difokuskan pada penguatan industri mikro dan kecil yang
berkembang di tengah masyarakat. Industri tersebut umumnya
tersebar dalam bentuk sentra-sentra industri di berbagai kecamatan
dan berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, baik dari sektor
pertanian, perikanan, maupun sumber daya lainnya. Pendekatan ini
dipilih untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan
pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan

ekonomi wilayah.

Arah pengembangan sektor perindustrian tersebut sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
khususnya Pasal 14 ayat (3) huruf d, yang menegaskan bahwa
pengembangan wilayah industri dilakukan antara lain melalui
pemberdayaan dan penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Oleh karena itu, kebijakan perindustrian di Kabupaten Tulang
Bawang diarahkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing IKM
melalui  pembinaan, pendampingan, fasilitasi permodalan,

peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.
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Secara keseluruhan, penguatan sektor industri, khususnya industri
mikro dan kecil, diharapkan mampu menjadi motor penggerak
pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,
sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di

Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 100 Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah
(IBM) per Kecamatan Tahun 2021-2025

No Kecamata 2021 2022 2023 2024 2025
IK IBM IK IBM IK IBM IK IBM IK IBM
1 Banjar Agung 108 1 287 1 274 1 301 2 303 -
2 | Banjar Baru 64 - 112 - 127 - 120 - 164 1
3 Banjar Margo 61 1 77 1 104 1 136 1 155 1
4 | Dente Teladas 63 - 77 1 82 1 97 1 110 -
S Menggala 342 1 540 2 606 2 701 2 709 -
6 Menggala Timur 34 1 51 2 51 2 68 2 105 -
7 Penawar Aji 56 - 106 - 110 - 135 - 198 -
8 Rawa Jitu Selatan 12 - 20 - 20 1 27 1 40 -
9 Gedung Aji 67 - 89 - 84 - 104 - 170 -
10  Gedung Aji Baru 23 - 44 1 45 1 55 1 117 -
11 Gedung Meneng 29 - 35 - 75 - 92 - 117 -
12 Meraksa Aji 42 - 48 - 37 - 65 - 77 -
13 Penawartama 25 - 55 - 109 - 135 - 183 -
14 Rawa Jitu Timur 7 - 14 - 41 - 49 - 35 -
15 Rawa Pitu 10 - 18 - 25 - 33 - 38 -

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) di
Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan
tren peningkatan di hampir seluruh kecamatan. Pertumbuhan ini
secara umum didominasi oleh industri kecil, sementara keberadaan
industri besar-menengah relatif terbatas dan hanya muncul di

beberapa kecamatan tertentu.

Pada tahun 2021, jumlah IK tertinggi tercatat di Kecamatan Menggala
sebanyak 342 unit, disusul Banjar Agung 108 unit dan Banjar Baru
64 unit. IBM pada tahun tersebut hanya terdapat di beberapa
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kecamatan seperti Banjar Agung, Banjar Margo, Menggala, dan

Menggala Timur dengan jumlah yang sangat terbatas.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan jumlah IK di hampir
seluruh kecamatan. Menggala tetap menjadi pusat aktivitas industri
kecil dengan 540 unit, diikuti Banjar Agung 287 unit dan Banjar Baru
112 wunit. Pada periode ini, IBM mulai bertambah di beberapa

kecamatan, terutama Menggala dan Menggala Timur.

Tren pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023. Menggala mencatat
606 unit IK, sementara Banjar Agung dan Banjar Margo masing-
masing mencapai 274 unit dan 104 unit. IBM relatif stabil, tetap
terkonsentrasi di kecamatan tertentu seperti Menggala, Menggala
Timur, Banjar Agung, serta muncul di Rawa Jitu Selatan dan Gedung

Aji Baru.

Pada tahun 2024, jumlah IK kembali meningkat di hampir seluruh
kecamatan. Menggala mencatat 701 unit, Banjar Agung 301 unit,
Banjar Margo 136 unit, serta Dente Teladas dan Penawar Aji masing-
masing 97 dan 135 unit. IBM pada tahun ini menunjukkan kestabilan
dengan sedikit peningkatan di Banjar Agung dan Menggala, sementara
sebagian besar kecamatan lainnya belum memiliki industri besar—

menengah.

Memasuki tahun 2025, jumlah IK terus bertambah di banyak
kecamatan, dengan Menggala mencapai 709 unit, Banjar Agung 303
unit, dan Banjar Baru 164 unit. Namun, jumlah IBM justru menurun,
bahkan tidak tercatat di beberapa kecamatan yang sebelumnya

memiliki unit IBM.

Secara keseluruhan, perkembangan sektor industri di Kabupaten
Tulang Bawang selama periode 2021-2025 didominasi oleh
pertumbuhan industri kecil yang tersebar luas di seluruh kecamatan.
Kecamatan Menggala berperan sebagai pusat kegiatan industri,
sedangkan industri besar-menengah masih terbatas dan cenderung
fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan potensi besar sektor industri

kecil sebagai penggerak utama perekonomian daerah, yang perlu terus
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didukung melalui pembinaan, akses permodalan, dan pengembangan

pasar.

G. Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
transmigran dan masyarakat di sekitarnya, mendorong pemerataan
pembangunan antarwilayah, serta memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk
membentuk masyarakat transmigran yang mandiri, produktif, serta
mampu berintegrasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan
barunya, sehingga tercipta kawasan permukiman yang berkembang

secara berkelanjutan.

Selain itu, transmigrasi juga dipandang sebagai salah satu alternatif
solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi
penduduk di daerah asal yang memiliki keterbatasan akses terhadap
lapangan kerja tetap maupun kepemilikan aset produktif. Dalam
pelaksanaannya, transmigrasi terdiri atas tiga jenis, yaitu
transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantu, dan
transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi swakarsa merupakan
bentuk transmigrasi yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat
sendiri dengan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, selama periode 2021-2025, Kabupaten Tulang
Bawang tidak mencatat adanya pengiriman penduduk untuk
mengikuti program transmigrasi, baik dalam skema transmigrasi
umum maupun transmigrasi swakarsa, baik yang berbantu maupun
mandiri, ke wilayah tujuan transmigrasi lainnya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pada periode tersebut kebijakan transmigrasi
belum menjadi alternatif utama dalam penataan dan pemerataan

penduduk di Kabupaten Tulang Bawang.
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2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian suatu
wilayah dalam menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang
tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap mampu beradaptasi dan
bersaing secara sehat dengan daerah lain, baik di tingkat regional,
nasional, maupun internasional. Dalam konteks penyelenggaraan
otonomi daerah, daya saing menjadi salah satu tujuan utama
pembangunan, karena mencerminkan sejauh mana suatu daerah
mampu mengoptimalkan potensi, kekhasan, serta keunggulan lokal

yang dimilikinya.

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Daya saing yang kuat
akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif,
meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja,
serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi
dinamika dan tantangan global. Oleh karena itu, daya saing
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi daerah yang berhubungan erat dengan pencapaian tujuan

pembangunan jangka menengah dan panjang.

Aspek daya saing daerah mencakup beberapa komponen utama, yaitu
kemampuan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta peningkatan
produktivitas ekonomi, iklim investasi, kualitas sumber daya
manusia, serta ketersediaan dan kualitas fasilitas wilayah atau
infrastruktur. Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari struktur
dan kinerja perekonomian yang tidak hanya mampu menciptakan
nilai tambah, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan
melalui pemanfaatan Iptek dan inovasi pada berbagai sektor

unggulan.

Iklim investasi memiliki peran strategis dalam menarik minat investor
untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya mendorong
ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan

lapangan kerja. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menjadi
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faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas, daya saing tenaga
kerja, dan kemampuan berinovasi, sehingga mampu mendukung
transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sementara itu,
ketersediaan dan kualitas infrastruktur berfungsi sebagai prasyarat
utama dalam  menunjang kelancaran  aktivitas ekonomi,
meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperluas akses terhadap

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperkuat keempat komponen tersebut secara terintegrasi
dan saling mendukung, daya saing daerah diharapkan dapat terus
meningkat dan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, serta

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1 Fokus Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Keberlanjutan produktivitas di berbagai sektor ekonomi serta
penguatan struktur ekonomi dalam jangka panjang merupakan faktor
penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada
peningkatan kapasitas produksi suatu daerah, tetapi juga
berkontribusi dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat
dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang
bersifat global maupun domestik. Dengan struktur ekonomi yang
kuat, suatu wilayah akan lebih siap merespons dinamika dan
perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun

eksternal.

Selain itu, keberlanjutan produktivitas dan penguatan struktur
ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing
daerah. Daya saing mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk
berkembang secara efektif melalui pertumbuhan ekonomi ya